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KATA PENGANTAR
KETUA ASOSIASI SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA (ASPI)

Selamat dan terima kasih kepada Program Pascasarjana, Universitas Andalas, yang telah
berhasil menyelenggarakan Seminar Nasional dengan sukses. Sefiap tahun Asosiasi Sekolah
Perencanaan Indonesia (ASPI) menyelenggarakan seminar nasional dengan bekerjasama dengan
universitas dan beberapa pihak terkait. pada November 2016, seminar nasional telah berhasil
diselenggarakan dengan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas sebagai fuan rumah dan
Perhepi.

Tema Seminar tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa — Kota sangat tepat dipilih. Pembangunan
desa-kota perlu dilihat secara terintegrasi sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan dan kebijakan. Walaupun
inklusifitas pembangunan desa-kota bukan tema yang baru dalam Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, tetapi isu
tersebut sangatrelevan untuk dibahas. Ketimpangan wilayah - yang salah satu contohnya - dalam bentuk ketmpangan
desa kota merupakan permasalahan klasik di Indonesia yang belum memperlihatkan tanda-tanda perbaikan yang
berarti.

Topik yang dibahas dalam seminar nasional ini cukup luas yang menggambarkan pembangunan desa-kota
yang semakin kompleks. Selain pendekatan sektoral yang tetap digunakan dalam analisis, seperti sektor pertanian dan
pariwisata, pendekatan aktor dan jaringan antar aktor digunakan pula dalam melihat perkembangan desa-kota. Hal ini
menunjukkan cakupan minat dosen dan mahasiswa yang terus meluas dalam mengkaji relasi desa-kota.

Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia telah dan akan terus menggelar seminar nasional tiap tahun sebagai
media komunikasi dan pembelajaran kolektif mahasiswa dan dosen yang berminat pada kajian kota dan wilayah.
Seminar ini juga menjadi media untuk mendorong knowledge production sehingga dunia perguruan tinggi di Indonesia
dapat berkontribusi secara lebih besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Implikasi kebijakan yang
terdapat dalam banyak paper pada seminar ini juga dapat membantu perumusan kebijakan perencanaan dan
pembangunan kota dan wilayah di Indonesia.

Terima kasih saya sampaikan pada Universitas Andalas, khususnya Program Pascasarjana, Panitia Seminar,
PERHEPI, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan pihak lain yang telah membantu terselenggaranya acara Seminar
Nasional ini.

Ir. Tubagus Furqon Sofhani, MA., PhD



KATA PENGANTAR
KETUA UMUM PERHEPI

Pertama sekali, kami ucapkan Selamat dan Terimakasih kepada Pengurus PERHEPI
Komda Padang atas keberhasilannya menyelenggarakan satu event Seminar Nasional yang
dikerjasamakan dengan Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI) dan Program
Pascasarjana Universitas Andalas. Seminar Nasional yang mengambil tema Perencanaan
Pembangunan Inklusif Desa-Kota ini memang juga telah menjadi perhatian besar bagi para
akademisi pembangunan pertanian, baik dari aspek ilmu ekonomi pertanian maupun aspek iimu
lainnya. Selama ini memang sama kita sadari bahwa model pembangunan desa (rural
development) dan pembangunan kota (urban development) telah terlalu dibuat demikian
eksklusif masing-masingnya. Pembangunan desa sering lebih dikonotasikan dengan
pembangunan pertanian di perdesaan dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan baik di domestik perdesaan sendiri
maupun kebutuhan ekspor ke perkotaan. Konteks eksklusif dari model pembangunan seperti ini pada akhirnya membuat
semakin besarnya jurang perbedaan antara desa dan kota, baik secara ekonomi maupun sosial. Masalah urbanisasi
atau berpindahnya penduduk desa ke perkotaan pada akhirnya telah menjadi persoalan besar dari ketidakterpaduan
model pembangunan sepert ini.

Pertemuan antara para pemerhati masalah pembangunan ekonomi pertanian dan para akademisi dari sekolah
perencanaan pembangunan dalam Seminar Nasional ini merupakan satu bentuk sinergi yang sangat baik dan perlu
dikembangkan lebih jauh lagi dalam usaha menjawab berbagai permasalahan tersebut Seminar Nasional yang telah
menghadirkan lebih dari 150 orang peserta serta mengkompilasi lebih dari 90 buah makalah penelitian dengan berbagai
tema terkait dengan perencanaan pembangunan desa-kota dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari masalah
sumberdaya alam, pariwisata, produksi dan pemasaran produk pertanian dan lainnya, diharapkan dapat bermanfaat
bagi para pengambil kebijakan maupun untuk penelitian lebih lanjut.

PERHEPI sebagai satu perhimpunan bagi para pemerhati masalah pembangunan ekonomi pertanian di
Indonesia akan terus mendukung upaya-upaya penyebarluasan hasil kajian dan hasil pemikiran dari para anggotanya
dalam berbagai bentuk forum ilmiah, baik yang diselenggarakan secara khusus dalam lingkungan PERHEPI sendiri
maupun berbentuk kerjasama dengan organisasi profesi lainnya yang mempunyai visi dan misi yang searah dalam
upaya menjawab berbagai masalah pembangunan pada umumnya atau masalah pembangunan pertanian pada
khususnya.

Akhir kata, kami, Pengurus Pusat PERHEPI, sekali lagi mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang
telah bekerja keras mempersiapkan dan melaksanakan Seminar Nasional ini, terutama rekan-rekan ASPI, Program
Pascasarjana Universitas Andalas, serta Pengurus PERHEP| Komda Padang. Terimakasih yang sebesar-besarnya
juga kami sampaikan kepada, Pimpinan Universitas Andalas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta kepada
seluruh sponsor yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung penyelenggaraan Seminar ini.

Dr. Bayu Krisnamurthi



TANTANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DESA-KOTA:
CATATAN DARI PENYUNTING

Hingga saat ini, permasalahan pembangunan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia masih
berkutat disekitar masalah yang dilematik antara pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi
Indonesia dapat dikatakan sudah cukup tinggi, diatas 5% per tahunnya, sementara walau memang menurut catatan
BPS tahun 2017 penurunan kemiskinan telah cukup besar (sekitar 2,5 jt orang per tahun), jumlah penduduk miskin (baik
di perkotaaan maupun perdesaan) ternyata juga masih cukup besar, sebanyak 27.76 juta orang. Sejogyanya
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mengatasi masalah kesenjangan pendapatan antar penduduk. Data terakhir
dari BPS mencatat bahwa selama tahun 2015, pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat
kesenjangan, dengan ditandai oleh menurunnya Gini ratio sebesar 0.01 poin.

Diskursus pertumbuhan dan pemerataan ekonomi antara desa dan kota juga telah menjadi sorotan bagi para
pengamat pembangunan. Sehingga dalam satu dekade terakhir ini, konsepsi pembangunan di Indonesia juga mulai
diarahkan kepada konsepsi pembangunan yang inklusif, yang dapat mengangkat taraf hidup orang-orang ataupun
wilayah yang selama ini relatif tertinggalkan. Sejumlah strategi dan pendekatan telah banyak dilakukan baik pada tingkat
mikro dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pemberian jaminan sosial dan perlindungan lainnya, maupun
dukungan kebijakan makro yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi perdesaan, pertanian, ataupun sektor hulu
lainnya yang berintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan sektor hilirmya.

Seminar Nasional ini telah berupaya mengangkat permasalahan kesenjangan ekonomi dalam pembangunan
desa dan kota selama ini, dengan mengajak peneliti dari berbagai aspek bidang ilmu; sosial, ekonomi, sain dan
teknologi untuk bersama menemukan pokok-pokok pemikiran dalam membangun desa dan kota secara inklusif dan
terintegrasi. Lebih dari 90 makalah yang tercakup dalam 6 tema utama telah dibahas dalam seminar ini, termasuk juga
makalah dari para pembicara panel. Pembahasan makalah mencakup kajian terhadap aspek perencanaan
pembangunan dalam arti luas, mulai dari kajian terhadap perencanaan program pembangunan itu sendiri maupun kajian
atau evaluasi dari implementasi ataupun dampak dari proses pembangunannya.

Konsep-konsep dasar pemikiran tentang perencanaan pembangunan telah digarisbawahi oleh para pembicara
panel yang diundang dalam Seminar ini. Secara umum panelis menyoroti bahwa paradigma pembangunan inklusif
harus dijadikan pijakan utama dalam merancang kebijakan dan program-program pembangunan di perdesaan dan
perkotaan. Berbagai pengalaman panelis di wilayah studinya masing-masing telah mengungkapkan fakta empirik bahwa
perencanaan pembangunan yang lebih mengikutsertakan peran pihak-pihak yang selama ini terpinggirkan akan
menghasilkan pembangunan yang lebih baik.

Sementara dari sejumlah makalah yang tercakup dalam 6 (enam) tema utama seminar ini, secara umum dapat
diberi catatan sebagai berikut:

Tema A: Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Industri Kreatif

Sebanyak 19 (sembilan belas) makalah yang telah dibahas dalam tema ini, pada umumnya mengungkap
berbagai fakta empirik tentang berbagai potensi ekonomi lokal terutama di wilayah perdesaan yang tentu saja menjadi
produk konsumsi masyarakat perkotaan, seperti objek kawasan wisata baru, industri-industri pengolahan hasil pertanian
dan kerajinan lokal, bahkan karya-karya seni masyarakat perdesaan.

Sejumlah model pendekatan perencanaan pengembangan kawasan wisata telah diungkap oleh para
penulisnya, mulai dengan konsepsi kajian SWOT, pemanfaatan analisa spatial serta juga pelibatan partisipasi
masyarakat. Secara umum, para penelii pada dasarnya melihat bahwa peran serta masyarakat lokal menjadi faktor
utama yang harus diperhatikan dalam setiap langkah kegiatan pengembangan di sektor ini, terutama sekali dimulai
dalam tahap kegiatan perencanaan pengembangan itu sendiri. Sementara peran pihak luar, terutama pemerintah
diharapkan dapat memfasilitasi pemikiran dan kegiatan yang dirancang oleh masyarakat lokal ini, baik yang bersifat fisik
maupun non-fisik.

Tema B: Perencanaan dan Pengembangan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Lahan merupakan faktor utama dan bagian fterpenting dari pengembangan pembangunan pertanian.
Perencanaan dan pengembangan lahan sangat diperlukan karena keterbatasan sumberdaya lahan serta semakin
besarnya kepentingan penggunaan lahan, tidak hanya bagi aktivitas pertanian tetapi juga akfvitas-aktivitas ekonomi
lainnya di luar sektor pertanian. Pembangunan yang terus dilaksanakan menyebabkan banyak lahan pertanian yang
harus beralih fungsi menjadi non-pertanian. Aspek-aspek perencanaan dan pengembangan lahan yang berkelanjutan



perlu dipikirkan dan dikaji lebih mendalam, untuk mendapatkan kesesuaian penggunaan lahan dengan tujuan
pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Dari sepuluh makalah dalam tema ini, pembahasan makalahnya mencakup masalah upaya pemanfaatan lahan
dan analisis kebutuhan lahan pertanian, diversifikasi penggunaan lahan serta konservasi lahan, sumberdaya manusia
dan kesiapan masyarakat dalam penggunaan lahan, bencana alam yang berhubungan dengan penggunaan lahan, serta
perencanaan dan pengembangan lahan pertanian yang dikaitkan dengan pengembangan agroindustri. Dari berbagai
topik dari makalah-makalah tersebut, sebagian besar telah menyinggung tentang perencanaan dan pengembangan
lahan pertanian berkelanjutan, namun upaya konkrit yang berhubungan dengan keberlanjutan tersebut belum terlalu
dibahas. Masalah kesesuai penggunaan lahan dengan rencana tata ruang wilayah belum banyak disinggung dalam
makalah yang ada.

Beberapa point penting yang mungkin masih perlu dikaji lebih lanjut berkaitan dengan topik ini antara lain:
pemetaan lahan pertanian yang berkelanjutan antar daerah, kajian evaluasi dan efekfifitas kebijakan pengembangan
lahan yang ada dihubungkan dengan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, Perencanaan dan pengembangan
lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, pembiayaan yang berhubungan dengan pengembangan lahan pertanian
yang berkelanjutan, serta berbagai topic yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan lahan pertanian yang
berkelanjutan.

Tema C: Perencanaan dan pengembangan kawasan pesisir dan kemaritiman

Perkembangan kota di pinggiran pantai berpengaruh sangat besar terhadap kawasan pesisir dan kemaritiman,
terutama terjadinya modifikasi dan rusaknya ekosistim pantai dan kemariiman. Hal lain bahwa adanya kecenderungan
tingkat perekonomian masyarakat pesisir yang masih rendah dan rendahnya sumberdaya manusia di kawasan ini,
dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kondisi fisik kawasan pesisir. Perhatian khusus dalam perencanaan
dan pengembangan kawasan pesisir dan kemaritman dari semua pihak sangat dibutuhkan agar tercipta pembangunan
yang mampu menjaga kelestarian alam pesisir secara berkelanjutan.

Makalah yang dipresentasikan dalam tema ini mencakup beberapa kajian seperti, kajian daya dukung lahan di
kawasan pesisir, kajian pengembangan konsepsi agribisnis minapolitan, kajian pola penggunaan lahan di kawasan
pesisir, serta kajian place-based management yang bersifat eco-region dalam pengelolaan ruang kawasan pesisir. Dari
kajian-kajian tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak sisi kajian empirik tentang pengelolaan lahan di kawasan pesisir
yang dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Tema D: Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Masalah degradasi sumberdaya alam serta kerusakan lingkungan telah menjadi sorotan para pemakalah
seminar ini, terutama yang berkaitan dengan masalah sumberdaya lahan pertanian, bencana alam, longsor, serta
masalah lingkungan perumahan dan pemukiman. Walaupun dalam setiap aspek pembangunan selalu ada kajian
AMDAL-nya, tetapi pada kenyataannya masih banyak fakta empirik dari kegiatan-kegiatan pembangunan ataupun
pengembangan wilayah yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap lingkungn dan keberlanjutan sumberdaya alam
yang ada di wilayah tersebut.

Para penulis makalah dalam tema ini pada umumnya telah mengekspos perkembangan baru dalam
pengembangan wilayah dimana keferlibatan masyarakat lokal telah dijadikan faktor penting dalam setiap perencanaan
pembangunan. Sisi inklusif dalam pelibatan masyarakat yang selama ini terpinggirkan telah mulai banyak dikembangkan
di berbagai aspek pembangunan yang berkaitan dengan sumberdaya alam dan lingkungan, seperti yang telah
disampaikan oleh banyak pemakalah antara lain dalam pengelolaan sampah, pengembangan kawasan wisata,
pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dan lainnya.

Tema E: Perencanaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang melipui pembinaan dan
penyelenggaraan perumahan, pembinaan dan penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan,
pencegahan penurunan kualitas dan upaya peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Terkait dengan
itu, perencanaan perumahan dan kawasan permukiman fidak bisa terlepas dari persoalan penyediaan tanah (lahan),
pendanaan dan sistem pembiayaan, serta keterlibatan peran masyarakat berdasarkan sosial budayanya. Perumahan
dan kawasan permukiman direncanakan dan diselenggarakan guna mendapat kepastian hukum, mendukung penataan
ruang dan pengembangan wilayah, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumberdaya alam berwawasan lingkungan,
memberdayakan pemangku kepentingan (stakeholders), menunjang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, serta
menjamin mutu rumah agar layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yangsehat, aman, serasi, teratur, terpadu dan
berkelanjutan.

Vi



Para penulis makalah yang dipresentasikan dalam tema ini telah menyajikan beberapa pemikiran, hasil studi
literatur dan penelitian, serta evaluasi terhadap kebijakan dan program pembangunan terkait perumahan dan
permukiman yang dimplementasi di daerah, baik di wilayah perkotaan atau perdesaan, terutama pada era
desentralisasi. Diskusi yang menarik diantaranya adalah ketika kebijakan dan program pembangunan perumahan dan
kawasan permukiman ternyata belum maksimal memenuhi unsur pemberdayaan stakeholders dan pelibatan
masyarakat dalam hal meningkatkan kesadaran penggunaan sumberdaya wilayah yang berwawasan lingkungan.
Sejauh mana kebijakan pembangunan perumahan dengan pola vertikal karena keterbatasan jumlah lahan
perumahan,sesungguhnya telah menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur
dan memberikan keluasan kepada penghuninya. Khusus untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR), pemerintah
juga telah membangun perumahan dan kawasan permukiman baru, namun belum dimanfaatkan dengan baik. Beberapa
kasus pembangunan perumahan dan permukiman di kota besar dan menengah yang berdampak pada terbentuknya
kawasan kumuh, telah memberikan pembelajaran bahwa perencanaan dan implementasi kebijakan perumahan dan
kawasan permukiman memerlukan pelibatan masyarakat sejak perencanaan awalnya.

Selain itu, kelembagaan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman juga perlu direvitalisasi melalui
pemberdayaan strukfur lembaga dan stakeholders, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan kompetensi dan
kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak berakibat kepada penurunan kenyamaan dan kualitas hidup
penghuni kawasan. Peraturan perundangan terkait pemanfaatan ruang wilayah diimplementasi melalui proses perizinan
mendirikan bangunan, membangun perumahan dan kawasan permukiman yang melibatkan lintas sektor dan organisasi
/ unit pemerintahan, baik secara horizontal maupun vertikal. Hal itu tentu saja perlu dimulai dengan menata ruang
wilayah, yang mencakup merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan ruang wilayah di tingkat pusat, daerah dan
lokaldengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tema ini juga mendiskusikan beberapa persoalan pembangunan sebagai dampak dari pembangunan kawasan
komersial di lingkungan perguruan tinggi negeri yang berstatus kampus pemerintah, pertumbuhan perumahan dan
kawasan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana, serta evaluasi program bedah rumah untuk MBR. Selain
itu, juga dibahas tentang konsepgreen development sebagai solusi permasalahan perkotaan untuk mengurangi dampak
negatif pembangunan terhadap lingkungan melalui keterpaduan strategi tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan
pembangunan sosial yang melibatkan semuaaktor kunci pembangunan. Sehubungan dengan itu, untuk mewujudkan
perencanaan dan pengembangan perumahan dan permukiman yang ideal, diperlukan koordinasi yang baik dan
terpelihara dalam paradigma perencanaan partisipatif berbasis rasionalitas komunikatif (communicative rationality)agar
tercapai pemahaman yang sama antarpelaku dan aktor kunci pembangunan, yang terdiri dari unsur pemerintah,
masyarakat, serta pelaku bisnis.

Sesuai tema pokok seminar nasional “Perencanaan dan Pembangunan Inklusif Desa-Kota”, makalah dan
diskusi dalam sub tema “Perencanaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman” telah mampu mengisi dengan
beberapa pemikiran dan solusi terkait sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan untuk keberlanjutan perumahan dan
kawasan permukiman di desa dan kota. UU RI No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
mengatur bahwa perencanaan perumahan dan kawasan permukiman merupakan safu kesatuan yang utuh dari rencana
pembangunan tingkat nasional dan daerah dengan melibatkan peran masyarakat untuk menciptakan lingkungan
perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur dan memberikan keluasan kepada penghuninya. Oleh
sebab itu perencanaan dan pengembangan perumahan dan permukiman selalu mengikuti dinamika penghuninya.

Tema F: Kemiskinan dan Ketimpangan

Dari makalah yang dikelompok kedalam Tema F ini tidak semua berkaitan dengan isu kemiskinan dan
ketmpangan. Sebagaian besar makalah lebih berkaitan dengan isu pembangunan wilayah. Kajian kemiskinan
berdasarkan artikel yang masuk didapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap angka kemiskinan disuatu wilayah
yaitu, (a) pembangunan infrastruktur, (b) pendapatan regional, dan (c) Jumlah penduduk

Satu makalah secara khusus membahas tentang kerangka penetapan rumah tangga Miskin oleh BPS, yang
selama ini belum memasukkan varibel ekonomi dalam pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat Sementara
beberapa yang lainnya mengkaji beberapa masalah seperti masalah waktu luang dalam rumah tangga, karakterisasi
kemiskinan berdasar kawasan, kajian ketimpangan yang berkaitan dengan indikator demokrasi di seluruh provinsi di
Indonesia, serta kajian hubungan antara kemiskinan dengan ketahanan pangan. Apabila diperhatikan lebih lanjut,
sejauh ini kajian mengenai ketimpangan belum memasukan bahasan mengenai pengaruh sektor industri, jasa dan
perdagangan dalam melihat ketimpangan antar wilayah.

Sebagai penutup, seluruh makalah, baik dari panelis dan juga seluruh tema yang telah dikompilasi dalam buku
proseeding ini, setidaknya telah menghasilkan dua hal pokok yang sangat berarti bagi pengembangan praktis dan
konseptual lebih lanjut, yang menjadi tantangan imu perencanaan dalam pembangunan khususnya. Secara konseptual,
pembangunan inklusif setidaknya menuntut pendekatan yang lebih humanistik, yang secara khusus harus lebih dapat
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mentransformasi manusia dan masyarakat lebih awal sebelum adanya perubahan atau transformasi fisikal yang justru
akan merubah kondisi masyarakat ke arah yang tidak diharapkan. Untuk itu, konsepsi ilmu perencanaan ke depan
semakin membufuhkan keterpaduan keilmuan yang lebih komprehensif, terutama dengan bidang ilmu sosial dan
kemasyarakatan. Secara praktis, kerangka-kerangka metodologi dan pendekatan praktis yang biasa dipakai dalam ilmu-
ilmu sosial dan kemasyarakatan harus semakin dapat dipadukan dengan model-model teknis perencanaan yang saat ini
juga sedang berkembang. Sejumlah makalah telah mulai mengekspor kerangka praktis ini, namun masih harus terus
dapat disempurnakan dan dikembangkan. Selanjutnya, pada sisi yang lain, seminar ini juga mencoba menggiring
pemikiran bahwa konteks pembangunan desa dan kofa, tidak lagi harus dilihat secara terpisah, tetapi harus dilihat
keterpaduannya untuk dapat berkembang dan bertransformasi bersama.

Akhir kata, kami sangat berterimakasih sekali kepada seluruh panelis dan pemakalah Seminar Nasional ini
yang telah melengkapi dan menyempurnakan seluruh makalahnya sesuai dengan format penerbitan proseeding ini.
Semoga seluruh hasil karya dan pemikiran yang telah dituangkan dalam buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua,
para akademisi, birokrat dan praktisi perencanaan dan pembangunan di Indonesia pada umumnya.

Padang, Juni 2017

Tim Penyunting
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ABSTRAK

Ditengah pandangan, keyakinan, dan tekanan berbagai lembaga dan kesepakatan global, termasuk
hasil Habitat 3 di Ekuador, Oktober 2016 lalu, bahwa urbanisasi dan perkembangan kota di seluruh dunia
merupakan sesuatu ‘keniscayaan‘atau tidak dapat dielakkan, diperlukan pandangan yang kritis, alternatif, dan
bahkan terobosan, kalaupun tidak ‘mengkoreksi,’ tetapi memberikan alternatif atas proses dan wujud
permukiman di masa depan yang lebih baik. Meneruskan ide awal dari McGee di tahun 1980an, paper ini
berargumen bahwa proses dan wujud urbanisasi dan perkembangan kota di negara-negara berkembang seperti
Indonesia tidak akan begitu saja mengikuti model urbanisasi dan perkembangan kota di negara-negara Barat.
Indonesia menyimpan dan bahkan dapat menunjukkan model yang lain, model alternatif, model permukiman
kota-desa, campuran yang kompleks, dinamis, dan seimbangantar unsur-unsur kota dan desa, yang lebih
berkelanjutan. Meskipun masih perlu diteruskan dokumentasi dan kajian best practices di berbagai tempat di
Indonesia, riset di Yogyakarta dan Bali, sampai saat ini menunjukkan bahwa model permukiman kota-desa dapat
menjadi model permukiman yang tidak saja inklusif, aman, tangguh, tetapi juga bermartabat dan berkelanjutan.

Kata kunci: permukiman kota-desa, model, alternatif, berkelanjutan

PENDAHULUAN
URBANISASI dan URBAN BIAS

Dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kota yang semakin pesat, keberlanjutan kehidupan dan
lingkungan sebagian besar penduduk Indonesia akan sangat tergantung pada lingkungan kota. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS, 2013), pada tahun 2010, tingkat urbanisasi di Indonesia 49,8 persen, dan
pada tahun ini (2015) sudah lebih dari separo penduduk Indonesia(53,3%) tinggal di perkotaan. Di tahun 2025
mendatang, dari jumlah total penduduk Indonesia sebesar 273 juta jiwa, diperkirakan sekitar 68 persennya akan
bermukim di perkotaan. Data dan proyeksi ini menggambarkan bahwa sebagai satu Negara, Indonesia sudah
dapat dikatakan sebagai ‘urbanized country satu istilah untuk menggambarkan bahwa lebih banyak penduduk di
Negara tertentu tinggal dan tergantung hidupnya di lingkungan perkotaan. Percepatan urbanisasi dan
pertumbuhan kota yang sangat cepat ini harus diantisipasi dengan perencanaan yang baik dan tepat agar
terjamin keberlanjutannya.

Status dan proyeksi masa depan urbanisasi dan perkembangan kota ini, tentunya mengandung dua hal
bersamaan. Pertama, urbanisasi dan perkembangan kota dapat memberikan peluang pada peningkatan kualitas
kehidupan dan lingkungan sebagian besar masyarakat Indonesia — dan hal ini yang tentunya kita harapkan dan
upayakan. Kedua, percepatan urbanisasi dan perkembangan kota tersebut justru semakin menimbulkan banyak
persoalan yang semakin kompleks, tidak tertangani, dan mengarah pada semakin memburuknya kondisi
lingkungan dan kehidupan masyarakat perkotaan, bahkan mengancam pada keberlanjutan kota dan warganya.
Diperlukan upaya-upaya perencanaan dan pengelolaan kota yang rasional, komprehensif, sistematis, dan terukur
untuk menjamin agar percepatan urbanisasi dan perkembangan kota di Indonesia memberikan banyak peluang
untuk menciptakan lingkungan kota dan kehidupan yan lebik baik dan berkelanjutan.

Pengantar di atas, memberikan ilustrasi, betapa sebagian besar dari kita terus berpandangan bahwa
urbanisasi dan perkembangan kota merupakan sesuatu keniscayaan, akan terus terjadi, tanpa alternatif apalagi
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‘perlawanan’. Hasilnya dikhawatirkan, adalah persoalan dan kekalahan, dimana kita tidak mendapatkan model
permukiman yang lebih baik, berkelanjutan, apalagi unik dan berkarakter. Terselip dalam berbagai pemikiran kita
selama ini bahwa kota dan desa adalah entitas yang sepenuhnya berbeda, bertentangan, dan bahkan
berlawanan.

Pandangan yang sangat dikotomik ini memperlakukan kota sebagai satu keharusan, keniscayaan, kebaharuan,
kemajuan, dan masa depan. Sementara desa sebagai keteringgalan, kemunduran, keterbelakangan, dan masa
lalu. Desa adalah korban dan objek penderita serta penindasan atas kekuatan, kemajuan, dan kedigdayaan kota.
Melanggengkan desa berart melanggengkan ketertinggalan, keterbelakangan, kemiskinan dan kefidak-
berdayaan.

KOTA-DESA SEBAGAI ALTERNATIF?

Konsep dan terminologi desa-kota atau kotadesasi, sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Konsep ini
pertamakali dilontarkan oleh Terry Mc.Gee, ahli urbanisasi dan perkotaan di Asia pada tengah tahun 1980an [1]
[2] McGee melontarkan konsep dan termonilogi kotadesasi, untuk menjelaskan fenomena perkembangan kota di
negara-nagara Asia, khususnya Asia Tenggara yang menunjukkan perbedaan dengan fenomena perkembangan
kota di negara-negara Barat. Konsep ini secara khusus menjelaskan proses, wujud, dan karakter perkembangan
kota di daerah pinggiran kota yang awalnya merupakan daerah pedesaan.

Proses perkembangan kota yang tidak sepenuhnya terencana atau organic menyebabkan wujud yang
merupakan campuran antara ciri ciri lingkungan perkotaan dan pedesaan. Wujud campuran antara kota dan desa
ini menjadi lebih kompleks dan khas karena juga diwarnai dengan kegiatan ekonomi dan sosial yang juga
bercampur, antara kegiatan perkotaan dan pedesaan. Proses dan wujud yang bercampur ini, kemudian,
menghasilkan satu karateristik perkembangan kota yang khas, unik, dan menarik.

Dalam konteks kota-kota besar, proses, wujud, dan karakteri kotadesasi ini kemudian menyebabkan
perkembangan megalopolis yang juga unik dank has. Meskipun demikian, McGee menjelaskan bahwa konsep
kotadesasi tidak sama dengan konsep Megalopolis yang digagas oleh Gottman pada awal 1960-an. Dalam
bahasanya langsung, McGee menjelaskan bahwa:

“The megalopolis is region dominated by the activities of central urban system. In many Asian countries , the
process of Kotadesasi is somewhat different for it is occuring in many different locations often in areas adjacent to
peri-urbans of the giants cities and sometimes in the form of corridor development adjacent to main roads or
railways that link reasonably close, large cities.

Lebih lanjut, McGee menjelaskan bahwa pertumbuhan megalopolis akan membentuk elemen-elemen
yang khusus yakni: 1) kota besar; 2) wilayah pinggiran; 3) desa-kota; 4) desa berkepadatan penduduk tinggi; 5)
desa berkepadatan penduduk rendah; dan 6) kota kecil. Proses ini ditandai dengan perubahan desa menjadi
kota, yang diiringi dengan pergeseran kegiatan ekonomi formal ke informal. Contoh megalopolis di Indonesia
antara lain Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Cianjur), akan tetapi, dia juga menjelaskan betapa
seluruh pulau Jawa sesungguhnya juga dapatdisebut sebagai serangkaian megalopolis yang besar.

Fenomena kotadesasi ini kemudian juga dipakai untuk menjelaskan perkembangan kota mefropolitan
seperti Jabodetabekjur, yang disebut sebagai Extended Metropolitan Region — EMR. Adapun ciri-ciri satu EMR
adalah: 1) berkepadatan penduduk tinggi; 2) sebagian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian; 3)
mengalami transformasi kegiatan dari pertanian ke beberapa kegiatan non pertanian (perdagangan, transportasi
dan industri); 4) intensitas mobilitas penduduk yang tinggi dimungkinkan tersedianya transportasi yang murah; 5)
interaksi yang tinggi antara akfivitas perdesaan dan perkotaan; dan 6) pencampuran guna lahan yang intensif
antara permukiman dan akfivitas ekonomi, seperti pertanian, industri rumah tangga dan kawasan industri.

Dalam perkembanganya, konsep kotadesasi ini kemudian digunakan oleh banyak peneliti untuk
mengkaji fenomena urbanisasi dan perkembangan kota di berbagai negara Asia, dan sebagian besar
mengkonfirmasi konsep ini [3] [4] [5] . Salah satu hasil kajian desa-kota yang penting adalah disepakatinya
sembilan (9) parameter desa-kota sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel berikut.
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Tabel 1. Parameter Desa-Kota

No. Parameter Catatan

1. Terhubung dengan pusat kota besar Jaringan ini memungkinkan konektifitas yang baik antara
kawasan desa dan kota, baik untuk menunjang kegiatan
ekonomi dan sosial

2. Tersedia tenaga kerja harian Memungkinkan penduduk desa, termasuk wanita untk
menmdapatkan pekerjaan dan penghasilan, tanpa harus
meninggalkan desanya/perumahanya

3. Mempunyai akses terhadap informasi dunia | Jaringan komunikasi yang memungkinkan warga desa
luar berhubungan secara aktif dengan masyarakat luar, baik
nasional maupun global
4, Sebagian besar rumah tangga ferlibat di | Warga desa mempunyai pendapatan ganda dari
sektor pedesaan dan perkotaan kegiatan pertanian dan non-pertanian
5. Masih terdapat kelompok kerja pedesaan Masih terdapat spirit dan prakek kerja kelompok secara
gotong royong, modal sosialnya tinggi
6. Tersedia teknologi modern Mulai tersedia teknologi modern untuk proses pertanian
dan non-pertanianya
7. Telah terjadi hubungan kerja yang berupah | Upah langsung/cash economy cukup dominant,
meskipun masih cenderung sector informal
8. Terdapat kelembagaan campuran Mskipun  lembaga-lembaga formal sudah  mulai

terbentuk, tapi masih banyak pula lembaga informal yang
eksis dan bermanfaat

9. Mempunyai kaitan dengan eonomi global Semakin terkoneksi dengan ekonomi global

Sumber: Diadopsi dari The Desakota Study Team (2008)

Sampai saat ini, konsep kota-desasi atau desa-kota, cenderung dipakai sebagai cara pandang untuk
menjelaskan fenomena atau model perkembangan kota di Indonesia dan Negara-negara di Asia Tenggara
(model deskriptif). Meskipun tidak lepas dari kritik, konsep ini semakin diyakini dan diterima sebagai konsep yang
relevan untuk menegaskan bahwa proses, wujud, dan karakteristik perkembangan kota di Indonesia tidaklah
persis sama dengan yang terjadi di Negara-negara Barat.

Dengan tantangan dan kebutuhan perencanaan yang lebih tepat dan pas untuk Indonesia, konsep ini

tentunya dapat digunakan dan dikembangkan lebih lanjut sebagai alat ‘preskripsi’ yakni seperangkat prinsip dan
model untuk mengarahkan masa depan perkembangan kota di Indonesia.
Paper ini merupakan satu rangkuman atas kajian awal yang dilakukan di Yogyakarta dan Bali, yang
mendokumentasikan best practices beberapa jenis permukiman desa-kota di dua daerah serta mengkaji
keberlanjutanya, baik dari sisi konsep dan indikator pembangunan berlanjut, serta faktor-faktor yang menentukan
keberlanjutan tersebut Meskipun kajian yang lebih komprehensif akan terus dilakukan di berbagai kasus lain,
sampai saat ini riset awal ini memberikan keyakinan bahwa konsep desa-kota, mempunyai berbagai karakteristik
yang khas dan mengandung aspek-aspek yang sesuai dengan prinsip-prinsip serta indikator keberlanjutan.
Dengan kata lain, model ‘deskriptif desa-kota, mengandung peluang untuk dikembangkan menjadi model
‘preskriptf,” sebagai satu alternatif untuk mewujudkan perkembangan kota yang berkelanjutan.

Argumen dasarnya adalah bahwa konsep kotadesasi atau desa-kota, mempunyai karakteristik yang
khas, dan dapat menjadi alternatif pembangunan kota yang berkelanjutan.Melalui serangkaian observasi
lapangan melalui studi kasus, diskusi, workshop, dan kajian kasus, baik di Yogyakarta dan di Bali semakin
diyakini bahwa konsep desa-kota bukanlah fenomena dan konsep yang sifatnya trasnsisi, tetapi dapat menjadi
konsep alternatif pembangunan kota yang berkelanjutan. Desa-kota mempunyai karakter tangguh (resilience)
tidak saja secara ekologis, tetapi juga social, dan ekonomi (Proto Tamansari Team, 2014; Setiawan dkk. 2016).

FENOMENA KOTA-DESA DI BALI

Meskipun penelitian kota-desa ini dilakukan di Yogyakarta dan Bali, dalam paper ini Bali diambil sebagai
kasus empirik yang menjadi argumen bahwa model kota-desa dapat menjadi alternatif permukiman di masa
depan.

Terdapat tiga lokasi best practices permukiman “desa-kota berkelanjutan” di Bali yang dijadikan contoh
dalam paper ini. Ketiganya berada dalam area perkotaan Denpasar. Ketiga desa tersebut adalah: 1) Desa Lebih,
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Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar; 2) Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung; dan 3)

Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

Adapun karakteristik ketiga desa dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini. Karakferistk ini penting
didokumentasikan dan dipahami, karena akan menjadi dasar pengembangan tiga desa ke depan, baik dalam
konteks permukiman desa-kota maupun identitas ketiga desa tersebut. Tabel berikut meringkas karakteristik tiga

desa yang dikaji.

Tabel 2. Karakteristik Tiga Desa Kasus

Aspek Desa Lebih, Desa Jagapati, Desa Pejaten,
Gianyar Badung Tabanan

Fisik/ e Merupakan satuan ruang e Merupakan satuan e  Merupakan satuan

Lingkungan geografis yang menari, ruang geografis ruang geografis yang
gabungan antara wilayah yang subur, diapit subur;
perbukitan dan pesisir; oleh sungai yang e  Mempunyai seting yang

e Telah mengalami abrasi menjadi sumber air unik, dielilingi oleh
yang menggerus dan utama sungai;
menghilangkan sebagian e Lahan sawahnya e Lahan sawahnya
area pantai; masih terbatas/sempit  dan

e Terancam oleh luas/dominan; sebagian lahanya telah
pembangunan jalan e Dilewati jalan dipakai atau
higway regional yang kabupaten  yang diekspoitasi untuk
membuka akses desa cukup sibuk, belum bahan dasar gerabah,
tetapi juga mendorong sepenuhnya (fanah liat dan paras);
percepatan konversi mengusik e Mempunyai panorama
lahan; kehidupan desa; yang khas, yakni desa

e Masih mempunyai fata e Mash mempunyai dengan seting tobong-
permukiman  tradisional tata  permukiman tobong  pembakaran
yang manarik; tradisional ~ yang gerabah yang unk;

e Mempunyai  panorama cukup menarik; e Sebagian area sudah
atau landscape yang e Mempunyai mengalaman degradasi
cank mengarah pada paniorama kawasan dalam bentuk ceruk-
pantai dan laut dan sawah dan tepian ceruk yang dalam
potensial untuk sungai yang karena proses
dikembangkan  menjadi potensial untuk penambangan
kawasan wisata pengembangan

kawasan wisata

Sosial e Kehidupan adat/religi e  Kehidupan e Kehidupan adat/religi
masih kuatkental; adatlreligi  masih masih kuatkental;

e Sudah mulai terimbas kuat/kental; e Sudah menjadi objek
oleh kegiatan pariwisata e Warna kegiatan kunjugan wisata dalam
(hotel, taman  safari, pertanianya masih jumlah  yang sangat
pantai); menonjol; terbatas;

e Warna kegiatan pertanian e Belum terimbas
dan perikanan masih oleh kegiatan
cukup  menonjol  dan pariwisata  secara
dapat diapresisasi. langsung,

Ekonomi e  Betumpu pada pertanian, e Bertumpu pada e Bertumpu pada sektor
peternakan, nelayan, sektor  pertanian industri
pertukangan/buruh dan petemakan genteng/gerabah,

e  Ekonomi lokal; e Pekerja di Sektor sangatmenonjol;

e Mulai terbuka sektor Publik dan swasta; e Mulai berkembang
pariwisata; e Fasiltas pendukung workshop  seni  tetapi

o Fasilitas kegiatan kegiatan komersial masih sangat terbatas;
komersial sudah mulai masih sangat e Mulai ada fasilitas
berkembang, terbatas komersial modern

Sumber: Peneliti (2016)
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Kesesuaian Tiga Desa/Kasus dengan Parameter Permukiman Desa-kota

Dari dokumentasi dan kajian atas tiga kasus/desa, dapat diidentifikasikan bahwa ketiganya memenuhi
beberapa parameter permukiman desa kota. Secara ringkas, kesesuaian ketiga desa tersebut dengan indikator
permukiman desa-kota dapat dilihat pada tabel berikutini.

Tabel3. Kesesuaian Tiga Desa/Kasus dengan Parameter Permukiman Desa-kota

No. Parameter Kondisi umum di tiga desa
1. Terhubung dengan pusat | Jaringan ini memungkinkan konekifitas yang baik antara kawasan desa
kota besar dan kota, baik untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial - terjadi di
tiga desa
2. Tersedia tenaga kerja | Memungkinkan penduduk desa, termasuk wanita untk menmdapatkan
harian pekerjaan ~ dan  penghasilan, tanpa  harus  meninggalkan
desanya/perumahanya — masih dimungkinkan di tiga desa
3. Mempunyai akses | Jaringan komunikasi yang memungkinkan warga desa berhubungan
terhadap informasi dunia | secara akfif dengan masyarakat luar, baik nasional maupun global -
luar terdapat di tiga desa
4, Sebagian besar rumah | Warga desa mempunyai pendapatan ganda dari kegiatan pertanian dan
tangga ferlibat di sektor | non-pertanian — masih dimungkinkan di tiga desa
pedesaan dan perkotaan
5. Masih terdapat kelompok | Masih terdapat spirit dan prakek kerja kelompok secara gotong royong,
kerja pedesaan modal sosialnya tinggi — masih terjadi di tiga desa
6. Tersedia teknologi | Mulai tersedia teknologi modern untuk proses pertanian dan non-
modern pertanianya — ada dalam beberapa hal di tiga desa
7. Telah terjadi hubungan | Upah langsung/cash economy cukup dominant, meskipun masih
kerja yang berupah cenderung sector informal — terjadi di tiga desa
8. Terdapat kelembagaan | Mskipun lembaga-lembaga formal sudah mulai terbentuk, tapi masih
campuran banyak pula lembaga informal yang eksis dan bermanfaat - ya khususnya
lembaga adat
9. Mempunyai kaitan | Semakin terkoneksi dengan ekonomi global - terjadi di tiga desa,
dengan eonomi global khususnya Lebih dan Pejaten

Sumber: Diadopsi dari The Desakota Study Team (2008) dan hasil Kajian Lapangan

Meskipun peneliian di Bali masih terbatas pada tiga desa, observasi secara umum di Bali dan juga di
Yogyakarta sesungguhnya juga mencatat bahwa dengan semakin berkembangnya sarana-prasarana wilayah di
seluruh Yogyakarta dan Bali, khususnya jaringan jalan dan moda tansportasinya, dapat dikatakan bahwa
sebagian besar desa di Bali dan Yogyakarta sudah dapat dikategorikan sebagai desa-kota. Dengan fingkat
urbanisasi sekitar 60% lebih, wilayah Yogyakarta dan Bali sudah dapat dikatakan sebagai ‘urbanized region’ atau
wilayah yang meng-kota. Hal ini juga didukung dengan faktor sosial dan ekonomi, khususnya peluang ekonomi
modern atau ekonomi sektor produksi dan jasa yang semakin berkembang dan terbuka dan dapat diakses oleh
banyak warga desa, menjadikan sebagian besar warga desa di Yogyakarta dan Bali sudah mempunyai alternatif
pekerjaan di sektor modern/perkotaan, selain masih juga mengandalkan sektor pertanian.

Kondisi dan Prospek Keberlanjutan Tiga Desa Kasus

Kondisi dan prospek keberlanjutan tiga desa dalam hal ini dikaji dari tujuh parameter atau aspek yakni:
1) ketahanan/kedaulatan pangan; 2) kemiskinan, kerentanan, dan ketimbangan; 3) jaminan kehidupan
ekonomillivelihood dan kesejahteraan; 4) kebahagiaan, kebanggan, dan ketentraman; 5) pelestarian
tradisi’heritage termasuk eksistensi dan peran lembaga adat; 6) sumber daya manusia; dan 7)
harapan/pandangan, optimisme menjalani masa depan. Dari hasil Focuss Grup Discussion/FGD dan wawancara
mendalam dengan berbagai nara sumber di tiga desa, dapat disimpulkan kondisi dan prospek keberlanjutan tiga
dea dari tujuh aspek/parameter di atas.
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Tabel 4. Kondisi dan Prospek Keberlanjutan Tiga Desa

B. Setiawan

Aspek Desa Lebih, Desa Jagapati, Desa Pejaten,
Gianyar Badung Tabanan
1.Ketahanan/kedaulatan | Belum sepenuhnya | Belum sepenuhnya | Cenderung rendah karena

pangan

terpenuhi, dengan indikasi
produksi bersa mencapai
60-70 persen kebutuhan,
dan bahan pangan lain
yang dari luar desa.
Sisttm  produski  dan
konsumsi pangan sudah
terikat dengan sistem luar,
tidak sepenuhnya mandiri

dan tertutup. Terdapat
potensi perikanan yang
cukup  besar, ftetapi
cenderung

tersedot/terserap  dalam
ekonomi  cash  yang
kurang baik.

Prospeknya belum cukup
baik.

terpenuhi, dengan indikasi
produksi bersa mencapai
70-80 persen kebutuhan,
dan bahan pangan lain
yang dari luar desa.
Sistem  produski  dan
konsumsi pangan sudah
terikat dengan sistem luar,
tidak sepenuhnya mandiri
dan tertutup.

Mempunyai potensi
peternakan (babi) yang
dapat dikembangkan lebih
lanjut.

Prospeknya belum cukup
baik.

tidak mempunyai lahan
sawah di  lingkungan
desa, tefapi di desa
tetangga. Lahan sawah ini
mencukupi  sekitar 6
persen kebutuhan, dan
bahan pangan lain yang

dari luar desa. Sistem
produski dan konsumsi
pangan sudah terikat

dengan sistem luar, tidak
sepenuhnya mandiri dan
tertutup.

Desa mempunyai KUD
yang berfungsi
mmendukung dan

menjamin kecukupan dan
akses pangan warganya.

Prospeknya belum cukup
baik.

2.kemiskinan, Masih  cukup menjadi | Tinggal sedikit warga | Tinggal sedikit warga
kerentanan, dan | persoalan, tetapi telah | desa yang dikategorikan | desa yang dikategorikan
ketimbangan berkurang cukup | miskin. Mereka umumnya | miskin, tetapi jumlah
signiikan  selama 10 | adalah petani | warga dari luar desa yang
tahun terakhir. ~ masih | penggarap/buruh tani. bekerja menjadi  buruh
terdapat sekitar 400 KK genteng cukup banyak
miskin, tetgapi berdasar | Prospeknya cukup baik. dan mereka  dapat
analisa warga desa dikatakan rentan.
sebenarnya tinggal sekitar
70-80 KK miskin, Prospeknya cukup baik
Prospeknya cukup baik
3.Jaminan  kehidupan | Sudah semakin baik dan | Sudah semakin baik dan | Cukup mengkhawatirkan,
ekonomiflivelihood dan | semakin terbuka. Sejauh | semakin terbuka. Sejauh | khususnya sektor gerabah
kesejahteraan mau berusaha terdapat | mau berusaha terdapat | yang mengalami ketidak-
berbagai peluang | berbagai peluang | jelasan karena daya saing
ekonomi/pendapatan ekonomi dan pendapatan | yang kurang.
yang dapat menjamin | yang dapat menjamin
penghiduopan warga | penghiduopan warga
desa. desa.
Prospeknya tidak terlalu
Prospeknya baik. Prospeknya baik. baik/perlu waspada
4 kebahagiaan, Secara umum merasa | Secara umum merasa | Secara umum merasa
kebanggan, dan | behagia, bangga, dan | behagia, bangga, dan | behagia, bangga, dan
ketentraman tentram, khususnya | tentram, khususnya | tentram, khususnya
karena dapat memenuhi | karena dapat memenuhi | karena dapat memenunhi
kebutuhan  hidup dan | kebutuhan hidup dan | kebutuhan hidup dan
berbagai kewajiban | berbagai kewajiban | berbagai kewajiban
agama dan tradisi, serta | agama dan tradisi, serta | agama dan tradisi, serta
6 ISBN : 978-602-73463-1-4
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pergaukan sosial
baik/rukun.

yang

Prospeknya baik

pergaukan sosial
baik/rukun.

yang

Prospeknya baik

pergaukan sosial
baik/rukun.

yang

Prospeknya baik

5.Pelestarian

tradisi/heritage dan
eksistensi dan peran
lembaga adat

Secara umum baik dan
masih menjadi tatanan
yang diakui dan
bermanfaat Tetapi belum
sepenuhnya feruji untuk
merespon
perkembangan/perubahan
yang terjadi.

Prospeknya cukup baik.

Secara umum baik dan
masih menjadi tatanan
yang diakui dan
bermanfaat Tetapi belum
sepenuhnya teruji untuk
merespon
perkembangan/perubahan
yang ferjadi.

Prospeknya cukup baik.

Secara umum baik dan
masih menjadi tatanan
yang diakui dan
bermanfaat Tetapi belum
sepenuhnya feruji untuk
merespon
perkembangan/perubahan
yang terjadi.

Prospeknya cukup baik.

6.sumber daya manusia

Secara umum  baik,
kelompok muda sudah

Secara umum  baik,
kelompok muda sudah

Secara umum  baik,
kelompok muda sudah

dapat mengakses | dapat mengakses | dapat mengakses

pendidikan ~ menengah, | pendidikan  menengah, | pendidikan  menengah,

tetapi masih perlu fterus | tetapi masih perlu terus | tetapi masih perlu ferus

ditingkatkan. diingkatkan. diingkatkan.

Prospeknya cukup baik Prospeknya cukup baik Prospeknya cukup baik
7.harapan/pandangan, Pada umumnya | Pada umumnya | Terdapat kesan mixed-
optmisme  menjalani | berpandangan  optimis, | berpandangan  optimis, | feelinmg atau campuran

masa depan

terutama mengingat faktor
peluang ekonomi yang
semakin terbuka.

terutama mengingat faktor
peluang ekonomi yang
semakin terbuka.

antara yang opftimis dan

cukup, pesimis. Yang
pesimis merujuk pada
prospek industri
genteng/gerabah  yang
rentan.

Sumber: FGD di tiga desa, wawancara, dan data lain, dioleh peneliti secara kualitatif (2016)

Sebagaimana dirangkum dalam Tabeld di atas, dapat disimpulkan secara umum bahwa kondisi
keberlanjutan tiga desa cukup baik, dengan prospek keberlanjutan yang juga cukup baik. Meskipun demikian,
terdapat beberapa aspek/parameter yang tidak cukup baik dan dengan sendirinya mengurangi prospek
keberlanjutanya. Kesimpulan ini sangat penting karena dapat menjadi dasar bagi upaya-upaya untuk
meningkatkan prospek keberlanjutan tiga desa.

Aspek-Aspek yang Menjamin Keberlanjutan Tiga Desa Kasus

Dari sisi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi dan prospek keberlanjutan, kajian kualitatif berdasart
FGD, wawancara dengan berbagai nara sumber, serta data-data yang terkumpul, dapat dirangkum sebagaimana
Tabel berikut ini. Tabel berikut meringkas berbagai faktor dalam tiga pilar konsep berkelanjutan yakni aspek
fisik/lingkuinga, sosial, dan ekonomi.
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Tabel 5. Aspek-Aspek yang Menjamin Keberlanjutan Tiga Desa Kasus

B. Setiawan

Aspek Desa Lebih, Desa Jagapati, Desa Pejaten,
Gianyar Badung Tabanan
Fisik/ e Adanya desa adat e Adanya tata Adanya tata
Lingkungan yang masih lestari; perumahan  desa perumahan  desa
e Kondisi tanah yang adat yang lestari; adat yang lestari;
subur; o Kondisi tanah yang Lahan perumahan
e Jaminan pasokan air; subur; masih dominan.
e Masih cukup banyak e Jaminan pasokan
lahan persawahan; air;
e Ragam flora yang e Lahan persawahan
masih ada; yang masih cukup
e Lahan perumahan banyak;
masih dominan, mulai e Lahan perumahan
berkembang lahan masih dominan
pariwisata (hotel dll.)
Sosial e Kuatnya desa e Kuatnya desa Kuatnya desa
adat/tradisi; adat/tradisi; adat/tradisi;
e Modal sosial yang e Modal sosial yang Modal sosial yang
tinggi; tinggi; tinggi;
o Kepemimpinan desa o Kepemimpinan Kepemimpinan
yang baik; desa yang baik; desa yang baik;

e  Minimya angka Minimya angka
kemiskinan  dan kemiskinan  dan
penaggguran penaggguran

Ekonomi e Terbukanya peluang e Terbukanya Terbukanya

ekonomi wisata; peluang ekonomi Peluang ekonomi

e Peningkatan lapangan di perkotaan; dari pariwisata;
kerja; o Sisttm  ekonomi Sisttm  ekonomi

o Sistem ekonomi berbagai yang berbagai yang
berbagi yang sudah sudah berjalan. sudah berjalan.
berjalan;

e Peningkatan harga
tanah/lahan

Sumber: FGD ditiga desa, wawancara, dan data lain, diolah peneliti secara kualitatif (2016)

Tabel di atas menjelaskankan bahwa terdapat cukup banyak faktor positif yang berperan dalam
menjamin kondisi dan prospek keberlanjutan tiga desa kajian. Dari ketiga pilar pembangunan berkelanjutan yakni
pilar fisik/lingkungan, sosial, dan ekonomi, ketiganya secara umum mempunyai faktor-faktor yang positif untuk
menjaga kondisi dan prospek keberlanjutan di tiga desa. Ketiganya, secara dinamik saling terkait dan
mempengaruhi dan akhirnya mewujud pada tujuh aspek/parameter keberlanjutan sebagaimana telah dijelaskan
sebelumnya.

PEMBELAJARAN DARI BALI: KOTA-DESA MODEL PERMUKIMAN BERKELANJUTAN

Dari hasil penelitian sampai saat ini di bali, khususnya di tiga desa yang dikaji dapat bahwa ketiganya
memenuhi parameter permukiman desa-kota yang terdapat dalam literatur. Kefiganya juga mempunyai
karakteristik/kekhasan yang cukup baik dan dapat merupakan potensi untuk dikembangkan menjadi model
permukiman desa-kota yang unik, berkarakter, bahkan bermartabat

Ketiga desa memenuhi beberapa aspek best practices atau contoh yang baik dalam mempertahankan
satu keterkaitan dan dialektika yang dinamis antara sistem lingkungan alam dan sistem lingkungan buatan, dan
sistem kehidupan pedesaan/tradisi dan sistem kehidupan perkotaan/modern. Meskipun terdapat tekanan dan
ancaman urbanisasi dan kegiatan pariwisata, ketiga desa masih dapat mempertahankan/melestarikan berbagai
elemen/aspek lingkungan, sistem ekonomi, sosial dan kebudayaan pedesaan yang cukup kental dan mempunyai
kondisi dan prospek keberlanjutan yang baik.
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Meskipun demikian, ditengarai pula semakin meningkatnya tekanan/persoalan di tiga desa kasus,
khususnya dikarenakan perkembangan kegiatan pariwisata dan pembangunan perkotaan. Peningkatan tekanan
ini harus segera ditangani oleh karena akan mengancam keberlanjutan tiga desa. Perkembangan kegiatan
pariwisata sendiri mengandung dua dimensi. Pertama, dimensi positif dalam artian memberikan berbagai
peluang ekonomi penduduk. Kedua dimensi negafif, karena dapat semakin mengancam keberlanjutan tiga desa
yang dikaiji.

Sangat penting ditemukan dalam kajian ini bahwa kunci yang menentukan keberlanjutan tiga desa
terletak pada kekuatan modal sosial yang masih sangat tinggi. Modal sosial ini khususnya didasari oleh nilai-nilai
tradisi dan religi yang sudah terlembaga dengan baik dan lestari, khususnya dalam lembaga desa adat didukung
oleh sistem sangsi religi (Hindu) yang masih sangat kuat.

Melalui upaya-upaya yang sistematis dan komprehensif, khususnya berdasarkan modal sosial yang
tinggi, model permukiman desa-kota di Bali (dan di Yogyakarta) dapat dikeembangkan tidak saja menjadi model
permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, tetapi juga unik dan bermartabat
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ABSTRAK

Setidaknya ada dua konteks penting untuk mempromosikan perencanaan organis di Indonesia. Pertama
adalah konteks kemajemukan budaya, etnik, agama dan ras. Indonesia tumbuh dari kesadaran berkebangsaan
yang ditempa melalui pengalaman bersama dalam mengatasi kemajemukan. Dengan demikian, kesadaran
berkebangsaan itu bukanlah serta merta, melainkan sesuatu yang harus dibentuk, dirawat dan diperjuangkan
terus menerus dalam kesatuan institusional yang disebut negara. Kedua adalah konteks liberalisasi pasar yang
menggiring perekonomian Indonesia semakin terbuka dari pengaruh luar dengan caracara yang tak pernah
dibayangkan sebelumnya. Dalam hal ini Indonesia membutuhkan kesadaran organis yang berpijak pada
fundamen moral dan etis untuk dapat mengatasi doktrin liberal pasar yang niscaya memperluas konteks
kemajemukan menjadi global. Berangkat dari pemikiran bahwa perencanaan mekanis hanya merupakan
panduan aksi yang jelas-jelas tidak didasarkan pada kesadaran organis, tulisan ini mempromosikan perencanaan
organis sebagai jawabannya. Alasannya, selain merupakan kesadaran organis untuk mengatasi kemajemukan
Sekaligus liberalisasi pasar, perencanaan organis juga merupakan sistem sekaligus kerangka bagi keseluruhan
perencanaan mekanis yang disiapkan untuk mengatasi kemajemukan sekaligus liberalisasi pasar.

Kata Kunci : kemajemukan, liberalisasi pasar, perencanaan organis

PENDAHULUAN

Indonesia bukan sekedar suaftu kesatuan adminitratif, tapi sebagai negara nusantara dengan
kemajemukan budaya, etnik, agama dan ras [1] yang dihuni oleh komunitas karakter kesadaran berkebangsaan
yang tumbuh dari pengalaman bersama mengatasi kemajemukan. Kesadaran berkebangsaan mendahului
kesadaran bernegara karena berkembang dari benih persatuan dan kesatuan sebagai akibat ketertindasan
sepanjang masa kolonialisme. Oleh sebab itu, kesadaran berkebangsaan Indonesia bukanlah kesadaran moral
dan etis® yang serta merta, melainkan sebagai suatu yang hams dibentuk, dirawat dan diperjuangkan terus-
menerus melalui pengalaman bersama dalam kesatuan institusional yang disebut negara nasional

Penanganan kemajemukan bukanlah pekerjaan yang mudah dalam era liberalisasi pasar seperti
sekarang ini. Perekonomian Indonesia semakin terbuka dari pengaruh luar dengan cara-cara yang tak pernah
dibayangkan sebelumnya. Dalam hal ini Indonesia membutuhkan kesadaran organis yang berpijak pada
fundamen moral dan etis untuk dapat mengatasi doktin liberal pasar yang impersonal dan secara alami
mengubah ‘everage’ kemajemukan dari konteks nusantara menjadi global. Berangkat dari pandangan bahwa

"Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional bertema "Perencanaan Inklusif Desa-Kota", yang diselenggarakan di Padang 24
November 2016, sebagai kerjasama Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia
(PERHEPI) dan Universitas Andalas.

2 Dosen pada Prodi S2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Program Pascasarjana (PPs) Universitas Andalas.

3 Kesadaran moral dan etis adalah apa yang dapat mengikat suatu bangsa pluralistik modern agar menjadi suatu bentuk kerjasama sosial
yang bisa mempertahankan kesatuan, stabilitas, dan keberlanjutan [2]. Kesadaran moral lahir dari pengalaman bersama atau tradisi,
sementara kesadaran etis merupakan hasil proses rasional
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perencanaan mekanis hanya merupakan panduan yang jelas-jelas tidak didasarkan pada kesadaran organis,
tulisan ini mempromosikan perencanaan organis sebagai jawaban. Alasannya, selain merupakan kesadaran
organis untuk mengatasi kemajemukan sekaligus liberalisasi pasar, perencanaan organis juga merupakan sistem
sekaligus kerangka bagi keseluruhan perencanaan mekanis yang disiapkan untuk mengatasi kemajemukan
sekaligus liberalisasi pasar. Berdasar Hegel, pengertian organis menunjukkan fotalitas permasalahan yang
berjalin sebagai suatu keseluruhan, dimana keseluruhan lebih utama daripada bagianbagiannya. Keseluruhan
tidak semata jumlah bagian-bagian dan sekedar ikatan dari bagianbagiannya, tetapi suatu keseluruhan yang
mempunyai arti sendiri, semangat sendiri, mengatasi perseorangan dan golongan-golongan [3]

Konteks Kemajemukan

Masalah utama praktik perencanaan yang berkembang bagi pembangunan di Indonesia bersumber dari
kegagalan membentuk dan merawat kesadaran organis untuk mengatasi kemajemukan dengan fundamen moral
dan etis. Memang perencanaan sudah masuk ke ruang publik4, tetapi praktiknya masih terbatas bagi keperluan
mengakomodasi kemajemukan yang berdimensi fisik dan teknis keruangan saja. Perkembangan ini tidak terlepas
dari tuntutan mekanis di depan mata yang berhubungan dengan soal geografis (kawasan dan manusia)
Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago) yang berada pada kawasan muson topis yang iklimnya
berubah-ubah. Ke depan, kepekaan terhadap kemajemukan yang berdimensi budaya, etnik, agama dan ras yang
hanya bisa diraba oleh kesadaran organis perlu pula mendapat tempat sepatutnya dalam perencanaan.5 Harus
dicatat, sejumlah besar masalah pembangunan di Indonesia hari ini berhulu dan bermuara di wilayah non-teknis
yang berdimensi budaya, etnik, ras, dan terutama agama, yang penyelesaiannya memerlukan kesadaran organis
yang berpijak pada fundemen moral dan etis yang sulit dikontrol oleh negara.

Dalam kenyataan, agama tidak serta merta menyatu dengan negara, dan penyatuannya justru sering
menimbulkan masalah absolutisme dan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Situasinya akan bertambah
runyam apabila negara dipakai sebagai instrumen sektarian dan represi bagi pelaksanaan ajaran suatu agama
[4] & Proyek sekularisasi untuk memisahkan agama dari negara—agama di ruang privat dan negara di ruang
publik—.tidak pernah menjadi benar-benar nyata. Dalam praktk politik, yang diperkuat dengan konstitusi, partai-
partai keagamaan tetap diberi peluang untuk berperan dalam pemerintahan. Pemisahan negara dan agama
secara ketat tak pernah terjadi, kecuali negosiasi antara golongan nasionalis sekuler dan golongan nasionalis
keagamaan, atau sekedar dinamisasi antara sekularisasi dan religiosasi. Kebebasan bergama dinegosiasikan
agar keagamaan dibclehkan bukan saja untuk beribadah secara privat, tetapi sekalian untuk mengorganisasikan
pengelompokan dalam civil society maupun political society [5] Dalam perkembangannya, sekularisasi dan
religiosasi malah bernegosiasi sehingga memberi kesan bahwa agama dibolehkan masuk ke ruang publik dan
tidak disudutkan untuk semata mengurusi ruang privat. Dokfrin liberal yang menyatakan bahwa keyakinan
keagamaan akan memudar dan kehilangan relevansinya di ruang publik mendapat banyak sanggahan. Alih-alih
terjadinya privatisasi agama, politik islam malah mengedepan dengan mengusung agama keluar dari ruang privat
menuju ke ruang publik, dan ini mengindikasikan bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah deprivatisasi. Lebih
dari itu, menahan agama di ruang privat bukan saja kontraproduktif tapi akan membangkitkan kekuatan
fundamentalisme yang tak tertandingi oleh wacana keagamaan yang berkeadaban yang sudah ditahan dalam
ruang privat dan sulit pula untuk dikontrol oleh negara.'

Konsekuensinya, setelah proyek sekularisasi (dan privatisasi) tak mendapat tempat, proyek
religiosasilah yang digiring untuk berkontestasi di ruang publik. Masalahnya, sefiap tradisi keagamaan bermuka
dua Onus face), mengandung sekaligus benih-benih rekonsiliasi dan represi sehingga senantiasa memelihara
ketegangan dan potensi buruk keterlibatan agama di ruang publik. Untuk mengatasi hal tersebut, hubungan
antara agama dan negara perlu menemukan konteksnya di luar kerangka relasi hitam-putih separasi (atau
penyatuan) supaya "toleransi kembar' antara agama dan negara melalui konsep yang disebut diferensiasi.

4

Dalam Habemas (1989) [6] , istilah ruang publik (public sphere) merujuk pada domain kehidupan sosial tempat opini publik terbentuk
serta kegiatan-kegiatan intelektual dan 'politik diaktualisasikan, atau dalam bahasa lain, tempat yang memungkinkan kegiatan sosial
memperoleh "publisitas" atau memasuki penciptaan kehidupan publik.

5 Negara multi etnis biasanya peduli untuk mengatasi kemajemukan. Komunitas besar cenderung merupakan kesatuan dari multi atau
seperangkat identitas. Negara Amerika sudah begitu lama memperjuangkan kesetaraan dan keadilan di tengah kemajemukan, dan sec ara
kontemporer masih tersisa misalnya dalam bentuk perjuangan hak asasi manusia dan feminisme [4]

6 Pada situasi agama terintegrasi dengan negara, represi negara cenderung menyebabkan ketidakpercayaan publik pada agama yang
dampaknya bertahan lama. Dalam penilaian Mohammad Hatta (1945), "Negara teokrasi tidak memperdalam perasaaan agama atau
memperkuat semangat agama, melainkan mempergunakan agama untuk keperluan negara" [5]

12 ISBN :978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.idfid/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota



Perencanaan Organis Mengatasi Kemajemukan dan Liberalisasi Pasar

Diferensiasi adalah sintesis bagi penyatuan agama-negara, yaitu melalui pembedaan ranah social (social
sphere) ke dalam ragam fungsi yang di dalamnya agama tidak lagi memonopoli makna realitas. Dengan menolak
sekularisasi atau pemisahan peran agama dari negara, diferensiasi memungkinkan bidang sekuler menemukan
tempatnya yang pas. Ketika keduanya saling mengerti batas otoritas masing-masing, terwujudlah “toleransi
kembar', relasi agama dan negara yang kuat dan ajeg. Agama dibutuhkan, yaitu untuk mendapatkan legitimasi
kekuasaan, sementara negara dibutuhkan untuk melindungi dan menegakkan ajaran-ajaran agama. Lebih jauh,
dengan diferensiasi, agama bisa mengembangkan otonomi relatif dalam menyediakan landasan moral dan efis
untuk menopang ataupun menentang kekuasaan. Kerangka diferensiasi inilah yang menurut Stepan dianggap
memberi peluang bagi pengembangan "toleransi kembar' antara negara dan agama. Negara dan agama bisa
mengembangkan peran publiknya masing-masing tanpa saling memaksa, karena masingmasing menemukan
konteks keterlibatannya secara tepat [9]

Demi memenuhi asas “toleransi kembar', komunitas agama yang terlibat dalam political society harus
tunduk pada prinsip-prinsip public reason dan public deliberation. Ajaran agama yang diejawantahkan sebagai
subyektivitas boleh saja menjadi inspirasi, namun formulasinya harus mengalami substansiasi, tidak secara
literer merujuk pada kitab dan doktrin keagamaan, atau obyektivasi, guna memenuhi legitimasi demokratis yang
bersifat rasional dan imparsial. Suatu keputuan publik-politk dianggap obyektif, rasional dan imparsial jika
didasarkan pada fakta (bukan dokfrin semata), diorientasikan bagi kepentingan banyak orang dan jangka
panjang, serta melibatkan partisipasi semua kalangan secara inklusif [5] [7]

Konteks Liberalisasi Pasar

Liberalisasi pasar yang berkonotasi keterbukaan ekonomi secara regional ataupun internasional
bukanlah hal bare bagi Indonesia. Sejak dulu Indonesia disebut sebagai Nusantara yang bukan saja menyimpan
memori tentang negara kepulauan yang kaya, tetapi juga memori keterbukaan dan kemegahan dalam pergaulan
internasional di darat dan di laut[5] . Sejak masa purbakala bangsa Indonesia sudah terbiasa mengarungi laut
dan sekaligus menjadi koridor menuju globalisasi [8] Ceritanya sudah dimulai dari penemuan jalur ke nusantara
(East Indies) lewat Tanjung Harapan (pada 1488) oleh ekspedisi Portugis yang dipimpin Bartolomeu Dias dan
dari penemuan Benua Amerika (pada 1492) oleh Columbus yang disponsori Spanyol yang memberi petunjuk
bahwa yang sesungguhnya diniatkan mereka adalah menemukan Nusantara. Sejak itu penefrasi global yang
tertuju pada Indonesia semakin ramai dan nusantara menjadi tempat persilangan jalan (carrefour) [5] .
Sebagaimana juga dilukiskan oleh sejumlah penulis dalam [9], sejak itu Indonesia sudah berada dalam pusaran
ekonomi dunia dan liberalisasi pasar tanpa pernah sempat lagi berkembang tanpa pengaruh dan gangguan dari
luar.

Sekarang, liberalisasi pasar adalah suatu bentuk penerimaan terhadap keterbukaan ekonomi secara
global untuk terjadinya efisiensi alokasi sumberdaya internasional. Namun yang jelas-jelas sedang berlangsung
adalah memperluas penisbian kesejahteraan rakyat yang dalam pengertian ekonomi upah bergantung pada
kekuatan orang-perorang dalam mengambil imbalan bukan lagi lewat pasar-pasar lokal tertutup, melainkan lewat
pasar global terbuka. Dengan demikian, kemiskinan dan disparitas sosial merupakan konsekuensi logis dari
pasar yang niscaya bertindak impersonal dan.meniscayakan kapitalisme sebagai induk semangnya. Para pemilik
modal akan semakin kaya dan yang miskin terbelenggu dalam jeratan kemiskinannya. Sekarang, dalam
perkembangannya, liberalisasi pasar telah nyata-nyata merongrong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat
melalui dominasi global nilai-nilai liberalisme: moral utilititarianisme, sistem moneter, dan ekonomi pasar
kapitalisme. Nilai-nilai liberal sudah diadopsi menjadi "cara kerja", kalau bukan "cara hidup", sehingga menjauh
dari upaya mencapai keadilan sosial, yang dalam kategori keadilan distributif berhubungan dengan pebagian
nikmat dan beban dari suatu kerjasama sosial [2]. Menurut Stigliz [10] , problem yang menyangkut keadilan
sosial ini sebagiannya bisa ditelusuri sebagai akibat kempangan dalam sistem produksi dan sistem distribusi
dan sebagai akibat daulat pasar yang menimbulkan inkompetensi pihak pengambil keputusan dan sekaligus
merangsang ketidak jujuran dari pihak institusi finansial.

Peristiwa 4 November 2016 di Jakarta yang berkonotasi sebagai aksi melawan penistaan agama, yang dalam hal tertentu, bisa dianggap
sebagai salah satu bentuk problem penyatuan atau pemisahan agama dan negara serta fenomena turun-naiknya momentum
fundamentalisme di Indonesia.

"Toleransi kembar" adalah situasi kefika institusi agama dan negara menyadari batas otoritasnya untuk kemudian mengembangkan
toleransi terhadap fungsinya masing-masing. Insitusi-institusi negara (demokratis) harus bebas, dalam batas-batas konstitusi dan hak-hak
asasi, untuk membuat pelbagai kebijakan. Dalam kaitan ini, institusi-institusi agama tidak boleh memiliki prerogatif istimewa secara
konstitusional yang membolehkan mereka untuk memaksakan kebijakan publik atas pemerintahan yang dipilih secara demokratis" [5]
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Dalam situasi ini, urusan keadilan sosial terpaksa dipulangkan sepenuhnya menjadi urusan dan
sekaligus kewajiban publik dengan menggunakan konsep pengimbangan beban dan manfaat dari kerjasama
sosial antarwarga dalam suatu institusi yang disebut negara. Hanya saja, kewajiban publik akan semakin berat
dan kompleks. Relasi ekonomi antarmanusia secara individual ataupun kelompok akan semakin terbuka dan
menjadi bagian dart struktur ekonomi global, sehingga tidak mudah lagi dikendalikan melalui penciptaan
economic closure kewilayahan dalam satuan lokal, regional ataupun nasional. Sebaliknya, kapitalisme justru
semakin membelenggu relasi-relasi perekonomian yang memungkinkan eksklusivitas ekonomi segelintir
golongan superkaya yang tak bekerja (the non-working rich) membelenggu perekonomian populasi besar
golongan amat miskin yang bekerja (the working poor) [11]° Kemiskinan bukan lagi berkonotasi pada
pengangguran akibat orang-orang yang tidak mempunyai akses pada pasar kerja. Populasi miskin umumnya
justru merupakan para pekerja ulet yang oleh pasar kerja diimbali dengan upah yang rendah (underpricing).
Sementara itu, kekayaan bukan lagi konsekuensi dari produktivitas dan kinerja, dan juga kompetensi, melainkan
sebagai 'flak takdir' dan “takdir hak' untuk memonopoli warisan kekayaan yang secara terus-menerus ditumpuk
oleh kapitalisme. Kenapa dikotomi ‘the working poor vs. the non-working rich’ menjadi isu faktual, tak lain karena
liberalisme dan khususnya kapitalisme dinilai telah menopang terbentuknya tabungan kekayaan untuk hanya
segelintir orang [11].

Agenda Perencanaan Organis

Karena keniscayaan kemajemukan dan liberalisasi pasar adalah muatan inheren yang hams terus-
menerus diatasi dalam pembangunan di Indonesia, maka kapasitas perencanaan mekanis menjadi sangat
terbatas dan malah sering menimbulkan masalah ikutan yang panjang dan sulit dikontrol. Oleh sebab itu, untuk
menopang pembanguan di Indonesia, yang dibutuhkan adalah perencanan organis, yaitu perencanaan yang
secara prinsip bertujuan untuk mengontrol sistem kesadaran organis yang berpijak pada fundamen moral dan
efis dalam satuan institusi yang disebut negara, dalam dan dengan menjalankan demokrasi politik dan demokrasi
ekonomi. Dalam teori nagara organis'”, demokrasi politik yang menyatu dengan demokrasi ekonomi yang disebut
demokrasi deliberatif merupakan refleksi dari hasrat unfuk berkeadilan sosial, prinsip kesamaan dan prinsip
kemerdekaan secara sekaligus. Dengan kata lain, keadilan sosial adalah sasaran dari perencanaan organis,
dimana demokrasi deliberatif diharapkan bisa memenuhi kebutuhan untuk mengatasi kemajemukan dan
sekaligus untuk mengatasi atau menjindkkan liberalisasi pasar.

Demokrasi Deliberatif

Bagaimana demokrasi deliberatif bekerja? Perencanaan organik seyogyanya diproses secara
tersubordinasi dalam kategori demokrasi politik dan ekonomi yang disebut demokrasi deliberatif. Sehubungan
dengan ini, agaknya para perencana belum terlihat mengisi perencanaannya secara substansial berdasar
musyawarah, suatu syarat imperatif demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif diharapkan dapat mengatasi
kekurangan demokrasi representatif dan demokrasi langsung serta dapat menggabungkan unsur-unsur positif
dari gagasan-gagasan demokrasi populis dan liberal [5] Kebebasan individu dan kesetaraan politik tetap
dianggap penting, tetapi didayagunakan untuk mendorong kemampuan manusia dalam membentuk tatanan
kolektif yang berkeadilan melalui deliberasi rasional[5]. Melalui demokrasi deliberatif orang-orang diakomodasi
dan dipersuasi untuk membentuk tatanan kolektif politik.

9 Pembelengguan relasi perekonomian yang menguntungkan the non-working rich dan menekan the working poor adalah akibat
perubahan konsep dan praktek yang bersangkut dengan hal-hal seperti berikut. Pertama, perubahan dalam kaitannya dengan properti.
Properti penting bukan lagi berupa material yang intangible, melainkan berupa intellectual property rights semisal patents, trade-marks dan
copy rights. Kedua, perubahan praktik monopoli. Para pelaku pasar yang superkuat, sekalipun diikat oleh aturan-aturan antitrust dan
antimonopoly, berhasil mengendalikan kekuatan substansial pasar melalui kekuatan politik untuk memprotek insentif sekaligus
memonopoli manfaat dengan trade-off yang merugikan pelaku pasar lemah. Contoh yang bisa dilihat adalah adanya upaya untuk
mencegah independensi iimuwan dalam berinovasi, sehingga menajemen inovasi sepenuhnya masuk wilayah atau dikuasai privat
golongan superkaya. Ketiga, perubahan bentuk dan cara kontrak dari yang kasat mata (fangible) di ruang publik ke yang maya (intagible)
di ruang privat. Kontrak dengan bentuk dan cara barn ini menyebabkan kontrol publik terhadap transaksi tidak bisa dilakukan, termasuk
dalam hal apabila ada muatan kejahatan di dalamnya. Perkembangan ini jelas mengkondisikan golongan superkaya untuk melakukan
manipulasi di ruang publik tanpa perlu merasa khawatir terhalangi [11]

I Pandangan organik biasa diidentikkan dengan teori dan konsep negara organis "totaliter" atau integralistiknya Supomo yang ditariknya
dari ajaran filsuf Hegel, Spinoza dan Adam Muller. Menurut sistematika konsep negara demokrasi, asas integralistik di sini tidak saling
tolak dan meniadakan dengan asas kedaulatan rakyat [3]
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Perencanaan Organis Mengatasi Kemajemukan dan Liberalisasi Pasar

Berdasarkan pandangan Latif [5] tentang demokrasi, demokrasi deliberatif bisa menelurkan model
perencanaan organik yang mengutamakan konsensus (consensus planning) dan menghindar dari perencanaan
yang mengutamakan suara mayoritas (majoritarian planning). Model demikian tetap memahami bahwa preferensi
atau suara mayoritas lebih baik daripada preferensi minoritas, namun preferensi mayoritas hanya bisa diterima
sebagai suatu prasyarat minimum, karena ukuran maksimum mayoritasnya adalah institusi dan aturan main
perencanaan yang mesti diarahkan pada partisipasi yang luas dalam proses perencanaan dan pada persetujuan
yang luas pula dalam keputusan dan kebijakan pembangunan. Jadi yang sesungguhnya diharapkan adalah
model perencanaan yang mengutamakan konsensus yang bersifat inklusif, tawar-menawar dan dapat
berkompromibukan yang bersifat eksklusif, kompetitif, dan berseteru (adversarial) [12.Perencanaan berdasar
konsensus ini sudah dirintis melalui model ‘negotiation planning' yang dalam bentuk kasarnya disebut
‘collaborative planning' dan secara terbatas sebagai ‘planning by consent

Hanya saja, satu hal pokok yang luput dari model perencanaan konsensus sebagai pertimbangannya
adalah tentang untuk apa kesadaran moral dan etis dan kenapa konsensus diperjuangkan. Akibatnya, sasaran
perencanaan dari yang sedang berlangsung menjadi lebih fokus untuk mengatasi dimensi fisik dan teknis dari
kemajemukan ataupun liberalisasi pasar saja. Yang terlupakan adalah bahwa kesadaran moral dan efis untuk
mengatasi kemajemukan yang telah berkelindan dengan fenomena liberalisasi pasar sebenarnya berkaitan erat
dengan kesadaran diskursif, baik yang lahir dari dialektika dalam fradisi masyarakat sebagai diskursus moral
ataupun yang lahir dari dialektika ilmiah sebagai diskursus etis. Dalam hal inilah perencanaan organis menjadi
penting karena menjadikan kesadaran diskursif sebagai realitas yang menjadi pokok bahasan.

Menuju Perencanaan Organis

Apa yang bisa disintesiskan dari demokrasi deliberatif, dan apa kaitannya dengan perencanaan organis
yang sedang dibicarakan. Dan lalu, bagaimana perencanaan organis bekerja? Realitas dan masalah
kemajemukan ataupun liberalisasi pasar boleh diakui sebagai suatu keniscayaan mekanis, tetapi hanya bisa
diatasi dengan menggunakan pemikiran dan kesadaran organis. Perencanaan organis mengontrolnya langsung
pada infi terdalamnya, yaitu pada kesadaran organis yang berpijak pada fundamen moral dan etis untuk
mengatasi keniscayaan mekanis dari realitas kemajemukan dan liberalisasi pasar dimaksud.

Dalam bentuk apa kemajemukan dan liberalisasi pasar terjawab sebagai keniscayaan mekanis, adalah melalui
kronikel yang memperlihatkan kekosongan keasadaran organis dalam mengatasi masalah-masalah keadilan
sosial.”? Kekosongan inilah bisa diisi oleh perencanaan organis.

Kekosongan kesadaran organis pertama-tama bisa dilihat dari konstruksi perencanaan mekanis yang
umum berlangsung yang jelas-jelas hanya mempertimbangkan aspek mekanis tertentu dan dengan begitu
mengabaikan komprehensifitas dan keterpaduan dari realitasrealitas. Sebaliknya, konstruksi perencanaan
organis merupakan pengetahuan preskriptif yang bisa mendefinisikan komprehenfitas, keterpaduan sekaligus
kestabilan dan keajegan realitasrealitas—baik realitas aktual (aktualita) sebagai fitik berangkat perencanaan,
realitas ideal (idealita) sebagai tujuan atau fitik tarik perencanaan, ataupun realitas teknologi (transformer) yang
menjadi pembawa perubahan dari aktualita ke idealita. Namun dari sinilah tantangan dimulai, karena para
perencana mesti mengubah kebiasaannya dalam menyusun perencanaan, dari yang berpijak pada kesadaran
mekanis yang hanya bisa bekerja untuk objek

Konsep collaborative planning berangkat dari asumsi dinamika sosial dan lingkungan yang tidak bisa diselesaikan oleh tradisi
perencanaan yang dihasilkan secara individual [13]. Sementara itu, konsep planning by consent yang berkembang di Inggris muncul
dengan tujuan esensial untuk mendapatkan penjelasan terhadap sifat idiosinkretik pengendalian pembangunan Inggris dan bagian dari
debatintelektual tentang substansi apa yang mesti dikontrol guna perencanaan menghadapi abad 21 [14]

12 Kronikel tentang fondasi moral dan etis untuk menangani keadilan sosial adalah sebagai berikut. Pertama, pemikiran ekonomi Pra-
Merkantilis yang memusatkan perhatiannya tentang keadilan sosial pada gejala penumpukan kekayaan oleh para pedagang dan dengan
begitu penyelesaian masalah keadilan didasarkan pada kecurigaan terhadap aktivitas komersial. Aktivitas komersial komersial dianggap
mengandung ketidakacuhan moral (moral indifference) sehingga menjadi agresif, dan cara mengatasinya hanya melalui sanksi doktrinal.
Selanjutnya, pemikiran ekonomi Merkantilis, dengan melanjutkan kesadaran bahwa aktivitas komersial berpotensi agresif, menekankan
pentingnya regulasi negara. Dalam pandangan fisiokrat, akfivitas komersial boleh-boleh saja, asal diakukan diskriminasi yang
mengangkat kedudukan sektor riil semisal pertanian, yaitu

sektor yang dinilai sebagai the real surplus producing sector'. Ada juga ide liberalisme klasik yang dikategorikan sebagai pemikiran Pasca-
Merkanitlisme yang amat mendorong suatu oposisi terhadap seluruh intervensi negara dalam kehidupan pribadi dan sosial, kecuali dalam
bentuk yang minimal dan terbatas. Pemikiran liberalisme klasik ini tak tertahankan akhirnya menjadi pijakan ekspansi kapitalisme yang
justru melahirkan kolonialisme. Liberalisme klasik ini di tempat tertentu berkembang menjadi libertarian capitalisme, atau apa yang disebut
neoliberalisme, yang intinya ingin mengedepankan kehidupan sosial dan ekonomi yang tidak dikekang oleh pranata yang represif. Di
Indonesia, belakangan mucul sejumlah proposisi untuk merespon masalah keadilan sosial, yaitu melalui penguatan peran negara dalam
konteks negara kesejahteraan, konteks ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila [5]
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Perencanaan yang bebas nilai di lingkup yang sempit kepada yang berpijak pada kesadaran organis
untuk memastikan agar keseluruhan perencanaan mekanis dapat bekerja sebagaimana mestinya. Kompleks
kemajemukan dan liberalisasi pasar mewajibkan kepedulian perencanaan langsung pada inti terdalamnya yaitu
kesadaran organis yang berpijak pada fundamen moral dan etis untuk dapat mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

Kekosongan berikutnya bisa dilihat dari kesulitan gagasan perencanaan dalam mengorganisir isu-isu
dan muatan-muatan masalah pembangunan, terutama yang terkait dengan pewujudan keadilan sosial. Isu-isu
dan muatan-muatan fersebut seolah-olah sudah menjadi masalah normatif yang tak boleh disentuh oleh
perencanaan dan dibiarkan sekedar sebagai agenda-agenda besar pembangunan. Isu-isu tersebut kemudian
oleh para ilmuwan sosial diberi penekanan sesuai keperluan dan perspekff keilmuan mereka masing-masing.
Pandangan sosial demokrat, misalnya, mengusung kepedulian (i) menjunjung persamaan, (ii) perlindungan atas
mereka yang lemah, (iii) kebebasan sebagai otonomi, (iv) tak ada hak tanpa tanggungjawab, (v) tak ada oforitas
tanpa demokrasi, (vi) pluralisme kosmopolitan, (vii) konservatisme filosofis Giddens (1998). Dalam khasanah
ekonomi kesejahteraan dinyatakan keperluan untuk: (i) mempromosikan efisiensi ekonomi, (i) mengurangi
kemiskinan, (i) memperkuat kesetaraan sosial, (iv) mengembangkan integrasi sosial atau menghindari eksklusi
sosial, (v) menjamin stabilitas sosial, (v mempromosikan kemandirian individu. Mahandas K. Gandhi malah
sudah sejak lama menimbang isu-isu kegagalan mencapai keadilan sosial sebagai Tujuh Dosa Sosial yang
dinyatakannya secara normatif sebagai (i) politik tanpa prinsip; (ii) kekayaan tanpa kerja keras; (iii) perniagaan
tanpa moralitas; (iv) kesenangan tanpa nurani; (v) pendidikan tanpa karakter; (vi) sains tanpa humanitas; (vii)
peribatan tanpa pengorbanan [5]

Walau demikian, dalam kebuntuannya, agaknya masih bisa disepakai menjadi prinsip kesadaran
organis yang bisa diinkorporasikan ke dalam perencanaan organis. Pertama adalah keniscayaan kemajemukan
dan liberalisasi pasar yang menjadi permasalahan. Kedua adalah bahwa kemajemukan dan liberalisasi pasar
merupakan gejala kesatuan yang organis yang implikasi dan masalah-masalahnya bukan sekedar bersifat
mekanis tetapi juga organis, sehingga hanya bisa didekati dan diatasi oleh kesadaran organis yang dioperasikan
melalui perencanaan organis.

Sehubungan dengan ini, kepedulian perlu diarahkan unfuk mengakomodasi pengalaman bersama unfuk
menibentuk dan merawat kesadaran organis dalam mengatasi
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ABSTRAK

Perkembangan teori pengembangan wilayah saat ini semakin menguatkan arti penting pengetahuan
dan inovasi dalam meningkatkan daya saing wilayah atau yang biasa dikenal dengan istilah knowledge — based
regional development. Intensifikasi informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dari sumber daya
manusia merupakan faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi yang dikenal dengan ekonomi kreatif.
Jejaring menjadi sebuah kunci yang memungkinkan terjadinya interaksi dan pertukaran ide kreatif antar aktor
sehingga akan memicu terciptanya inovasi yang dibutuhkan dalam pengembangan industri kreatif Quadruple
helix menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan industri kreatif dan model interaksi ini telah banyak
digunakan untuk menjelaskan relasi jaringan antar aktor di beberapa pusat — pusat inovasi dunia seperti Sillicon
Valley - California, Bangalore - India, Zhongguancun - China, ataupun Daedeok Innopolis — Korea Selatan.
Penelitian tentang quadruple helix dengan industri kreatif berbasis teknologi sederhana dan dukungan yang
sangat terbatas dari pusat produksi inovasi belum banyak dilakukan. Penelitian ini berusaha menguiji karakteristik
pola interaksi quadruple helix apabila diterapkan pada negara dengan keterbatasan teknologi tinggi dan
kekurangan dukungan dari perguruang tinggi sebagai pusat produksi inovasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian
ini adalah mengidentifikasi perbedaan interaksi quadruple helix dan dampaknya terhadap pengembangan industri
kreatif dengan melihat peran, kontribusi, serta sifat relasi dari masing — masing aktor. Kota Cimahi diambil
Sebagai salah satu studi kasus dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menjelaskan keterbatasan konsep
quadruple helix dalam menggambarkan berbagai pola interaksi yang mungkin tercipta melalui content analysis
dan social network analysis. Konsep quadruple helix mengungkapkan mengenai pentingnya sinergi dari aktor
pemerintah — akademisi — pelaku usaha — masyarakat. Namun kondisi interaksi antar aktor yang terjadi di Kota
Cimahi belum mampu melahirkan sinergi karena interaksi yang tercipta lebih merefleksikan hubungan
ketergantungan dibandingkan hubungan saling melengkapi. Hal ini dikarenakanya absennya peran beberapa
aktor dalam pola interaksi quadruple helix. Aktor akademisi dalam kawasan industri kreatif belum mampu
memproduksi ilmu pengetahuan sehingga peran aktor intelektual lebih banyak pada proses transfer informasi
dan pengetahuan. Akibatnya, interaksi yang terjadi membutuhkan jaringan yang lebih luas dengan menyentuh
pusat — pusat produksi pengetahuan.

Kata kunci: quadruple helix, industri kreatif, ekonomi wilayah

PENDAHULUAN

Globalisasi memegang peranan yang semakin penting dalam pengembangan ekonomi wilayah.
Globalisasi telah membuka aliran interaksi yang semakin luas dan tanpa batas yang secara tidak langsung sudah
mengurangi tingkat daya saing. Menurut Porter [1] teori mengenai kompetisi adalah salah satu kekuatan untuk
membuat sesuatu menjadi lebih baik. Setiap kota dan wilayah perlu meningkatkan daya saing untuk dapat
menumbuhkan perekonomiannya. Adanya otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia mengharuskan setiap
daerah untuk selalu mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Hal ini terkait pada perbedaan
karakteristik antar wilayah yang menjadikan adanya perbedaan dalam tingkat pembangunan dan kecepatan
pertumbuhan [2]. Namun, konsep daya saing saat ini tidak lagi bergantung pada ketersediaan sumber daya alam
maupun tenaga kerja yang murah, namun lebih menekankan pada imu pengetahuan yang akan menciptakan
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inovasi [1]. Jejaring menjadi sebuah kunci yang memungkinkan terjadinya interaksi dan pertukaran ide kreatif
antar aktor sehingga akan memicu terciptanya inovasi yang dibutuhkan dalam pengembangan industri kreatf [3].

Industri kreatif adalah industri yang menekankan pada kreativitas sehingga penciptaan inovasi menjadi
hal yang penting dilakukan. Inovasi dapat tercipta di lokasi — lokasi dimana terdapat banyak klaster atau sumber
- sumber pengetahuan yang menciptakan hubungan antar aktor yang pada gilirannya akan merangsang iklim
kompetisi [4]. Jejaring merupakan sebuah sumber yang paling penting bagi inovasi. Jejaring juga memungkinkan
terjadinya interaksi dan pertukaran ide kreatif yang akan menghasilkan sebuah inovasi.

Fungsi adanya jejaring antar aktor telah banyak menghasilkan pusat — pusat inovasi dunia seperti
Silicon Valley di California, Bangalore di India, Zhingguancun di China, atau Daedeok Innopolis di Korea Selatan.
Keberhasilan tempat — tempat ini dalam menciptakan inovasi tidak terlepas dari adanya pola interaksi antar aktor
yang berada dalam kawasan tersebut. Pola interaksi ini telah membuat pusat — pusat inovasi menjadi lebih maju
dan lebih cepat dalam mencapai knowledge society [5]. Pola interaksi yang dikenal sebagai konsep quadruple
helix telah banyak digunakan dalam pengembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Konsep ini
mengungkapkan pentingnya sinergi dari aktor pemerintah — akademisi — pelaku usaha — masyarakat yang dapat
memicu terjadinya sirkulasi iimu pengetahuan yang akan berujung pada penciptaan inovasi.

Riset — riset yang telah dilakukan terhadap konsep quadruple helix menghasilkan sebuah kesimpulan
bahwa industri kreatif yang berkembang merupakan industri kreafif berbasis teknologi tiggi dengan dukungan
pusat — pusat produksi inovasi pada negara tersebut. Hal ini juga didukung pleh peran akff aktor dalam
membangun jaringan. Akan tetapi, riset tentang quadruple helix dengan industri kreatif berbasis teknologi
sederhana dan dukungan yang terbatas dari pusat — pusat produksi inovasi belum banyak dilakukan. Mengingat
hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk menguiji karakteristik pola interaksi quadruple helix apabila diterapkan
pada negara dengan keterbatasan teknologi tinggi dan kurangnya dukungan dari pusat — pusat produksi inovasi.

Peneliian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan interaksi quadruple helix dan dampaknya
terhadap pengembangan industri kreatif dengan melihat peran, kontribusi, serta sifat relasi dari masing — masing
aktor. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai keterbatasan konsep quadruple helix dalam menggembarkan
berbagai pola interaksi yang mungkin tercipta. Hasil penelitian ini akan memperkaya karakteristik interaksi antar
aktor dalam penggunaan konsep quadruple helix.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pada industri kreatif di Kota Cimahi. Berdasarkan
tinjauan dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kota Cimahi, serta Rencana Pembangunan &
Pengembangan Pariwisata Jabar, Kota Cimahi diarahkan pengembangannya sebagai pusat industri kreafif.
Sejak tahun 2009, Kota Cimahi telah memfokuskan pengembangan ekonominya yang berbasiskan industri
kreatif. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan industri kreatif di Kota Cimahi adalah dengan menerapkan
konsep qaudruple helix seperti yang telah sukses untuk mengembangkan pusat — pusat inovasi dunia.
Perbedaan karakteristik pada industri kreafif di Kota Cimahi dengan pusat — pusat inovasi dunia lainnya telah
mendorong peneliian untuk mengidentifikasi karakferistik pola interaksi quadruple helix yang ada pada industri
kreatif di Kota Cimahi.

Penelitian ini akan dibahas ke dalam dua bagian. Bagian pertama akan menjelaskan mengenai peran
dan konfribusi masing — masing aktor dalam mengembangkan industri kreatif. Peran dan konftribusi masing —
masing aktor tersebut akan dijelaskan mengenai perbedaannya dengan peran dan konftribusi masing — masing
aktor dalam mengembangkan industri kreatif di pusat — pusat inovasi dunia. Perbandingan peran dan konfribusi
ini akan menghasilkan beberapa karakteristik yang berbeda dari pola interaksi aktor meskipun sama — sama
menggunakan konsep quadruple helix. Selanjutnya, bagian kedua pada penelitian ini akan memetakan sifat
relasi atau jaringan antar aktor yang dianalisis menggunakan metode social network analysis. Hasil pemetaan
akan menunjukkan kepentingan dan pengaruh suatu aktor dalam sebuah jaringan.

KERANGKA KONSEP

Pola interaksi triple helix dipopulerkan oleh Etzkowitz sebagai sebuah metode pengembangan kebijakan
yang berbasiskan pada inovasi. Teori ini mengungkapkan mengenai pentingnya sinergi dari ketiga aktor yaitu
pemerintah, akademisi, serta pelaku usaha. Sinergi yang tercipta dari kefiga aktor ini diharapkan dapat memicu
terjadinya sirkulasi ilmu pengetahuan yang akan berujung pada penciptaan inovasi. Aktor — aktor yang terlibat
dalam konsep triple helix berdiri sebagai satu individu dengan perannya masing — masing namun dalam sebuah
sistem mereka bekerja sebagai satu kesatuan dimana diperlukan adanya dinamisasi dari peran — peran aktor
tersebut [5,6].

Akademisi memiliki peran untuk menyediakan ilmu pengetahuan baru yang dihasilkan dari kegiatan
penelitian dan pengembangan. Imu pengetahuan yang dihasilkan oleh akademisi menjadi informasi bagi aktor
lain. Informasi ini digunakan oleh para pelaku usaha kreatif unfuk mengembangkan dan menciptakan sebuah
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inovasi maupun kreativitas yang mampu meningkatkan nilai tambah terhadap produk kreatf. Interaksi yang
tercipta antara intelektual dan pelaku usaha menciptakan sebuah iklim bagi tumbuh kembangnya inovasi dan
kreativitas. klim kolaborasi ini juga perlu didukung oleh pemerintah sebagai aktor yang bertanggung jawab
terhadap regulasi dan kebijakan program pembangunan untuk menstimulus kinerja aktor akademisi maupun
pelaku usaha [6][7][8].

Keterlibatan ketiga akior dalam konsep triple helix dirasa kurang memenuhi kualitas pembangunan
jangka panjang yang berkelanjutan [8]. Hal ini dikarenakan belum adanya aktor yang bertindak sebagai umpan
balik ternadap perkembangan dan inovasi yang diterima oleh ketiga aktor lainnya [9]. Perkembangan teoritis ini
menuju pada pengembangan interaksi antara empat aktor yang dikenal sebagai quadruple helix. Sebenarnya,
quadruple helix belum memiliki pendefinisian yang cukup jelas mengenai ketetapan jenis kelompok untuk aktor
keempat namun berdasarkan beberapa studi dapat disepakati bahwa aktor keempat dalam quadruple helix ialah
pengguna dimana definisi dari pengguna itu sendiri sangat luas [10].

Afonso, Monteiro, & Thompson [6] lebih jauh menjelaskan mengenai peran dari aktor keempat dalam
konsep quadruple helix yaitu masyarakat atau komunitas adalah diarahkan pada sisi konsumsi teknologi,
pengetahuan, barang dan jasa, atau output lainnya dalam ekonomi kreatif. Aktor ini memiliki posisi serta
kekuatan daya tawar unfuk mendapatkan akses terhadap informasi yang berasal dari aktor lainnya dan juga
memiliki pengaruh untuk menggiring opini publik terhadap suatu inovasi produk atau jasa atau kebijakan yang
ditetapkan oleh pemerintah setempat [9]. Mengingat peran aktor ini dapat mendorong pembentukan lingkungan
yang kreafif dan inovatif, maka akior masyarakat atau komunitas ini dikembangkan dalam konsep quadruple
helix.

Pengikutsertaan masyarakat dalam aktor — aktor yang terlibat pada interaksi quadruple helix menganut
konsep bottom up melalui partisipasi dari masyarakat Pada konsep triple helix, inovasi difokuskan pada
penghasilan produk inovasi yang berbasis teknologi tinggi yang diperoleh melalui riset sementara pada model
quadruple helix lebih fokus pada penciptaan inovasi dengan mengaplikasikan teknologi serta pengetahuan untuk
mengakselerasi inovasi guna mengembangkan pasar [11].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus
dilakukan pada industri kreatif yang ada di Kota Cimahi dengan melakukan pendalaman studi pada akfor — aktor
yang ferlibat dalam pengembangan industri kreatif yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha kreatif, serta
komunitas. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam bentuk dokumen,
laporan statistik, dan artikel koran dikumpulkan unfuk menjelaskan latar belakang terbentuknya industri kreatif
dan kondisi industri kreatif di Kota Cimahi. Selanjutnya, serangkaian wawancara dilakukan untuk
mengungkapkan hubungan relasi antar aktor, bagaimana mereka berinteraksi, serta perannya masing — masing
dalam mengembangkan industri kreatif.

Responden penelitian ini terdiri dari pemerintah lokal, komunitas kreafif, akademisi, dosen, hingga
pelaku usaha kreatf. Setiap responden merepresentasikan empat kelompok utama dalam konsep quadruple
helix yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas. Seluruh responden dipilih berdasarkan
beberapa kriteria yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait peran dan kontribusi masing — masing
aktor serta sifat relasi antar akfor dalam pengembangan industri kreatif di Kota Cimahi. Pertanyaan wawancara
dalam penelitian ini berusaha mengungkapkan keterlibatan aktor dalam mengembangkan industri kreatif, peran
masing — masing aktor dalam mengembangkan industri kreatif, serta bagaimana hubungan relasi antar aktor
apakah relasi yang terbentuk mencerminkan hubungan saling melengkapi seperti yang sesuai dengan konsep
quadruple helix atau justru menghasilkan hubungan saling ketergantungan. Penentuan informan yang akan
diwawancarai dilakukan melalui teknik purposive sampling yang selanjutnya dikembangkan melalui teknik
snowball sampling.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini fokus untuk mengeksplorasi peran, konfribusi, serta
relasi dari aktor yang akan membawa pada kesimpulan terkait interaksti antar aktor. Penelitian ini menggunakan
content analysis untuk memahami dan menginterpretasikan data dari hasil wawancara yang kemudian
dibandingkan dengan indikator yang dihubungkan dengan berbagai tinjauan literatur yang telah dilakukan [12].
Sementara itu, social network analysis digunakan untuk mengetahui karakteristik interaksi antar aktor dalam
sebuah struktur sosial yang terdiri dari individu atau kelompok melalui pemetaan jejaring antar aktor dalam
pengembangan industri kreatif berdasarkan pada pendekatan graph theory [13]. Metode pengukuran social
network analysis yang digunakan dalam penelitan ini adalah sentralitas yang bertujuan untuk
mengkuantifikasikan kepentingan dan pengaruh aktor dalam sebuah jaringan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Aktor dalam Pengembangan Industri Kreatif berdasarkan Konsep Quadruple Helix

Beberapa negara seperti Malaysia, Korea Selatan, China serta beberapa negara Asia lainnya mulai
menyelinap dan berjalan dalam sebuah tatanan ekonomi inovasi. Bangalore di India, Zhonggauancun di
China,Daedeok Innopolis di Korea Selatan, atau Biopolis di Singarupa telah menjadi pusat aglomerasi atau
berkumpulnya perusahaan — perusahaan yang bergerak dalam industri kreatif berbasis teknologi tinggi. Klaster —
klaster ini telah bersanding dengan beberapa pusat — pusat inovasi di belahan dunia lainnya seperti Amerika
Serikat dan Eropa. Model interaksi quadruple helix telah banyak digunakan untuk menjelaskan relasi jaringan
antar aktor dalam mengembangkan pusat — pusatinovasi tersebut [14].

Aktor — aktor yang terlibat dalam pengembangan industri kreatif dikelompokkan ke dalam 4 (empat)
kategori yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat yang diadopsi sesuai dengan konsep
quadruple helix. Aktor — aktor yang terlibat dalam konsep quadruple helix berdiri sebagai satu individu dengan
perannya masing — masing namun dalam sebuah sisttm mereka bekerja sebagai satu kesatuan dimana
diperlukan adanya dinamisasi dari peran aktor — aktor tersebut. Keempat aktor ini perlu memiliki sinergi dalam
menjalankan perannya masing — masing. Hal ini lah yang menghasilkan keberhasilan bagi berbagai pusat -
pusatinovasi di dunia.

Pada konsep quadruple helix, akademisi terkait dengan akfivitas — akfivitas penciptaan baru (novelty)
yang memiliki daya tawar kepada pasar serta pembentukan insan kreatif. Berkaca pada keberhasilan pusat —
pusat inovasi dunia, aktor akademisi atau perguruan tinggi telah menjadi pemeran kunci yang diperkuat oleh
dukungan pemerintah [15]. Pada kasus Silicon Valley, Stanford University berperan dalam menerapkan ilmu
pengetahuan yang ada atau menciptakan pengetahuan yang digunakan untuk pertumbuhan ekonomi. Sementara
itu, dua universitas di China yaitu Tsinghua dan Peking telah berperan dalam menyuplai tenaga ahli yang
kompeten. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Daedeok Innopolis, Korea Selatan, peran perguruan
tinggi dalam mengembangkan inovasi dapat dibagi dua menjadi perguruan tinggi berbasis penelitian yaitu
berperan dalam menyediakan ilmu pengetahuan untuk pengembangan inovasi dan perguruan tinggi berbasis
pembelajaran yaitu berperan dalam menyediakan tenaga kerja yang terampil serta berpendidikan untuk dapat
diserap oleh industri [16].

Peran yang dilakukan oleh Stanford University, Tsinghua University, Peking University, serta universitas
— universitas di Korea Selatan sebagai aktor akademisi telah sejalan dengan pendapat Ozsoy et al.,[17] yang
mengatakan bahwa akademisi dapat berperan sebagai pabrik ilmu pengetahuan (knowledge factory) yang
menyediakan temuan berbagai ilmu pengetahuan serta teknologi yang dapat didifusikan kepada sektor publik.
Sayangnya, pada pengembangan industri kreatif di Kota Cimahi, aktor akademisi berperan sangat minim
dibandingkan dengan aktor lainnya. Adanya Akademi Komunitas Nasional (AKN) sebagai salah satu universitas
yang ada di Kota Cimahi yang khusus bergerak di bidang — bidang yang mendukung pengembangan industri
kreatif di Kota Cimahi belum berperan sebagai pabrik ilmu pengetahuan. Saat ini AKN lebih banyak berperan
dalam pengembangan sumber daya manusia.

Ketidakmampuan akfor akademisi di Kota Cimahi dalam memproduksi ilmu pengetahuan telah
memperluas kebutuhan hubungan jejaring aktor akademisi untuk menanggulangi keabsenan peran tersebut
dalam menghasilkan penelitian dan pengetahuan. Penelian dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh industri
kreatif di Kota Cimahi lebih banyak dilakukan oleh aktor akademisi dari luar Kota Cimahi seperti Institut Teknologi
Bandung, UNPAD, atau Telkom. Hal seperti ini juga dilakukan oleh Bangalore — India yang memerlukan pelatihan
dari Stanford dan Berkeley dalam mengembangkan penelitian yang maju. Namun, terdapat perbedaan mendasar
yang sangat mempengaruhi keberhasilan universitas tersebut dalam melakukan transfer ilmu pengetahuan. Pada
kasus di Kota Cimahi, aktor akademisi yang membantu dalam proses fransfer informasi dan ilmu pengetahuan
membutuhkan perantara dari pemerintah maupun komunitas. Biasanya kerjasama sepert ini difasilitasi oleh
pemerintah atau komunitas yang menjadi penghubung antara akademisi dengan pelaku usaha. Pelaku usaha
pun tidak mampu secara mandiri untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Begitu juga dengan peran
perguruan tinggi yang kurang pro aktof untuk menjalin kerjasama dengan pelaku usaha. Perbedaannya,
perguruan tinggi seperti Stanford berperan secara aktif dalam melakukan transfer ilmu pengetahuan dan
pelatihan kepada para pengusaha. Begitu juga dengan pengusaha yang berperan akif dalam mengambil ilmu
pengetahuan yang diproduksi oleh Stanford dan Berkeley untuk diterapkan di Bangalore — India [15].

Hubungan perguruan tinggi dengan pelaku usaha yang ferjadi di Kota Cimahi dan beberapa pusat
inovasi di dunia juga menjadi hal yang dapat diperhatikan perbedaannya. Silicon Valley muncul sebagai hasil
strategi pengembangan Stanford University sebagai entrepreneurial university. Stanford University berperan
secara proaktif dalam menciptakan industi. Hasilnya, riset — riset yang dilakukan mampu menjembatani
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munculnya industri — industri. Sementara dalam pengembangan industi kreafif di Kota Cimahi, komunitas lah
yang lebih berperan dalam memunculkan industri — industri kreatif. Sayangnya baik komunitas maupun pelaku
usaha yang muncul ini justru kesulitan mendapatkan hasil — hasil riset dari perguruan tinggi yang dibutuhkan
untuk mengembangkan usaha kreatif mereka. Adanya ketidakterhubungan fungsi dari peran aktor perguruang
tinggi, komunitas, dan pelaku usaha ini membutuhkan peran pemerintah sebagai aktor kunci yang mampu
menghubungkannya.

Selain peran aktif perguruan tinggi, berdirinya perusahaan modal ventura juga menjadi elemen kunci
bagi kesuksesan pusat - pusat inovasi di dunia. Keberhasilan pusat — pusat inovasi dunia berkembang karena
hasil — hasil riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang ditangkap oleh pelaku usaha dan kemudian dimodali
oleh para pemodal ventura [18]. Perbedaan yang dapat dikenali dari pengembangan industri kreafif di Kota
Cimahi dengan industri kreatif di pusat — pusat inovasi dunia adalah tidak hadirnya pemodal ventura yang mampu
membiayai pelaku usaha kreatif dalam mengembangkan industrinya. Pemodal ventura menjadi sebuah aset yang
dapat ditemui di beberapa pusat inovasi tersebut Sayangnya, pada pengembangan industri kreatif di Kota
Cimahi, pemodal ventura menjadi sebuah hal yang sulit dijangkau bagi pelaku usaha. Kurangnya permodalan
menjadikan industri kreatif mereka kurang berkembang. Namun, pelaku usaha tidak memiliki kkmampuan dalam
berinteraksi dengan pemodal ventura. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan jejaring yang mereka miliki.

Melihat pada jenis industri yang berkembang pada pusat — pusat inovasi dunia dengan yang
berkembang di Kota Cimahi memang berbeda. Industri yang berkembang di Silicon Valley, Bangalore, atau
Zhongguancun adalah industri — industri yang berteknologi tinggi sementara industri yang berkembang di Cimahi
adalah industri yang berbasiskan teknologi sederhana. Namun, terdapat persamaan antara kedua industri ini
yaitu kedua jenis industri ini perkembangannya tidak dapat terlepas dari pendanaan dan inovasi. Di Silicon
Valley, pemerintah berperan dalam memberikan bantuan pendanaan dan menginvestasikan dana publik untuk
pengembangan industri - industri berteknologi tinggi yang diasosiasikan dengan pengembangan pusat penelitian
(research and development).

Pemerintah memberikan dukungan dan kebijakan melalui program yang memberikan insentif dan
bantuan pendanaan bagi industri — industri kecil untuk mengkomersialisasikan inovasi — inovasi mereka (Dahad,
2016). Peran pemerintah tersebut mampu menstmulasi berkembangnya industri — industri kreatif sekaligus
penciptaan inovasi yang berbasiskan penelitian dan iimu pengetahuan. Sementara itu, pemerintah di Kota Cimahi
justru lebih banyak berperan untuk mendukung ketidakmampuan peran aktor lain. Di Kota Cimahi, pemerintah
belum mampu berperan dalam memberikan dukungan pendanaan dan insentif bagi pelaku usaha industri —
industri kreatif khususnya dalam penciptaan inovasi. Oleh karena itu, iklim kompetisi antar pelaku usaha untuk
menciptakan inovasi pun masih kurang ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha kreatif yang berperan
sebagai maklun bukan pencipta. Selain itu, pemerintah juga belum mampu mengoptimalkan peran pusat
penelitian yang ada disana yaitu Cimahi Technopark. Padahal, Cimahi Technopark dapat berpotensi menjadi
wadah untuk menggali inovasi dan membantu industri kreatif dalam mengkomersialisasikan inovasi tersebut.
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Tabel 1. Perbedaan Karakteristik Interaksi Quadruple Helix Pada Industri Kreatif di Kota Cimahi

Kondisi di Pusat Inovasi Kondisi di Cimahi
Pendanaan indutri | Pemerintah  memiliki ~ dukungan | Pemerintah tidak memiliki
kreatif kebijakan dan program yang | dukungan kebijakan dan program
membantu  pendanaan industri | yang membantu pendanaan untuk
kreatif industri  high  grade  dan
unbankable
Pusat penelitian dan | Pemerintah mengembangkan pusat | Pemerintah belum  mampu
pengembangan penelitian dan pengembangan untuk | mengoptimalkan  peran  pusat
memenuhi kebutuhan penelitian dan | penelitian dan pengembangan
pembangunan dalam  memenuhi  kebutuhan

penelitian dan pembangunan
Perguruan tinggi | Perguruan tinggi berperan sebagai | Perguruan tinggi belum mampu
sebagai  knowledge | knowledge factory dengan | memproduksi iimu pengetahuan
factory menghasilkan riset — riset yang | untuk pengembangan industri
dimanfaatkan untuk pengembangan | kreatif

industri kreatif
Proses penyebaran | Perguruan tinggi menghasilkan dan | Pemerintah berperan aktif dalam

informasi, ilmu | mentransfer hasil riset pada pelaku | menghubungkan perguruan tinggi

pengetahuan, dan | usaha. Pelaku usaha menangkap | dengan pelaku usaha untuk

inovasi hasil  riset  tersebut  untuk | menjembatani hasil riset untuk
pengembangan inovasi industri | digunakan oleh industri kreatif
kreatif

Keberadaan Kemampuan teknis dan | Industri tidak memiliki akses untuk

pemodal ventura berwirausaha industri telah menarik | dapat berjejaring dengan pemodal
pemodal ventura ventura kecuali dilembatani oleh

pemerintah

Penciptaan industri — | Perguruan finggi berperan proaktif | Komunitas berperan secara akfif

industri baru dalam menciptakan industi baru | dalam menciptakan pelaku usaha
melalui penciptaan hasil riset dan | baru dengan jenis industri yang
ilmu pengetahuan serupa

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Pemetaan Hubungan Jaringan Antar Aktor dalam Pengembangan Industri Kreatif

Berdasarkan peran dan konfribusi masing — masing aktor dalam mengembangkan industri kreatif, dapat
dipetakan hubungan jaringan antar aktor. Pemetaan jaringan hubungan antar aktor ini menggunakan metode
social network analysis. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pola hubungan yang terjadi antar aktor dan
pertukaran sumber daya antar aktor tersebut melalui hubungan yang terjalin dan terbentuk antar aktor [19].
Hubungan jejaring aktor dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan pengukuran jaringan senfralitas.
Pendekatan ini dipilih untuk mengetahui kepentingan dan pengaruh suatu aktor dalam sebuah jaringan. Analisis
dibagi ke dalam 3 (tiga) metode sentralitas yang digunakan yaitu degree centrality, closeness centrality, dan
betweenness centrality.

a) Degree Centrality

Degree centrality atau analisis pemusatan adalah analisis yang dilakukan untuk melihat siapa aktor
yang paling penting dalam suatu hubungan yang menjadi suatu penyebab terjadinya atau berjalannya suatu
kegiatan. Pemerintah kota dan CCA adalah aktor yang paling menonjol dan paling banyak berpengaruh terhadap
aktor — aktor lainnya khususnya terhadap jaringan aktor yang terbentuk dalam pengembangan industri kreatif di
Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi memiliki hubungan atau keterkaitan yang paling banyak dengan aktor —
aktor lainnya. Pemerintah Kota Cimahi sebagai aktor yang menginisiasi pengembangan industri kreatif di Kota
Cimahi memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan yang menciptakan iklim dan
semangat industri kreatif bagi berbagai akfor lainnya. Pemerintah Kota Cimahi juga memiliki kemampuan untuk
berjejaring dengan aktor lainnya sepert menjalin kerjasama dengan komunitas, pelaku usaha, maupun
akademisi dalam berbagai hal untuk pengembangan industri kreatif. Oleh karena itu, pemerintah kota menjadi
aktor yang memberikan banyak hubungan atau keterkaitan dengan aktor lainnya.
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Gambar 1. Social Network Graph Degree Centrality dalam Pengembangan Industri Kreatif
Sumber: Hasil Analisis, 2016

b) Closeness Centrality
Closeness centrality atau derajat kedekatan melihat pada kedekan suatu aktor dengan aktor — aktor

lainnya sehingga sangat terkait dengan posisi dan jarak dengan aktor lainnya. Berdasarkan hasil analisis
closeness cenfrality yang dilakukan terhadap aktor yang terlibat dalam pengembangan industri kreatif di Kota
Cimahi, pemerintah adalah aktor yang memiliki jarak terkecil dengan aktor — aktor lainnya dalam keterkaitan
jejaring yang ada dalam industri kreafif Pemerintah Kota Cimahi merupakan aktor yang memiliki kedekatan
dengan semua aktor dalam konsep quadruple helix. Tingkat kedekatan yang dimiliki oleh pemerintah
menandakan bahwa aktor pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap pengembangan industri kreatif di
Kota Cimahi karena mampu menyebarkan informasi lebih cepat tanpa perlu perantara pihak ketiga. Derajat
kedekatan aktor pemerintah menandakan bahwa tingkat ketergantungan terhadap aktor lain semakin rendah.
Berbeda dengan kelompok aktor lainnya seperti akademisi dan pelaku usaha yang memiliki derajat kedekatan
yang rendah sehingga tingkat kebergantungan mereka terhadap aktor lain cukup tinggi seperti bergantung pada

pemerintah ataupun komunitas.
’BPMPT AINAKI
e ) = Pl N 2 /’.

‘Unpas s

S - 7/
- /

Bekr-éﬁ‘ <. _— 4

- B - R
< Sl iy

__;' (‘iﬁnity
/

!

—— J
5 [

\\"'\»«,‘Stud_Animasi

X 1
\ rDisdikpora

.Dreamtoon‘_II B e ;i

Gambar 2. Social Network Graph Closeness Centrality dalam Pengembangan Industri Kreatif
Sumber: Hasil Analisis, 2016
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c) Betweenness Centrality

Betweenness centrality atau derajat keterantaraan adalah pengukuran yang digunakan untuk
menunjukkan aktor dengan posisi intermediary yang menghubungkan proses komunikasi dan penyaluran sumber
daya lainnya antara dua atau lebih jejaring yang berbeda. Pemerintah Kota Cimahi dan CCA adalah aktor yang
paling sering menjadi penghubung atau simpul informasi dalam jaringan sosial pada industri kreatif di Kota
Cimahi. Senfralitas yang terbentuk dalam jaringan tidak begitu rendah namun juga tidak tinggi yang berarti tidak
semua aktor dapat terhubung tanpa melalui perantara. Terdapat aktor — aktor yang memerlukan Pemerintah Kota
Cimahi atau CCA sebagai perantara. Hal ini bukan juga menunjukkan hal yang buruk. Adanya akior yang
memiliki nilai penghubung yang besar merupakan sebuah keuntungan bagi pengembangan industri kreatif
khususnya bagi aktor — aktor yang tidak memiliki kewenangan dan sumber daya dalam mengembangkan industri
kreatif. Pemerintah Kota Cimahi dan CCA dapat menjadi inisiator atau pusat terbentuknya jaringan. Namun di sisi
lain hal ini juga dapat menimbulkan ketergantungan terhadap aktor lain.
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Gambar 2. Social Network Graph Closeness Centrality dalam Pengembangan Industri Kreatif
Sumber: Hasil Analisis, 2016

KESIMPULAN DAN SARAN

Jejaring aktor merupakan inti utama dari konsep pengembangan quadruple helix yang merupakan
interaksi antara pemerintah — akademisi — pelaku usaha — masyarakat. Konsep quadruple helix mengungkapkan
mengenai pentingnya sinergi dari keempat aktor. Sinergi yang tercipta diharapkan dapat memicu terjadinya
sirkulasi iimu pengetahuan yang akan berujung pada penciptaan inovasi [6]. Namun kondisi interaksi yang terjadi
di Kota Cimahi belum mampu melahirkan sinergi. Interaksi antar aktor yang tercipta lebih merefleksikan
hubungan ketergantungan dibandingkan hubungan saling melengkapi. Hal ini dapat dilihat dari hubungan dan
interaksi yang terjadi di Kota Cimahi masih banyak dipengaruhi oleh pemerintah kota sebagai aktor utama dalam
pengembangan industri kreatif. Padahal, menurut Etzkowitz [19] hubungan ketergantungan terhadap sumber
daya tidak akan mampu menghasilkan inovasi yang berkelanjutan melainkan justru menjadi tiik lemah yang
mampu mengurangi daya saing.

Sinergi antar aktor pada konsep quadruple helix dapat tercipta apabila setiap aktor mampu memainkan
perannya masing — masing tanpa bergantung pada peran aktor lain. Kondisi sepert ini akan menciptakan
hubungan yang saling melengkapi yang mampu memperkuat inovasi yang dibutuhkan oleh industri kreatf.
Namun, adanya ketidakmampuan salah satu atau beberapa aktor dalam menjalankan perannya dalam hubungan
sinergi ini akan menciptakan hubungan yang saling ketergantungan. Hal ini berbeda dengan konsep yang
digagas oleh quadruple helix. Pada akhirnya, interaksi quadruple helix membutuhkan jaringan yang lebih luas
untuk menutupi keabsenan peran aktor.
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Di Kota Cimahi, aktor akademisi yang berada dalam pengembangan kawasan industri kreatif belum mampu
memproduksi ilmu pengetahuan sehingga peran aktor akademisi lebih ditiikberatkan pada proses transfer
informasi dan pengetahuan. Kondisi ini berdampak pada karakteristik interaksi quadruple helix yang terjadi di
Kota Cimahi dimana Kota Cimahi membutuhkan jaringan yang lebih luas dengan menyentuh pusat — pusat
produksi pengetahuan. Padahal salah satu kunci keberhasilan pusat — pusat inovasi dunia adalah adanya peran
aktif dari akfor akademisi untuk memproduksi ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai modal unftuk
pengembangan industri kreatif.

Pemerintah sebagai aktor utama lebih banyak membuka hubungan jejaring dan interaksi dengan aktor
lain melalui perannya. Padahal yang diharapkan dari konsep quadruple helix ialah masing — masing aktor
bergerak secara akftif dalam membentuk jejaring melalui berbagai interaksi yang ada sehingga mereka mampu
menjalankan perannya masing — masing. Interaksi yang ada di Kota Cimabhi lebih banyak bersifat interaksi satu
arah. Kemampuan aktor dalam berjejaring juga dipengaruhi oleh sifat kepemimpinan (/eadership) aktor. Tidak
mampunya aktor lain dalam membentuk jejaring dikarenakan tidak adanya sifat kepemimpinan yang memiliki
karakferistik kolaboratif. Sesuai konsep kepemimpinan yang dipopulerkan oleh Stimson [20], dibutuhkan sifat
kepemimpinan yang kuat agar dapat mendorong tumbuhnya interaksi antar aktor. Kepemimpinan yang dimiliki
oleh pemerintah Kota Cimahi telah mampu membentuk tndakan bersama namun pemerintah masih menjadi
aktor utama yang belum mampu mempengaruhi aktor lain dalam membentuk jaringan.

Di sisi lain, dinamika politik suatu negara menjadi dimensi yang perlu diantisipasi dalam sebuah interaksi
yang terjadi dalam jejaring aktor khususnya bagi negara — negara yang memiliki kondisi politik tidak stabil.
Dinamika politk mampu mengubah hubungan interaksi jejaring antar aktor. Terdapat kemungkinan bahwa
interaksi dan hubungan dalam quadruple helix dijalankan untuk kepentingan politik padahal seharusnya interaksi
dijalankan pada tingkatan profesionalisme dimana masing — masing aktor memiliki peran dan tujuan yang sama
sehingga menghasilkan interaksi yang sinergis. Oleh karena itu, biasanya pusat — pusat inovasi di dunia
bukanlah terjadi melalui grand design yang dibuat oleh pemerintah melainkan berkembang karena luapan hasil -
hasil riset dari perguruan tinggi yang ditangkap oleh para pelaku usaha dan kemudian dimodali oleh pada
pemodal ventura [18].
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PENDAHULUAN

Untuk mencapai sasaranan RPJMN 2015-2019, pemerintah menerapkan perencanaan pembangunan
berdasarkan pendekatan holistik, temafik, integratif dan spasial-HTIS (Kementerian PPN/ Bappenas 2016).
Keempat pendekatan ini pada dasarnya menekankan pada pentingnya koordinasi, keselarasan, integrasi dan
sinkronisasi proses perencanaan maupun evaluasi pelaksanaan pembangunan mulai dari tingkat desa sampai
nasional. Keselarasan tersebut tidak saja dalam rangka mencapai target nasional, tetapi juga keselarasan
dengan target-target yang ditetapkan secara internasional seperti Sustainable Development Goals (SDGs) dan
penurunan suhu rumah kaca. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan program prioritas pemerintah
Indonesia selama periode 2015-2019 dan target pembangunan secara nasional dan global dapat terakomodasi
dalam seluruh RPJMD (Provinsi, Kabupaten dan Kota) dan RPJM Desa.

Peluang untuk melakukan penyelarasan program prioritas ini  sudah terbuka dengan dua kebijakan
mendasar yang diambil oleh Presiden Jokowi. Pertama, melaksanakan pelantikan kepala daerah serentak
berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Untuk pertama
kalinya dalam sejarah Indonesia, sebanyak 9 pasangan gubernur dan wakil gubernur dilantik secara serentak di
Istana Negara pada tanggal 12 Februari 2016. Kemudian masing-masing gubernur juga melantk pasangan
bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota secara serentak di masing-masing daerah. Untuk Provinsi
Sumater Barat telah dilantk sebanyak 12 pasangan bupati, wakil bupati dan 3 pasangan walikota dan wakil
walikota pada tanggal 17 Februari 2016 di Padang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelantikan kepala daerah serentak ini merupakan peluang yang besar
untuk melakukan keselarasan prioritas program nasional dengan program prioritas daerah yang dituangkan
dalam RPJMD provinsi, kabupaten dan kota [1] [2]. Kedua, pemerintah juga telah mengeluarkan road map
alokasi dana desa sampai tahun 2019. Road map alokasi dana desa tersebut telah memberi jaminan yang
tegas bahwa dana pembangunan untuk masing-masing desa telah tersedia dalam rangka mendukung program
prioritas pembangunan nasional.

Pasal 264 (Ayat 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 [3] menyatakan bahwa setiap kepala daerah
yang baru dilantik diwajibkan menyiapkan dokumen RPJMD periode pemerintahannya paling lambat dalam
waktu enam bulan setelah jadwal pelantikan. Dengan demikian pada tahun 2016 terdapat 9 RPJMD Provinsi dan
260 RPJMD Kabupaten/ Kota yang harus disiapkan sampai bulan Agustus 2016. Selanjutnya hakikat kewajiban
menyiapkan RPJMD setelah 6 bulan pelantikan ini agar Gubernur, Bupati dan Walikota dapat dengan segera
merealisasikan janji-janji yang disampaikan semasa proses PILKADA. Kemudian dokumen RPJMD ini dapat
menggiring kepala daerah untuk tidak bertindak secara amatir dalammemimpin daerahnya.

Meskipun pemerintah telah membuat berbagai aturan dan telah diikut dengan beberapa kali sosialisasi
penyusunan dokumen RPJMD, dalam praktik penyusunan dokumen tersebut masih terdapat beberapa
kesenjangan yang dapat mengakibatkan mutu dokumen RPJMD tidak seperti yang diharapkan dan bahkan tidak
dapat mewujudkan pembangunan inklusif. Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan dan membahas lima
kesenjangan yang ditemui dalam prakfik penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.
Kelima kesenjangan tersebut adalah: (a) kesenjangan peraturan pedoman penyusun RPJMD, (b) kesenjangan
antar dokumen perencanaan daerah, (c) kesenjangan jadwal konsultasi dengan instansi vertikal (d) ke senjangan
substansi dan peserta konsultasi publik (publichearing) dan (e) kesenjangan pemahaman esensi dokumen
RPJMD.
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Pembahasan kelima kesenjangan ini menjadi urgen agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama untuk
provinsi, kabupaten dan kota yang mempunyai pasangan kepala daerah baru berdasarkan hasil PILKADA
serentak pada tanggal 15 Februari 2017. Dengan demikian tulisan ini dapat memberi masukan untuk perubahan
ke arah yang lebih baik,karena pada tahun 2017 akan terdapat sebanyak 101 daerah yang harus menyiapkan
dokumen RPJMD (7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota ) di seluruh Indonesia.

Kesenjangan Peraturan Pedoman Penyusunan RPJMD

Instansi yang bertanggungjawab menyusun RPJM Nasional 2015-2019 adalah Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Kemudian instansi yang bertanggungjawab menyusun RPJMD
di masing-masing daerah adalah Bappeda dengan dukungan instansi lain, sesuai dengan surat keputusan
pengangkatan tim penyusunan yang dikeluarkan oleh masing-masing kepala daerah. Akan tetapi peraturan
pedoman penyusunan RPJMD yang dipedomani oleh masing-masing daerah dikeluarkan oleh Kementerian
Dalam Negeri. Dari segi kewenangan sebetulnya tidak ada permasalahan,jika peraturan pedoman penyusunan
RPJMD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut selaras dengan substansi RPJMN 2015-
2019.

Tetapi fakta yang dihadapi pada saat penyusunan RPJMD adalah terdapatnya kesenjangan substansi
peraturan pedoman yang digunakan dengan substansi RPJMN 2015-2019. Seluruh daerah provinsi, kabupaten
dan kota yang menyusun RPJMD untuk periode 2016-2021 masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010[ 4]. Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan ini
mengafur segala sesuatu yang terkait dengan penyusunan RPJMD, mulai dari langkah-langkah atau tahap-tahap
yang harus dilalui, jadwal, struktur dan jumlah bab RPJMD sampai pengesahan menjadi Peraturan Daerah
(Daerah). Selanjutnya peraturan tersebut juga mengatur nomenklatur program yang harus dimasukkan dalam
RPJMD. Namun Permendagri yang dikeluarkan tahun 2010 tersebut tidak mengakomodasi seluruh substansi,
format dan nomenklatur program yang terdapat dalam RPJMN 2014-2019. Akibatnya fterjadi kesenjangan dan
kesalahan melakukan penyesuaian antara substansi, format dan nomenklatur yang terdapat dalam RPJMN
2014-2019 dengan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

Kesenjanganselanjutnyaterjadipadasaatpenyusunan RPJMD 2016-2021 Kesenjangan selanjutnya
teriadi pada saat penyusunan RPJMD 2016-2021 telah berakhir, yaitu akibat diterbitkkannya Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang mengatur tentang
perangkat organisasi pemerintah daerah (OPD) dan pemindahan beberapa kewenangan dari pemerintah
kabupaten dan kota kepada pemerintah provinsi yang harus diimplementasikan pada tahun 2017. Berhubung
peraturan pemerintah tersebut keluar pada saat proses pengesahan RPJMD di Kementerian Dalam Negeri,
maka pemerintah daerah tidak mempunyai waktu lagi untuk merevisi draf RPJMD 2016-2021 sesuai dengan
tuntutan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tersebut.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 [5] tersebut merupakan suatu kekeliruan yang
yang mempunyai dua konsekuensi berat bagi daerah. Pertama, pemerintah daerah harus merevisi lagi RPJMD
yang telah disusun pada tahun 2017. Kedua, organisasi pemerintah daerah yang belum tertera dalam dokumen
RPJMD Provinsi 2016-2017 tentu mengalami kesulitan untuk menyusun rencana kerja tahun 2017 sebelum
RPJMD direvisi dan sebelum disiapkan Rencana Strategis organisasi pemerintah daerah yang mengalami
perubahan tersebut Akibatnya, RPJMD Provinsi 2016-2021 yang sudah disusun sedemikian rupa dengan
menghabiskan energi dan dana yang cukup besar menjadi kurang bermakna karena harus direvisi lagi sebelum
dilaksana secara penuh.

Pelajaran yang dapat diambil dari kesenjangan peraturan ini adalah peraturan pedoman penyusunan
RPJIMD vyang tidak relevan dan berubah dalam proses penyusunan telah mengakibat makna dan urgensi
RPJMD yang disusun menjadi berkurang dan tindakan ini merupakan pemborosan bagi daerah karena
penyusunan RPJMD harus melalui proses teknokratik dan politk. Kedua hal ini sebetulnya dapat dihindari,
seandainya pemerintah, khususnya Kemendagari dapat melakukan penyesuaian terhadap pedoman penyusunan
RPJMD dan menerbitkan lebih awal Peraturan Pemerintah yang terkait dengan perubahan organisasi
pemerintah daerah.

Kesenjangan Antar Dokumen Perencanaan Daerah
Banyak dokumen perencanaan lain yang harus dipedomani dalam menyusun RPJMD provinsi seperti

yang ferlihat pada Gambar 1. Tetapi dokumen yang harus dipedomani tersebut juga mempunyai beberapa
kesenjangan, sehingga rencana-rencana yang dituangkan dalam dokumen RPJMD untuk periode 2016-2021
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menjadi tidak sejalan dan bahkan bertentangan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Salah satu
pedoman yang menganjal adalah peraturan yang terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Untuk
kasus Sumatera Barat, pengaturan tata ruang dan wilayah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.

Kesenjangan yang terjadi adalah peruntukan kawasan yang terdapat dalam RPJMD dengan yang
terdapat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tersebut. Terdapatnya kesenjangan tersebut tidaklah
mengherankan karena periode penyusunan dan legalisasi dokumen RTRW berbeda selama empat tahun. Tentu
sudah banyak perkembangan dan dinamika baru yang sama sekali tidak terpikirkan atau terencanakan pada saat
penyusunan RTRW. Sementara dokumen RPJMD 2016-2021 menangkap dan mengakomodasi perkembangan
dinamika dan tunfutan yang berkembang setelah dokumen RTRW diterbitkan. Contohnya, dalam RPJMD
Provinsi Sumatera Bara 2016-2021, Kawasan Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan dijadikan kawasan
pengembangan pariwisata, sementara dalam Perda Nomor 11 Tahun 2012 masih dinyatakan sebagai kawasan
hutan lindung. Persoalan yang sama juga terdapat dalam rencana pengembangan lokasi pembangkit tenaga
listrik air. Berdasarkan contoh-contoh yang dikemukakan ini, maka dapat dinyatakan bahwa rencana
pengembangan daerah pariwisata yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 tidak
akan efekif atau tidak dapat dilaksanakan sama sekali seandainya ftidak dilakukan revisi terhadap peraturan
daerah yang terkait dengan rencana tata ruang wilayah tersebut Investor dan instansi yang terkait dengan
perizinan usaha tidak akan berani melakukan pelanggaran terhadap RTRW karena pelanggaran tersebut
termasuk ranah hukum pidana.

Selanjutnya, merevisi peraturan daerah yang ferkait dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
tidaklah pekerjaan mudah yang dapat dikerjakan dan disesuaikan dalam jangka waktu yang singkat. Proses
yang dilalui untuk merevisi RTRW juga sama dengan proses teknokratik dan politik seperti penyusunan RPJMD.
Oleh sebab itu kesenjangan antar dokumen perencanaan di daerah dapat dipastikan akan menghambat
pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

Kesenjangan Jadwal Konsultasi Dengan Instansi Vertikal

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa waktu yang tersedia bagi masing-masing daerah untuk
menyiapkan dokumen RPJMD sampai menjadi Peraturan Daerah adalah selama 6 bulan. Dalam waktu enam
bulan ini masing-masing daerah (Bappeda) harus melalui proses konsultasi dengan instansi vertikal (Lihat
Lampiran 1). Untuk penyusunan RPJMD provinsi perlu berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan
Bappenas dan untuk RPJMD kabupaten/ kota perlu berkonsultasi dengan Bappeda masing-masing provinsi.
Tujuan konsultasi vertikal ini adalah untuk sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan seperti yang diperlihatkan
pada Gambar 1 dimana RPJMD Provinsi harus merujuk RPJMN dan RPJMD Kabupaten/ Kota harus merujuk
kepada RPJMD Provinsi. Selanjutnya konsultasi dengan instansi vertikal ini juga bertujuan untuk verifikasi
kesesuaian antara dokumen RPJMD yang disusun dengan pedoman penyusunan dokumen yang dikeluarkan
oleh Kementerian Dalam Negeri. Konsultasi ini sekurang-kurangnya dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada
awal dan akhir proses penyusunan dokumen RPJMD.
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Gambar 1
Hubungan RPJMD Provinsi Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya
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Tujuan baik dari konsultasi dengan instansi vertikal ini ternyata juga tidak mudah diwujudkan dalam
menyusun RPJMD 2016-2021 karena terdapat kesenjangan wakiu untuk melaksanakan konsultasi tersebut.
Berdasarkan proses penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dan juga provinsi lain
paling tidak terdapat tiga kesenjangan atau benturan waktu untuk melaksanakan konsultasi dengan instansi
vertikal. Pertama, draf RPJMD Provinsi pada umumnya siap pada bulan-bulan terakhir dari 6 bulan waktu yang
tersedia. Masing-masing darah harus mengirim draf RPJMD untuk mendapatkan jadwal konsultasi sebelum
batas akhir jangka waktu enam bulan penyusunan dokumen tersebut Akibatnya, semua provinsi saling
berusaha mendapatkan jadwal konsultasi lebih awal agar tidak terlambat dari batas akhir 6 bulan penyusunan
RPJMD tersebut. Seandainya konsultasi dengan instansi vertikal ini terlambat dari batas akhir waktu 6 bulan
tersebut, Kepala daerah dan DPRD akan mendapat sanksi, yaitu berupa tidak dibayarkan tunjangan sebagai
kepala daerah untuk kepala daerah dan anggota dewan untuk anggota DPRD. Untuk menghindari sanksi ini,
masing-masing Bappeda provinsi mengirim draf RPJMD lebih awal meskipun draf tersebut belum selesai secara
sempurna.

Kedua, pada saat RPJMD Provinsi belum selesai, masing-masing daerah kabupaten dan kota yang
kepala daerahnya sama-sama dilantik juga mengajukan draf untuk mendapatkan jadwal untuk konsultasi dengan
Bappeda Provinsi. Untuk kasus Sumatera Barat, terdapat 12 daerah kabupaten dan kota yang mengajukan draf
RPJMD dari daerah-daerah yang kepala daerahnya dilantik secara serentak. Konsultasi yang dilaksanakan pada
waktu itu sudah dapat dipastikan tidak memberi hasil sepert yang diharapkan, karena terdapat kesenjangan
wakfu. Konsultasi dua belas RPJMD kabupaten dan kota dilaksanakan pada saat RPJMD Provinsi Sumatera
Barat 2016-2021 belum selesai dan belum mempunyai kekuatan hukum. Dalam situasi seperti ini dapat
dibayangkan bagaimana kualitas konsultasi dan pembahasan RPJMD Kabupaten dan Kota oleh tim Bappeda
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Provinsi yang juga sedang sibuk menyelesaikan RPJMD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
Pemerintah Provinsi 2017.

Tidak berbeda dengan perilaku Bappeda provinsi, masing-masing Bappeda kabupaten dan kota juga
mengirim draf RPJMD yang telah disusun untuk mendapat jadwal konsultasi. Namun draf RPJMD 2016-2021
yang disampaikan oleh masing-masing Bappeda Kabupaten dan Kota kepada Bappeda Provinsi Sumatera Barat
masih belum sesuai dengan harapan dan ketentuan pedoman penyusunan RPJMD fersebut. Dari penelusuran
yang telah dilakukan terhadap 12 draf RPJMD Kabupaten dan Kota yang disampaikan ke Bappeda Provinsi
Sumatera Barat pada bulan Juli 2016 ditemui dokumen yang dikirim banyak yang tidak lengkap sepertitabel
yang kosong dan jumlah dan isi bab yang tidak lengkap.Kemudian target yang harus dicapai oleh masing-masing
daerah daerah dan kabupaten belum dapat ditetapkan untuk mendukung sasaran target pembangunan Sumatera
Barat dan nasional. Oleh sebab itu, berdasarkan pengalaman konsultasi dengan dengan instansi vertikal,
terutama oleh Bappeda Kabupaten/ Kota dengan Bappeda Provinsi dapat dipastikan idak mempunyai makna
karena RPJMD Provinsi belum siap dan sangat terkesan hanya tentu memenuhi prosedur dan mengejar target
waktu untuk menghindari sanksi keterlambatan.

Selanjutnya pada saat pemerintah Kabupaten menyelesaikan RPJMD, beberapa desa atau nagari di
Sumatera Barat juga memerlukan RPJMD Kabupaten/ Kota sebagai rujukan dalam menyusun RPJM Desa/
Nagari. Berhubung RPJMD Kabupaten/ Kota belum siap pada saat diperlukan, maka rujukan yang digunakan
untuk menyusun RPJM Desa/ Nagari juga menjadi tfidak jelas. Dalam situasi yang demikian sudah dapat
dipastikan bahwa penyusun RPJM Desa/ Nagari menghadapi kendala untuk mengakomodasi program prioritas
provinsi, dan kabupaten/ kota. Akibatnya keterkaitan dokumen perencanaan daerah secara vertikal untuk
mengakomodasi program prioritas nasional sulit untuk diwujudkan.

Kesenjangan Peserta dan Substansi Konsultasi Publik (PublicHearing)

Konsultasi publik adalah suatu keharusan dalam proses penyusunan dokumen RPJMD. Tujuannya
adalah untuk mendapat masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan sekaligus sosialisasi dari dokumen
awal perencanaan yang ftelah disusun. Untuk kasus RPJMD 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat terdapat 6 kali
konsultasi publik (Lampiran 1). Konsultasi publik tersebut mulai dari menyerap masukan dari perantau dan tokoh
masyarakat Minang di Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan mengundang pejabat daerah kabupaten dan kota,
tokoh masyarakat, lembaga adat, agama dan organisasi profesi, termasuk wartawan. Dari rangkaian konsultasi
publik yang demikian banyak tersebut sudah dapat dipastikan memerlukan biaya yang besar dan waktu yang
lebih lama.

Namun terkait dengan konsultasi publik ini, pertanyaan yang muncul adalah apakah konsultasi publik ini
bermanfaat dan apa kesenjangan yang terjadi. Untuk menjawab bermanfaat atau fidaknya konsultasi publik
tersebut tentu tidak tepat hanya dengan mengambil kesimpulan dari satu kasus satu daerah, diperlukan studi
mendalam dengan jumlah kasus lebih banyak. Tetapi dari kasus prakiik penyusunan dokumen RPJMD Provinsi
Sumatera Barat 2011-2016 dan beberapa daerah kabupaten di Sumatera Barat dapat diungkapkan beberapa
kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan konsultasi publik. Pertama, peserta konsultasi publik masih belum
semuanya memahami tentang pembagian kewenangan atau urusan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/
kota. Akibatnya tanggapan dan masukan yang diberikan sangat banyak yang tdak terkait langsung dengan
kewenangan pemerintah provinsi dan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat Contohnya, tidak sedikit peserta yang meminta dilaksanakannya program dan kegiatan di
daerah mereka berasal atau sesuai dengan kepentingan peserta. Fenomena ini juga termasuk dari anggota
DPRD yang memperjuangkan aspirasi dari konstituen yang mereka wakili. Organisasi kemasyarakatan juga tidak
kalah gesitnya memperjuangkan program dan kegiatan untuk keberlangsungan organisasinya. Kedua, tidak
sedikit peserta yang meminta tambahan kegiatan yang terkait dengan kepentingannya.Ketiga, belum terdapat
upaya untuk menyelaraskan program lintas instansi, sektoral dan daerah untuk mewujudkan pembangunan
inklusif dari peserta yang hadir. Berdasarkan figa contoh kasus ini, maka konsultasi publik belum banyak
memberi konfribusi untuk perbaikan atau penyempurnaan dokumen RPJMD. Namun untuk tujuan sosialisasi
RJMD dapat dikatakan konsultasi publik telah berhasil,

Kesenjangan Pemahaman Esensi Dokumen RPJMD

Kesenjangan esensi dokumen RPJMD ini terlihat pada saat pembahasan draf RPJMD dengan SKPD.
Dari praktik pembahasan terdapat kesenjangan pandangan antara apa yang harus dicapai dengan apa yang bisa
dicapai oleh SKPD. Roh dari perencanaan pembangunan adalah untuk mencapai perubahan atau perbaikan ke
arah yang lebih baik dengan mengalokasikan sumberdaya yang dapat disediakan [7] [8]. Artinya mindset yang
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harus tertanam dalam pemikiran SKPD adalah apa yang harus dicapai untuk perubahan atau perbaikan tingkat
kesejahteraan atau kinerja instansi ke arah yang lebih baik.

Namun mindset SKPD cenderung terkooptasi dengankekhawatiran terhadap fidak tercapainya target
yang ditetapkan atau terdapat keengganan untuk menerima target kinerja yang lebih tinggi untuk masing-masing
SKPD. Dalam pikiran mereka sudah tertanam semenjak dari awal bahwa jika fidak tercapai target yang
ditetapkan dalam dokumen RPJMD, maka kinerja SKPDnya akan menjadi tidak baik. Oleh sebab itu kooptasi
ketakutan terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD seharusnya tidak terjadi,
seandainyamindset yang tertanam dalam pikiran pimpinan SKPD adalah “apa yang harus dicapai”.

Target atau sasaran kinerja untuk SKPD setiap tahunnya merupakan target turunan dari visi dan misi kepala
daerah yang harus dicapai. Seandainyamindset masing-masing SKPD hanya menginginkan target kinerja
berdasarkan apa yang bisa dicapai, bukan berdasarkan apa yang harus dicapai, maka target atau sasaran
kinerja yang ditetapkan oleh SKPD cenderung lebih rendah dari yang seharusnya untuk mewujudkan visi dan
melaksanakan misi kepala daerah. Dengan kata lain dari perspektif SKPD target atau sasaran yang diinginkan
adalah “target yang harus dicapai”, tetapi lebih cenderung pada “target yang bisa mereka capai”. Kesenjangan
pemahaman tentang urgensi perencanaan pada tingkat SKPD sebagai unit pelaksana tentu akan berdampak
kurang baik terhadap upaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi kepala daerah. Apabila terget kinerja masing-
masing SKPD ditetapkan rendah, maka pimpinan SKP tidak akan mempunyai kreatifitas dan inovasi untuk
mewujudkan target kinerja yang lebih tinggi tersebut Oleh sebab itu, mindsetyang salah semenjak dari
penyusunan RPJMD dikhawatirkan sebagai faktor yang tidak mendorong SKPD untuk berinovasi dan berjuang
dengan gigih untuk mencapai target dan sasaran yang lebih tinggi.

Penutup

Aspek yang dibahas dalam tulisan ini adalah berdasarkan catatan dan pengalaman yang dilalui penulis
selama terlibat dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Kebenaran dari informasi dan
pembasahan untuk kasus Sumatera Barat dapat dikonfirmasi dari notulen rapat atau risalah dan konsultasi publik
serta draf dari 12 RPJMD Kabupaten dan Kota yang disampaikan pada saat konsultasi dengan Bappeda Provinsi
Sumatera Barat.

Pelajaran yang dapat diambil dari prakik penyusunan RPJMD ini adalah kesenjangan-kesenjangan

dalam penyusunan RPJMD provinsi, kabupaten dan kota telah mengakibatkan dokumen perencanaan menjadi
tidak bermakna sebelum dilaksanakan dan pengintegrasian serta sinkronisasi penyusunan dokumen
perencanaan yang baik sangat sulit untuk diwujudkan. Kemudian perencanaan yang inklusif juga belum dapat
diwujudkan dari rangkaian proses penyusunan RPJMD. Pembangunan inklusif akan sulit untuk dilaksanakan
seandainya fidak dimulai dengan perencanaan yang inklusif. Oleh sebab itu, pemerintah pusat diharapkan
segera melakukan harmonisasi peraturan yang terkait dengan pedoman penyusunan RPJMD, sehingga tidak lagi
terjadi berbagai kesenjangan yang terjadi pada saat penyusunan RPJMD 2016-2021 dan tidak mengulang
kesalahan yang sama pada saat menyusun sebanyak 101 RPJMD setelah pelantkan kepala daerah
berdasarkan PILKADA serentak pada tanggal 15 Februari 2015.
Selanjutnya kesalahan mindset di tataran SKPD tentang makna sebuah perencanaan perlu diluruskan, sehingga
target kinerja yang tertera dalam RPJMD adalah target harus yang dicapai untuk mewujudkan visi dan
melaksanakan misi kepala daerah yang terpilih, bukan berdasarkan apa yang dapat dicapai oleh SKPD. Oleh
sebab itu, sepanjang mindsetSKPD masih berfumpu kepada target apa yang bisa dicapai, sepanjang itu pula
pelaksanaan RPJMD tidak mencapai sasaran maksimal yang diharapkan.
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LAMPIRAN |
Jadwal dan Kegiatan Penting Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2017
No KEGIATAN JADWAL KETERANGAN
1 Perumusan Draf Rencana | Bulang Januari dan Minggu | | Terdapat 15 rangkaian kegiatan
Awal RPJMD Februari 2016
2 | Persiapan  Penyusunan | Minggu Il dan Il bulan | Terdapat 3 rangkaian kegiatan
RPJMD Februari 2016
3 | Penyusunan Rancana | Minggu I-IV Bulan Maret dan | Terdapat 17  rangkaian  kegiatan,
Awal RPJMD Minggu | Bulan April diantaranya:
a. Konsultasi  dengan  Dirjend
Banda, Kemendagri dan
Bappenas (3-5 Maret 2016)
b. Konsultasi publik  dengan
perantau Minang di Jakarta (13
Maret 2016)

c. Konsultasi publik dengan SKPD
Provinsi (15 Maret2016)

d. Konsultasi publik dengan Bupati/
Wali Kota di Sumatera Barat (15
Maret 2016)

e. Konsultasi publik dengan tokoh-
tokoh  masyarakat Sumatera
Barat (17 Maret 2016)

f. Konsultasi dengan Kemendagri
untuk  menyampaikan  hasil
konsultasi publik (21-22 Maret
2016)

g. Pembahasan dan kesepakatan
rancangan awal RPJMD (23-30
Maret 2016)

Rancangan | Minggu Il dan Ill bulan April

2016

4 | Penyusunan
RPJMD

Terdapat 4 kegiatan, mulai persiapan dan
perumusan hasil Musrembang (21-22 April
2016)

5 | Penyusunan Rancangan
Akhir RPJMD

Bulan Mei — Minggu Il bulan
Juli 2016

Terdapat 5 rangkaian kegiatan, termasuk
konsultasi dan pembahasan Rancangan
Akhir RPJMD dengan Kemendagri ( 9 Juni
2016) dan penyempurnaan rancangan
akhir RPJMD setelah konsultasi dengan
Kemendagri

6 | Penetapan Perda RPJMD | Bulan Juli — Agustus 2016

Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Barat, Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Daerah (RPJMD) Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2016-2021,
tanggal 11 Agustus 2016 (batas akhir 6
bulan setelah pelantikan Gubernur dan
Wakil Gubernur Sumatera Baraf)

Sumber: Sekretariat Bappeda Provinsi Sumatera Barat (2016)
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Strategis Pengembangan Kawasan Wisata Air Terjun Dlundung Trawas Kabupaten Mojokerto
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ABSTRAK

Mojokerto adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki sejumlah Objek wisata
menarik, baik wisata yang berbasis keindahan alam maupun wisata sosial budaya. Perkembangan Industri
wisata mengalami kemajuan yang sangat pesat dibangun oleh investor yang se harusnya menitikberatkan pada
peningkatan peran masyarakat local dan kesejahteraannya. Namun fenomena yang terjadi saat ini banyak
pengembangan industry pariwisata menimbulkan banyak permasalahan terutama masalah kerusakan
lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi potensi dan permasalahan kawasan wisata air
Terjun Dlundung dan mengali persepsi wisatawan pengunjung kawasan Wisata Air Terjun Dlundung sehingga
dapat memberikan arahan strategi pengembangan kawasan objek wisata alam air terjun Dlundung di kecamatan
Trawas kabupaten Mojokerto. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan analisis
Potensi daya Tarik kawasan dan juga analisis persepsi wisatawan. Arahan strategis pengembangan berupa
pengambilan keputusan menggunakan analisis SWOT. Hasil observasi ini menunjukkan bahwa obyek wisata Air
Terjun Dlundung memiliki potensi daya tarik bagi wisatawan karena pemandangan alamnya yang masih alami
dan juga budaya masyarakat , aksesbilitas yang mudah dijangkau, dan fasilitas pendukung lainnya seperti kios,
khas makanan, tempat infomasi, area parkir yang cukup menarik. Selain potensi, terdapat beberapa
permasalahan diantaranya belum adanya angkutan umum, kurangnya fasilitas di obyek wisata, dan promosi dan
informasi yang kurang luas. Analisis SWOT yang dihasilkan strategis pengembangan yang dapat dikembangkan
terletak pada kuandran tiga dengan arahan strategis pengembangan berupa strategis stabilisasi. Pengadaan
kerjasama antara investor, pemerintah local dan masyarakat sekitar kawasan wisata air terjun Dlundung.

Kata Kunci : Potensi Kawasan Wisata, Daya Tarik Kawasan, Persepsi Wisatawan, dan Strategi Pengembangan,

PENDAHULUAN

Rekreasi atau yang berarti aktivitas wisata, umumnya bertujuan unfuk membebaskan diri dari kegiatan
rutinitas yang merupakan salah satu kebutuhan kehidupan manusia [1]. Kegiatan dan aktivitas wisata dapat
diartikan juga sebagai suatu kegiatan yang tujuan utamanya adalah mendapatkan hiburan keluar dari lingkungan
asalnya untuk membebaskan diri dari rutinitas sehari — hari. Pembangunan kepariwisataan sekarang ini menjadi
trend kepariwisataan berbasis lingkungan dalam dua dasawarsa terakhir. Hampir setiap daerah wisata
mengembangkan model pariwisata berbasis lingkungan ini, karena dianggap mempunyai dimensi yang luas,
mampu memberdayakan berbagai unsur dan komponen — komponen dalam pembangunan serta yang bersifat
jangka pendek, menengah dan panjang dan berkelanjutan [2]. Pengembangan daerah tujuan wisata didasari
potensi kawasan wisata yang akan dikembangkan, baik pengembangan potensi fisik maupun non fisik. Faktor
yang dapat digunakan untuk pengukuran pengembangan potensi daerah fujuan wisata, misalnya Geografi
daerah, iklim, geomorfologi, hidrologi, lahan, aneka flora & fauna, budaya dan adat istiadat, kegiatan masyarakat
dan sebagainya. Pada aspek dan faktor lain, pengembangan pariwisata harus di sesuaikan dengan morfologi
dan manusia yang menetap di sekitar lokasi wisata untuk memperoleh keserasian dan keberlanjutan
pengembangan di lingkungan lokasi wisata [3]

Pulau Jawa terbagi menjadi 6 (enam) Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengabh,
Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi DI Yogyakarta. Provinsi Jawa Timur
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merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa mempunyailokasi wisata alam yang pontensial dan menarik untuk
dikembangkan, salah satu kabupaten yang menjadi unggulan wisata alam adalah Kabupaten Mojokerto.

Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, menurut RTRW Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 [4]
Kabupaten ini merupakan kawasan andalan nasional GERBANGKERTOSUSILO yang bergerak disektor
unggulan pertanian, perikanan, industi, dan pariwisata. Selain Lokasi dan kawasannya yang strategis
(Gerbangkertosusilo), Kabupaten Mojokerto juga karena memiliki aneka ragam obyek dan daya tarik wisata baik
wisata alam, religi dan cagar budaya. Kecamatan Trawas merupakan salah satu kecamatan di Mojokerto
memiliki luas wilayah kurang lebih 29,4 km2 dengan ketinggian 700 meter diatas permukaan laut. Kecamatan ini
sangat berpotensi di bidang pariwisata terutama di bidang penginapan dan wisata alamnya. Kecamatan Trawas
dalamRTRW Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 yang berisi tentang iperuntukannya untuk Taman Hutan
Raya dan Kawasan Cagar Budaya dan pendidikan llmu Pengetahuan. Kawasan obyek wisata yang menjadi
andalan terdapat di Kecamatan Trawas, yaitu berupa Kawasan wisata Air Terjun Dlundung yang terletak di Desa
Ketapanrame.

Kurang optmalnya penanganan Kawasan Obyek Wisata Air Terjun Dlundung, menyebabkan potensi
yang ada tdak diekspos secara maksimal.Berkenan dengan hal ini dilakukan penelitian tentang “ Strategi
Pengembangan Kawasan Obyek Wisata Air Terjun Dlundung Di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto”
Kawasan Wisata Air Terjun Dlundung memiliki Prospek pengembangan ke depan sehingga perlu adanya arahan
strategis yang tepat dalam pengelolaannya. Strategi pengembangan kawasan merupakan bagian dari
perencanaan pariwisata yang berkelanjutan. Perencanaan meliputi strategi sebagaiimplementasi kebijakan yang
merupakan prediksi dan oleh karenanya memerlukan beberapa perkiraan persepsi akan masa depan Strategi
yang diharapkan dalam pengembangan ini merupakan respon yang berkelanjutan maupun adaptf terhadap
kekuatan, kelemahan peluang serta ancaman yang dapat mempengaruhi organisasi [5]

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui potensi dan permasalahan kawasan obyek wisata Air
Terjun Dlundung, Mengetahui persepsi wisatawan fentang kawasan obyek wisatadan Arahan
Pengembangannya.

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan lokasi studi kasus di kawasan wisata
Air Terjun Dlundung Trawas Mojokerto sebagai sumber data observasi yang digunakan untuk objek penelitian,
mengidentifikasi, menjelaskan dan menguraikan secara komprehensif dan menyeluruh dari aspek sarana
maupun prasarana dan juga kebijakan Lokal

Pengumpulan data terbagi menjadi :Data primer adalah informasi data dari hasil sumber-sumber yang
merupakan kegiatan observasi langsung pada wilayah kajian. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan
sebar kuisoner, wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi terkait dengan kondisi sarana dan prasarana
dilokasi obyek wisata, dan persepsi wisatawan diobyek wisata Air Terjun Dlundung; Data sekunder merupakan
pengambilan data secara tidak langsung yang dilakukan pada instansi-instansi terkait rencana pengembangan
kawasan, data jumlah wisatawan, dan kegiatan promosi di obyek wisata Air Terjun Dlundung.

Teknik analisis yang digunakan adalah :a) Reduksi Data, b) penyajian data, c) verifikasi/penarikan
kesimpulan. Teknik pengambilan keputusan berupa arahan strategis pengembangan kawasan wisata
menggunakan analisis SWOT. Reduksi Data, Penyajian Data digunakan untukl analisis Deskriptif kualitatif
permasalahan dan potensi yang ada di wilayah studi berdasarkan kondisi eksisiting yang ada di obyek wisata Air
Terjun Dlundung seperti daya tarik, aksesbilitas dan fasilitas pendukung serta persepsi wisatawan yang
berkunjung di obyek wisata Air Terjun Dlundung berdasarkan hasil kuisoner yang disebarkan ke wisatawan.
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Gambar 1. Peta lokasi penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN
Potensi dan Permasalahan di Obyek Wisata Air Terjun Dlundung

Potensi dan permasalahan di obyek wisata Air Terjun Dlundung meliputi daya tarik, jalan masuk, dan
sarana serta prasarana wisata. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 10 tahun 2009 [6] daya
tarik dibagi menjadi 2 macam yaitu daya tarik alam yang mengutamakan keindahan alam, dan daya tarik buatan.

Obyek wisata Air Terjun Dlundung memiliki berbagai macam daya tarik meliputi wisata alam Air Terjun
Dlundung, camping ground, wahana outbound, kawasan villa, dan atraksi budaya. Akses jalan sangat penting
dalam industry pariwisata, jika obyek wisata tersebut tidak didukung akses jalan yang baik, maka daya Tarik
wisata tersebut akan susah di jangkau. [7]

Hasil analisis yang diperoleh untuk pengembangan dan penataan obyek wisata Air Terjun Dlundung
meliputi analisis daya farik, analisis aksesbilitas, dan analisis fasilitas pendukung pada objek wisata Air Terjun
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Dlundung. Daya tarik dan Obyek wisata menjadi pertimbangan pertama dalam melakukan perjalanan. Tanpa
keberadaan obyek dan daya tarik wisata tidak akan ditemui pelayanan penunjang kepariwisataan lainnya [8]

Pada analisis daya farik diperoleh hasil untuk lebih melihatkan atraksi budaya yang dimiliki daerah
sekitar dengan menyediakan tempat khusus untuk pertunjukan atraksi budaya tersebut. Daya Tarik berupa
budaya seperti atraksi Seni Bantengan, Ludruk dan Wayang Kulit. Daya Tarik berupa wisata kuliner seperti Onde
- onde, Kerupuk Rambak, Sambel Wader, Sate Bekicot’keong dan kerupuk Upil.

Pada analisis aksesbilitas (gambar 2) berdasarkan amatan, akses jalan beraspal tetapi sebagian sudah
mengalami kerusakan dengan lebar + 5 meter. Tidak tersedianya Angkutan umum mengakibatkan para wisata
menggunakan kendaraan pribadi untuk menjangkau kawasan.

Sedangkan pada analisis fasilitas pendukung pemerintah dan pengelola obyek wisata Air Terjun
Dlundung (Gambar 3) supaya menambah dan memperbaiki fasilitas-fasilitas pada obyek wisata tersebut seperti
toilet, tempat souvenir, pedopo serta memperbanyak papan informasi dan mengembangkan media promosi.
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Gambar 2. Mapping Aksesbilitas
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Gambar 3. Fasilitas dan Daya Tarik kawasan Wisata

1) Persepsi Wisatawan Terhadap Obyek Wisata Air Terjun Dlundung

Persepsi adalah suatu proses aktifitas seseorang dalam memberikan penilaian, kesan, pendapat,
merasakan, dan menginterprestasikan sesuatu berdasarkan dari sumber yang didapat ([9]Poerwanto, 2004).
Dari hasil persepsi wisatawan diperoleh suatu hasil yang dapat menjadi masukan untuk pengembangan dan
penataan obyek wisata Air Terjun Dlundung. Analisis persepsi yang digunakan pada tahap ini adalah analisis
persepsi wisatawan tentang daya tarik wisata, aksesbilitas, kondisi fasilitas pendukung, dan promosi obyek
wisata. Pada analisis persepsi wisatawan tentang daya tarik wisata diperoleh aspek kenyamanan dan
ketenangan serta pemandangan alam mendapatkan bobot paling tinggi dari wisatawan, sedangkan aspek
pameran pergelaran bantengan dan penataan ruang memiliki bobot paling rendah karena belum adanya tempat

pertunjukan untuk pergelaran bantengan dan kurangnya penataan ruang pada objek wisata Air Terjun Dlundung
tersebut.
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Gambar 5. Bobot Persepsi wisatawan tentang Aksesbilitas obyek wisata

Gambar 4. Bobot Persepsi wisatawan tentang kondisi Daya Tarik

Keterangan :

DT 1: Daya Tarik 1 (Pemandangan Alam), DT 2 : Daya Tarik 2 (Kenyamanan Lokasi Wisata), DT 3 : (Lokasi Bumi Perkemahan), DT 4 :
Daya Tarik 4 (Taman), DT 5 : Daya Tarik 5 (Pameran Pergelaran Bantengan), DT 6 : Daya Tarik 6 ( Penataan Ruang).

AKS 1 : Aksesbilitas 1 (Kondisi Jalan), AKS 2 : Aksesbilitas 2 ( Angkutan Umum), AKS 3 : Aksesbilitas 3 ( Tarif Angkutan ).

Pada analisis persepsi wisatawan tentang aksesbilitas obyek wisata diperoleh aspek angkutan umum
yang melewat lokasi wisata mendapatkan bobot paling rendah, sedangkan kondisi jalan menuju lokasi obyek
wisata mendapatkan bobot paling tinggi karena kondisi jalan di lokasi sudah bagus dan beraspal.

Pada analisis persepsi wisatawan tentang kondisi fasilitas pendukung diperoleh aspek kondisi area

parkir memiliki bobot paling tinggi yang artinya aspek tersebut sudah mencukupi kebutuhan wisatawan,
sedangkan aspek tempat souvenir dan tempat atraksi memilki bobot paling rendah itu tandanya lokasi wisata ini
perlu pengembangan dan penataan karena kedua aspek tersebut merupakan faktor penunjang kemajuan suatu
obyek wisata.
Analisis persepsi wisatawan yang terakhir yaitu tentang promosi obyek wisata. Pada analisis ini diperoleh
kegiatan promosi yang ada di obyek wisata Air Terjun ini sudah baik dan banyak dari wisatawan yang
mengingikan agar kawasan ini menjadi destinasi wisata para wisatawan nasional maupun mancanegara dengan
nilai 51%, namun lebih di tingkatkan lagi karena kegiatan promosi menjadi faktor penting pada suatu wisata.

1) Strategis Pengembangan kawasan obyek wisata Air Terjun Dlundung

World Tourism Organization (WTO) yang dikutif Kamino (2015) dalam  Gunawan [4]) menggariskan
kebijakan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) ada tiga hal, yaitu berkelanjutan
ekonomi, sosial dan budaya, sertaalam. Konsep ini sangat sesuai dengan pembangunan pariwisata di Indonesia
yang mensinergikan sektor pariwisata dengan keindahan alam dan keanekaragaman sosial budaya.Dalam
merumuskan strategi pengembangan dan penataan kawasan obyek wisata air terjun dlundung, menggunakan
teknik analisis SWOT.

Analisis TOSW adalah metode untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi Threats, Opportunities,
Strengths, dan Weaknesses dalam permasalahan. Teknik ini pertama kali dikemukanan oleh Albert Humphrey
pada tahun 1960-an sampai dengan 1970-an, memimpin proyek riset di Universitas Stanford [10]

Berdasarkan hasil dari analisis SWOT diperoleh strategi stabilisasi / Turn Around pada kuadran tiga
dengan nilai x = -0,1 dan y = 0,25. Maka strategi yang dapat dikembangkan adalah mengkonsep strategi dengan
meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluangyang ada [11]. antara lain dengan mengadakan
kerjasama antar pemerintah, masyarakat sekitar, swasta dan untuk pengembangan untuk pengembangan obyek
wisata Air Terjun Dlundung dengan menyediakan angkutan umum serta memperbaiki dan menambah fasilitas di
objek wisata terutama tempat souvenir dan pujasera sebagai tempat wisata kuliner, tempat atraksi, toilet, serta
ruang pendopo untuk afraksi budaya.

Strategis — strategis yang akan digunakan dalam rangka pengembangan kawasan Wisata Alam Air
Terjun Dlundung Trawas kabupaten Mojokerto dengan pendekatan matriks SWOT adalah :
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Strategis Pengembangan Kawasan Wisata Air Terjun Dlundung Trawas Kabupaten Mojokerto

1. StrategiS -0
Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan kekuatan pada obyek wisata sertamenggunakan peluang yang ada
sebesar — besarnya :

a.

b.

Mengembangkan potensi local berupa sosial budaya dan aneka makanan serta alam menjadi suatu
atraksi yang diagendakan tiap bulan dalam paket wisata.

Mengadakan paket wisata dan memberikan souvenir dan aneka kerajinan yang khas daerah mojokerto
kepada para pengunjung kawasan wisata.

Memberlakukan pembayaran ftiket sekali masuk dengan penawaran paket wisata sosial dan budaya
sertaaneka kuliner juga keindahan alam dan kenyamanan serta keasrian.

Adanya pengawasan dan pengendalian jumlah wisatawan yang masuk agar kerusakan lingkungan
akibat perilaku wisatawan dapat dihindari.

Menarik masyarakat diluar desa Ketapanrame untuk mengisi acara bulanan atau tahunan berupa atraksi
wisata seperti perkemahan dan lomba lintas alam di lokasi wisata.

2. StategisS-T
Ini adalah strategis dalam menggunakan kekuatan yang dimiliku utk mengatasi ancaman :

a.
b.

Melakukan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep wisata alam berkelanjutan.
Menjadikan agenda wisata sebagai alternative penambahan income masyarakat yang dapat
dirangkaikan dengan wisata budaya dan modern yang ada di kota Mojokerto.

Melakukan pengelolaan manajemen yang terpadu antara apparat pemerintahan dengan masyarakat
sekitar kawasan wisata yang lebih baik untuk berberlanjutan kawasan wisata air terjun Dlundung.
Penyediaan pemandu wisata, asuransi kesehatan dan keselamatan, spot - spot yang indah, tempat
penyimpanan barang dan sebagainya.

Pemetaan Kawasan Kawasan berbahaya.

Melakukan penanaman pohon di sekitar lokasi longsor dengan menanam tanaman tanaman pengikat
tanah yang menarik dan memperindah lokasi kawasan wisata.

3. StategisW-0
Strategi memanfaatan peluang yang ada dengan meminimalisir kelemahan yang ada ;

a.
b.

Mengadakan regulasiantara pemerintahan, masyarakat, dan praktisi.

Menyediakan lahan perkemahan unfuk wisatawan yang ingin melakukan kegiatan berkemah untuk
menambah atraksi wisata yang ditawarkan.

Melakukan promosi wisata yang menarik melalui media online maupun offline dengan penawaran
penawaran yang lebih bervariasi sehingga dapat memacu wisatawan yang datang bukan hanya pada
akhir pekan tetapi melakukan kunjungan merata setiap harinya.

Menyediakan fasilitas utama dan pendukung kawasan wisata alam seperti pondok peristirahatan,
pendopo, panggung pertunjukkan, ruang gant beserta toilet, sarana peribadatan, pujasera serta
menyediakan jalur tracking yang bisa digunakan oleh wisata keluarga.

Melakukan pengelolaan manajemen secara professional dan terstruktur.

Melakukan kegiatan pembersihan terhadap coretan — coretan dan sampah yang mengganggu estetika
lingkungan kawasan wisata serta membuat papan himbauan yang bersifat mendidik.

Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada tokoh - tokoh masyarakat sekitar kawasan wisata
mengenai pengelolaan wisata alam yang berkelanjutan sehingga dapat menguntungkan yang dirasakan
tidak hanya untuk pengelolah kawasan wisata tetapi juga bagi masyarakat.

4, StategisW-T
Strategi ini didasari pada kegiatan yang bersifat bertahan atau defensive dengan berusaha meminimalisir
kelemahan yang ada serta menghindari ancaman :

a. Pembentukan Kader Lingkungan.

b. Meningkatkan promosi baik online maupun offline serta penataan dengan rancangan yang menarik di
kawasan wisata air terjun Dlundung.

c. Menambah minat pengunjung dan daya tarik wisata dengan melakukan pengembangan kawasan agar
sesuai dengan konsep wisata keluarga.

d. Pembuatan lokasi Camping Ground di tempat yang interaktif dana man jauh dari bencana alam.

e. Pengelolaan manajemen yang memerlukan kepandaian khusus tentang pariwisata.
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KESIMPULAN

Investasi keindahan alam sebagai kawasan wisata alam, akhir — akhir ini menjadi trend keberadaannya,
sehingga perlu disikapi secara arif dan professional melalui arahan — arahan yang tegas dan bijaksana dari para
pengambil keputusan (pemerintah) dan kesadaran yang tinggi dari para pengelola kawasan wisata agar fungsi
ekologis dan ekonomis tetap terjaga dan terjamin. Penetapan harga pada kawasan wisata harus melibatkan
pemerintah karena hal ini berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat disekitarnya. Subsidi
berupa dana harga masuk maupun bantuan masih sangat diperlukan untuk menarik investasi di wisata alam
Indonesia. Dalam hal pengembangan wisata alam yang terpenting harus mampu mengangkat kesejahteraan
masyarakat sekitar [12]

Simpulan yang diperoleh: 1. Potensi yang ada di kawasan adalah potensi alam dan juga potensi budaya
masyarakat berupa kesenian dan kuliner, sedangkan permasalahan yang ada adalah sarana dan prasarana yang
belum cukup dalam menunjang akiivitas wisata.2. berdasarkan persepsi wisatawan tentang keinginan
pengembangan potensi dan sarana dan prasarana kawasan wisata mendapatkan nilai yang tinggi yaitu 51%,
sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengembangan strategi yang lebih baik pada kawasan wisata air terjun
Dlundung Trawas Mojokerto. 3. Berdasarkan hasil analisis SWOT, Kawasan Wisata air terjun Dlundung berada
pada Kuadran 3 matiks SWOT yang merupakan posisi furn around / stabilisasi dimana kawasan wisata Air
Terjun Dlundung dalam strategisnya memanfaatkan peluang yang ada dengan maksimal dengan meminimalkan
kelemahan yang ada. Posisi ini memungkinkan kawasan wisata air terjun Dlundung untuk diterapkannya strategis
stabilisasi dan regulasi dengan memperbaiki manajemen pengelolaan dan pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Data lapangan yang digunakan dalamkajian ini berasal dari kegiatan observasi yang dibiayai oleh
peneliti sendiri dengan menggunakan dana dari TPP serfifikasi dosen. Penulis mengucapkan terima kasihkepada
seluruh pihak manajemen pengelola kawasan wisata air Terjun Dlundung yang membantu banyak pada
pelaksanaan survey lapangan.
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ABSTRAK

Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali, bila dilihat dari luasan wilayah administrasi sangatlah kecil
dibanding status yang disandangnya. Sebagai ibukota Provinsi sarat dengan sederet fungsi baik sebagai pusat
pemerintahan, pendidikan, distribusi barang dan jasa, termasuk didalamnya adalah pengembangan
pariwisata.Disisi lain Denpasar memiliki sejarah yang cukup panjang yang bermula dari desa-desa adat yang
kemudian menjadi pusat kerajaan, ibukota Kabupaten sampai menjadi ibukota Provinsi. Dengan demikian
Denpasar memiliki potensi budaya yang berkembang sangat beragam.Dalam jejak perjalanan sejarahnya,
Denpasar sejak awal sudah dikenal sebagai destinasi yang banyak dikunjungi para wisatawan, terutama seniman
manca negara.Sejarah panjang pariwisata di Bali, khususnya di Denpasar banyak memberikan dampak dalam
pertumbuhan ekonomi Bali, namun masih belum menyentuh pada peranan lebih besar bagi masyarakat Bali itu
sendiri. Karena kebijjakan pariwisata masih berkisar pada destinasi, pemasaran, industri/sarana serta
kelembagaan dan kemitraan pariwisata, sehingga pengembangan pariwisata belum menyentuh bagaimana
peranan masyarakat lokal mengelola potensinya yang justru akan memberikan dampak terhadap perekonomian
masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk membangun model pengelolaan pariwisata kota (urban tourism) yang
memberikan peran secara proporsional kepada masyarakat, sehingga dapat mengoptimalkan potensi setempat
secara setara dan berkeadilan.Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan perbandingan substantif
kualitatif berdasarkan kajian teori, peraturan perundang-undangan, kewenangan, kebijakan dan gejala yang
terjadi di tengah masyarakat.Hasil yang akan dicapai adalah (1) Kebijjakan pengembangan pariwisata kota
Denpasar berbasis pada budaya unggulan; (2) Model pengelolaan dengan memberikan peran kepada
masyarakat secara proporsional; (3) konsep model perjalanan wisata kota (city tour) dengan moda angkutan.

Kata Kunci : budaya unggul, pengelolaan, pariwisata.

PENDAHULUAN

Kota Denpasar bertumbuh dan berkembang dalam kurun waktu yang lama sesuai dengan apresiasi
jamannya. Berangkat dari desa-desa tradisional dengan ciri khas struktur dan pola ruangnya, berkembang
menjadi pusat-pusat kerajaan sampai pada jaman penjajahan dan kemerdekaan.Perjalanan panjangnya dicirikan
pula dengan masuknya penduduk dari berbagai suku, bahkan bangsa asing memberikan ciri akulturasi budaya
yang khas Kota Denpasar.Dalam jejak perjalanan sejarahnya, Denpasar sejak awal sudah dikenal sebagai
destinasi yang banyak dikunjungi para wisatawan, terutama seniman manca negara.Kesemuanya banyak
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memberikan dampak dalam pertumbuhan ekonomi, namun masih belum menyentuh pada peranan lebih besar
bagi masyarakat itu sendiri. Karena kebijakan pariwisata masih berkisar pada destinasi, pemasaran,
industri/sarana serta kelembagaan dan kemitraan pariwisata, sehingga pengembangan pariwisata belum
menyentuh bagaimana peranan masyarakat lokal mengelola potensinya yang justru akan memberikan dampak
terhadap perekonomian masyarakat.

Kebudayaan yang hidup dan berkembang menjadi salah satu yang diminati/daya tarik untuk berkunjung
ke Bali. Kecenderungan ini merupakan konsekuensi logis pemanfaatan aspek-aspek kebudayaan sebagai obyek
dan atraksi wisata. Termasuk di dalamnya adalah wahana Pusaka Budaya yang menjadi daya tarik dan sasaran
kunjungan para wisatawan.Pusaka Budaya berkembang sangat beragam. Secara kategori dibedakan atas figa
kategori utama. Kategori Pusaka Budaya benda (fangible) meliputi aneka bangunan bernilai arkeologis, sejarah
sampai pemukiman urban dengan arsitektur yang khas. Kategori kedua tentang P usaka Tak Benda (intangible)
mencakup filosofi Tri hita Karana, konsep desa-kala-patra, konsep jagadhita sampai dengan nilai-nilai dasar
tentang etika, estetika, spiritualita, solidarita. Kategori ketiga tentang behavior and institution meliputi: Lembaga
banjar, desa pekraman, subak dan juga sikap jengah, taksu, seni dan aneka ritual Tumpek yang
mempresentasikan apresiasi warga tentang flora, fauna, teknologi logam, cinta kasih dan ilmu pengetahuan([1].

Dengan mengedepankan ‘branding concept’ kreatif berbasis budaya lokal, Kota Denpasar
membangkitkan produk-produk lokal untuk dapat bersaing dengan produk-produk luar, sekaligus mendorong
masyarakat untuk menggali kembali aneka jenis produk lokal, melakukan inovasi dan kreatfitas terkait dengan
rasa, kualitas, keragaman, tampilan, dan promosi.Sudah saatnya wisata heritage yang ferintegrasi kedalam
Denpasar City Tour diprogramkan secara makin atrakif, holistik dan terus diperbaharui, sehingga disatu pihak
berperan bagi sosialisasi Denpasar sebagai Kota Pusaka dan dipihak lain melelehkan fenomena monoton dalam
mengembangkan atraksi wisata di Kota Denpasar.

Untuk mengaktivasi tema-tema diatas, dilakukan penelitian ini melalui kajian terhadap program wisata
kota dalam 1 hari (one day City Tours/ODCT). ODCT menghubungkan simpul-simpul potensi unggulan Kota
Denpasar yang tersebar diseluruh wilayah kota ke dalam beberapa kawasan (simpul) yang terkoneksi satu sama
lain.

Dalam kepentingan tersebut diatas, perlu disusun Model Pengelolaan Pariwisata Kota Denpasar yang
diharapkan memberikan landasan untuk mengaktivasi potensi destinasi secara tematik dan produk unggulannya,
standarisasi kualitas kepariwisataan di Denpasar, model pengelolaan dan landasan hukumnya.Penelitian ini
bertujuan untuk membangun model pengelolaan pariwisata kota (urban tourism) yang memberikan peran secara
proporsional kepada masyarakat, sehingga dapat mengoptimalkan potensi setempat secara setara dan
berkeadilan.

Hasil yang akan dicapai adalah (1) Kebijakan pengembangan pariwisata kota Denpasar berbasis pada
budaya unggulan; (2) Model pengelolaan dengan memberikan peran kepada masyarakat secara proporsional; (3)
konsep model perjalanan wisata kofa (city tour) dengan moda angkutan.

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan perbandingan substantf kualitatif berdasarkan
kajian teori, peraturan perundang-undangan, kewenangan, kebijakan dan gejala yang terjadi di tengah
masyarakatDeskripfif, dilakukan lebih banyak melalui literatur dan tulisan-tulisan yang temanya sesuai dengan
pokok bahasan dengan pengayaan melalui pengamatan dan pengalaman penulis.Komparatif, dengan melakukan
komparasi antara indikator-indikator yang tertulis dalam tema-tema sesuai dengan kebijakan pembangunan, tata
kelola, komparasi antara rumusan indikator dengan penelusuran modal dasar budaya unggulan.Mensinergikan
antara budaya unggul dengan indikator-indikator, sehingga diharapkan akan didapat rumusan awal hal-hal yang
perlu dilakukan didalam menghadapi tantangan pariwisata kota masa depan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 POSISI KOTA DENPASAR DALAM KONTEKS PARIWISATA.

Dalam konteks ini, Denpasar menerima dampak paling besar dan kompleks, mulai dari distorsi budaya,
kependudukan, ketersesakan, lingkungan, lalulintas, keamanan dan pembiayaan, bahkan branding.Dilematis dan
memerlukan perhatian ekstra, karena sebagai ik senfral, keberagaman penduduk pendatang yang semakin
besar membawa keragaman budaya, menyebabkan keterdesakan masyarakat dalam berkompetisi, ketersesakan
ruang menimbulkan lingkungan kumuh dan berdampak terhadap kualitas lingkungan.

Sebagai ibukota Provinsi Bali yang sekaligus juga menjadi pusat perdagangan dan jasa, pendidikan,
kesehatan dan pusat pemerintahan, Denpasar harus memantapkan posisinya sebagai Branding Bali dengan
jalan mengokohkan budaya Bali sebagai landasan segala gerak dan langkah pembangunannya, sebagai pondasi
menegakkan jati diri masyarakat Bali.Denpasar harus menjadi etalase budaya Bali, menjadi jendela adat dan
tradisi Bali dengan menggali kembali, mengelola dengan teknologi kekinian budaya Bali, serta
mempromosikannya.

Menjadikan masyarakat Kota Denpasar yang majemuk untuk tetap menghormati keragaman budaya
dengan tetap menjaga budaya Bali, dengan cara re-intepretasi, re-integrasi, dan adaptasi terhadap kapasitas
(capabilities) dan dukungan (supporting) untuk mendapatkan kemanfaatan bagi masyarakat ( public value), yang
kemudian kesemuanya menjadi landasan didalam setiap gerak dan langkah pembangunan.Persoalannya
kemudian, ternyata didalam membangun kotanya, Denpasar tidak bisa sendirian, banyak faktor luar yang
membutuhkan sinkronisasi dan kebersamaan, dari sisi kewenangan, didalam Kota Denpasar terdapat beberapa
bagian yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, akselerasi dan sinkronisasi
konsep, kebijakan, strategi dan program pembangunan menjadi sangat penting, supaya tidak terjadi ‘tabrakan’
atau bertentangan satu sama lain, harus ada pemahaman yang sama dan kesepahaman didalam
menjalankannya.

Banyak contoh yang terjadi saat ini akibat perbedaan pemahaman dan ketidak sepahaman antara satu
dengan lainnya, polemik berkepanjangan, substansi permasalahan tidak terurai dengan baik, dan ini bisa menjadi
salah satu pemicu penyimpangan/bergesernya arah pembangunan, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan
yang terjadi atau akan terjadi apabila tidak ada pengendalian yang baik.

3.2 KOTA DENPASAR DALAM KONTEKS PARIWISATA.
3.22 Denpasar dalam dimensi masa depan Pariwisata.

Dari hal ini tampak jelas bahwa arah pembangunan Denpasar yang paling tepat adalah yang mengacu
pada kreafivitas dan budaya. Karena itulah saya menggiatkan pembangunan Monumen Maya, bukan monumen
fisik kota ini. Monumen maya itu ya sumber daya manusianya, heritage kebudayaannya serta kantong-kantong
kreativitasnya [2].

Sangat jelas bahwa untuk dapat menggerakkan pembangunan di Kota Denpasar, maka setiap
penduduk di Kota Denpasar harus menjadi Monumen Maya, menjadi manusia unggul, dan tidak ada jalan lain
untuk menjadi manusia unggul adalah kreatif, sedangkan kreatif itu sendiri sangat dinamis, oleh karena itu harus
mampu melakukan re-intepretasi, re-integrasi dan adaptasi baik terhadap budaya lokal maupun budaya dari luar,
terseleksi secara terukur dan menjadi identitas masyarakat urban kota denpasar. Intinya adalah bahwa
masyarakat diharapkan untuk memliki semangat yang kreatif, terampil, berani mencoba, dan bertanggung jawab.

Kreativitas itu multi-dimensi sifatnya. Pemikiran Barat menyatakan bahwa salah satu dimensi kreativitas
adalah economic creativity. Kreativitas ekonomi itu berdiri di atas tiga pilar penting, yaitu seni budaya, teknologi
dan entrepreneurship atau ke-wirausahaan. Tampak jelas bahwa ada hubungan imbal-balik antara dimensi
ekonomi, kreativitas, dan seni [2].

Teknologi menjadi faktor pendorong dalam membangun mindset baru bagi masyarakat Kota Denpasar,
melalui teknologi terkini maka keberadaan insan-insan kreafif dan produk budaya unggul dapat dikenal oleh
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dunia luar.Kedepan, paling tidak ada 4 isu yang harus dijawab oleh Kota Denpasar, yakni (1) bagaimana
membangun masyarakat menjadi insan kreatif dan potensi budaya unggul menjadi komodifi pariwisata secara
selektif, (2) bagaimana mem-branding potensi budaya unggul Kota Denpasar sebagai ikon Bali; (3) bagaimana
mengembangkan kluster-kluster destinasi pariwisata secara tematk dengan infrastruktur yang memadai; (4)
bagaimana mengelola pariwisata Kota Denpasar dengan manajemen profesional[3].

3.22 Potensi Pariwisata Denpasar berbasis Budaya Unggul.

Hasil penelitian mutakhir tahun 2009 oleh antropolog | Wayan Geriya, dkk menemukan, bahwa kegiatan
kota kreafif perlu menjaga tiga prinsip keseimbangan. Keseimbangan antara pemuliaan jiwa kebudayaan yang
menjadi inspirasi dengan pencarian raga yang berorientasi pasar dan materi; keseimbangan antara spirit
revitalisasi untuk pelestarian dan semangat entrepreneur yang beorientasi bisnis; dan keseimbangan filosofi
integrasi yang memuliakan unitas dengan wawasan multikultur yang menghormati keragaman.

Penelitian juga menginventori 66 unsur budaya unggulan dan 44 unsur budaya potensial sebagai
basis andalan kota kreatif. Diantara 66 unsur budaya ungulan, 33,3% berorientasi spiritual-kultural, 16,7%
berorientasi ekonomi-material, dan 50,0% berorientasi ganda, spiritual-kultural dan ekonomi-material [4].

Apabila dikaitkan dengan 16 komponen ekonomi kreatif yang ditetapkan di Indonesia, maka terlihat
betapa ‘kaya’nya Kota Denpasar dengan bekal keunikan budayanya.Hasil peneliian ini menunjukkan bahwa
Kota Denpasar pada dasarnya memiliki potensi unggulan yang berasal dari budaya lokal, terungkap pula bahwa
potensi tersebut memiliki muatan ekonomi yang cukup besar. Potensi inilah yang nantinya menjadi spesifik Kota
Denpasar dan akan menjadi identitas Denpasar, menjadi branding Denpasar.

Pengelompokkan jenis dan sebaran potensi budaya unggulan tersebut akan membentuk kluster-kluster
destinasi wisata yang tematik. Kluster-kiuster destinasi wisata ini juga merupakan potensi yang dapat mendorong
pergerakan waistawan dalam kota, apabila dapat dikelola secara profesional.

34 PENGEMBANGAN WISATA KOTA DENPASAR.
341  Konsep pengembangan

Landasan penyusunan konsep pengembangan pariwisata Kota Denpasar adalah Potensi Budaya
Unggulan yang dimilikinya. Dasar pertimbangannya adalah kebijakan, pilihan-pilihan potensi yang akan dijadikan
komoditi pariwisata, model pengelolaan, apakah keseluruhan manajemen kepariwisataan akan dikelola oleh
Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata, ataukah disebar terkoneksi (secara manajemen terbagi ke
dalam segmen-segmen tertentu, tetapi masih dalam satu pengendali).

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam penyusunan konsep pengembangan Pariwisata Kota Denpasar, antara lain :

1. Collecting and Structuring, data-data yang dimiliki, terutama 66 unsur potensi budaya unggulan, baik
terhadap jenis, jumlah, dan sebarannya, data ini akan mengelompokkan potensi budaya unggulan
berdasarkan dominasi jenis dan jumlah didalam sebuah kawasan. Kelompok-kelompok ini akan
menunjukkan tema-tema kawasan, lokasi kawasan, luasan kawasan, dan aksesibilitas kawasan.

2. ldentifikasi potensi fiap kawasan, memilah dan mengelompokkan secara lebih rinci potensi kawasan,
menetapkan jenis dan sifat potensi kawasan.

3. Analisis spesifikasi fiap kawasan, menetapkan tema-tema kawasan, analisis potensi, menetapkan
program pengembangan, analisis potensi organisasi lokal, analisis model pengelolaan kawasan.

4. Analisis struktur berdasarkan kawasan yang sudah terbentuk dengan tema-tema kawasannya,
menganalisa hubungan ‘link and match’ antar kawasan dengan potensi unggulannya.

5. Menetapkan Stuktur Pengembangan Pariwisata Kota Denpasar dengan menyusun skala prioritas
program dan menyusun model pengelolaan pariwisata berdasarkan hasil kajian tiap kawasan.

6. Menyiapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pariwisata Kota Denpasar.
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342 Pengelompokan dan Tematik

Apabila melihat kondisi kekinian, sebenarnya sudah terlihat adanya kawasan yang sudah mulai
dikembangkan, sedang tumbuh menuju pengelolaan yang ferintegrasi dan ada pula yang sudah ditetapkan
namun belum tertangani dengan baik. Salah satu contoh :

Kawasan Subak Sembung di wilayah Peguyangan Kaja, sementara dikelola oleh Tim yang dibentuk
melalui Subak dan Badan LH, Tema Kawasan sementara adalah Lingkungan Hidup, Pertanian Kota (Urban
Farming), dengan model transport didalam kawasan adalah jalan kaki dan naik sepeda. Fasilitas yang ada, jalan
setapak, wantilan dan parkir. Potensi budaya unggulan yang ada di kawasan tersebut masih belum ditangani
secara terintegrasi, manajemen masih bersifat internal, belum ada upaya bersama untuk mempromosikannya.
Sebagai langkah awal sudah memadai, tinggal pengembangan potensi budaya unggul, integrasi pengelolaan,
dan fasilitas yang harus dikembangkan secara terpadu.

Kawasan Sanur, sebenarnya kawasan ini terbilang sudah maju, potensi budaya uggul sudah tergarap
dengan baik, terintegrasi (walau lokal), fasilitas sudah memadai, fema yang muncul sastra, seni dan budaya,
alam pantai, dan kreatif. Untuk jenis pengelolaan bahkan sudah terbentuk Yayasan Pembangunan Sanur (YPS),
persoalannya tinggal menetapkan alternatif jalur-jalur wisata yang variatif dan menarik.

Kawasan Pusat Kota, secara Kawasan sebenarnya sudah ditetapkan sebagai Heritage Old Town (Kota
Tua), potensi heritage-nya cukup banyak dalam bentuk kawasan, bangun-bangunan dan ruang terbuka, seperti
kawasan JI. Gajahmada, JI. Sulawesi, JI. Kartini, Bangunan Bali Hotel, Kompleks Puri, Pasar, dsb, termasuk
Lapangan Puputan Badung ( | GstMade Agung), Sefra Badung, Pura Desa/Puseh, Tambangan Badung, dsb.

Kawasan-kawasan lain yang masih belum tergarap, dapat dibangkitkan melalui partisipasi masyarakat.
Masyarakat dilibatkan dalam menetapkan Tema Kawasan, produk-produk budaya unggul yang akan
dikembangkan, penyusunan rencana zonasi dan model pengelolaannya.

343 Fasilitas Penunjang.

Fasilitas penunjang dimaksud meliputi (1) fisik seperti restoran, souvenir shop, kantor, km/wc, dsb
tergantung kesepakatan bersama; (2) tenaga/jasa seperti pengelola dan guide internal (lokal); (3) pengaturan
rute perjalanan dengan fitik-tik singgah; (4) skala perjalanan/moda angkutan.Fungsi-fungsi penunjang fisik
seperti restoran, souvebir shop, kantor, km/wc, dsb dittmpatkan pada lokasi/zona tersendiri, kecuali pada titik-
tiik singgah dilengkapi minimal km/wc umum dan tempat beristirahat.Untuk kawasan yang sudah tergarap,
fasilitas ini sudah tersedia dan dipandang perlu untuk meningkatkan kelengkapannya. Namun pada kawasan-
kawasan yang belum ftergarap, perlu perencanaan zonasi untuk fasilitas penunjang dengan jenis, besaran dan
luasannya.

Fasilitas jasa/tenaga baik pengelola maupun pemandu internal, secara pofensi sebenarnya fidak
kekurangan, tinggal pelatihan untuk memberikan wawasan dan substansi potensi. Seka Teruna Teruni adalah
potensi sdm unggulan, baik sebagai pengelola maupun sebagai pemandu internal, dan untuk menjaga
kesinambungan generasi, dapat dilakukan kursus dalam setiap tahunnya dengan bantuan kepada kegiatan
kepemudaan.

Pengaturan rute perjalanan menjadi sangat penting dan akan menjadi daya tarik tersendiri dengan
dilengkapi fitik-titik singgah. Titik singgah dapatberperan sebagai area pemotretan disamping tempat beristirahat,
sehingga lokasinya juga mempertimbangkan sudut’angel yang baik untuk pengambilan foto dan dapat
menjangkau seluruh kawasan. Rute ini dapat dibangun dalam beberapa alternatif, sehingga dapat menjadi
pilihan-pilihan yang menarik dengan variasi potensi yang berbeda.

Skala perjalanan/moda angkutan akan menjadi spesifik dari masing-masing kawasan, karena
disesuaikan dengan Tema dan rute. Seperti di Kawasan Subak Sembung, secara internal bisa dengan
kendaraan sepeda atau joging. Sedangkan di Kawasan Sanur bisa dengan sepeda pada beberapa rute, bisa
joging atau kombinasi keduanya.Sedangkan di Kawasan Pusat Kota dengan angkutan khusus yang disiapkan
untuk itu, dengan pengaturan rute, fitik singgah dan jam layanannya/shift frayek.

ISBN :978-602-73463-1-4 47
http://pasca.unand.ac.idfid/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota



| Gusti Putu Anindya Putra

Fasilitas penunjang ini harusnya dirancang lebih awal, termasuk perencanaan luasan kawasan dan
zonasi, karena kondisi obyekif di lapangan sangat bervariasi. Pada kawasan yang sudah tersedia, belum tentu
dapat mendukung karena tidak pada lokasi yang diharapkan, dilain pihak pada kawasan yang belum tersedia,
dihadapkan pada lahan pada lokasi yang dirancang.

344  Pengelolaan.

Sementara ini tata kelola kepariwisataan Kota Denpasar berfokus pada bidang-bidang (a) promosi
pariwisata yang mencakup analisa pasar, penyuluhan dan informasi; (b) obyek dan daya tarik wisata yang
meliputi rekreasi dan hiburan umum serta obyek dan atraksi wisata; (c) usaha jasa dan sarana wisata yang
meliputi usaha jasa dan akomodasi pariwisata serta usaha rumah makan, bar dan jasa boga.Dipahami bahwa
pengelolaan pariwisata di daerah masih saling terkait dengan pemerintah atasan, baik itu provinsi maupun
pemerintah pusat, dengan pembagian kewenangan yang ‘samar’ atau saling mengisi kalau tidak boleh dikatakan
saling tumpang tindih.

Diperlukan strategi dan kebijakan pengelolaan pariwisata, yang meliputi antara lain (a) strategi dan
kebijakan yang mengatur alur kunjungan wisatawan dikaitkan dengan destinasi wisata, produk unggulan
setempat; (b) strategi dan kebijakan yang mengatur model pengelolaan pariwisata setempat, (c) strategi dan
kebijakan yang mengatur dan melindungi sdm setempat yang mampu dan profesional dalam mengelola
pariwisata setempat; (d) strategi dan kebijakan yang mengatur model pengelolaan pariwisata, sehingga jelas
lingkup pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, serta pembagiannya mana yang menjadi tanggung
jawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Denpasar dituntut untuk mengembangkan model pengelolaan pariwisata secara kreafif dan inovatif
sesuai dengan kewenangannya. Strategi dan kebijakan yang ditempuh antara lain (a) menata kembali destinasi
wisata secara tematik dengan membagi seluruh bagian wilayah kota dalam kawasan-kawasan dengan spesifikasi
unggulan masing-masing kawasan; (b) mengatur pola fransportasi antar kawasan dan internal kawasan secara
terpadu; (c) mengarahkan tupoksi Dinas Pariwisata Kota Denpasar pada strategi dan kebijakan pengelolaan,
pembinaan masyarakat, manajemen data, dan promosi. Kalaupun toh masih terlibat didalam pengelolaan, hanya
terbatas pada aset-aset pemerintah dan publik serta manajemen refribusi; (d) mengintegrasikan kegiatan-
kegiatan di dalam kota baik yang insidentil maupun reguler kedalam kalender pariwisata; (e) mengelola potensi
sdm lokal sebagai insan kreatif pariwisata Kota Denpasar yang unggul.

KESIMPULAN DAN SARAN
41 Kesimpulan.

1. Kebijakan pengembangan pariwisata kota Denpasar berbasis pada budaya unggulan.
Diarahkan pada pengembangan kawasan-kawasan untuk menjadi destinasi sesuai potensi unggulan di
kawasan tersebut dalam benfuk kluster-kluster. Meliputi (a) tema kawasan, produk unggulan, rute dan
moda pilihan, standard kualitas dan pengelolaan; (b) standard kualitas destinasi, produk, pelayanan,
sdm dan marketing; (c) bentuk organisasi, mekanisme kerja, lingkup kewenangan dan tanggung jawab,
hak dan kewajiban, lingkup pelayanan dan pungutan; (d) landasan hukum dibidang destinasi, produk
unggulan, standarisasi kualitas pariwisata, pengelolaan, pelayanan dan pungutan.

2. Model pengelolaan dengan memberikan peran kepada masyarakat secara proporsional.
Pemerintah Kota (Dinas Pariwisata) memberikan regulasi dan tata laksana, mengelola dan
mengendalikan secara menyeluruh, terutama dalam kaitannya dengan kualitas, baik produk,
kenyamanan kawasan, promosi dan pelayanan.
Penyelenggaraan pengelolaan, secara proporsional dilaksanakan dengan memberikan kepada pihak
ketiga maupun kelompok masyarakat setempat;

3. konsep model perjalanan wisata kota (city tour) dengan moda angkutan.
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4.2

Model perjaanan wisata dibagi menjadi dua kerangka besar (a) dari tiik sentral kearah masing-masing
destinasi dikendalikan oleh Pemerintah (Dinas Pariwisata) dengan jenis moda roda-4 kapasitas
maksimum 10 orang; (b) didalam kawasan disesuaikan dengan tema dan kondisi lapangan, dengan
alternafif pilihan kedaraan roda-4, sepeda, atau jalan kaki.

Saran

Mengelompokkan potensi budaya unggulan berdasarkan dominasi jenis dan jumlah didalam sebuah
kawasan, serta menetapkan jenis dan sifat potensi kawasan

Menetapkan program pengembangan, analisis potensi organisasi lokal, analisis model pengelolaan
kawasan

Menganalisa hubungan ‘link and match’ antar kawasan dengan potensi unggulannya.

Menetapkan Strukfur Pengembangan Pariwisata Kota Denpasar dengan menyusun skala prioritas
program dan menyusun model pengelolaan pariwisata berdasarkan hasil kajian tiap kawasan
Menyiapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pariwisata Kota Denpasar
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ABSTRAK

Kota Bandung sebagai kota pendidikan sudah dimulai sejak berdirinya Hollandsch Inlandsche
Kweekschool disingkat HIK48 yang didirikan tanggal 13 Mei 1868 oleh R. H. Muhammad Musa, Penghulu Kepala
di Limbangan Garut dan didukung K.F Holle seorang humanis Belanda sahabat R.H. Muhammad Musa.
Sementara itu kehidupan pendidikan tinggi mulai tumbuh sejak didirikannya Technische Hoogeschool (disingkat
THS) tahun 1920 sebagai cikal bakal berdirinya Insitut Teknologi Bandung (ITB), di mana saat itu merupakan
bagian dari Politik Etis Pemerintah Belanda kepada wilayah jajahannya.Salah satu kawasan pendidikan tertua di
kota Bandung yang sampai sekarang masih tetap menjadi kawasan penyangga pendidikan tinggi adalah
kawasan Balubur-Taman sari, karena kawasan ini tidak bisa terlepas dari perkembangan ITB. Tujuan penelitian
ini adalah mendapatkan gambaran perubahan setting ruang yang terjadi berdasarkan fenomena lapangan
sebagai akibat terjadinya aglomerasi fungsi pondokan mahasiswa dengan permukiman warga. Pondokan
mahasiswa merupakan bagian dari struktur kampung itu sendiri dalam artian pondokan ini bersatu (inherent)
dengan permukiman masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded
theory. Fokus penelitian ditujukan pada fenomena diskrit di lapangan sebagai upaya untuk pengungkapan makna
yang melatar belakangi terbentuknya bangun pengetahuan yang dihasilkan. Penelitian ini tidak menggunakan
kerangka teoritik, namun adanya konsistensi di dalam melihat suatu fenomena diskrit dari hasil grand tourdi
lapangan. Fenomena tersebut diangkat melalui proses snowball sampling. Proses pengumpulan data dab
analisis dilakukan secara bersama-sama dalam satu rentang waktu penelitian dan iteratif (berulang-ulang).
Penelitian ini menghasilkan bangun pengetahuan berupa proses kolaborasi antara mahasiswa sebagai
pendatang (Migrant student) dengan masyarakat setempat yang menghasilkan sebuah kampong kreatif.

Kata Kunci: Pondokan mahasiswa,Kolaborasi, Migrant student

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk perkotaan di negara berkembang mengalami peningkatan yang sangat pesat.
Gejala ini sebagai dampak dari arus pertukaran dan kondisi saling mempengaruhi diberbagai dimensi, baik pada
aspek ekonomi, sosial, politk, budaya, dan teknologi. Perkembangan ini mengakibatkan pertumbuhan dan
perkembangan penduduk di kota-kota besar meningkat pesat, di manadi dunia ketiga rata-rata pertumbuhan
penduduk perkotaan mencapai 32% dalam 30 tahun terakhir, ini sama dengan dua kali lipat dari angka semula
yang hanya 16%.Pertumbuhan ini didukung oleh adanya peningkatan eksplorasi alam, pesatnya migrasi dan
perubahan-perubahan pada masyarakat perdesaan.[1]Salah satu penyumbang pertumbuhan penduduk
perkotaan di negara berkembang adalah adanya migrant student.Kondisi ini mengakibatkan permukiman sekitar
kampus menjadi padat dan banyak rumah tinggal beralih fungsi menjadi pondokan mahasiswa.

Fenomena rumah sebagai pondokan mahasiswa di Kota Bandung khususnya di wilayah Bandung Utara
terlihat mulai dari Kawasan Ciumbuleuit, Balubur Tamansari, sampai dengan Kawasan Braga (kurang lebih 80%)
rumah yang ada dikonfrakan baik sebagian maupun seluruhnya, meskipun ruang tinggalnya sangat terbatas.
Dengan segala keterbatasan yang ada, warga setempat berusaha memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal
bagi mahasiswa, karyawan, maupun pendatang lainnya. Dalam kondisi terbatas dan minim, cara pemondok
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beradaptasi dengan menyiasati ruang tinggalnya sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk dapat
dipahami fenomenanya.

Kawasan Balubur Tamansari yang terletak di utara Kota Bandung pada awal perkembangannya (masa
penjajahan Balanda) merupakan salah satu tempat rekreasi dan beristirahat Tuan Menier dan None Belanda.
Berawal dari dibukanya Koninklijk Instituut voor Hoger Technische Onderwijs in Nederlandsche Indie (Technische
Hoogeschool Bandung) sebagai cikal bakal dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1920.[2] Sejak saat
itu mulai dibangun fasilitas Technische Hogeschool Bandung dan merangsang pertumbuhan permukiman di
Kawasan Balubur Tamansari dan sekitarnya. Seiring dengan perkembangan Kota Bandung kawasan ini berubah
menjadi kampung kota padat penduduk.

Salah satu fenomena yang terjadi di Kawasan Balubur Tamansari ini adalah terjadinya aglomerasi
fungsi pondokan mahasiswa dengan permukiman warga, sehingga pondokan mahasiswa sebagai bagian dari
daerah permukiman penduduk. Pondokan mahasiswa merupakan bagian dari struktur kampung itu sendiri dalam
arian pondokan ini bersatu (inherent) dengan permukiman masyarakat Aktivitas yang terjadi tdak bisa
dipisahkan satu dengan lainnya.

Membahas fenomena ruang pondokan mahasiswa di Kawasan Balubur Tamansari Kota Bandung tidak
bisa lepas dari pembahasan kawasan tersebut. Kawasan Balubur Tamansari merupakan salah satu dari 6
(enam) kawasan kampung kota kreatif binaan Pemerintah Kota Bandung. Kekuatan dari kampung ini adalah
adanya peran aktif mahasiswa dalam membentuk struktur ruang sosial kampung untuk mempertahankan
kekuatan nilai-nilai lokal dalam keberagaman masyarakatnya. Dengan adanya komunitas mahasiswa di kawasan
ini memberikan dampak positif, sehingga lingkungan yang terbentuk menjadi humanis dengan ditandai adanya
kantung-kantung ruang bersama (seperti: lapangan sebagai ruang bersama yang digunakan untuk kegiatan
kolaborasi Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, dan Warga Masyarakat). Toleransi penggunaan ruang secara
bersama dalam rumah tinggal sangat mewarnai kehidupan bermasyarakat di kawasan ini. Dengan segala
keterbatasan luas lahan yang dimiliki, mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan pondokan mahasiswa.
Dalam keterbatasan dan minimnya luas lahan, bagaimana masyarakat dan mahasiswa berusaha beradaptasi
dengan melakukan kolaborasi untuk menyiasati ruang tinggalnya.

Kota sebagai simpul dari kehidupan masyarakat merupakan proses aglomerasi dari ragam manusia dan
obyek pendukung lainnya. Sebagai konsekuensi dari keanekaragaman yang ada, maka akan memunculkan
berbagai kebutuhan dari keinginan-keinginan yang berbeda dalam konteks berinteraksi antar masyarakat. Ruang
baik dalam makna sempit sebagai ruangan maupun makna luas sebagai kawasan dan kota, digunakan untuk
wadah dan tempat saling berinteraksi antar masyarakat pengguna dan juga sebagai bagian dari kehidupan
sosial. Ruang dalam arti “kota” merupakan identitas dari kehidupan bermasyarakat warganya. Oleh karena itu
sebuah kota akan mengalami “siklus kehidupan” dengan tumbuh dan berkembang secara terus menerus.
Semakin tua umur sebuah kota, maka morfologi kotanya akan semakin banyak mengandung layer-layer berupa
urban tissues sebagai tempat terartikulasikannya beragam fenomena kota sepanjang sejarah pertumbuhan dan
perkembangannya.[3][4]Urban tissues layers tersebut akan membentuk beragam konfigurasi pada bentukan fisik
kota.

Pertumbuhan dan perkembangan fisik ini tidak berdiri sendiri tetapi selalu berjalan bersama dengan
perubahan dan perkembangan secara non fisik. Seperti dijelaskan Rapoport[5]proses transformasi pada sebuah
kota terjadi akibat adanya perubahan akfivitas pengguna sebagai satu konsekuensi dari perubahan nilai-nilai,
sosial, kultur, dan cara pandang dari masyarakatnya. Dengan demikian konfigurasi bentuk fisik kota akan selalu
mengalami perubahan, tidak akan selesai dan tidak akan pernah berhenti selama kota tersebut dihuni.Akan
tetapi pertumbuhan kota-kota di Indonesia tidak mengalami perubahan yang drastis seperti yang pernah terjadi di
Eropa, hal ini terjadi karena didasarkan pada pola dan kehidupan masyarakat Indonesia yang berbeda dengan
Eropa. Menurut Soetomo[6] pada umumnya kota-kota di Indonesia berciri dualistik, di mana struktur morfologi
terencana di sepanjang jalan utama dan struktur morfologi tak terencana di belakangnya sebagai area kampung
kota yang ditandai kehidupan sektor formal berciri modern dan sektor informal berciri tradisional berjalan
bersama-sama.[4][7]Dualistk morfologi antara yang formal modern dan informal yang tradisional membentuk
pemisahan yang drastis. Keadaan tersebut menciptakan kesulitan sektor informal untuk berkembang, dengan
kata lain kemiskinan kota akan tetap stagnan.

Kota Bandung merupakan salah satu kota kreatif di Indonesia. Banyak kekuatan kreativitas yang ada di
Kota Bandung, sehingga terpilih menjadi pilot project kota kreatif se Asia Pasifik. Keberhasilan mengembangkan
cifra Kota Bandung sebagai kota kreatif sangat tergantung pada sumber daya manusia yang ada yaitu komunitas
kreatifi8]. Menurut Charles Landry [9], jaringan dan kreativitas pada hakikatnya saling menguntungkan, karena
semakin besar jumlah simpul dalam sebuah sistem semakin besar kapasitas untuk berinovasi.

Fenomena mahasiswa sebagai bagian dari tumbuhnya kawasan sebagai kekuatan kolaborafif yang
merupakan jejaring pelaku dalam pengembangan dan membangun kawasan kreatif di Kota Bandung masih
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belum banyak tereksplorasi. Kekuatan mahasiswa dengan membangun jejaring dengan komunitas Bandung
Creative City Forum (BCCF) tentunya akan memberikan implikasi yang besar dalam pengembangan Bandung
Kota Kreatif. Peran mahasiswa melalui aksi kolaboratif dengan masyarakat yang didukung penuh oleh
pemerintah memberikan dampak yang signifikan dalam perkembangan Kota Bandung sebagai kota kreatif.

Penelitian ini untuk mengetahui peran mahasiswa dalam pengembangan Bandung sebagai Kota Kreatif
dengan mengidentifikasi proses keterlibatan mahasiswa sebagai salah satu kekuatan dalam kolaboratif antara
mahasiswa, komunitas, masyarakat dan pemerintah dalam membangun kawasan kreatif.

METODE PENELITIAN

Metode dan Langkah Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan model Grounded
theoryyang dikembangkan oleh Glaser dan Strauss.[10] Melalui Pendekatan model Grounded theory ini, peneliti
berusaha untuk melihat langsung sebuah setting tanpa menyesuaikan alat, metode, model terlebih dahulu dari
opini-opini dan kejadian-kejadian di lapangan. Menurut Stauss dalam Groat dan Wang [11] bahwa dalam
pendekatan model Grounded theory proses pengumpulan data, analisis, dan teori berdiri dalam hubungan erat
safu sama lain dan dilakukan secara bersama-sama serta berulang-ulang (itteratif). Secara diagramatik prosedur
penelitian dapat dilihat pada gambar 1.

FENOMENA LAIN
FENOMENA LAIN
KAWASAN .
BALUBUR TAMANSARI . |RENOMERNA | VNI TOUR [
KOTA BANDUNG  |[GRANDTOUR " | MANASISWA *| sebaga) Easy point
TEmA
AWAL
~ TEORI KONSEPSI |~ TEMA STABIL
SUBSTANTIF RUANG b s A

A .
dialoﬁ Eecri
eori formasi
Teori Ruang (Space)
Teori Tel Place
Gambar 1. Langkah-langkah Penelitian
Sumber: Modifikasi dari berbagai sumber 2016

Berdasarkan gambar 1 langkah penelitian dibagi menjadi 6 (enam) tahapan yang ditujukan untuk mengetahui:
(1) kondisi pengaruh, (faktor-faktor yang menjadi penyebab permasalahan utama penelitian); (2) fenomena,
(menjelaskan bagaimana ciri-ciri fisik bisa dibaca, suasana emosi bisa dirasakan); (3) konteks, yaitu diuraikan
pada konteks permasalahan; (4) kondisi kausal, (dijelaskan bagaimana situasi permasalahan semakin kuat,
semakin lemah, atau berubah-ubah); (5) strategi (tindakan), (bagaimana tindakan konkrit yang telah dilakukan
untuk menyelesaikan permasalahan); dan (6) konsekuensi, yaitu terkait dengan strategi (tindakan) yang sudah
dilakukan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, video, observasi, dan wawancara kualitatif.Pengambilan
sampel kualitatif dilakukan berdasarkan metode sampling purposive.
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Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Taman Hewan vyang termasuk ke dalam Wilayah Balubur-
Tamansari Kota Bandung yang memiliki keunikan dan kekhasan baik dilihat dari fisik bangunan maupun
kawasannya sendiri [12].

Secara geografis, Kawasan Balubur ini terletak pada kawasan Bandung Utara dengan kondisi lahan
berkontur dengan kemiringan mengarah ke arah Sungai Cikapundung yang membelah Kota Bandung dari mulai
Utara di daerah Ciumbuleuit sampai Selatan di Jalan Soekarno Hatta. Secara administrasi Kawasan ini terdiri
dari 3 RW dengan 11 RT dan mempunyai luas lahan sebesar 45Ha. Dari segi kepemilikan lahan di kawasan ini
terbagi menjadi 3 kelompok kepemilikan, yaitu (1) tanah hak milik perorangan; (2) tanah milik salah satu BUMN
Negara yaitu milik PJKA; dan Tanah milik Negara yaitu marka sungai Cikapundung. Penggunaan lahan pada
kawasan ini 95% digunakan sebagai lahan terbangun.Lebih jelasnya lokasi penelitian ini dapat dilihat pada
gambar 2.

KeyPlan

Gambar 2. Kawasan Balubur-Tamansari Kota Bandung
Sumber: Diolah Peneliti dari Peta Digital Kota Bandung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan kawasan Balubur-Tamansari Kota Bandung

Pola tekstur kawasan dan fungsi bangunan kawasan Balubur-Tamansari kota Bandung berdasarkan
sejarah perkembangannya mengalami 6 periode perkembangan vyaitu: (1) masa penjajahan Belanda yang
berfungsi sebagai ruang fterbuka hijau (RTH) dan tempat untuk bertamasya; (2) masa sebelum kemerdekaan
(tahun 1920-1945) sebagai ‘Botani garden” unfuk kepentingan pendidikan yang bersamaan didirikannya
Technishe Hoogeschool THS tahun 1920; (3) masa setelah kemerdekaan (tahun 1945 - 1959) sebagai kawasan
penyangga perguruan finggi, sejak didirikannya Sekolah Tinggi Teknik/STT Bandung (cikal bakal ITB) yang
secara resmi didirikan pada tahun 1959 oleh Ir. Soekarno; (4) tahun 1960 — 1980 mulai tumbuh beberapa
perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di Kota Bandung umumnya yang
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ditandai dengan perkembangan fisik sepanjang aliran Sungai Cikapundung. Perubahan yang terjadi meliputi
perubahan fungsi lahan, perubahan massa bangunan dengan penambahan massa bangunan; (5) Awal tahun
1980-an adanya perubahan dari Situ Garunggang berubah fungsi menjadi lahan perumahan yang sekarang
bernama ‘Perumahan Taman Pelesiran Baru”. Sejak saat itu mulai tumbuh dan berkembang rumah-rumah
menjadi perkampungan padatSempadan sungai yang semula sebagai ruang terbuka hijau merubah fungsi
menjadi rumah-rumah dan pondokan mahasiswa.Ujung bawah jalan Tamansari semula sebagai Kuburan
Belanda atau Kerkhof yang terlindung di bawah kerindangan Cemara Gunung berubah fungsi menjadi
permukiman dan perguruan tinggi (UNISBA). Era ini wujud kawasan menjadi perkampungan mahasiswa dengan
menjamurnya pondokan mahasiswa; (6) Pada Oktober tahun 2001 dibangun Jalan Layang Pasupati dan tanggal
25 Juni 2005 mulai beroperasi, maka sejak itu Kawasan Balubur Tamansari ini dibelah menjadi 2 bagian dengan
dibangunnya jalan layang Pasupati dengan panjang jalan sekitar 2,8 km dan lebar 30-60 meter[13]. Jembatan ini
dibangun untuk mengurangi kemacetan, mengingat Bandung semakin hari semakin dibanjiri kendaraan bermotor
pribadi, apalagi pada saat akhir pekan Kota Bandung dibanjiri oleh kendaraan dari luar kota yang sengaja
berkunjung ke Kota Bandung dengan tujuan untuk berbelanja ataupun hanya sekedar menikmati makanan
(wisata kuliner), karena Kota Bandung selain terkenal sebagai kota pendidikan tetapi juga terkenal sebagai
surganya berbelanja dan kuliner. Kondisi kawasan ini dapat dilihat pada gambar 3 dan gambar 4.

B/ Cab TR

toriinat sangat padat mpukan
Bangunan-bangunan (eglomuras))

YREg SHL Dat awasan Balubur - Tamansari
SIS RNENS Mo s HL8) \ diihat car Gedung Parkir C-Walk diagonal

Juian Lyang
teriihal sangal padal
dengan tumpukan bangunan.

fuang yang tidak barmturan

Gambar 3 Suasana Kawasan Balubur Tamansari Kota Bandung Dilihat dari Arah Jembatan Pasupati
Sumber: Dokumentasi Peneliti

dman kumuh jelas tedihat darl jarak
ng oleh korfigur

o an licsk fenata
Tuang yang sumpek dan sempl.

beratuan

Gambar 4 Kawasan terbentuk dari tumpukan bangunan yang tidak beraturan
Sumber: Dokumentasi Penelifi

Kolaborasi Mahasiswa, Komunitas BCCF, Masyarakat, dan Pemerintah Kota Bandung

Kolaborasi antara Mahasiswa, Komunitas BCCF, dan masyrakat yang didukung penuh oleh Pemeritah
Kota Bandung membentuk satu kawasan yang kreatif. Kawasan Balubur-Tamansari (Taman hewan) sebagai
kampung kreatif terlihat dari beberapa kegiatan mahasiswa Seni Rupa dan Arsitektur ITB, komunitas BCCF, dan
masyarakat dengan didukung penuh oleh Pemerintah Kota Bandung, seperti: saat kegiatan festival Seni Budaya
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Taman Hewan melalui program perbaikan kampung, HELARFEST, Kukuyaan dalam rangka normalisasi sungai
Cikapundung, Mural atau lukisan dinding area bermain dan lapangan terbuka, dan sebagainya. Sehingga
kampung ini bukan hanya berkembang sebagai kampung pondokan mahasiswa tetapi juga berkembang menjadi
kampung kreatf. Kampung Balubur Tamansari ini dijadikan sebagai kampung percontohan dalam

mengembangkan kreativitas kampung kota pada kawasan padat penduduk. Kegiatan ini sepert terlihat pada
gambar 5.

Suasana saat acara HELARFEST yang diselenggarakan selama 3 han (19-21 September 2013). Barbaga kegiatan dlaksanakan
mulal dari workshop gambar bagl anak-anak di kawasan ind g.gmbm mural drdng dan lapangan terbuka. bertagal atraksi darl
Komunkas yang ada sampal puncak acara malam g langsung h Wai Kota dan Wakil Wall Kota Bandung
Kegiatan ini merupakan koborasi antars Pererintah Kota Walq.l Masyarakst dan Masyarakat Kampus dalam pengembangan dan
perbaikan kamgung kota

Gambar 5. Suasana Lapang Terbuka saat kegiatan HELARFEST
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 6. Komunltas Menempa Bandung dalam Keglatan HELARFEST
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Sumber: Dokumentasi Peneliti

Banyak event-event yang diselenggarakan melalui kolaborasi antara masyarakat, seperti: pemuda, anak-

anak, mahasiswa, dan Pemerintah Kota Bandung. Kegiatan HELARFEST yang dilaksanakan di ruang terbuka di
Kawasan Balubur Tamansari juga digunakan untuk unjuk kebolehan komunitas muda, seperi: komunitas PIJAR
merupakan komunitas menempa Bandung dalam mempertahankan warisan budaya berupa pembuatan pusaka
kujang seperti pada gambar 6.
Selain itu juga kegiatan HELARFEST diisi dengan kegiatan mural atau lukisan dinding yang dikerjakan oleh
mahasiswa Seni Rupa ITB tingkat pertama, sebagai salah satu kegiatan kembali ke masyarakat dengan
langsung melakukan pengabdian kepada masyarakat di Kawasan Balubur Tamansari ini seperti terlihat pada
gambar 7.

Gambar 7. Suasana Kegiatan MURAL oleh mahasiswa Seni Rupa ITB
Sumber: Dokumentasi Peneliti
KESIMPULAN

Terbentuknya human seftlement yang dibangun secara bersama-sama antara masyarakat dan
mahasiswa (perguruan tinggi) serta adanya dukungan dan dilindungi oleh pemerintah daerah yang membuat
kebijakan dalam menciptakan kawasan yang humanis dengan bercirikan kampung kota kreatif. Lingkungan ini
terbentuk oleh adanya dinamika dari penghuninya dengan bercirikan dua karakter masyarakat yaitu pemilik
pondokan yang tetap dan mahasiswa yang dinamis silih berganti (bermukim 4-5 tahun) membentuk kawasan
yang berkelanjutan (sustainable) dan tetap bertahan (survive) dengan kekhasannya sebagai kampung kota
kreatif yang bercirikan kampung seni.

Adanya Kolaborasi pengguna diharapkan dapat digunakan sebagai model dalam perbaikan dan
mengembangkan kampung kota (kawasan) lain melalui pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik
dari kawasan tersebut dengan didukungan dan dilindungi oleh kebijakan dari pemerintah. Karena keinginan dan
peran masyarakat dalam membangun kawasan yang mempunyai keunikan dan kekhasan sesuai dengan
karakteristiknya tidak cukup tanpa adanya campur tangan dan keberanian pemerintah untuk tetap menjaga dan
melindungi kawasan tersebut sebagai salah satu aset dan idenfitas serta kekayaan daerahnya.
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ABSTRAK

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat adalah daerah yang
berpotensi dengan berbagai keanekaragaman sumber daya pariwisata, meliputi alam dan budaya serta
pengembangan ekowisata disalah satu Wilayah Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota yang
berada di WPP1 dan WPP3. Berdasarkan hasil analisa daya tarik wisata yang tertuang pada Rencana Induk
Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota, Gunung Bungsu Resort merupakan salah satu objek
wisata yang ditempatkan pada prioritas ketiga untuk dikembangkan objek wisatanya yang menyatukan wisata
olah raga paraglider dengan keindahan alam, bahkan pada tahun 2013 yang lalu telah dilaksanakan Bungsu
Resort Internasional Paragliding Exhibition yang menghadirkan lebih dari 20 orang atlet luar negeri dan 60 orang
atlet dalam negeri selain itu juga telah diadakan kejuaraan-kejuaraan daerah. Potensi pariwisata yang besar di
Gunung Bungsu Resort belum diikuti dengan pengelolaan yang baik dan terintegrasi. Objek wisata terlihat kurang
terawat dan tertata, jumlah fasilitas pendukung bagi beragam aktifitas wisatawan yang masih sangat minim dan
kebanyakan fasilitas yang ada kurang terkelola dengan baik, terlihat dari kurang bersihnya lokasi objek, serta
belum diperbaikinya fasilitas yang rusak.Disamping itu keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan
pemanfaatan objek wisata saat ini masih bersifat sendiri-sendiri dan tidak terorganisir dengan baik, ditambah lagi
kualitas SDM lokal dalam melayani wisatawan masih rendah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah
menemukan suatu konsep pengembangan Kawasan Gunung Bungsu Resort sebagai kawasan wisata alam dan
olah raga dengan metfode partisipasi masyarakat setempat.Dengan melibatkan partisipasi masyarakat di
kawasan penelitian diharapkan juga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.Sedangkan
metode penelitian yang dipakai yaitu metode pendekatan dan metode analisis eksisting dan SWOT.

Kata kunci: Gunung Bungsu Resort, konsep pengembangan ekowisata, wisata olah raga paralayang

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sub sektor ekonomi yang cukup mendapat perhatian dalam upaya
meningkatkan perekonomian daerah vyang dinilai mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat.
Pembangunan pariwisata tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber
daya penunjang lainnya, serta keterlibatan dan peran serta stakeholders dan sub sektor ekonomi lainnya untuk
mendukung keberhasilan suatu pembangunan pariwisata.

Secara konseptual Ekowisata dikatakan sebagai suatu konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan
dengan tujuan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan alam maupun budaya dan meningkatkan
parfisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat
setempatDari segi pengelolaannya, ekowisata dapat diartikan sebagai suatu penyelenggaraan kegiatan wisata
yang bertanggung jawab ditempat alami atau daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam, dimana teknologi
diterapkan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
setempat Inti dari ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata dengan tidak merusak lingkungan.

Ekowisata pertama kali dikenalkan pada tahun 1990 oleh organisasi The Ecotourism Society, sebagai
perjalanan ke daerah—daerah yang masih alami yang dapat mengkonservasi lingkungan dan memelihara
kesejahteraan masyarakat setempat [1] .Ekowisata merupakan wisata berorientasi pada lingkungan untuk
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menjembatani kepentingan perlindungan sumberdaya alam dan industri kepariwisataan [2]. Kegiatan ekowisata
dapat menciptakan dan memuaskan keinginanakan alam, tentang eksploitasi potensi wisata untuk konservasi
dan pembangunan serta mencegah dampak negatif terhadap ekosistem, kebudayaan, dan keindahan [1]

Secara umum ada 5 hal penting terkait dengan pengembangan ekowisata yaitu:

Pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan
Berintikan partisipasi aktif masyarakat

Penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran

Berdampak negatif minimum

Memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan perekonomian daerah

AR

Dalam perencanaan kegiatan ekowisata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

Daerah yang dilindungi harus direncanakan sebagai bagian integral dari pengembangan wilayah.

. Tujuan pengelolaan harus disusun untuk setiap tingkatan.

3. Perencanaan yang baik harus disusun oleh tim yang terdiri dari berbagai disiplin, institusi, dan berbagai
cara pandang.

4. Diharapkan dengan interaksi dari berbagai disiplin, institusi, dan cara pandang didapatkan situasi yang
sinergi untuk menghasilkan suatu perencanaan yang baik.

5. Perencanaan yang baik tergantung dari efektivitas partisipasi semua pemangku kepentingan.

N —

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat adalah daerah yang
berpotensi dengan berbagai keanekaragaman sumber daya pariwisata, meliputi alam dan budaya serta
pengembangan ekowisata. Gunung Bungsu Resort muncul sebagai salah satu objek wisata yang menyatukan
wisata olahraga paraglider dengan keindahan alam, bahkan pada tahun 2013 yang lalu telah dilaksanakan
Bungsu Resort Internasional Paragliding Exhibition yang menghadirkan lebih dari 20 orang aflet luar negeri dan
60 orang atietdalam negeri selain itu juga telah diadakan kejuaraan-kejuaraan daerah.

Potensi pariwisata yang besar dan beragam tersebut belum dikuti dengan pengelolaan yang baik dan
terintegrasi. Objek wisata ferlihat kurang terawat dan fertata, jumlah fasilitas pendukung bagi beragam akfifitas
wisatawan yang masih sangat minim dan kebanyakan fasilitas yang ada kurang terkelola dengan baik, terlihat
dari kurang bersihnya lokasi objek, belum diperbaikinya fasilitas yang rusak, serta vegetasi yang terlihat tumbuh
secara liar. Disamping itu keferlibatan masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan objek wisata saat ini
masih bersifat sendiri-sendiri dan tidak terorganisir dengan baik, ditambah lagi kualitas SDM lokal dalam
melayani wisatawan masih rendah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan mencarikan solusi yaitu membuat suatu Konsep
Pengembangan Kawasan Wisata Gunung Bungsu Resort Sebagai Kawasan Wisata Alam dan Olah Raga di
Kabupaten Lima Puluh Kota.Dengan melibatkan partisipasi masyarakat di kawasan penelitian diharapkan juga
dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan yaitu metode pendekatan kebijakan (sektoral), pendekatan
keruangan/kewilayahan (spatial based), pendekatan sediaan dan permintaan pariwisata (supply and demand),
pendekatan pengembangan pariwisata berkelanjutan (sustainable).

D Prinsip pembangunan yang berpijak pada
aspek pelestarian dan berorientasi jangka

“:?_

panjang
D Penekanan pada nilai manfaat hagi o
masyarakat lokal - o
D F'rinsiEu pengelolaan aset sumber daya yang SUSTAINABLE %
- H—— TOURISM £ |
Kesesuaian antara kegiatan pengernbangan | g
dengan skala, kondisi dan karakter daerah : B DEVELOPMENT )g
D Keselarasan yang sinergis antara v | @T
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dan masyarakat [okal 3,\,5@‘
D Antisipasi yang tepat dan monitoring N A7y m\‘f’?“' .
terhadap proses perubahan. x‘«-_*:im-l
Gambar 1.Pendekatan pembangunan berkelanjutan
Sumber : Analisa pribadi
60 ISBN :978-602-73463-1-4

http://pasca.unand.ac.idfid/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota



Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Gunung Bungsu Resort sebagai ...

Metode lain yang dipakai yaitu metode pengumpulan data yang terdiri dari pengumpulan data dan
informasi, melakukan desktop study, melakukan studi lapangan (field research) serta metode analisis. Seperti
penjelasan dibawah ini :

a. Pengumpulan data dan informasi :

- Potensi fisik, sosial, ekonomi dan budaya Kabupaten Lima Puluh Kota

- Studi dan Perencanaan yang terkait dengan wilayah studi, seperti; RTRW Kabupaten Lima Puluh
Kota,RDTR Kawasan IKK, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Lima Puluh
Kota

- Profil industri dan perdagangan Kabupaten Lima Puluh Kota

- Profil kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara

- Demand Investor dan permintaan ijin lokasi untuk kegiatan Pariwisata 5 tahun terakhir

- Berbagai Peta tematik Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota

b. Melakukan desktop study :

- Standar Pelayanan dan perencanaan Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan
Bupati Lima Puluh Kota No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kepariwisataan
Daerah

- Diskusi dan Intepretasi keinginan investor

- Conftoh-contoh kasus dan perencanaan pariwisata pada wilayah sejenis

- Peraturan perundangan perencanaan pariwisata dan perundangan sisteminvestasi

¢. Melakukan studi lapangan (field research)

- Identifikasi tapak (site) pada kawasan perencanaan untuk mengetahui secara spesifik pengembangan
wisata alam pada kawasan Lembah Harau Resort dan Gunung Bungsu Resort

- Observasi dan peninjauan lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai bahan
perbandingan dan gambaran umum profil pengunjung

- Observasi dan peninjauan pada kegiatan yang bersifat tradisional dan spesifik lokal, baik berupa
industri, kerajinan, kesenian maupun kuliner. Kunjungan kepada pengusaha yang berhubungan dengan
pariwisata, seperti ; hotel, restoran, kerajinan tradisional, dan lainnya

- Kunjungan kepada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata yang selama ini telah dibina
oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahap Analisis Data

Untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan menilai keterkaitan, pengaruh, kecenderungan,
potensi dan kendala pembangunan dan pengembangan pariwisata, maka dibutuhkan serangkaian analisa.
Analisa yang dilakukan menyangkut:

1. Penilaian keadaan eksisting, meliputi perkembangan sediaan produk wisata, perkembangan pasar,
sosial budaya, karakteristik wilayah (fisik lingkungan) dan keterkaitan wilayah perencanaan dengan
wilayah yang lebih luas.

2. Penilaian kecenderungan perkembangan, meliputi kecenderungan perkembangan kawasan,
kecenderungan kunjungan wisatawan, investasi, produk wisata, Sumber Daya Alam dan
lingkungan.

3. Menghitung kapasitas pengembangan, meliputi perhitungan kemampuan modal, kemampuan
lingkungan, ketersediaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan

4. Memperkirakan kebutuhan yang akan datang, meliputi kebutuhan sarana dan prasarana serta,
kegiatan usaha serta permintaan produk wisata.

Analisis yang akan dilakukan akan menggunakan beberapa alat analisa dan metode analisa, yang diantaranya:

1. Analisis Kualitatif, yang akan menggambarkan pengaruh kebijaksanaan terhadap perkembangan
sektor-sektor kegiatan di kawasan dan pengaruh kebijaksanaan terhadap perkembangan sektor-
sektor kegiatan di pusat-pusat wilayah khususnya terhadap kawasan yang direncanakan.

2. Metode Skoring, kegunaannya hampir sama dengan metoda skalogram tetapi metoda ini dapat
digunakan dalam skala yang lebih luas.
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3. Metode Komparatif, unfuk memperbandingkan suatu keadaan dengan keadaan lain, dimana
perbandingan ini bisa dilakukan oleh perbedaan waktu atau dapat juga apabila jenis berlainan dan
biasanya dalam penggunaan model ini diikuti juga oleh presentase.

4, Penilaian dengan menggunakan standar, yaitu nilai yang telah ditetapkan dalam penyelidikan
geologi yang berkaitan dengan pengembangan kawasan.

5. Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threat)

Tahap Perencanaan

Setelah melakukan analisis terhadap data-data dan informasi, maka akan didapat kapasitas daya
dukung dan sumber daya yang tersedia sebagai acuan dalam merumuskan sasaran pembangunan dan
pengembangan pariwisata kawasan Gunung Bungsu Resort Rumusan sasaran tersebut meliputi :

1. Sasaran jumlah kunjungan wisata, yaitu menyangkut target jumlah wisatawan yang berpotensi, sesuai
dengan kapasitas pengembangan.
2. Sasaran Ekonomi, yaitu manfaat ekonomi yang akan di peroleh dari pengembangan pariwisata.

Sasaran ini meliputi tenaga kerja, pendapatan daerah dan peluang usaha bagi masyarakat.

3. Sasaran Sosial Budaya, meliputi peningkatan apresiasi masyarakat dan tergalinya aspek-aspek budaya
tradisional dan unik.
4. Sasaran Fisik Lingkungan, yaitu menyangkut peran pariwisata sebagai sarana pelestarian lingkungan.

Rumusan rencana pengembangan pariwisata kawasan Gunung Bungsu Resort dapat di bagi menjadi
tiga bagian, yaitu :
1. Rencana Kebijakan Pengembangan “Menyusun rencana pengembangan sarana dan prasarana di
objek-objek dan dayatarik wisata di kawasan wisata Gunung Bungsu Resort”.
2. Strategi Dan Langkah Pengembangan

Merupakan langkah-langkah yang lebih sistematis untuk mecapai tujuan dan sasaran pembangunan
dan pengembangan pariwisata yang telah dirumuskan.
Strategi akan dibagi menjadi beberapa bagian antara lain :

o Strategi Pengembangan Pasar

o Strategi pemanfaatan ruang dan pengembangan pariwisata

o Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

e Strategi Pengembangan Investasi

3. Strategi Pengelolaan Lingkungan “Memberikan arahan desain fisik dan arsitektur untuk sarana dan
prasarana dengan tetap berpedoman kepada eco-design untuk desain arsitektur, bahan bangunan,
penggunaan energi, penggunaan air, spesifikasi teknis dan arsitektur bangunan sarana dan prasarana
pada objek wisata Gunung Bungsu Resort

4. Mengkaji kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan objek wisata oleh pemerintah
berdasarkan pembagian perwilayahan untuk pembangunan industi pariwisata, destinasi, pemasaran,
kelembagaan serta dampak pengelolaanpariwisata di masing-masing kawasan objek wisata

5. Menentukan konsep pengembangan dan pemanfaatan objek wisata Gunung Bungsu Resort dengan
tetap mempertmbangkan prinsip-prinsip ecotourism(ekowisata); yang dilengkapi dengan jenis-jenis
kegiatan pariwisata yang dapat dikembangkan di kawasan Gunung Bungsu Resort sesuai dengan
potensinya, lokasi dan fasilitas atraksi wisata yang akan dikembangkan di Gunung Bungsu Resort, jenis-
jenis paket pembangunan kegiatan pariwisata yang dapat diinvestasikan kepada investor di Kawasan
Gunung Bungsu Resort.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat,
Indonesia.Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.354,30 km2, Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota beriklim tropis
dipengaruhi oleh angin muson dengan curah hujan rata—rata berkisar antara 2200 sampai dengan 3750 mm
ftahun, suhu rata-rata berkisar antara 20°C sampai dengan 25°C. Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara
0025'28,71 LU dan 0022'14,52" LS serta antara 100015'44,10” — 100050'47,80” BT. Luas daratan mencapai
3.354,30 km? yang berarti 7,94% persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229,64 km>.
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Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Gunung Bungsu Resort sebagai ...

Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 kabupaten dan 1 Provinsi yaitu: Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah
Datar, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau.
Adapun batas-batasnya sebagai berikut.
Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.
Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.
Sebelah Timur :Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Propinsi Riau.
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Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota

Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit
dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 m dan 791 m. Di daerah ini terdapat 3 (figa) buah gunung
berapi yang fidak akfif yaitu Gunung Sago (2.261 m), Gunung Bungsu (1.253 m), Gunung Sanggul (1.495 m)
serta 13 buah sungai besar dan kecil yang mengalir dan telah banyak dimanfaatkan oleh penduduk untuk
pengairanfirigasi.Dengan posisi wilayah yang strategis, di mana secara geografis berada pada pintu gerbang
Provinsi Sumatera Barat ke wilayah tmur Pulau Sumatera, maka letak wilayah seperti ini sangat menguntungkan
daerah ini dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian, sosial dan budayanya.

Potensi lain yang dimiliki daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonominya adalah di bidang industri kepariwisatan, karena daerah ini memiliki objek wisata alam, wisata budaya
dan wisata sejarah yang sangat menarik untuk dikunjungi.Akan tetapi karena belum dikelola secara profesional,
menjadikan objek-objek wisata tersebut belum memberikan dampak yang bernilai ekonomis tinggi terhadap
daerah maupun kepada masyarakatDi samping itu, penyebab lainnya adalah belum satu visinya pemerintah
daerah, para pemilik modal danmasyarakat tentang pengembangan berbagai objek pariwisata tersebut.
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Sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2011 tentang penyelenggaran
kepariwisataan dibagi atas lima Wilayah Pengembangan Pariwisata WPP Yaitu :

1. WPP 1 melipu Kecamatan Harau, Kecamatan Guguak dan Kecamatan Mungka dengan pusat
pengembangan adalah Objek Wisata Resort Lembah Harau, Museum Arkeologi Belubus dan Sarasah
Burai yang didukung 17 objek wisatapendukung.

2. WPP 2 meliputi Kecamatan Luak, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kecamatan Lareh Sago Halaban
dengan pusat pengembangan Objek Batang Tabik dan Makam Pahlawan Situjuah Batua yang didukung
12 wisata pendukung.

3. WPP 3 meliputi Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru dengan pusat pengembangan
Gunung Bungsu Resort dan Pusako Rumah Godang yangdidukung 11 objek wisata pendukung.

4, WPP 4 meliputi Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Suliki dan Kecamatan Gunuang Omeh dengan
pusat pengembangan adalah Menhir Maek dan Tugu PDRIyang didukung 10 objek wisata pendukung.

5. WPP 5 meliput Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kecamatan Kapur IX dengan pusat
pengembangan adalah Waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tanjuang Pauah dan Air Terjun
AirPanas Muaro Pati yang didukung 4 objek wisata pendukung.
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MASTERPLAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH
(LEMBAH HARAU RESORT DAN GUNUANG BUNGSU RESORT)

Gambar 3.Peta Wilayah Pegembangan Pariwisata (WPP)

Gunung Bungsu Resort meliputi Menhir Gurun, Batu Munjuang, Benteng Tuangku Nan Garang, Tungka
View, Bukik Lontiak Paralayang, Puncak Gunuang Bungsu, Aie Sonsang dan Panorama Bukik Tapuang. Bila
melihat kepada penggunaan lahan wisata yang berada di Kecamatan Payakumbuh ini mayoritas adalah hutan
sekunder, dan terdiri juga atas hutan primer, kolam air tawar, perkebunan rakyat, seperti yang telah dapat dilihat
pada peta penggunaan lahan, kelerengan Kawasan Wisata Lembah Harau Resort dan Gunuang Bungsu Resort.

1. PUNCAK GUNUNG BUNGSU

Gunung Bungsu Resort selain merupakan pusat pengembangan pariwisata di WPP 3, berdasarkan hasil
analisa daya tarik wisata yang tertuang pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPDA) Kabupaten
Lima Puluh Kota, Gunung Bungsu Resort merupakan salah satu objek wisata yang ditempatkan pada prioritas
ketiga untuk dikembangkan objek wisatanya. Seiring dengan perkembangan kepariwisataan di masyarakat,
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Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Gunung Bungsu Resort sebagai ...

Gunung Bungsu Resortmuncul sebagai salah satu objek wisata yang menyatukan wisata olahraga paraglider
dengan keindahan alam, dan pada tahun 2013 telahdilaksanakan Bungsu Resort Internasional Paragliding
Exhibition yang menghadirkan lebih dari 20 orang atlet luar negeri dan 60 orang aflet dalam negeri selain juga
telah diadakan kejuaraan-kejuaraan daerah.

Gambar 4.Kondisi Eksisting menuju Puncak Gunung Bungsu
Fasilitas

Salah satu sarana penunjang Objek Wisata terletakdi kenagarian Taeh Bukik Kecamatan Payakumbubh,
yaitu salah satu cafe yang menawarkan makanan dan minuman yang organik dengan masakan spesifik
nusantara. Dari cafe ini kita bisa menikmati keindahan panorama alam seluruh Kota Payakumbuh dan sebagian
Kabupaten Lima Puluh Kota serta dapat melihat Gunung Merapi, Singgalang serta Gunung Bungsu. Untuk
menuju ke Cafe Bako ini, bisa mengunakan kendaraan umum dan pribadi dengan jarak tempuh + 10 km dari
Kota Sarilamak.

Gambar 5 Café Bako
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Pada kawasan ini belum ftersedia untuk mendukung kegiatankepariwisataandiBukik Gunung Bungsu,
namun keindahan alam di areal perbukitan Gunung Bungsu ini sudah dijadikan arena motocross.

Gambar 6.Arena motocross

Selain memiliki fradisi Basafa ke Gunung Bungsu dan objek wisata Aia Songsang, Taeh Bukik adalah

suatu nagari seluas 2.691 ha yang dihuni 3.350 jiwa penduduk, memiliki arena olahraga menantang yakni, arena
olahraga motocross. Adapun arena motocross di Bukik TopuangNagari Taeh Bukik, terbilang sangat menantang
dan penuh tanjakan. Arena yang memiliki panjang hampir 2 km itu, sering dijadikan para pembalap dari berbagai
penjuru daerah di Tanah Air, untuk menjejal kemampuan mereka.Sirkuit yang berada pada ketinggian 650 dpl ini
merupakan ajang adu ketangkasan bagi crosser-crosserdaerah sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan
dalam berkunjung ke Gunung Bungsu Resort.

dilihat pada penggunaan lahan di Kawasan Lembah Harau Resort berikutini.

Secara umum dapat dilihat kawasanGunung Bungsu Resort lebih banyak hutan primer seperti dapat
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Gambar 6. Peta Penggunaan Lahan
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Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Gunung Bungsu Resort sebagai ...

2. BENTENG TUANKU NAN GARANG

Kawasan Benteng Tuanku Nan Garang berada di kaki Bukit Gunung Bungsu yang agak terpisah dari
pemukiman penduduk.Kawasan ini merupakan daerah batas antara Nagari Lubuak Batingkok dan Nagari Taeh
Bukik yang ditandai dengan batang aur yang ditanam disepanjang perbatasan ftersebut Kawasan Wisata
Benteng Tuanku Nan Garang mempunyai pemandangan alam sekitar yang masih alami, bisa ditempuh dengan
kendaraan roda dua dan roda empat. Namun areal objek belum terbina dengan baik, dimana areal objek belum
punya pagar, masih dikelilingi rumput.Didalamnya masih ada peninggalan batu-batu benteng.

Gambar 7 Kond|5| ek5|st|ng Benteng Tuan ku Nan Garang

Menurut cerita, Tuanku Nan Garang adalah salah satu tokoh Paderi yang taat dalam mengembangkan
ajaran Islamdi Luhak Lima Puluh Kota dan ditakuti Belanda. Sewakiu Residen Sumatera BaratMac. Gillve
mengunjungi Benteng Tandikek di Tanjung Alam, Tanah Datar padatanggal 9 Okfober 1829, berkirim surat
kepada Tuanku Nan Garang, yang intinyamengajak Tuanku Nan Garang dan pengikutnya bersatu dengan
Belanda untuk menghadapi kaum Paderi. Surat Residen dibalas oleh Tuanku Nan Garang menyatakan bahwa
mereka tidak perlu diganggu dulu, karena rakyat Luhak Lima Puluh Koto dengan ajaran Islam telah hidup
dengan aman dan tentram. Pada Tanggal 17 dan 18 Oktober 1932 Belanda memperluas wilayahnya di Luhak
Lima Puluh Kota, dengan melakukan penyerangan suatu kampung dilereng Gunuang Bungsu yaitu Koto Tangah
LubuakBatingkok yang rakyatnya dibawah pimpinan Tuanku Nan Garang masih belum menyerah kepada
Belanda, sehingga terjadi pertempuran yang sengit di kaki Gunung Bungsu.Pada tanggal 19 Oktober 1832
dengan pasukan kuat Belanda menyerang Koto Tangah. Untuk merampungkan pertahanan Tuanku Nan Garang
pemimpin yang cukup taktis dan cerdik ini, mengajak tentara Belanda untuk berunding diluar parit pertahanan
kampung. Perundinganyang disengaja mengulur waktu itu tetap saja mendatangkan hasil. Merasa dipermainkan,
tentara Belandalalu menyerang dengan segenap kekuatan dan persenjataan yang ada.Walaupun ditembaki
dengan meriam dan periuk api,Benteng Tuanku Nan Garang tetap bertahan. Benteng Koto Tangah yang
dikelilingi parit dan aur berduri ini baru dapat ditaklukkan Belanda setelah didatangkan bala bantuan tentara dan
senjata berat dari Payakumbuh. Sebagai balasan atas perlawanan ini Belandamembakar Kampung Koto
Tangah. TuankuNan Garangdan pengikutnya mundur kearah utara. Unfuk menaklukkan Benteng Tuanku Nan
Garang ini selama 4 hari (19-22 Oktober 1832) di pihak Belanda banyak yang mat.

Objek wisata ini termasuk jenis Wisata Sejarah dengan luas kawasan + 1 Ha yang terletak Jorong Tigo
Balai Kenagarian Lubuak Tingkok Kecamatan Harau. Jarak kawasan ini dari lbu Kota Kabupaten (Sarilamak) *
10 km yang dapat ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi kendaraan roda dua dan roda empat.
Fasilitas Objek Wisata yang baru ada dikawasan ini berupa area parkir, dan MCK. Kegiatan yang bisa dilakukan
di kawasan ini adalah untuk peneliian benda sejarah dan melihat pemandangan alam.

3. TUNGKA VIEW
Merupakan jenis wisata alam yang berlokasi di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh, memiliki

luas £ 5 Ha, jarak dari Ibukota Kecamatan (IKK) Sarilamak = 9 km dan jarak dari Provinsi £ 139 km. Sarana
transportasi yang bisa digunakan untuk mencapai objek wisata ini adalah kendaraan pribadi (roda dua dan
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empat), mikrolet, taksi. Fasilitas objek wisata yang dapat dinikmati yaitu berupa panorama alam dan arena
paragliding.Kegiatan yang bisa dilakukan di kawasan ini adalah terbang layang, berkemah serta pertunjukan
kesenian dan budaya. Tungka View memiliki keindahan alam yang berada di kaki Gunung Bungsu, lokasi ini
sangat cocok untuk dibangun kawasan wisata yang terpadu karena melekat pada kawasan Gunung Bungsu yang
juga terdapat sebuah Benda Cagar Budaya “Batu Borobono”. Pada tiap bulan Syafar tahun Hijriah tempat ini
sangatramai karena banyak pengunjung melakukan ritual Basafa ke puncak Gunung Bungsu. Menurut ceritanya,
seorang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter, maka penyakitnya akan dapat
disembuhkan dengan memohon kepada Allah pada waktu Basafa.

Gambar 8. Kondisi eksisting Tungka View

4. AIA SONSANG

Kawasan Wisata Aia Sonsang memiliki sungai yang mengalir dari arah Timur ke Barat, sedangkan yang
biasanya air mengalir dari arah Barat ke Timur. Kawasan Wisata Aia Sonsang mempunyai keindahan alam yang
masih alami. Kawasan ini dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua dan roda empat dengan keadaan jalan
yang sudah baik, mudah untuk dikunjungi.

Gabar 9.Kondisi eksisting area Aia Sonsang
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Jenis wisata kawasan ini termasuk jenis Wisata Alam dengan luas kawasan sekitar £ 1 Ha yang
berlokasi Jorong Pabatungan Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh yang berjarak + 14 km dari IKK
(Sarilamak). Objek wisata ini dapat ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi kendaraan roda dua dan
roda empat. Sementara fasilitas Objek Wisata yang ada di kawasan ini antara lain: kolam pemandian alam, areal
parkir dan warung. Di kawasan ini kita dapat menikmati pemandangan alam sekitar area.

5. MENHIR GURUN
Berdasarkan data dilapangan setelah dilakukan survey diketahui untuk Objek Wisata Menhir Gurun
sudah tidak teridentifikasi.

6. BATU MUNJUANG
Berdasarkan data dilapangan setelah dilakukan survey diketahui untuk Objek Wisata Batu Munjuang
sudah tidak teridentifikasi.

7. PANORAMA BUKIK TOPUANG/BUKIK LONTIAK PARALAYANG

Merupakan objek wisata alam dengan luas = 5 Ha berlokasi di Nagari Taeh Bukik Kecamatan
Payakumbuh, jarak dari lbukota Kecamatan (IKK) Sarilamak + 10 km dan jarak dari lbu Kota Provinsi £ 140 km.
Sarana fransportasi yang dapat digunakan untuk mencapai kawasan ini adalah kendaraan pribadi (roda dua dan
rodaempat), mikrolet, dan taksi. Bukik Topuang adalah salah satu kawasan pada Gunung Bungsu Resort dengan
keindahan alam yang menakjubkan karena dari lokasi ini bisa terlihat sebagian besar daerah Kabupaten Lima
Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.

Atraksi wisata adalah Paralayang yang telah dikuti oleh paraglider dunia karena memiliki keunggulan
unik dari lokasi-lokasi paralayang yang ada di Indonesia diantaranya, dapat digunakan oleh paraglider junior dan
senior.Karnaval Paralayang adalah kalender wisata daerah yang sefiap tahunnya digelar di lokasi ini dengan
diikuti berbagai negara sehingga menjadi daya farik khusus bagi wisatawan untuk berkunjung ke Gunung Bungsu
Resort yang berada pada kenagarian Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bukik Topuang memiliki keindahan alam yang masih alami.Dari sini bisa dilihat sebagian daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh dan pada tempat ini sangat cocok dibangun lapangan golf
dan resort yang menawarkan kawasan wisata terpadu.

e - - - “323

Gambar 10.Kondisi eksisting Bukik Topuang
POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Potensi
Potensi pengembangan kawasan wisata Gunung Bungsu Resort dapat dilihat dari :
1. Keberagaman Objek Wisata
o Dikelilingi objek wisata alam, objek wisata sejarah, seperti keberadaan Batu Munjung, Benteng
Tuanku Nan Garang, Tungka View, Bukik Lontiak Paralayang/Bukik Topuang, Puncak Gunung
Bungsu, Aia Sonsang, dll.
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e Potensi alam mendukung untuk pelaksanaan olahraga paralayang, motocross, sepeda gunung.

e Sudah pernah diselenggarakan event Internasional untuk olahraga paralayang.

Potensi Geografis

e Potensi alam berupa kawasan hutan yang alami.

e Berdasarkan dari analisis overlay lahan, kawasan Gunung Bungsu Resort merupakan kawasan
hijau (hutan primer) yang masih asri untuk mendukung kegiatan wisata terkait dengan panorama.

Potensi Aksesibilitas

e Kondisi jalan menuju objek pada umumnya dapat dilewati oleh kendaraan roda dua dan empat
dengan kondisi beberapa bagian jalan belum diaspal.

o Kedekatan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan home base wisata Kota Bukittinggi dapat
membawa pengaruh pada aliran wisatawan.

Potensi pasar

e Peluang pengembangan wisata minat khusus (olahraga tantangan dan pendidikan).

e Banyak ODTW (Objek dan Daya Tarik Wisata) yang perlu dikembangkan dengan tema-tema
tertentu.

e Peluang pengembangan wisata berbasis lingkungan dengan daya farik keaslian daerah.

Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dari Gunung Bungsu Resort seperti :

1.

e

o

Objek dan Daya Tarik Wisata

o Kelestarian alam belum terjamin, karena belum ada upaya perencanaan dan pengelolaan yang
sistematis dan berkelanjutan (sustainable).

e Belum adanya perencanaan yang jelas tetang upaya menjaga kelestarian alam dan
keanekaragaman hayati Sumber Daya Alam (SDA) di Kawasan Gunuang Bungsu Resort.

Potensi Geografis

e Dari hasil overlay , kawasan memiliki keterbatasan untuk dibangun secara fisik (bangunan
permanen).

Fasilitas

e Masih terdapat beberapa ftk lokasi penting yang potensial yang nyaris belum tersentuh
pengelolaan dan pengolahan.

e Sarana dan prasarana yang tersedia masih relatif sangat minim, baik sarana dan prasarana untuk
wisata alam, petualangan, pemasaran, dan penelitian.

Sumber Daya Manusia

o Watak dan karakter masyarakat relatif yang belum terbuka terhadap perubahan.

e Tingkat pengetahuan, keframpilan dan kesadaran masyarakat yang masih relatif rendah terhadap
dunia pariwisata.

e Peran sektor pariwisata dari anak nagari belum optimal.

o Tidak terakomodirnya berbagai potensi yang ada di bidang budaya dan wisata pada masyarakat.

Kelembagaan

e Perlunya pengaturan regulasi dalam pengelolaan objek wisata di Kawasan Gunung Bungsu Resort
agar lebih optmal.

e Perlunya kerjasama aparat pemerintah seperti Dinas Pariwisata, Politani, Bappeda,Dinas Pekerjaan
Umum, untuk pengaturan pengembangan di Kawasan Gunung Bungsu Resort agar lebih optimal .

e Belum optimalnya penyerapan lapangan pekerjaan baru bagi angkatan kerja produktif yang mau
dan mampu bekerja di industri pariwisata.

Selain potensi dan masalah tersebut diatas, diperlukan penilaian terhadap potensi objek dan daya tarik

wisata di Kawasan Gunung Bungsu Resort. Penilaian ini dibutuhkan untuk menentukan tingkat prioritas
pengembangan objek wisata dan di masing-masing objek memiliki daya tarik dan peluang pengembangan yang
tidak sama. Karena itu dibutuhkan prioritas pengembangan dengan tujuan implementasi pembangunan dan
pengembangan objek wisata nantinya bisa efekfif, efisien dan maksimal. Secara spesifik penentuan prioritas ini
bertujuan sebagai berikut

1.

2.

Adanya attraction yaitu atraksi atau objek wisata yang menarik, unik, bernilai tinggi dan dapat
diandalkan.

Adanya supporting facilities, antara lain tempat penginapan (home stay), angkutan, tempat makan, toko
souvenir, dan infrastruktur yang baik dan sebagainya.
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3. Adanya accessibilities yaitu kemudahan pencapaian menuju objek wisata dan kemudahan mencapai
tempat penginapan (home stay) atau fasilitas pendukung lainnya.

Analisa potensi objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan menilai variabel-variabel yang
berpengaruh pada suatu objek wisata.Variabel-variabel tersebut merupakan fakfor-faktor penentu
pengembangan atraksi wisata. Variabel-variabel ini akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya
yang berbeda karakteristiknya.

Untuk studi kasus Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri, variabel tersebut dikelompokan menjadi :

1. Daya Tarik, meliputi keunikan, keindahan objek, keragaman atraksi, daya dukung
lingkungan baik fisik maupun kemasyarakatan, dan faktor berapa lama suatu atraksi objek
wisata mampu menahan seseorang untuk tinggal.

2. Aksesibilitas atau tingkat pencapaian, meliputi kemudahan pencapaian suatu objek
wisata (mengacu kepada pusat wilayah, karena pada pusat inilah terkonsentrasi fasilitas
pendukung wisata seperti akomodasi, dil) ketersediaan moda dan kualitas jaringan jalan.

3. Dukungan, meliputi ketersediaan akomodasi, prasarana penunjang wisata, fasilitas pada
objek wisata sendiri, keferkaitan dengan objek wisata lainnya, dan kemungkinan
pengembangan.

4. Pemasaran, meliputi jumlah pengunjung dan skala pemasaran (lokal, regional atau
internasional).

5. Dampak Terhadap Ekonomi dan Lingkungan, yaitu pengaruh yang diberikan suatu
objek wisata terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial budaya.

KONSEP PENGEMBANGANPARIWISATA

Kawasan Gunung Bungsu Resort ini terletak bersebelahan dengan Kawasan Lembah Harau Resort yang
merupakan Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP 3) dalam pembagian zonasi yang dilakukan oleh Dinas
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota. Kawasan yang dipersiapkan
sebagai objek wisata ini selayaknya tidak diganggu atau diubah fungsi dan tata guna lahannya. Pengembangan
objek wisata yang dapat dilakukan di Gunung Bungsu Resort adalah : rekreasi di alam terbuka. sepert :
berkemah, bersepeda, petualangan.

Wisatadan
rekreasilu
arruang

Site : GunungBungsu

Gambar 11. Kondisi Eksisting

Gambaran umum program pengembangan di Kawasan Gunung Bungsu Resort dapat direncanakan dari
beberapa bidang yaitu :

A. Bidang Sarana dan Prasarana
Arahan Rencana Kegiatan Fisik, seperti :

1. Memperbaikiaksesjalanmenuju kawasan puncak gunung unfuk pemanfaatan jalur menuju take off
paralayang, arena sepeda gunung dan motor cross.
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2. Merencanakan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas-fasilitas sosial berupa; kios kuliner, kios souvenir,
information center (ruang pengelola, ruang klinik kesehatan, ruang satpam), mushola, toilet, gazebo,
taman/open space, tempat memancing.

Merencanakan posko/basecamp paralayang, sepeda gunung, motor cross.

Merencanakan tempat parkir kendaraan pengunjung/wisatawan.

Pemanfaatan rumah masyarakat sebagai home stay

Memperbaiki akses jalan ke area wisata.

ook w

Arahan Rencana Kegiatan Non Fisik, seperti;

w

1. Peningkatan kualitas SDM dibidang kepariwisataan dengan pengembangan lembaga dan institusi yang
mendukung upaya penyadaran dan peningkatan mutu pelayanan kepariwisataan.
e Mengadakankomunikasidengankomunitasmasyarakatuntukmelestarikankawasan sekitar.
e Mengadakan sosialisasi serta kerjasama antara komunitas, swasta, pemerintah, masyarakat
e Menyediakan jasa biro wisata perjalanan menuju Kawasan Gunung Bungsu Resort.
e Penyusunan kesepakatan hukum kemitraan bagi pihak swasta yang melakukan kerjasama dengan
pemerintah.
e Pengembangan wisataparalayang menjadi kalender wisata atau agenda tahunan.

2. Pengembangandaya tarik wisata maupun pola kegiatan yang memiliki potensi yang besar namun belum
muncul atau belum digali potensi kepariwisataannya.
o Menerapkan kebijakan yang dapat melindungi cagar budaya seperti Perda, Renstra, RIPP dan
RDTRK.
e Mengadakan sosialisasi pentingnya kebijakan terkait cagar budaya Kawasan Sekitar Gunung
Bungsu Resort.
e Peningkatan program kerjasama regional untuk mengantisipasi semakin tajamnya persaingan antar
wilayah maupun secara nasional.
e Meningkatkan keahlian dalam hal kesenian dan atraksi budaya.
e Meningkatkan keahlian untukmembuat cinderamata.
e Meningkatkan promosi (informasi) Gunung Bungsu Resort secara langsung/fisik, maupun secara
tidaklangsung/non fisik.
e Melakukan kerjasama dengan sektor swasta melalui CSR perusahaan.
3. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan dan penyebarluasan
informasi dampak dan manfaat kepariwisataan terhadap aspek kehidupan masyarakat.
e Pelatihan peningkatan mutu pariwisata berbasiskan masyarakat.

.Bidang Penawaran Paket Wisata

Paket Wisata Alam (PWA)Gunung Bungsu Resort berisi berbagai kegiatan perjalanan dan petualangan di
alam, seperti Puncak Gunung Bungsu, Tungka View, Panorama Bukik Topuang.

Wisata Petualangan (Advanture Tour Package); Paket Wisata Petualangan merupakan “lanjutan” dari
wisata alam. Dalam Advanture Tour Package dilanjutkan dengan kegiatan menginap di alam bebas di
pegunungan dan hutan di Bukik Lontiak.

Wisata Sejarah (Historical Tour Package); Dalam paket wisata sejarah ditawarkan kesempatan untuk
mengunjungi tempat bersejarah di Luhak Limo Puluh Kota seperti; sejarah ke Benteng Tuanku Nan Garang
Wisata Olah Raga (Sporty Tour Package); Wisata olah raga yang khusus ingin dikembangkan di Kawasan
Gunung Bungsu Resort adalah olah raga paralayang, motorcross, sepeda gunung, mengingat kondisi
Gunung Bungsu memiliki frack yang unik bergelombang.

Wisata Agro; Kawasan Gunung Bungsu Resort banyak terdapat obyek pertanian, perkebunan dan
peternakan, hal ini dapat dilaksanakan wisata agro bagi masyarakat yang ingin mengenal budi daya tanaman
pangan di salah satu senta industi pangan di Sumatera Barat dengan menyelenggarakan program
pelatihan, mengenal tata cara bercocok tanam dsb.
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Gambar 12.Green Map Kawasan Gunung Bungsu Resort

Perencanaan zonasi di Kawasan Gunung Bungsu Resort ini yaitu :
1. Zona Inti: Bukik Lontiak/Bukik Topuang dan Tungka View
2. Zona Penyangga (buffer zone) : Kawasan hutan cagar alam/puncak gunung
3. Zona Pelayanan dan Pengembangan : Aia Sonsang, Benteng Tuanku Nan Garang

Gambar 13.Existing site dan rencana pengembangan area Tungka View
Sumber: Hasil Analisa dan Rencana, 2016
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Gambar 14. Existing site dan rencana pengembangan area Aia Sonsang
Sumber : Hasil Analisa dan Rencana, 2016

Gambar 15. Existing & rencana pengembangan Benteng Tuanku Nan Garang
Sumber: Hasil Analisa dan Rencana, 2016
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Tabel 1.

Analisis SWOT Pengembangan Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas Kawasan Gunung Bungsu Resort

KEKUATAN (STRENGTH) KELEMAHAN (WEAKNESS)

INTERNAL o Memiliki e Terbatasnya sarana
sumberdaya penunjang wisata  sepert
wisata meliput terminal, hotel, restoran dan
wisata alam, lainnya  serta  rendahnya
budaya, sejarah permintaan  akan fasilitas
dan berbagai akomodasi karena singkat nya
atraksi di kawasan waktu tinggal wisatawan.

EKSTERNAL lembah harau e Tujuan wisata masih terfokus
o Memiliki pasar pada Kawasan Lembah Harau
wisata yang cukup dan belum mampu menyebar
jelas dan pada objek wisata lain.
dikunjungi secara e Belum semua potensi wisata
periodik. dinventarisasi dan dikelola
o  Memiliki areal secara optimal
pengembangan o Tidak semua objek wisata
objek yang cukup dapat dijangkau oleh sarana
luas pada angkutan umum.
beberapa e Terbatasnya kapasitas dan
kawasan. kualitas  jalan  terutama
o  Memiliki menuju objek wisata yang
kecenderungan ada.
peningkatan e Jenis afraksi wisata kurang
jumlah wisatawan, beragam  dan  sangat
baik lokal dan tergantung  pada  afraksi
mancanegara. pemandangan alam, goa dan
e Objek wisata alam pegunungan
(terutama Puncak e Sebagian besar objek bersifat
Bukik potensial dan dalam tahap
Lontiak/Paralayan eksplorasi
g) masih menjadi
pilihan utama
wisatawan.
e Masyarakat lokal
memiliki
pengetahuan
tentang objek
wisata secara
historis  maupun
simbolis.
PELUANG STRATEGI S-0 STRATEGI O-W
(OPPORTUNITIES) (Ekstensifikasi) (Intensifikasi)
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Peluang
pengembangan
wisata minat
khusus (olahraga
tantangan  dan
pendidikan)
Banyak ODTW
yang perlu
dikembangkan
dengan  tema-
tema tertentu.
Peluang
pengembangan
wisata  berbasis
lingkungan
(ekowisata)
dengan
tarik
daerah.
Kedekatan Kab.
Lima Puluh Kota

daya
keaslian

Mengembangkan
destinasi  wisata
alam terutama
dengan tema
wisata alam
dataran tinggi.
Mengembangkan
potensi seni
budaya sebagai
atraksi budaya
pendukung
aktivitas wisata
Meciptakan
kerjasama
kepariwisataan
dengan  Propinsi
Riau sebagai
pasar potensial
Meningkatkan
hubungan dengan
jaringan
kepariwisataan

* Inventarisasi dan
pembuatan data
base sebaran ODTW
secara lengkap
sebagai  informasi
awal dalam
perencanaan

pengembangan dan
promosi pariwisata

* Menyediakan  dan
memperbaiki
infrastruktur dan
fasilitas sarana
perhubungan  yang
lebih memadai

*  Penambahan
fasilitas wisata
secara bertahap
pada objek-objek

wisata unggulan
«  Melakukan perbaikan
kualitas sarana dan

dengan  Home regional Sumatera prasarana  umum
Base wisata Kota Barat (public - good) yang
Bukittinggi dapat telah ada

membawa * Menambah dan
pengaruh  pada memperbaiki sistem
aliran wisatawan. jaringan fransportasi

» Pengembangan (jumlah dan kualitas)
akomodasi yang * Menjalin kerjasama
sekaligus dengan wilayah
menjadi  afraksi sekitar (Payakumbuh
wisata  seperti dan Bukittinggi)
penginapan Echo * Membangun fasilitas
di Lembah wisata yang
Harau. dibutuhkan

wisatawan.
STRATEGI S-T STRATEGI W-T
e AR, (Diversifikasi) (Konsolidasi)

* Pola wisata e Merancang dan e Optimalisasi wisata alam, budaya
masih cenderung mengembangkan dan sejarah yang dimiliki sebagai
bersifat ~ wisata secara  terpadu daya tarik utama pariwisata.
massal sehingga objek wisata e Menciptakan strategi
kurang dengan pengembangan yang
mendukung memperhatikan meminimalkan kelemahan yang
pengembangan aspek ada dan mensiasati persaingan
wisata  khusus keberlanjutan yang tajam antar daerah dalam
seperf (ekonomi dan menarik kunjungan wisatawan
pendidikan  dan konservasi)  dari e Terus menerus dilakukan
sejarah. keberadaan objek diversifikasi  produk pariwisata

*  Terjadi tersebut sesuai tuntutan pasar
pergeseran « Pengemasan
psikografi  dari produk wisata
berbasis  alam yang berbeda
menjadi berbasis dengan
hiburan dan daerah/kabupaten
rekreasi. lain
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*  Kompetisi antar » Pengembangan
Kota/Kabupaten objek wisata
di Sumatera berbasis  wisata
Barat dalam olahraga dan
meningkatkan tantangan sebagai
potensi objek wisata minat
wisatanya  dan khusus.
menciptakan » Pengembangan
keragaman wisata massal
atraksi. yang dekat

»  Waktu perjalanan dengan pusat
wisata  sangat wilayah yang telah
tergantung pada memiliki ~ fasilitas
pola libur memadai.
nasional.

» Ketersediaan
SDM bidang
pariwisata masih
terbatas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Gunung Bungsu Resort muncul sebagai salah satu objek wisata yang menyatukan wisata olah raga

paralayang dengan keindahan alam.Potensi pariwisata yang besar dan beragam di Gunung Bungsu Resort
belum di ikuti dengan pengelolaan yang baik dan terintegrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan objek wisata saat ini masih ber sifat

sendiri-sendiri dan tidak terorganisir dengan baik, ditambah lagi kualitas SDM lokal dalam melayani wisatawan
masih rendah.
Indikasi program di Kawasan Gunung Bungsu Resort yaitu :

Sosialisasi rencana dan inventarisasi potensi objek wisata

Melakukan kesepakatan dengan yang lingkungan rumahnya dilalui jalur tracking

Melakukan sosialisasi dan kesepakatan dengan masyarakat yang tempat tinggainya akan dijadikan
homestay.

Melakukan penataan pada sentra-sentra yang disepakafi

Menyediakan sentra point, fasilitas penduduk untuk sarana penunjang

Melakukan uji coba tracking

Melaksanakan sosialisasi Pemerintah Daerah dengan travel agent

Dokumentasi semua potensi yang ada

Pembuatan beberapa panduan wisata di website atau blog

. Perencanaan pembangunan infrastrukfur jalan

. Perencanaan pembangunan Museum Megalitik

. Perencanaan pembangunan camping ground, area tracking

. Merencanakan moda transportasi ke objek-objek wisata, sepert; bendi, kereta wisata
. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di sefiap lokasi objek wisata

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
untuk pengembangan kawasan wisata alam dan olah raga yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Lindberg, K. dan Hawkins, D.E. (1995). Ekowisata: Petunjuk untuk Perencanaan dan Pengelolaan. Yayasan
Alami Mitra Indonesia. Jakarta.

[2] Ekonomi. Pariwisata. Diterjemahkan oleh : Jusuf S. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. META, 2002.
Planning for Marine Ecotourism in the UE Atlantic Area.

ISBN :978-602-73463-1-4 77
http://pasca.unand.ac.idfid/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota




Desy Aryanti dan Harne Julianti Tou

78

ISBN :978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.idfid/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota



Risiko Produksi Pembenihan Lele Pada Usaha Family Pisces Group Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

RISIKO PRODUKSI PEMBENIHAN LELE PADA USAHA FAMILY PISCES GROUP KECAMATAN
KOTO TANGAH KOTA PADANG

Dwi Evaliza, Nur Afni Evalia", Elfi Syukrina Sani

' Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Unand

Email :dwievaliza@yahoo.com

Naskah diterima :7 Maret 2017 Naskah direvisi : 18 Maret 2017 Disetujui terbit: 18 April 2017

ABSTRAK

Lele adalah salah satu jenis ikan air tawar yang cukup di minati oleh konsumen. Tingginya jumlah
permintaan konsumsi ikan lele, menyebabkan permintaan benih lele juga meningkat. Salah satu usaha yang
bergerak di bidang pembenihan ikan lele di Kota Padang adalah Family Pisces Group. Pelaku usaha dihadapkan
dengan masalah fluktuasi survival rate (SR) yang menunjukkan risiko produksi. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode deskriptif. Metode kuantitatif digunakan untukmenghitung rata-rata dan probabilitas
dan menghitung dampak penggunaan Value at Risk (VaR). Sumberrisiko produksi yang terdapat dalam usaha
pembenihan Lele Sangkuriang di Family Pisces Group yaituhama, penyakit, kualitas air, dan kanibalisme. Hasil
analisis probabilitas ataurisiko kemungkinan timbul, yaitu: 1) hama dengan 17,11 persen/tahun, 2) penyakit 16,97
persen/tahun, 3)kualitas air dengan 38,89 persenftahun, dan 4) kanibalisme dengan 27,02 persen/tahun. Hasil
analisis dampak risiko, yaitu: 1) hama sebanyak Rp. 677.126/bulan, 2) penyakit sebesar Rp. 679.519/bulan, 3)
kualitas air Rp. 1.505.165/bulan, dan 4) kanibalisme sebesar Rp. 1.058.261/bulan.

Kata kunci: Risiko Produksi, Lele, Fluktuasi Tingkat Kelangsungan Hidup

PENDAHULUAN

Lele merupakan komoditas perikanan yang telah memasyarakat dan potensial untuk menggerakkan
perekonomian rakyat Selain itu, lele juga sangat prospekif untuk dikembangkan guna menunjang program
ketahanan pangan dan gizi Oleh karena itu, perkembangan produksi lele sefiap tahunnya mengalami
peningkatan yang cukup signifikan, dimana berdasarkan data yang dikeluarkan oleh DKP, pada tahun 2009-2013
terjadi kenaikan produksi rata-rata 40,18 persen setiap tahunnya. Perkembangan produksi yang cukup signifikan
tersebut menjadi bukti bahwa lele memang menjadi salah satu komoditas utama perikanan budidaya di tengah-
tengah masyarakat yang masih akan terus berkembang [1]

Budidaya ikan lele banyak dilakukan masyarakat karena dapat dilakukan pada lahan yang sempit dan
sumber air yang terbatas dengan kepadatan populasi ikan yang tinggi. Selain itu, pakan untuk budidaya ini
mudah didapat dan teknologi yang digunakan relatif mudah dimengerti oleh masyarakat. lkan lele memiliki
beberapa keunggulan dibandingkan komoditas lainnya, seperti rasa dagingnya yang enak dan lembut,
kandungan gizi pada setiap ekornya cukup tinggi, yaitu protein (17-37%), lemak (4,8%), vitamin (1,2%) yang
terdiri dari vitamin A, B kompleks, D dan E. Kemudian mineral yang terkandung sebesar 1,2% yang terdiri dari
garam fosfat, kalsium, besi, tembaga, dan yodium [2]

Salah satu pelaku yang bergerak dalam usaha pembenihan ikan lele di kota Padang adalah Family
pisces group. Perusahaan ini fokus pada kegiatan pembenihan ikan lele Sangkuriang dan telah memiliki sertifikat
lele sangkuriang. Salah satu risiko yang terkait dengan usaha yang dilakukan Family Pisces Group adalah risiko
produksi. Risiko produksi mempunyai pengaruh terhadap hasil produksi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya
antisipasi dan penanganan dalam faktor-fakior tersebut.

Family Pisces Group merupakan pelaku budidaya perikanan yang bergerak dalam bidang pembenihan
ikan air tawar di kota Padang. Salah safu produk unggulan yang di hasilkan oleh Family Pisces Group ini adalah
benih ikan lele sangkuriang. Berdasarkan penelitian dan sumber pustaka mengenai ikan lele Sangkuriang
biomassa induk lele Sangkuriang (induk betina) seberat 5 kg, mampu menghasilkan benih berumur 25 hari
dengan tingkat kelangsungan hidup (SR / survival rate) lebih dari 90 persen atau lebih dari 168.000 ekor,
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sedangkan family Pisces Group menghasilkan benih berumur 25 hari dengan SR rata-rata 70,2 persen atau
jumlah rata-rata 120.000 ekor benih. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara standar dengan aktual.
Padahal benih lele sebagai salah satu input kegiatan budidaya pembesaran lele, sehingga sangat penting
penangannya dalam peningkatan produksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembenihan ikan lele
menghadapi risiko produksi. Dengan demikian, pengelolaan risiko benih ikan lele menjadi penting dalam
keberhasilan produksi.

Dalam melakukan kegiatan usaha pembenihan ada beberapa faktor yang diindikasikan sebagai sumber
risiko produksi yang akan mempengaruhi hasil produksi sepert kualitas induk, kualitas pakan, kualitas air, suhu
air, kanibalisme, hama dan penyakit. Kualitas induk akan mempengaruhi hasil produksi yang apabila kualitas
induk yang digunakan berkualitas buruk baik itu jantan ataupun betina, maka akan menyebabkan fekunditas
(jumlah telur) yang dihasilkan sedikit, fertilization rate (derajat pembuahan) yang tidak sempurna, hatching rate
(derajat penetasan) yang rendah, serta benih yang fidak berkualitas sehingga survival rate (tingkat kelangsungan
hidup) akan bernilai rendah, dan begitu juga sebaliknya. Kualitas pakan juga menjadi salah satu masalah pada
produksi, apabila kualitas pakan yang digunakan kurang baik, maka pertumbuhan dan daya tahan ikan akan
berkurang. Selain itu, buruknya kualitas pakan juga dapat mempengaruhi kualitas air yang apabila kualitas air
pemeliharaan memburuk, dapat menyebabkan kematian benih-benih tersebut.

Peralihan dari kondisi panas kepada hujan ataupun sebaliknya dapat menyebabkan perubahan suhu
dan kondisi air, sehingga dapat menyebabkan kematian benih dalam jumlah yang besar. Kesalahan dalam
seleksi induk lele yang akan dipijahkan dapat menyebabkan telur yang dihasilkan rendah derajat penetasannya.
Musim kemarau mempengaruhi produktvitas induk lele dalam menghasilkan telur, sehingga jumlah telur yang
dihasilkan menurun. Sementara itu, hama maupun penyakit dapat menyerang benih lele yang dibudidayakan,
sehingga mengakibatkan kematian benih lele yang dipelihara.

Peneliian ini berfujuan unfuk Mengidentifikasi sumber risiko produksi yang terdapat pada usaha
pembenihan ikan lele Sangkuriang di Family Pisces Group serta menganalisis probabilitas dan dampak dari
sumber risiko produksi pada usaha pembenihan ikan lele Sangkuriang di Family Pisces Group.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam peneliian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada
Family Pisces Group di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat.

Metode yang digunakan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya risiko adalah metode nilai standar
atau z-score. Metode ini dapat digunakan apabila ada data historis dan berbentuk kontinus (desimal). Data yang
terkait adalah jumlah benih berukuran 2-3 ¢cm yang dihasilkan, total benih yang mati pada setiap siklus/periode,
jumlah benih yang mati yang diakibatkan oleh setiap sumber risiko pada siklus/ periode, dan batas normal
kematian benih.

Data yang digunakan adalah data produksi lele dari bulan Mei 2015 - April 2016. Data tersebut
diperoleh dengan hasil data sekunder. Rumus yang digunakan untuk mendapatkan data kematian benih setelah
mendapatkan data kematian dalam bentuk persen dari setiap sumber risiko produski adalah sebagai berikut :

Benih Mati=> Kematian Benih X Persen Kematian Benih

Dimana

Benih Mati = benih yang mati akibat sumber risiko pada siklus/periode tertentu

Z Kematian Benih = total benih yang mati (ekor) pada 1 siklus (1 bulan)

Persen kematian benih = persen benih yang mati dari total kematian benih pada siklus/periode tertentu
dari setiap sumber.

Data kematian benih akan diperoleh dari hasil observasi di lokasi penelitian. Langkah yang dilakukan
untuk mendapatkan jumlah benih yang mati yang diakibatkan oleh setiap sumber risiko adalah sebagai berikut :

1. Menghitung benih mati yang diakibatkan oleh penyakit secara manual dngan indikator fisik benih.

2. Menghitung benih mati yang diakibatkan oleh kualitas air secara manual dengan indikator fisik benih
tidak menunjukkan adanya kematian yang disebabkan oleh penyakit.

3. Menghitung benih mati yang diakibatkan oleh kanibalisme pada kolam pemeliharaan secara manual
dengan indikator fisik benih terluka atau fisik benih tersebut inggal bagian tertenntu saja.

4. Menghitung benih mati yang diakibatkan oleh hama saat pemanenan dengan perhitungan sebagai
berikut :
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BM.H = (No - (BM.P + BM.KA + BM.K)) - Nt

Dimana :

BM.H = benih mat akibat hama (ekor)

No = Jumlah benih awal (ekor)

Nt = Jumalh benih Akhir (ekor)

BM.P = benih mati akibat penyakit (ekor)

BM.KA = benih mat akibat kualitas air yang buruk (ekor)
BM.K = benih mati akibat kanibalisme (ekor)

Menurut Kountur [3] langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan perhitungan kemungkinan terjadinya risiko
menggunakan metode ini dan aplikasinya pada pembenihan lele sangkuriang family pisces group adalah:

a. Menghitung rata-rata kejadian berisiko Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata benih ikan
lele yang diproduksi adalah:
Y, xi

n

=

Dimana: x = Nilai rata-rata dari kejadian berisiko
xi = Nilai per bulan dari kejadian berisiko
n = Jumlah data

b. Menghitung nilai standar deviasi dari kejadian berisiko

¥r, (xi— 12

s =
n—1

Dimana: s = Standar deviasi dari kejadian berisiko
xi = Nilai per bulan dari kejadian berisiiko
x = Nilai rata-rata dari kejadian berisiko
n=Jumlah data

c. Menghitung z-score

Dimana: z = Nilai z-score dari kejadian berisiko

x = Batas risiko yang dianggap masih dalam taraf normal
x = Nilai rata-rata kejadian berisiko

s = Standar deviasi dari kejadian berisiko

Analisis Dampak Risiko Metode yang paling efektif digunakan dalam mengukur dampak risiko adalah
VaR (Value at Risk). Var adalah kerugian terbesar yang mungkin terjadi dalam rentang waktu tertentu yang
diprediksikan dengan tingkat kepercayaan tertentu. Menurut Kountur (2008), VaR dapat dihitung dengan rumus
berikut

VaR:f+z(%)

Dimana:

VaR = Dampak kerugian yang diimbulkan oleh kejadian berisiko
X = Nilai rata-rata kerugian akibat kejadian berisiko

Z = Nilai z yang diambil dari tabel distribusi normal

S = Standar deviasi kerugian akibat kejadian berisiko

N =Banyaknya kejadian berisiko
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Family Pisces Group

Family Pisces Group adalah pembudidaya ikan tahap pembenihan yang telah memiliki sertifikat Lele
Sangkuriang. Family Pisces Group berlokasi di kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota padang
Sumatra Barat. Luas lahan yang dimiliki dan digunakan sebagai tempat usaha yaitu 1500 m?2 dengan status
kepemilikan lahan yaitu milik sendiri. Adapun alur kegiatan pembenihan ikan lele sangkuriang di family pisces
group bisa dilihat pada Gambar 1.

. . Peracikan pakan,
Pemeliharaaninduk | ==-=- > .
pemberian pakan
Pemijahaninduk | - <o 5| Seleksiinduk, persiapan
wadah
v
Penetasantelur  p---- =»| Pengelolaan kualitas air
A
Pengelolaan kualitas air,
Pemeliharaanlarva  |----- >
pemberian pakan,
y Pengelolaan kualitas air,
Pemeliharaan benih  |_ _ _ _ _ >
pemberian pakan, sortasi
dan peniarangan padat
Pemanenan benih |- - - _ _ —p| Pemanenan dan sortasi.

Gambar 1. Alur kegiatan pembenihan ikan lele sangkuriang di family pisces group

Family Pisces Group melakukan kegiatan produksi mulai dari pemeliharaan induk, pemijahan induk baik
secara alami, penetasan telur, pemeliharaan larva, pemeliharaan benih hingga pemanenan benih lele
sangkuriang. Lama pemeliharaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan benih berukuran 2-3 c¢cm yaitu 25 hari
sampai 30 hari. Dalam melakukan kegiatan produksi, Family Pisces Group menerapkan teori produksi
pembenihan dengan cukup baik, karena pemilik Family Pisces Group adalah lulusan jurusan budidaya perikanan
dan selalu memberikan pelatihan baik secara teori maupun praktek kepada karyawannya. Namun dalam
penerapannya masih ada beberapa hal yang belum dilakukan dengan baik karena adanya keterbatasan seperti
pemberian pakan.

A. Analisis Risiko Produksi Pembenihan Ikan Lele Sangkuriang

1. Hama.

Organisme yang menjadi hama yang bersifat predator atau pemangsa utama bagi benih lele
Sangkuriang berdasarkan kondisi di Family Pisces Group adalah kelelawar, burung, dan kodok. Keberadaan
hama pemangsa ini tentu akan merugikan karena akan menyebabkan benih yang dipelihara mati akibat
dimangsa oleh hama pemangsa tersebut Pada Family Pisces Group, kematian yang disebabkan oleh hama
yaitu sebanyak 144.159 ekor dari jumlah benih awal yaitu 2.241.000 ekor. Kematian tersebut adalah kematian
yang terjadi sejak juni 2015 — mei 2016.

2. Penyakit
Penyakit yang disebabkan oleh bakteri adalah Motile Aeromonas Septicemea (MAS) atau yang lebih dikenal
dengan nama penyakit bercak merah. Penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri Aeromonas hydrophila.
Sedangkan jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada benih lele adalah jamur Sapolegnia dan jamur
Achyla. Pada Family Pisces Group, kematian yang disebabkan oleh penyakit yaitu sebanyak 143.001 ekor dari
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jumlah benih awal yaitu 2.241.000 ekor. Kematian tersebut adalah kematian yang terjadi sejak Juni 2015 — mei
2016.

3. Kualitas Air
Kualitas air yang buruk dapat menyebabkan kematian larva atau benih yang dapat merugikan suatu usaha.
Kematian larva atau benih yang terjadi di Family Pisces Group yaifu disebabkan kandungan pH air yang rendah
atau dibawah 5. Selain pH yang asam, kematian juga dapat disebabkan karena perubahan suhu lebih dari 5° C
secara drastis dalam waktu yang singkat. Perubahan suhu lebih dari 59 C yang drastis tidak hanya menyebabkan
kematian, namun juga menghambatlaju pertumbuhan benih ikan.
Pada Family Pisces Group, kematian yang disebabkan oleh kualitas air (pH asam dan perubahan suhu secara
drastis) yaitu sebanyak 327.686 ekor dari jumlah benih awal yaitu 2.241.250 ekor. Berdasarkan hasil
pengamatan yang dilakukan pada bulan Mei 2016 di lokasi penelitian, jumlah kematian benih yang terjadi pada
bulan Mei yang disebabkan oleh kualitas air (pH asam dan perubahan suhu secara drastis) yaitu 30.490 ekor dari
jumlah benih awal yaitu 186.750 ekor.

4. Kanibalisme
Kanibalisme terjadi idak hanya karena keragaman ukuran, namun juga karena kualitas benih. Biasanya benih
yang berkualitas baik (lincah dan akfif) akan memangsa benih yang berkualitas buruk (pasif), walaupun ukuran
badan benih yang kanibal lebih kecil dari benih yang dimangsa. Kanibalisme juga dapat disebabkan oleh padat
tebar yang terlalu tinggi. Padat tebar yang tinggi mengakibatkan ruang gerak ikan terbatas dan tingkat
persaingan makanan dan oksigen menjadi tinggi. Kanibalisme sering terjadi pada saat musim hujan. Hal ini
dikarenakan sulitnya mendapatkan pasokan pakan alami berupa cacing sutera pada musim tersebut.
Keterlambatan dalam melakukan sortir juga dapat memicu tingginya tingkat kanibalisme.Kematian terbanyak
pada benih di Family Pisces Group yang diakibatkan kanibalisme terjadi pada bulan mei yaitu 47 % dari total
kematian. Pada Family Pisces, kematian yang disebabkan oleh kanibalisme yaitu sebanyak 227.673 ekor dari
jumlah benih awal yaitu 2.241.000 ekor.

B. Analisis Probabilitas Sumber Risiko Produksi

Data yang digunakan dalam analisis probabilitas adalah hasil wawancara dengan pemilik usaha. Data
tersebut adalah data kematian benih yang disebabkan oleh masing-masing sumber risiko produksi pada tahun
2015-2016. Penentuan jumlah, kondisi, dan batas nilai yang digunakan oleh pemilik usaha mengacu pada
pengalaman terdahulu. Perhitungan analisis probabilitas terjadinya risiko dari masing — masing sumber risiko
produksi diolah menggunakan metode nilai standar atau Z-score.

Tabel 1. Probabilitas Risiko dari Sumber Risiko di Family Pisces Group Tahun 2016

No Sumber Risiko Produksi Probabilitas (%)
1 Hama 17,11
2 Penyakit 16,97
3 Kualitas Air 38,89
4 Kanibalisme 27,02

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa nilai probabilitas masing — masing sumber risiko produksi dari
yang terbesar sampai yang terkecil yaitu kualitas air 38,89 persen, kanibalisme sebesar 27,02 persen, hama
sebesar 17,11 persen, dan penyakit sebesar 16,97 persen.

Nilai Z = 0,07 untuk sumber risiko kanibalisme jika dipetakan pada tabel distribusi Z akan menunjukkan
nilai 0,472. Nilai tersebut memiliki arti bahwa kemungkinan terjadinya kematian yang diakibatkan oleh kualitas air
yang melebihi batas normal kematian yaitu 20.000 ekor adalah 47,2% persen. Kanibalisme adalah sumber risiko
produksi yang dihadapi oleh Family Pisces Group dengan nilai probabilitas terbesar dibandingkan sumber
lainnya. Hal ini terkait dengan sulinya untuk menyediakan kuantitas pakan alami yang mencukupi, karena
sampai saat ini sumber pakan alami yaitu cacing sutera masih didapat dari alam.

Nilai Z yang diperoleh untuk sumber risiko kualitas air adalah 0,14. Nilai tersebut jika dipetakan pada
tabel distribusi Z akan menunjukkan nilai 0,444. Nilai tersebut memiliki arti bahwa kemungkinan terjadinya
kematian yang diakibatkan oleh hama yang melebihi batas normal kematian yaitu 30.000 ekor adalah 44,4
persen. Hasil Kualitas air adalah sumber risiko produksi yang dihadapi oleh Family Pisces Group dengan nilai
probabilitas terbesar kedua setelah kualitas air.

Nilai Z yang diperoleh untuk sumber risiko penyakit adalah 0,28. Nilai tersebut jika dipetakan pada tabel
distribusi Z akan menunjukkan nilai 0,390. Nilai tersebut memiliki arti bahwa kemungkinan terjadinya kematian
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yang diakibatkan oleh hama yang melebihi batas normal kematian yaitu 15.000 ekor adalah 39 persen. Penyakit
adalah sumber risiko produksi yang dihadapi oleh Family Pisces Group dengan nilai probabilitas yang ketiga
sefelah kanibalisme dan kualitas air. Penyakit yang ada pada Family Pisces Group disebabkan oleh bakteri.
Aeromonas dan jamur Achyla atau Sapolegnia. Kematian terbanyak yang diakibatkan oleh penyakit terjadi pada
bulan April.

Z yang diperoleh untuk sumber risiko hama adalah 0,30. Nilai tersebut jika dipetakan pada tabel
distribusi Z akan menunjukkan nilai 0,382. Nilai tersebut memiliki arti bahwa kemungkinan terjadinya kematian
yang diakibatkan oleh hama yang melebihi batas normal kematian yaitu 15.000 ekor adalah 38,2 persen. Hasil
pencarian probabilitas pada tabel distribusi Z dapat dilihat pada lampiran 20. Hama adalah sumber risiko
produksi yang dihadapi oleh Family Pisces Group dengan nilai probabilitas terendah dibandingkan sumber risiko
produksi lainnya.

C. Analisis Dampak Sumber Risiko Produksi

Pada perhitungan dampak risiko produksi ditentukan tingkat keyakinan yang digunakan yaitu 70 persen
dan sisanya error yaitu 30 persen. Harga jual benih ikan lele sangkuriang berukuran 2-3 ¢cm yaitu Rp 50/ekor.
Harga sebesar Rp 50/ekor untuk benih lele berukuran 2-3 cm adalah harga yang ditetapkan oleh pemilik usaha
dan disepakati oleh pembeli atau konsumen. Harga benih tersebut bisa saja berubah sesuai dengan harga pakan
benih ikan lele.

Tabel 2. Dampak Risiko dari Sumber Risiko Produksi di Family Pisces Group Tahun 2015-2016

No | sumber Risiko | Dampak (Rp)
Produksi

1 | Hama 677.126

2 | Penyakit 679.519

3 | Kualitas Air 1.505.162

4 | Kanibalisme 1.058.261

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa dampak yang diakibatkan oleh masing-masing sumber risiko
produksi dari yang terbesar sampai yang terkecil yaitu kualitas air Rp 1.505.162, kanibalisme Rp 1.058.261,
penyakitRp 679.519, hama Rp 677.126.

Dampak yang diakibatkan oleh sumber risiko kualitas air adalah Rp 1. 505.162 pada fingkat
kepercayaan 70 persen. Hal tersebut berarti bahwa kerugian maksimal yang diterima akibat kualitas air adalah
Rp 1.505.162, namun kemungkinan kerugian diluar Rp 1.505.162 sebesar 30 persen. Kerugian terbesar akibat
kualitas air terjadi pada bulan januari, september, dan maret. Bulan-bulan tersebut adalah bulan dengan musim
penghujan yang dapat mempengaruhi kualitas air terutama perubahan suhu air yang drastis dan membuat
kandungan pH air menjadi asam sehingga mengakibatkan kematian benih hingga 60 persen.

Dampak yang diakibatkan oleh sumber risiko kanibalisme adalah Rp 1.058.261 pada tingkat
kepercayaan 70 persen. Hal tersebut berarti bahwa kerugian maksimal yang diterima akibat kanibalisme adalah
Rp 1.058.261, namun kemungkinan kerugian diatas Rp 1.058.261 sebesar 30 persen. Kerugian terbesar akibat
kanibalisme terjadi pada bulan April dan Mei 2016. Bulan-bulan tersebut adalah bulan dengan musim penghujan
sehingga Family Pisces Group kesulitan untuk mendapatkan pasokan pakan alami. Kekosongan pasokan pakan
alami tersebut dapat memicu tingginya tingkat kematian benih yang disebabkan kanibalisme.

Dampak yang diakibatkan oleh sumber risiko penyakit adalah Rp 679.519 pada tingkat kepercayaan 70
persen. Hal tersebut berarti bahwa kerugian maksimal yang diterima akibat penyakit adalah Rp 679.519, namun
kemungkinan kerugian diluar Rp 679.519 sebesar 30 persen. Kerugian terbesar akibat penyakit pada bulan april
2016. Penyakit pada bulan tesebut disebabkan karena pengelolaan kualitas air yang kurang baik sehingga
memicu timbulnya penyakit
Dampak yang diakibatkan oleh sumber risiko hama adalah Rp 677.126 pada tingkat kepercayaan 70 persen. Hal
tersebut berarti bahwa kerugian maksimal yang diterima akibat hama adalah Rp 677.126, namun kemungkinan
kerugian diluar Rp 677.126 sebesar 30 persen. Kerugian terbesar akibat hama terjadi pada bulan maret dan april
2016. Pada bulan tersebut terdapat banyaknya hama Kodok dan Burung yang memangsa benih ikan lele
sangkuriang.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Dari penelitian yang dilakukan mengenai analisis risiko produksi pembenihan ikan lele sangkuriang pada
Family Pisces Group dapat disimpulkan bahwa :
1. Sumber risiko yang dihadapi pelaku usaha yaitu hama, penyakit, kualitas air dan kanibalisme.
2. Berdasarkan hasil analisis probabilitas atau kemungkinan terjadinya risiko,diperoleh nilai
probabilitas masing — masing sumber risiko produksi dari yang terbesar sampai yang terkecil, yaitu :
1) kanibalisme sebesar 47,2 persen, 2) kualitas air sebesar 44,4 persen, 3) hama sebesar 38,2
persen, 4) penyakit sebesar 39,0 persen.
3. Berdasarkan hasil analisis dampak risiko, diperoleh nilai dampak yang diakibatkan oleh masing -
masing sumber risiko produksi dari yang terbesarsampai yang terkecil, yaitu : 1) kualitas air sebesar
Rp 1.505.162, 2) kanibalisme sebesar Rp 1.058.261, 3) penyakit sebesar Rp 679.519, dan 4) hama
sebesar Rp 677.126.

Saran
Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, saran yang dapat diajukan berupa alternatif strategi
penanganan risiko yaitu :
1. Untuk menjaga kualitas air sebaiknya membuat atap pada setiap kolam yang bertujuan untuk menjaga
pH air saat hujan turun dan mencegah perubahan suhu yang drastis saat panas.
2. Untuk mengatasi kanibalisme sebaiknya Family Pisces Group menjalin kerjasamadengan beberapa
penjual cacing sutera agar dapat menjamin ketersediaan pakan alamiterutama pada musim hujan
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ABSTRAK

Desa Plumbon Gabang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dikenal sebagai desa sentra
pertanian, juga sentra industri manic-manik dan jalur lintas alternatif Surabaya/Jombang ke Kidiri Jawa Timur.
Desa ini memiliki potensi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) sebagai desa wisata melalui usaha kerajinan
manik-manik. Adanya ODTW dan akses menuju desa wisata menjadi modal awal pembangunan pariwisata,
sedangkan fasilitas pariwisata dan hospitality services belum dikembangkan. Dari kondisi ini perlu dilakukan
penelitian pengembangan infrastruktur pariwisata yang mendukung pengembangan Desa Plumbon Gabang
sebagai desa wisata. Untuk mendapatkan arahan pengembangan infrastruktur yang dikembangkan langkah
pertama dilakukan survey kondisi eksisting berbagai fasilitas yang ada. Hasilnya adalah tabulasi kondisi
eksisting fasilitas desa yang mendukung pengembangan wisata. Kedua dilakukan FGD dan participatory
mapping dengan melibatkan masyarakat dan perangkat desa. Untuk mendapatkan informasi yang akurat maka
digunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan menggunakan teknik participatory mapping.
Selanjutnya ketiga dilakukan gap analysis terhadap fasilitas pariwisata. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil
akhir dilakukan analisis triagulasi dari teori perencanaan pariwisata perdesaan, kebijakan pembangunan desa
dan hasil analisis sebelumnya. Dari hasil analisa dapat disimpulkan arahan pengembangan Infrastruktur
Pariwisata di Desa Plumbon Gabang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang berdasarkan Aspirasi Masyarakat
meliputi, pengembangan fasilitas showroom sebagai sarana pamer pembuatan manik manik yang dapat
dilakukan sendiri oleh wisatawan, pengembangan area peristirahatan terintegrasi showroom manik manik,
pelebaran jalan di sekitar showroom dan area peristirahatan, gapura penanda desa wisata, dan tempat
informasi pemandu wisata. Harapanya pembangunan infrastruktur pariwisata ini mampu meningkatkan
kunjungan wisata ke Desa Plumbon Gabang dengan menjaring orang dan/atau kendaraan yang lewat pada
jalur lintas alternatif ini, disamping pengunjung yang secara khusus memang tertarik pada pembuatan kerajinan
manik-manik.

Kata kunci: Pembangunan Desa, Desa Wisata, Infrastruktur Pariwisata, Aspirasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Secara umum pengembangan pembangunan perdesaan biasanya bertumpu pada sektor pertanian,
industri kecil, pariwisata desa dan jasa perdagangan hasil pertanian. Pengembangan sektor-sektor ini
didasarkan pada potensi dan masalah yang dihadapi di desa seperti prasarana terbatas seperti jalan, irigasi,
pasar, informasi, kesehatan serta lemahnya keterkaitan antar kegiatan ekonomi baik sektoral maupun spasial.
[1]. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan adanya kemandirian dan partisipasi
masyarakat desa dalam pembangunan. Desa memiliki kewenangan luas sebagai daerah otonom untuk
mengelola wilayahnya dalam pembangunan. Peran desa sangat penting dalam mewujudkan pembangunan
pada tataran nasional, sehingga kini masyarakat desa bukan lagi hanya berperan sebagai obyek
pembangunan, melainkan sudah menjadi subyek pembangunan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat desa melalui
potensi yang dimiliki untuk menetapkan pilihan-pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuannya [2].
Upaya pemberdayaan masyarakat desa dapat memberikan stimulasi untuk mendorong atau memotivasi
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individu agar memiliki kemampuan atau keberdayaan dalam memutuskan pilihan-pilhannya melalui proses
dialog. Proses dialog dapat membangun kapasitas masyarakat desa dalam perumusan program-program dalam
mengatasi permasalahan yang ada dimasyarakat, sehingga tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan
dapat diwujudkan pada kurun wakiu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk mempercepat pembangunan
Desa Plumbon Gambang, diperkulan partisipasi masyarakat desa dalam proses mencari potensi dan masalah
sehingga dapat tersusun program-program pembangunan desa yang berkelanjutan.

Di desa Plumbon Gabang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang telah mulai meningkatkan pendapatan
masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan mikro berupa pengembangan industri kecil dan menengah
usaha kerajinan manik-manik dan turunannya. Dari adanya 121 kegiatan usaha manik-manik bisa menyerap
tenaga kerja sebanyak 1.007 pekerja tetap dan 600 pekerja tidak tetap. Selain itu juga terdapat lembaga APMA
(Asosiasi Pengusaha Manik-mnik dan Aksesoris). Kondisi ini mendukung Desa Plumbon Gabang menjadi fujuan
wisata manik-manik. Tersedianya akses dari Kabupaten Jombang menuju Kediri yang merupakan jalan alternafif
Jombang-Kediri via Simpang Lima Gumul Kediri, menjadikan wisata manik-manik Desa Plumbon Gabang
mempunyai akses baik dari Kediri maupun Jombang. Sayangnya pengembangan Desa Wisata Plumbon Gabang
belum sepenuhnya didukung kelengkapan infrastruktur pariwisata pada umumnya. Dari sini disadari bahwa perlu
kajian penyediaan infrastruktur pariwisata di Desa Plumbong Gabang.

Membangun desa menjadi kawasan wisata perlu memperhatikan beberapa hal antara lain:
mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki oleh desa, memperkuat hubungan antara fungsi pengembangan
kegiatan pariwisata dengan sekfor lain, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, memberikan
kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari pengembangan desa wisata [3]. Oleh
sebab itu, potensi dan kekuatan yang ada di bidang kerajinan manik-manik bisa menjadi langkah awal dalam
membangun desa wisata.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan arahan pengembangan infrastruktur yang dikembangkan langkah pertama
dilakukan survey kondisi eksisting berbagai fasilitas yang ada. Hasilnya adalah tabulasi kondisi eksisting fasilitas
desa yang mendukung pengembangan wisata. Kedua dilakukan FGD dan participatory mapping dengan
melibatkan masyarakat dan perangkat desa. Unfuk mendapatkan informasi yang akurat maka digunakan
pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan menggunakan teknik participatory mapping. Pemetaan
partisipatif adalah proses pembuatan peta yang berusaha meperlihatkan kesatuan antara lahan dengan
komunitas lokal dengan menggunakan pemahaman umum dan simbol kartografi (legenda peta) yang dikenali
masyarakat lokal [4]

FGD memungkinkan peneliti dan informan berdiskusi intensif dan tidak kaku dalam membahas isu-isu
yang sangat spesifik. FGD juga memungkinkan penelii mengumpulkan informasi secara cepat dan konsftrukif
dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Analisa data dilakukan untuk menghasilkan fakta kondisi
desa sebagai fitik arahan rencana.

Fakta wilayah terdiri atas potensi wilayah, faktor pembatas, peluang, dan hambatan. Selanjutnya ketiga
dilakukan gap analysis terhadap fasilitas pariwisata. Selanjuinya untuk mendapatkan hasil akhir dilakukan
analisis friagulasi dari teori perencanaan pariwisata perdesaan, kebijakan pembangunan desa dan hasil analisis
sebelumnya. Teori perencanaan pariwisata perdesaan memberikan konsep desa wisata yang didukung potensi
desa, hingga pengembangan pariwisata didesa bisa dinikmati oleh penduduk desa. Kebijakan perencanaan desa
di Kabupaten Jombang didorong bersifat partisipatif yang ditandai keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat
secara akfif dalam proses pembangunan. Diakhir perencanaan yang memperhatikan aspirasi masyarakat arahan
didasarkan pada potensi yang dibutuhkan masyarakat sehingga apa yang direncanakan/diarahkan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat Desa Plumbon Gabang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara administratif wilayah Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang terdiri
dari 5 Dusun, 5 RW dan 22 RT. Adapun luas wilayah secara keseluruhan seluas : 173,860 Ha yang terdiri dari

a. Pemukiman / Pekarangan Penduduk: 39,036 Ha
b. Sawah Pertanian: 133,424 Ha
c. Lain-lain: 1,400 Ha
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Gambar. 1 Pola dan Struktur Ruang Desa Plumbon Gambang

Desa Plumbon Gambang mempunyai Visi Desa yaitu terwujudnya Desa Plumbon Gambang
BERMESRA singkatan dari BERSAMA MENUJU SEJAHTERA. Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang
akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Plumbon Gambang. Dengan visi ini diharapkan akan
terwujud masyarakat Desa Plumbon Gambang yang maju dalam bidang usaha Industri Kerajinan Manik-manik
dan pertanian serta sektor yang lain sehingga bisa mengantarkan kehidupan masyarakat Desa Plumbon
Gambang yang sejahtera dan ekonominya mapan. Sedangkan misi Desa Plumbon Gambang dengan
mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Plumbon
Gambang sebagai berikut:

1. Membangun sarana prasarana yang menunjang terwujudnya lingkungan yang bersih dan elok seperti
pembuatan bak sampah.

2. Membangun sarana prasarana keamanan dan menumbuh kembangkan serta membangkitkan
kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa seperti gotong rroyong, kerja bakf,
gugur gunung dan pam swakarsa.

3. Membangun sarana prasarana perekonomian masyarakat seperti Pembagunan JITUT, plengsengan
saluran irigasi, dam pembagi air, Gedung BUMDes serta penguatan kapasitas lembaga ekonomi yang
ada yakni Gapoktan dan Kopwan serta APMA.

4. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketagwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat
yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana
saling menghargai dan menghormat.

6. Menata Pemerintahan Desa Plumbon Gambang yang kompak dan bertanggung jawab dalam
mengemban amanat masyarakat.

7. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.

8. Menumbuh Kembangkan Kelompok petani ternak dan Gabungan Kelompok Tani ternak serta bekerja
sama denga HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Peternakan.

9. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.

10.Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah
diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan
intelektual, inovafif dan enterpreneur (Kewirausahawan) [5]

Upaya membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor
pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.
Beberapa misi Desa Plumbon Gabang juga menitik beratkan pada upaya peningkatan infrastruktur. Kondisi
infrastruktur hasil survey awal oktober 2016 adalah adanya masjid yang belum selesai pembangunannya. Kondisi
balai desa yang perlu direnovasi, beberapa kali pelatihan manik-manik memanfaatkan balai desa, adanya
jembatan yang perlu direhabilitasi. Kondisi sosial eksistingnya banyak warga yang tidak mempunyai pekerjaan
tetap, pasar manik-manik menurun dampak krisis global dan belum adanya showroom sebagai sentra manik-
manik serta belum adanya gedung BUMDes yang menjadi sentra kegiatan. Sekarang ini Desa Plumbon
Gambang Kecamatan Gudo Kab. Jombang menjadi sebagai senfra Industri kecil yang merambah pasar luar
negeridari industri kerajinan manik-manik berbahan baku kaca.
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Desa Plumbon Gambang adalah Desa yang sangat terkenal, bukan hanya di dalam negeri saja
namun sudah mendunia, ini disebabkan di desa Plumbon Gambang terdapat senfra industri manik-manik dari
kaca, bahkan manik-manik sudah menjadi ikonnya Kabupaten Jombag, karena manik-manik kaca produksi Desa
Plumbon Gambang sudah dikenal sampai keluar negeri. Dari 121 pengusaha manik-manik yang ada di Desa
Plumbon Gambang bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 1.007 pekerja tetap dan 600 pekerja tidak tetap.

Desa Plumbon Gabang memiliki keunggulan komparatif pada hal tertentu yang tidak dimiliki oleh
wilayah lain. Posisinya adalah lokasi Desa Plumbon Gabang memiliki keuntungan dilintasi jalur alternative
Jombang Kediri yang tidak dimiliki daerah lain di sekitarnya. Ditambah lagi Desa Plumbon Gabang memiliki
keunggulan kompetitif misalnya dalam hal kualitas SDM, tenaga kefja yang efisiensi, dan teknologi yang
digunakan dalam membuat manik-manik dari kaca. Adanya tenaga trampil mengolah limbah kaca menjadi
barang berharga dan mempunyai nilai jual tinggi.

Hasil dari survey primer menunjukan ada berbagai ODTW yang bisa dikembangkan desa yaitu
showroom kerajinan manik manik, ruang terbuka hijau di sekitar masjid jamik desa dan Rumah Baca Kayana.
Komponen akses pariwisata, tersedia akses dari Kabupaten Jombang maupun Kabupaten Kediri. Komponen
fasilitas pariwisata tersedia rumah makan/warung di sekitar showroom manik manik, ruang terbuka berupa
lapangan desa yang sementara ini untuk parkiran, toilet menumpang di showroom, fasilitas atm bersama, dan
tempat ibadah. Sedang komponen hospitality services tersedia hansip di desa dan limas yang beberapa kali
menjadi pemandu wisatawan lokal menuju pusat industri manik manik.
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Gambar 2 Peta Partisipatif Aspek Fisik Termasuk Permasalahan Infrastruktur Pengairan Pertanian.
Sumber: dokumen penulis, 2016

Ada tiga komponen penting dalam mengembangkan destinasi wisata, yaitu obyek daya tarik wisata,
akses fansportasi, fasilitas pendukung wisata, dan hospitality service. Hasil FGD diketahui kebutuhan
pengembangan ODTW berupa afraksi menyusun sendiri variasi manik-manik di showroom warga, area
peristirahatan berfasilitas showroom manik-manik, dan pelebaran jalan di sekitar showroom. Dari komponen
akses perlu ditambahkan penanda bahwa wisatawan memasuki area pusat manik-manik Desa Plumbon
Gabang serta gapura/tugu manik-manik. Berdasarkan kebutuhan hospitality services warga mengusulkan
pelatihan pemandu wisata serta promosi desa wisata plumbon gabang ke Kabupaten Kediri, menarik potensi
wisatawan dari Simpang Lima Gumul Kediri.
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Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Di Desa Plumbon Gabang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Berdasarkan ...

Tabel 1. Kondisi Eksisting Infrastruktur dan Kebutuhan Infrastruktur Pariwisata

No. | Komponen Pariwisata Kondisi Eksisting Kebutuhan Pariwisata
1. Obyek  Daya  Tarik | Showroom manik-manik, | Area peristirahatan mendukung show-
Wisata (ODTW) Rumah baca Kayana, dan | room manik-manik, tempat workshop
masjid Jamik membuat manik2 sendiri, gapura penanda
masuk desa wisata Plumbon Gabang.

2. Akses Transportasi Jalan kolektor ~ primer | Pelebaran jalan di  sekitar area
Jombang Kediri baik, adanya | peristrahatan untuk manuver parkir yang
jalan poros desa yang rusak | keluar masuk lokasi, penanda lokasi area
dan sulit dilalui peristrahatan. Peningkatan jalan poros

desa dari industri kerajinan ke showroom
manik-manik dan lokasi 3 ODTW.

3. Fasilitas Pendukung | RTH, Rumah Makan, ATM, | Perlu tersedia pusat informasi wisata, dan

Pariwisata tempatibadah. jaringan wifi.

4, Hospitality Services Ada petugas keamanan | tempat pemandu wisata, tempat pelatihan
yang sering ditanya oleh | pemandu wisata, pemandu wisata
wisatawan tentang lokasi | membuat manik2 sendiri.
industri manik2.

Sumber: Hasil FGD, 2016

Naiknya tingkat pendapatan perkapita desa Plumbon Gambang tidak lepas dari berkembangnya Home
Industri Kerajinan Manik-manik dan sektor Pertanian juga Perdagangan yang mampu menyerap tenaga kerja
1.007 orang untuk Home Industri. Sedangkan komposisi sumber pendapatan masyarakat secara berturut-turut
sebagai berikut :
1. Sektor Pertanian (Pertanian tanaman pangan, Perkebunan, Perikanan dan Perternakan ).
2. Industri Kerajinan Manik-manik
3. Perdagangan Barang dan Jasa.

Di Desa Plumbon Gambang terdapat juga Asosiasi Pengusaha Manik-manik dan Aksesoris ( APMA ),
Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan Koperasi Wanita Sejahtera. Peran serta kefiga lembaga tersebut
sangat membantu permodalan baik Pengusaha Manik-manik, Petani dan Pengusaha lainnya. Sedangkan untuk
permodalan secara individu baik petani, pengusaha manik-manik, pedagang memperoleh kredit dari BUMN dan
Perbankan. Diharapkan kelembagaan tersebut dapat mendorong pertumbuhan pariwisata desa yang berbasis
pada industri kerajinan manik-manik.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DENGAN SOSIALISASI RPIM DESA

PETA USULAN PROGRAM

DESA PLUMBONGAMBANG
2017

Gambar 3. Peta Partisipatif Aspek Fisik Termasuk Di Dalamnya Usulan Infrastruktur Pengairan Pertanian
Sumber: analisis penulis, 2016
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Gambar 4. Proses Sosial Mapping Aspek Infrastruktur
KESIMPULAN DAN SARAN

Pada dasarnya, masyarakat memiliki kemampuan dalam melakukan mengumpulan potensi dan
permasalahan untuk mengembangkan desanya. Namun, diperlukan intervensi luar untuk mempercepat proses
tersebut, khususnya dari akademisi. Intevensi tersebut berupa pengembangan masyarakat dengan pendekatan
participatory rural planning (PRA) dengan bantuan teknik participatory mapping. Dengan pendekatan PRA dan
bantuan teknik participatory mapping dalam masyarakat mampu menggambarkan lokasi-lokasi yang menjadi
potensi, masalah, beserta pengembangan desa sebagai solusinya.

Arahan pengembangan Infrastrukfur Pariwisata di Tingkat Desa Plumbon Gabang Kecamatan Gudo
Kabupaten Jombang berdasarkan aspirasi masyarakat meliputi pengembangan ODTW, jalan akses, fasilitas
pendukung wisata dan hospitality services. Pada komponen pengembangan ODTW perlu dikembangan fasilitas
workshop dimana wisatawan dapat membuat kerajinan manik-manik sendiri, pengembangan area peristirahatan
terintegrasi dengan showroom manik-manik dan gapura penanda masuk desa wisata Plumbon Gabang.

Pada komponen akses pariwisata dibutuhkan sarana fisik dan prasarana perlu dilakukan pelebaran
jalan di sekitar showroom dan area peristirahatan, dan peningkatan jalan poros desa dari industri rumah tangga
ke showroom manik-manik dan lokasi 3 ODTW yaitu area peristirahatan, tempat workshop membuat manik-
manik sendiri dan rumah baca kayana. Komponen fasilitas pendukung pariwisata perlu dikembangkan pusat
informasi pariwisata, dan jaringan wifi. Sedangkan komponen hospitality services perlu tempat pos pemandu
wisata, tempat pelathan pemandu wisata. Harapanya infrastruktur pariwisata ini mampu meningkatkan
kunjungan wisata ke Desa Plumbon Gabang.
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ABSTRAK

Psikologi sosial merupakan perpaduan dari disiplin sosiologis yang menekankan pada kajian struktur
sosial dankajian individualistik pada berbagai variasi perilaku manusia. Psikologi sosial menunjukkan pengaruh
yang kuat bagi pengembangan koperasi secara eksplosif karena didalam pokok bahasan kelembagaannya
terdapat hubungan individu dengan individu, hubungan individu dengan kelompoknya atau interaksi sosial
kelompok dengan kelompok. Perkembangan studi psikologi sosial tidak terlepas dari pengaruh pemikiran tokoh
sosiologi dan filsafat klasik dan aliran pemikiran baru dalam psikologi sejak dekade 1900-an. Penelitian ini
merupakan studi literatur atau kajian pustaka yang bertujuan mendeskripsikan periodisasi perkembangan sejarah
psikologi (teori dan perspektif) sehingga melahirkan iimu psikolog sosial dan menelusuri perkembangan studi
psikologi sosial pada kelembagaan koperasi yang ada di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian
besar studi pengembangan koperasi di Indonesia berkaitan dengan faktor SHU, pelayanan, partisipasi pengurus
dan anggota, faktor internal pengelola dan manajemen. Sementara pada sisi lainnya, kebijakan yang dikeluarkan
pemerintah untuk pengembangan koperasi dinilai belum mampu menambah jumlah koperasi yang aktif serta
menciptakan kesejahteraan bagi pengurus dan anggota.

Kata kjunci: kelembagaan, koperasi, psikologi sosial.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pengembangan ilmu psikologi sosial dipengaruhi oleh pemikiran dan teori iimuwan
tentang filsafat atau psikologi. Dimana filsafat telah mempelajari gejala-gejala kejiwaan sejak 500-600 tahun
sebelum masehi melalui filsuf-filsuf Yunani kuno yaitu Socrates (469-399 SM), Plato (427-347) dan Aristoteles
(384-322). Pada prinsipnya Socrates, Plato dan Aristoteles memiliki pendapat yang sama mengenai psikologi
yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya pada manusia sampai akhir.

Kecendrungan psikolog yang memper-luas analisis keimuwannya dengan fokus kajian sosial
menyebabkan lahirnya disiplin ilmu psikologi sosial. Adapun psikologi sosial secara resmi menjadi satu disiplin
ilmu mandiri sejak tahun 1908. Pada tahun tersebut terdapat dua buah buku teks yang terkenal yaitu “Intro-
duction to Social Psychology” yang ditulis oleh William Mc. Dougall (seorang psikolog) dan “Social Psychology:
An Outline and Source Book, yang ditulis oleh E. A. Ross (seorang sosiolog). Berdasarkan latar belakang buku
tersebut maka psikologi sosial bisa dipahami sebagai bagian dari psikologi dan bisa juga bagian dari sosiol ogi.
Psikologi sosial merupakan pokok bahasan dalam sosiologi karena kajian struktur sosiologi dikenal ada dua
perspektif utama yaitu perspektif struktural makro yang menekankan kajian struktur sosial dan perspekif mikro
yang menekankan kajian individualistk sehingga dengan kata lain psikologi sosial menjelaskan variasi perilaku
manusia. William Mc. Dougall menerangkan bahwa manusia berperilaku sosial karena nalurinya sedangkan E. A.
Ross berpendapat bahwa perilaku sosial dari manusia diakibatkan oleh tata aturan dalam masyarakat yang mesti
diikuti dan hal ini berkaitan dengan teori struktur sosial.[1]. Pendapat E.A. Ross dilengkapi oleh F. Allport [2] dan
menjelaskan perilaku sosial bukan hanya disebabkan instink yang bersifat biologik dan berlaku bagi setiap orang
dan juga bukan hanya karena dipengaruhi oleh struktur sosial. Perilaku sosial terjadi pada individu karena
beragam faktor yangmempengaruhinya.

llmu psikologi dilndonesia memiliki sejarah yang pendek daripada keberadaan psikologi dinegara-
negara barat dan perkem-bangan ilmu psikologinya telah dimulai pada tahun 1953 yang dipelopori oleh Slamet
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Imam Santoso dengan mendirikan lembaga pendidi-kan psikologiyang mandiri pertama pada tahun
1960.Lembaga tersebut sejajar dengan fakultas-fakultas lain di Ul dan kemudian dikembangkan di UNPAD dan
UGM [3].Kebutuhan ilmu psiko-logi sosial di Indonesia sama besar dengan negara barat lainnya, tapi aplikasinya
kurang menyentuh dan menyeluruh pada kajian kelem-bagaan masyarakat terutama koperasi.

Berdasarkan fenomena ftersebut, maka kajian pengembangan koperasi di Indonesia secara eksplosif
perlu ditinjau dari perspektif psikologi sosial baik dari pemikiran tokoh klasik maupun yang berkembang saat ini
karena koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berwatak sosial yang didalamnya terdapat sekumpulan
orang-orang yang memiliki kepen-tingan yang sama, memiliki konsep dan perilaku sosial (mengandung norma-
norma, perilaku hubungan, kerjasama dan interaksi antara individu dan kelompok serta peraturan-peraturan).
Secara khusus, artikel ini bertujuan untuk (1).Mendeskripsikan periodisasi perkem-bangan sejarah psikologi (teori
dan perspektify sehingga melahirkan ilmu psikolog sosial dengan pendalaman faktor-faktor yang
mempengaruhinya, (2).Mengetahui perkem-bangan studi koperasi dan psikologi sosial di Indonesia dan (3).
Memberikan gambaran kebijakan pengembangan koperasi di Indonesia yang terkait dengan psikologi sosial
dalam konteksperencanaan pengembangan pedesaan melalui koperasi perkebunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2016 dan merupakan kajian pustaka atau studi
literatur.Data sekunder peneliian ini berasal dari buku-buku, artikel ilmiah, surat kabar, buletintentang sejarah
lahirnya psikologi dan psikologi sosial, serta pendekatan yang berkaitan dengan sosiologi dan psikologi sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Periodisasi Lahirnya Psikologi dan Psikologi Sosial
A. Masa Pra Yunani Kuno (abad 15-7 SM)

Pada masa ini ditandai bagaimana pengetahuan berdasarkan pengalaman diterima sebagai fakta
dengan sikap receptive mind (semua keterangan dihubungkan dengan dunia magis). Kemampuan manusia
berpikir, menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan sintesa terhadap hasil abstraksi yang
dilakukan, dan kemampuan meramalkan peristwa berdasarkan hal sebelumnya yang pernah terjadi seperti
gerhana bulan dan matahari4].

B.Zaman Yunani Kuno (Abad 7-2 SM)
1. Pra-Socrates.

Pada masa ini, cara pikir manusiadipengaruhi oleh usaha mencari asal (asas) segala sesuatu (arche).
Tokohnya adalah Pythagoras (580-500 SM), Democritus (460-370 SM) dikenal oleh konsepnya tentang atom,
Zeno (490 SM) berhasil mengembangkan metode reductio ad absurdum untuk meraih kesimpulan yang
benar.Aliran pra-Socrates terdiri darialiran Miletos, aliran Pythagoras, aliran Elea, aliran Pluralis, aliran Atomis,
dan aliran Sofis[5].Pada zaman ini, terdapat aliran Socrates dengan tokoh filsafat Yunani Socrates (470-399
SM).Selanjutnya, aliran dualisme oleh Plato (428-348 SM)dan terdapat jugaaliran psikologi cartian oleh Rene
Descrates (1596-1960) yang menerangkan tingkah laku hewan dalam prinsip mekanistis [6].

C.Zaman Pertengahan (Abad 2-14 M)

Tokoh pada zaman ini: St Agustinus(354-430 M) yang pemikirannya dipengaruhioleh filsafat Plato dan
Thomas Aquinas (1225-1274).Pada zaman ini, Eropa dalammasa kegelapan (dark age) dan terdapatajaran
dwimurtiyang mana jiwa dan raga manusia itu tak dapat dipisah-pisahkan/ dwimurti (dua jalan yakni jasmani dan
rohani).[7].

D. Zaman Renaissance (Abad 14-17 M)

Istilah renaissance diperkenalkan Jules Michelet sejarawan Perancis dan dikembangkan oleh J.
Burckhardt pada tahun 1860-an dan zaman ini disebut peralihan. Zaman ini menganggap manusiamemiliki
pemikiran bebas, mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri. Tokoh lainnya: Roger Bacon (1214-1219),
Copernicus (1473-1543), B. L. Vives (1492-1540), Tycho Brahe (1546-1601), Johannes Keppler (1571-1630),
dan Galileo Galilei (1546-1642).Pada masa ini muncul aliran humanisme [8].
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E. Zaman Modern (Abad 17-19 M)

Zaman modern ditandai dengan berbagaipenemuan bidang ilmiah dan psikologi dikukuhkan sebagai
ilmu yang berdiri sendiri oleh Wihelm Wundt dengan didirikannya laboratorium pertama di dunia (Kofa Leipzig,
Jerman) di tahun 1879. Sebelum tahun 1879, psikologi dianggap bagian dari filsafat. Pada zaman ini lahiraliran
empirisme pada abad ke 17, aliran konstruktivisme (1886), aliran strukturalisme (1832-1920), aliran fungsiona-
lisme (1842-1952), aliran behaviorisme (1878-1958), aliran psikologi gestalt (1880-1967), aliran psikoanalisis
(1900), dan humanistik (1902-1987). Aliran empirismepelopornya Jhon Locke (1632-1704) dengan teori tabula
rasa. Pada zaman ini juga ada aliran konstruktivisme oleh Giambatista Vico tahun 1710. [9].Selanjutnya, pada
akhir 1800, muncul akar psikologi sosial di Eropa. Perang dunia pertama menyebabkan banyak psikolog
mengunsi ke Amerika Serikat. Perkembangan imu psikologi membentuk aliran fungsionalisme dengan tokoh-
tokohnya: William James, James Rowland Angell, John Dewey dan James Mc. Keen Cattell dengan aliran
fungsionalisme [10].

Aliran  strukturalisme juga berkembang pada 1879leh Wilhem Wundt.Selanjutnya, aliran
behaviorismeoleh Ivan Pefrivich Pavlov (1849-1936), Edward lee Thorndike (1974-1949), John Broades Watson
(1878-1958), Edward Chase Tolman (1886-1959) dan B.F. Skinner (1904).Selanjutnya, juga aliran psikoanalisis
oleh Sigmund Freud (1856-1939), Carl Gustav Jung (1875-1961) dan Harry Stack Sullivan (1892-1949) [11]..
Lalu aliran psikologi lainnya gestalt dan tokohnya: Max Wertheimer (1880-1943), Kurt Koffka (1886-1941) dan
Wolfgang Kohler (1887-1967[12].. Pada aliran ini menghasilkan teori S (stmulus) dan R (Reson) pada ilmu
komunikasi [13].

llmu psikologi sosial resmi menjadi satu disiplin ilmu pada tahun 1908 dan pe neliian-penelitian dibidang
psikologi sosial di negara barat telah dimulai periode 1920-1940. Pada tahun1900-an ferjadi imigrasi besar-
besaran penduduk Eropa Barat menuju Amerika Utara sehingga sejak saat itu penelitian-penelitian banyak
berbicara tentang sikap, kebangsaan, dan kelompok-kelompok etnis [14]. Perkembangan psikologi sosial diikuti
aliran humanistik yang dicetuskan oleh Abrahan Harold Maslow (1908-1970)[13].

F. Zaman Kontemporer (Abad 20 dan Seterusnya).

Pada masa inimuncul berbagai aliran filsafat yang telah berkembang pada abad modern seperti:
neothomisme,neo-kantianisme, neo-hegelianisme,neo-marxisme, neopositivis-me dan sebagainya. Namun ada
juga aliran filsafat yangbaru seperti: fenomenologi, eksis-tensialisme, pragmatisme, sftrukturalisme dan
postmodernisme dan tokoh-tokohnya diantara-nya Russell dan Wittgenstein dengan metode analisa bahasa
memilih sikap atau keyakinan ontologis sebagai alternatif terbaik dalama kfivitas berfilsafat, Edmund Husser!
(tahun 1859-1938), selaku pendiri aliran fenomenologi, Jean Paul Sartre (1905-1980) aliran eksisten-sialisme.
Michel Foucault dari tahun 1926 sampai 1984 merupakan tokoh yang berpe-ngaruh pada aliran filsafat
strukturalisme dan tokoh pragmatisme, William James. Selanjutnya muncul aliran postmodernisme diakhir abad
20, dengan tokohnya Francois Lyotard (1924). [16].

Perspektif dan Teori Psikologi Sosial Dari Berbagai llImuwan

1. Perspektif perilaku (John B. Watson, 1941-1919).

Pendekatan ini pada tahun 1920 sampai dengan 1960-an. B.F. Skinner mengubah fokus perilaku
melalui percobaan yang dinamakanoperant behaviour dan reinforcement. Teorinya terdiri dari pembelajaran
sosial (Social Learning Theory) dan pertukaran sosial (Social Exchange Theory.Teori pembelajaran sosial (social
learning theory) dikembangkan oleh Neil Miller dan John Dollard pada tahun 1941 [17].Sementara, teori
pertukaran sosial (social exchange theory) dikembangkan oleh psikolog John Thibaut dan Harlod Kelley (1959),
sosiolog George Homans (1961), Richard Emerson (1962) dan Peter Blau (1964). Homans menulis dalam
bukunya berjudul:"Elementary Forms of Social Behavior” pada tahun 1974. [18].

2. Perspektif kognitif (James Baldwin, 1897) dan Charles Cooley, 1902).

Baldwin dan Cooley memandang perilaku sosial manusia sebagai pemusatan penyusunan mental
(pikiran, perasaan) dan memproses informasi yang datangnya dari lingkungan. Teori yang melandasi perspektif
ini adalah teori medan (Field Theory) oleh Kurt Lewin, teori afribusi dan konsistensi sikap (Concistency Attitude
and Attribution Theory) oleh Fritz Heider, dan teori kognisi kontemporer yang berkembang 1980-an [19].

3. Perspektif strukiural

Para sosiolog Wiliam James, John Dewey, Robert Park dan Robert Linton di tahun 1936 memusatkan
perhatian pada proses sosialisasi. Beberapa teori yang melandasi perspektif struktural adalah teori peran (Role
Theory), teori pernyataan dan harapan (Expectation-State Theory) dan Posmodemisme (Postmodemism)[20].
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a. Teori peran (role theory).
Robert Linton pada tahun 1936 mengemukakan seseorang mempunyai perilaku yang ditentukan oleh peran
sosial. Glen Elder pada tahun 1975 membantu pengembangan teori Linton dan pendekatannya disebut life-
course(setiap masyarakat mempunyai perilakusesuai dengan kategori-kategori usia) [21].

b. Teori pernyataan dan harapan (expectation-state theory)
Penemu teori ini ditemukan Joseph Berger dan rekan-rekannya di Universitas Stanford pada tahun 1972.
Menurut teori ini, manusia sebagai individu harus mendasarkan harapannya pada afribut pribadinya[22].

c. TeoriPosmodemisme (Postmodemism).

Teori ini menyatakan secara gradual seseorang akan kehilangan individualitasnya/kemandiriannya,

konsep dirifjati diri. Dalam pandangan teori ini, erosi gradual individualitas munculbersamaan dengan terbitnya
kapitalisme dan rasionalitas [23].

4. Perspektifinteraksionis
Teori ini dikembangkan George Herbert Mead seseorang sosiolog dan pengajar psikologi sosial pada

departemen filsafat Universitas Chicago. Teorinya memusatkan pada proses interaksi yang mempengaruhi
perilaku sosial manusia. Dalam perspektif ini terdapat teori interaksi simbolis (Symbolic Interaction Theory) dan
teori identitas (/dentity Theory) [24].

a. Teori interaksi simbolis (Symbolic Interaction Theory)
Teori Interaksi diantara beberapa pihak akan berjalan lancar tanpa gangguan apapun jikagerak-isyarat (gesture)
atau simbol yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak dapat dimaknakan bersama sehingga semua pihak
mampu mengartikan dengan baik. Namun tdak selamanya interaksi berjalan mulus,ada pihak tertentu yang
menggunakan simbol tidak signifi-kan[25].

b. Teori identitas (Identity Theory)
Menurut Sarwono[26],teori ini dikemuka-kan Sheldon Stryker pada tahun 1980 yang memusatkan pada
hubungan saling mempe-ngaruhi diantara individu dengan struktur sosial masyarakat (adanya interaksi simbolis
dan identitas). Seseorang dibentuk oleh interaksi namun struktur sosial membentuk interaksi.

Aplikasi Psikologi Dalam Lembaga Koperasi di Indonesia

Psikologi di Indonesia sering dikaitkan dengan psikologi terapan dan psikologianalisis sehingga banyak
menggunakan teknik proyeksi serta tes IQ untuk tujuan psikodiagnostik. Pada tahun 1960-an, aliran
behaviorisme menjadi populer dengan adanya konstruksi tes dan metode-metode kuantitatif. Walaupun metode
kuantitatif ini banyak digunakan, namun banyak pula peneliti yang bertahan pada metode kualitatif [27].

Tidak semua teori psikologi barat yang dapat diaplikasikan di Indonesia oleh peneliti karena Indonesia
dan barat memiliki aliran dan etnik yang berbeda antar masyarakatnya. Peneliti Indonesia menggunakan
berbagai pendekatan, teori dan metodologi yang berbeda dalam mengkaji masalah yang terkait hubungan
profesi seperti psikiater, pendidikan dan manajemen organisasi perusahaan dan masih kurang berkembang
dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kelembagaan seperti koperasi. Sementara, kebijakan
yang dikeluarkan pemerintah dalam pengembangan koperasi kurang mampu menambah jumlah koperasi yang
aktif sehingga mempengaruhi kesejahteraan pengurus dan anggotanya. Disisi lain,sebetulnya keberadaan ilmu
psikologi sosial dalam lembaga koperasi ini sangat dibutuhkan bagi pengembangannya. Mengingat koperasi
merupakan lembaga ekonomi yang berwatak sosial dan identik dengan perkum-pulan orang-orang yang memiliki
kepentingan yang sama (didalamnya terdapat konsep sosiologis antar sesama baik terkait hubungan, kerjasama
atau interaksi sosial antar pribadi dengan pribadi, pribadi dengan kelompok dan antar kelompok).

Penelitian Terdahulu Tentang Kajian Faktor Penentu Baik Buruknya Pengembangan Koperasi di
Indonesia.

a. Faktor SHU

Penelii pengembangan koperasi di Indonesiayang membahas dari faktor SHUsecara kuanttatf dan
kualitatifdiantaranya: Sularti [28],Pratiwi [29],Hosekini[30],Albana [31],Lestari[32],dan lain-lainnya. Secara umum,
studi-studi tersebutmenghubungkan SHU dengan indikator rasio keuangan, modal sosial, modal pinjaman, modal
kerja, modal manusia, modal sendiri dan biaya operasional, dan aspek non keuangan (jumlah anggota,
parfisipasi anggofa, volume usaha, kinerja pengurus, dankinerja manager).
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b. Faktor Pelayanan

Para peneliti pengembangan koperasi yang mengaitkan dengan faktor pelayananbaik kuanfitatif dan
kualitatif diantaranya: Harjanto [33],Mahareni [34],Mulyani [35],Amiruddin dan Farida [36], dengan
indikatorkemampuan manajerial, pengetahuan pengurus, kinerja karyawan, keandalan melayani permintaan dan
keinginan anggota,tingkat partisipasi dan kepuasan anggota, serta penilaian produk koperasi (simpanan pokok,
wajib dan sukarela).

c. Partisipasi Pengurus dan Anggota

Peneliti yang mengaitkan faktor partisipasi pengurus dan anggotauntuk pe-ngembangan koperasi baik
kuantitatif dan kualitatif diantaranya:Mulyono [37], Aromatka [38],Satria [39],Putri [40],Utami, dkk[41], dan peneliti
lainnya. Peneliti-peneliti ini  beranggapanindikator yang mempengaruhi faktor partisipasi anggota koperasi
adalah: kualitas, kemampuan/kinerja pengurus dalam analisis rasio keuangan koperasi, mofivasi tingkat
kepercayaan danloyalitas anggota melalui partisipasi modal, dan partisipasi usaha.

d. Faktor Internal Pengelola (Pengurus, Anggota, Manajer dan Karyawan)

Penelii yang mengaitkan pengem-bangan koperasi dengan faktor internal pengurus, anggota, manajer
dan karyawan inibaik kuantitatif dan kualitatif diantaranya:Hernawan [42],Kadaryono [43]Hidayah [44],
Odhiansyah[45], Kharisma [46], dan mereka mengaitkanfakior internal pengurus, anggota, manajer dan
karyawan koperasi dengan indikator pendidikan,pengalaman, pengeta-huan, komitmen organisasi, motvasi
kerja, kemampuan kerja baik dalam teknik, konseptual kedisiplinan, rasa percaya diri dan jiwa kepemimpinan
(untuk pengurus/manajer).

e. Manajemen Koperasi

Penelit yang mengaitkan manajemen bagi pengembangan koperasi baik kuantitatif dan kualitatif
diantaranya: Hidayat [47], Darwas [48], Muchamad [49],Wulan [50],dan lainnya. Peneliti-peneliti ini mengaitkan
manajemen koperasi dengan indikator kepuasan anggota, keuntungan/SHU,investasi modal, kinerja SDM
(pengurus dan karyawan), besarnya pemberian kredit dan perolehan laba, volume dan proses kerja yang
dilakukan pengurus dan perlunya penerapan sistem komputer pada manajemen koperasi pada analisa domain
plan and organise, aplikasi perencanaan, kinerja dan ketersediaan pengurus yang profesional.

Penelitian Terdahulu di Indonesia Berkaitan Dengan Psikologi Sosialpada Koperasi.

Peneliti-peneliti yang mengambil pengaruh sosial terhadap proses individu diantaranya: Sapriati
[51],Saifudin [52],Nurranto dan Firdaus [53],Pangestuti [54],dan peneliti lainnya. Kebanyakan para peneliti ini
mengaitkan kajian partisipasi dengan indikator faktor internal anggota (pendidikan/pengetahuan), kepercaya-an,
loyalitas dan motivasi anggota untuk pengembangan koperasi tersebut.Shaw dan Constanzo [55],menyatakan
studi psikologi sosial berkaitan dengan pengaruh sosial terhadap proses individu adalah studi tentang persepsi,
motivasi proses belajar, atribusi (sifaf) dan lain-lain. Simamora [56],menambahkan pernyataan Shaw dan
Constanzo bahwa faktor psikologis  organisasibukan hanya persepsi, tetapi jugaattitude, personality,
pembelajaran dan motivasi.

Selanjutnya, dimensi sosial yang selalu diteliti adalah interaksi individu dengan kelompok yang dikaitkan
denganaspek komunikasipimpinan antara pengurus dan anggotadalam rapat tahunan, tingkat keaktifan dalam
mengemukakan pendapat dansistem operasional koperasi dalam hal pelayanan koperasidan peneliti-penelitinya:
Widodo [57],Faqih [58],Susanti [59],Latifah [60], dan lain-lainnya.Kajian interaksi individu dengan kelompok
lainnya yang diteli: sifat kepe-mimpinan antara pengurus dan karyawan, kerjasama feamwork karyawan di
koperasidan dikaitkan dengan proses individu seperti motivasi dan komitmen berorganisasi dan aspek fisik kantor
koperasi. Peneliti dengan kajian ini diantaranya: Marpaung[61], Mandala [62], Dwi [63], Noor [64]. Sementara
peneliti yang mengambil kajian kerjasama koperasi dengan pihak luar (pemerintah,swasta dan lembaga
keuangan)umumnya mengaitkan dengan efektifitas kewajiban anggota dengan kinerja pengurus. Peneliti
dengankajian ini: Nur [65], Syahza [66], Sariwibowo [67]dan lain-lainnya.

Gambaran Kebijakan Koperasi di Indonesia pada Konteks Pengembangan Koperasi Perkebunan

Saat ini, dasar hukum koperasi mengacu pada UU No.12 Tahun 1967, Pasal 33 UUD 1945, UU No. 25
Tahun 1992 tentang perkoperasian dan untuk pengertian koperasi mengacu pada pasal 1 UU No. 25 tahun 1992,
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koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegia-tannya berdasarkan prinsip koperasi yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebelumnya,
dasar hukum koperasi silih berganti dari UU  No. 17 Tahun 2012 kembali ke UU No.25 Tahun
1992menyebabkan pemahaman pengurus dan anggota menjadi rancu dalam pengertian dan pengembangan unit
usahanya sehingga hal ini berdampak pada perkembangan jumlah koperasi dari 212.135 unit hanya 150.223 unit
koperasi yang aktif. Sementara untuk Riau memiliki jumlah koperasi 5.185unit dengan 2.134unit yang aktif [68].
Hal ini menjadi dilema bagi pengembangan koperasiterutama perkebunankaret Padahal disatu sisi, disamping
dasar hukumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan lain bagi pengembangan koperasi diantaranya
Permentan No. 273 Tahun 2007 tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani. Peraturan ini membuka
peluang berdirinya kelompok tani dan Gapoktan unfuk dapat diresmikan menjadi koperasi. Hal ini menyebabkan
banyaknya koperasi-koperasi baru bermunculan namun tidakmengembang-kankoperasi yang aktif. Disisi lain
telah berbagai cara dilakukan oleh penelit terdahulu dalam upaya pengembangan koperasi.Menurut kajian
penulis, kebijakan pengembangan koperasi perlu dikembalikan lagi ke pengertian, nilai, sendi dasar koperasi
seperti yang dicetuskan oleh ICA dan M. Hatta sehingga pemahaman pengembangan koperasi tidak lagi
bertumpu dari penilaian rasio/aspek ekonomi yang merupakan standar perusahaan dan bukan kelembagaan,
disamping itu perlu mengem-bangkan koperasi-koperasi aktif dan meng-hidupkankoperasi yang tidak aktif
menjadi aktif kembali agar ftercipta kesejahteraan bagi perangkat pengurus dan anggota.Sebagai lembaga
ekonomi yang berwatak sosial, koperasi memerlukan kajian ilmu psikologi sosial dalam mendalami hubungan
sosial,kerjasama dan interaksi antarelemennya (anggota, pengurus, manager, karyawan dan badan
pemeriksanya). Kebijakan penilaian kelembagaan yang diambil pemerintahmasih jugamengambil pendekatan
ekonomi, hal ini terlihat dari Permen Koperasi dan UKM RINo. 14/Per/M.KUKM/XI/2009 tentang Perubahan atas
Permen Negara Koperasi dan UKM No.20/Per/M.KUKM/XI/2008, hal ini akan memberatkan kedudukan koperasi
sebagai lembaga berwatak sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagian besar studi pengembangan koperasi berkaitan dengan faktor SHU, pelayanan, parfisipasi,
faktor internal pengelola, manajemen serta dari aspek sosialproses individu dan interaksi individu dengan
kelompok pengurus, anggota dan karyawan. Disarankan pengembangan koperasi dengan memperhati-kan
aspek-aspek lain pada imu psikologi sosial seperti atribusi,attifude, personality, pembe-lajaran dan perlunya
penelitian lanjutan terkait perilaku sosial antar hubungan perangkat kelembagaan koperasi dan pengambil kebi-
jakannya yang dilakukan secara utuh.
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ABSTRAK

Coban Pelangi merupakan wisata air terjun di bawah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
yang menyimpan keindahan tersendiri. Air terjun ini terletak di Desa Gubugklakahyang masih termasuk kawasan
desa adat Tengger. Sebagai lokasi wisata, Coban Pelangi memenuhi kriteria pengembangan obyek wisata
karena didukung oleh kebutuhan dasar komponen dasar pengembangan wisata, diantaranyaadanya ODTW
berupa air terjun dan desa wisata adat, adanya akses mengunjungi lokasi wisata, adanya sarana prasarana yang
memungkinkan wisatawan tinggal lebih lama, dan keramahtamahan penduduk lokal. Pengembangan wisata
Coban Pelangi perlu mengedepankan potensi ekonomi lokal dan sosial masyarakat agar didukung dan
berdampak positif bagi ekonomi warga sekitar. Untuk mendapatkan arahan pengembangan Coban
Pelangi,dilakukan identifikasi potensi ekonomi dan kependudukan masyarakat yang mendukung pengembangan
wisata Coban Pelangi. Potensi tersebut diketahui dengan profil penduduk kecamatan disekitar lokasi wisata.
Harapannya ada kesesuaian kebutuhan pengembangan wisata Coban Pelangi dengan potensi yang ada di lokasi
sekitar, sehingga kebutuhan pariwisata Coban Pelangi bisa dipenuhioleh lokal. Dari survei primer diketahui
Coban Pelangi dikelola oleh desa adat, transportasi lokal berupa angkutan umum dikelola pengusaha lokal,
homestay dan pusat souvenir dikelola investor luar dengan asal souvenir dari lokal, serta pemandu wisata asli
penduduk sekitar. Ada kebutuhan kedepan untuk melatih pemandu agar mendapatkan sertifikasi dari Disbudpar
Kab. Malang. Sarana dan prasara perlu distandarkan untuk menampung limpahan wisman yang berkunjung ke
Bromo Tengger Semeru. Kebutuhan penghijauan sekitar air terjun diperlukan agar debit air stabil dan berlanjut.
Kerjasama dengan pemilik hardtopdiperlukan untuk meningkatkan transportasi menuju DTW, serta sosialisai dari
Disbudpar untuk pelibatan masyarakat dalam pengembangan wisata.

Kata kunci: pengembangan wisata air terjun, potensi ekonomi, sosial masyarakat.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial untuk membangun dan mengembangkan suatu
kawasan, baik di lingkungan perkotaan maupun perdesaan. Pariwisata juga dapat meningkatkan taraf
kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di area wisata.Selain itu,
sektor pariwisata juga memberikan multiplier effect dan nilai manfaat yang besar bagi masyarakat, seperti
menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menurunkan angka pengangguran [1]

Dalam paradigma yang baru, kepariwisataan harus menghargai adat istiadat lokal, melestarikan
lingkungan hidup, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, pengembangan
kepariwisataan diarahkan pada pariwisata berkelanjutan. UNWTO [2] mendefinisikan pariwisata berkelanjutan
sebagai pariwisata yang memperhitungkan penuh dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa
depan; serta memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat. Pariwisata
berkelanjutan mencakup 3 aspek utama yang terdiri dari:

1. Aspek lingkungan — memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan

elemen kunci dalam pengembangan pariwisata, mempertahankan proses ekologi dan turut andil
dalam melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati di suatu destinasi wisata.
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2. Aspek ekonomi — memastikan kegiatan ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat
sosial ekonomi kepada semua stakeholder dengan adil, seperti pekerjaan tetap, kesempatan
mendapatkan penghasilan (membuka usaha) dan pelayanan sosial kepada masyarakat lokal, serta
membantu mengurangi kemiskinan.

3. Aspek sosial budaya — menghormat keaslian sosial budaya masyarakat setempat, melestarikan
nilai-nilai warisan budaya dan adatyang mereka bangun, dan berkonfribusi untuk meningkatkan rasa
toleransi serta pemahaman antar budaya.

Di lingkungan perdesaan, pariwisata perdesaan menjadi salah satu wahana pembangunan perdesaan
yang berkelanjutan. Setiap desa memiliki keunikan pola hidup, budaya, dan produk kerajinan khas daerah yang
menjadi keunggulan masing-masing desa.Pengembangan Desa Wisata menjadi salah satu bentuk
pengembangan wilayah desa yang didasarkan pada penggalian potensi desa sebagai afribut produk
wisata.Dalam pengembangan desa wisata, masyarakat bukan sebagai obyek pasif melainkan subyek akfif.
Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi tujuan kegiatan pariwisata melainkan juga menjadi penyelenggara dan
pelaku kegiatan pariwisata. Masyarakat menjadi bagian yang fidak terpisahkan dari produk wisata sehingga
produk wisata memiliki ciri khas budaya setempat.

Sebagai lokasi wisata, Desa Gubugklakah memiliki sejumlah potensi obyek dan daya tarik wisata, salah
satunya Air Terjun Coban Pelangi. Coban Pelangi terletak di bawah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger
Semeru. Coban memiliki arti Air Terjun. Coban Pelangi memiliki keindahan alam berupa air terjun yang dapat
membiaskan warna pelangi. Tidak hanya memiliki potensi alam yang indah, Desa Gubugklakahjuga memiliki
kearifan lokal yang khas karena masih termasuk kawasan desa adat Tengger.

Jika ditinjau dari aspek pariwisata, Coban Pelangi memenuhi kriteria pengembangan obyek wisata
karena didukung oleh kebutuhan dasar komponen dasar pengembangan wisata. Pertama, adanya obyek daya
tarik wisata berupa air terjun dan desa wisata adat. Kedua, adanya akses mengunjungi lokasi wisata. Ketiga,
sarana prasarana yang memungkinkan wisatawan tinggal lebih lama seperti homestay dan pusat
souvenir.Keempat, keramahtamahan penduduk lokal yang terbiasa mendapatkan kunjungan baik dari wisatawan
nusantara naupun wisatawan luar negeri.

Pengembangan wisata air terjun coban pelangi perlu mengedepankan potensi ekonomi lokal dan sosial
masyarakat, agar pengembangan wisata didukung oleh masyarakat dan berdampak positif bagi ekonomi warga
sekitar. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi potensi ekonomi dan
kependudukan masyarakat yang mendukung pengembangan wisata Coban Pelangi. Potensi tersebut digunakan
untuk merumuskanstrategi pengembangan Wisata Air Terjun Coban Pelangi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode peneliian kualitatif karena tidak menguiji hipotesis dari suatu teori
melainkan mengekplorasi suatu permasalahan yang sedang terjadi dengan memanfaatkan teori-teori yang telah
ada. Selain itu data yang digunakan merupakan data yang telah ada, bukan merupakan data-data yang didapat
secara eksperimental [3]

Objek penelitian ini adalah Air Terjun Coban Pelangi yang fterletak di Desa Gubugklakah, Kecamatan

Poncokucumo, Kabupaten Malang. Wisata Coban Pelangi terletak di Koordinat GPS: 8° 1' 32.27" S 112° 49'
1.06" E.Pemilihan lokasi didasarkan pada potensi yang besar di bidang pariwisata dan Coban Pelangi memenuhi
kriteria pengembangan obyek wisata karena didukung oleh kebutuhan dasar komponen dasar pengembangan
wisata.
Terdapat beberapa data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder. Data primer
merupakan data atau informasi yang didapat langsung dari objek peneliian dan penulis bertindak sebagai
pengumpul data. Data primer diperoleh melalui observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena
yang ditelii [4]. Data primer dalam penelitian ini meliputi kondisi eksisting objek wisata. Sedangkan data
sekunder merupakan data atau informasi yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan penulis bertindak sebagai
pemakai data. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi hasil penelitian / publikasi, laporan tertulis, dan studi
terkait. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan survei instansi. Instansi yang berkepentingan ialah
Disbudpar Kab. Malang dan Perum Perhutani KPH Malang.

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisa deskriptif kualitatif dan SWOT. Analisis
data deskriptf bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel
yang diperoleh [4]. Data-data dideskripsikan untuk menjadi sebuah informasi yang lebih jelas, dalam bentuk
persentase, proporsi, atau frekuensi yang divisualisasikan melalui grafik dan chart.Analisis SWOT merupakan
alat analisis yang digunakan untuk menyusun strategi / arahan dari berbagai situasi yang dihadapi. S adalah
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Strengths, W adalah Weaknesses, O adalah Opportunities, dan T adalah Threats. Strengths dan Weaknesses
berasal dari dalam (internal). Sedangkan Opportunities dan Threats berasal dari luar (eksternal).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wisata Coban Pelangi terletak sekitar 32 km sebelah tmur Kota Malang. Wisata ini berada di di kaki
Gunung Semeru arah ke Desa Ngadas dan dikelola oleh Perum Perhutani KPH Malang. Air terjun Coban Pelangi
ini berada di ketinggian 1299,5 m dan memiliki terjunan air setinggi 110 m. Suhu udara di kawasan ini berkisar
antara 19 - 23%Celcius. Coban Pelangi terhubung dengan Sungai Amprong. Dari area pintu masuk Coban
Pelangi, perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak sepanjang 1,5 km yang menurun
dan melintasi jembatan. Waktu kunjungan paling baik ke ke air terjun Coban Pelangi adalah di pagi hari, karena
kabut tebal sering muncul setelah lewat dari tengah hari.Pada musim hujan, pihak pengelola sering membatasi
kunjungan hingga pukul 16.00. Hal ini untuk menghindari munculnya air bah yang sering datang dari
pegunungan di bagian hulu.

Potensi Wisata

Desa Wisata Gunungklakah (DWG) memiliki beberapa produk dan potensi wisata, diantaranya:

Wisata Alam (Bumi Perkemahan, Coban Pelangi, Coban Trisula, Coban Pancut, dan Coban Gereja).
Agro Wisata (Apel, Sayur-Mayur, Edukasi Pertanian, dan Agro Susu).

Even Tahunan (Upacara Karo dan Upacara Sadranan).

Wisata Minat Khusus (Rafting, Tubing, danOutbond).

Wisata Budaya (Edukasi Bahasa, Al Banjari, Terbangan, Karawitan, Campur Sari, Pencak Silat,
Bantengan, Jaran Kencak, Kuda Lumping, dan Wayang Topeng).

Coban Pelangi menjadi salah satu destinasi wisata yang terkenal di DWG. Pada tahun 2016, jumlah pengunjung
di Coban Pelangi berkisar 40-50 orang pada hari biasa. Sedangkan pada hari libur atau weekend jumlah
pengunjung bisa mencapai 150 orang.

ISARE i i

Kegiatan pariwisata di DWG sudah didukung dengan ketersediaan fasilitas penunjang pariwisata, diantaranya:
1. Jalan ke obyek wisata

2. Penunjuk arah (sign board) menuju obyek wisata
3. Pintu gerbang masuk Desa Wisata
4. Gardu pendang dan rest area
5. Tempat parkir
6. Ojek pariwisata
7. Home stay
u Sungai
Jalan
‘ Poncokusumo
Legenda
i IS sl
* Coban Pelang! £ 10 manit
| tubing B
e i e
Gambar. 1 Potensi Wisatadi Desa Gubugklakah
Sumber: www.gubugklakah.com [6]
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Sumber: www.gubugklakah.com [6]

Potensi Ekonomi Lokal

Adanya kegiatan wisata di DWG memberikan dampak positif bagi perekonomian sekitar. Masyarakat
melakukan pemanfaatan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi desa. Sumber daya alam
dikelola sedemikian rupa menjadi destinasi wisata baru. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) juga
dimanfaatkan, dengan membekali warga untuk menjadi tour guide dan penyedia jasa pariwisata. Beberapa
warga menyewakan rumahnya untuk dijadikan homestay. Sekitar £64 rumah singgah tersebut berjajar di sisi
kanan dan kiri jalan. Ada pula warga yang menyewakan mobil jeep untuk mengangkut para pengunjung yang
sedang berwisata di area Desa Gubugklakah maupun ke Gunung Bromo Tengger Semeru.

PETA PERSEBARAN HOMESTAY

DESA WISATA GUBUGKLAKAH
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Gambar. 3 Peta Persebaran Homestay di DWG
Sumber: www.gubugklakah.com [6]
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Desa ini juga memiliki berbagai inovasi yang belum ada di desa lain. Pengunjung yang datang bisa
memesan kaos yang didesain dengan gambar foto wisatawan ketika mengunjungi objek-objek wisata. Desa
wisata ini juga memiliki souvenir menarik yang disebut Apel Kaligrafi, dimana di permukaan apel terpampang
atau terlukis tulisan dan gambar berdasarkan pesanan.

Gambar. 4 Inovasi Souvenir Khas Desa - Apel Kaligrafi
Sumber: http://tcdwgsakti.malangkab.go.id/ [6]

Selain berdampak pada perekonomian masyarakat, kegiatan wisata juga berdampak pada
perkembangan desa. Terlihat adanya penambahan beberapa infrastruktur, sepert fasilitas pendidikan (PD),
kesehatan (KS), peribadatan (PR), insfitusi sosial (IS), pondok pesantren (PP), obyek wisata (OW), sarana
olahraga (SO), hotel / penginapan (HP), koperasi (KO), industri kecil (IK), dan kegiatan usaha masyarakat (KUM)
sebelum dan sesudah ada Desa Wisata Gubugklakah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

|| II “ II ol Il &l II
PD KS PR IS PP OW SO HP KO K KuMm

W 2009 2014
Gambar. 5 Perkembangan Infrastruktur di Desa Gubugklakah Sebelum (2009) dan Sesudah (2014) Adanya
Desa Wisata
Sumber: Kecamatan Poncokusumo dalam Angka 2010, 2015 [7]
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Potensi Sosial Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat DWG menjadi salah satu aspek yang mendukung pengembangan Wisata Air
Terjun Coban Pelangi. Desa wisata ini masih termasuk kawasan desa adat Tengger yang memiliki sistem
kebudayaan lokal. Penjelasan sistem kebudayaan di DWG mengacu pada 7 unsur kebudayaan universal yang
dikemukakan oleh Kluckhohn (1953), dengan penjelasan sebagai berikut:
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1. Sistem bahasa — bahasa Jawa dengan dialek Tengger.

2. Sistem kesenian - seni Tari (Roro Anteng dan Joko Seger yang biasanya dimulai sebelum pembukaan
Upacara Kasada) dan seni bangunan (bangunan peribadatan berupa Pura yang disebut pundem,
danyam, dan poten / tanah di lautan pasir sebagai tempat berlangsungnya upacara Kasada).

3. Sistem teknologi - berkembang seperti halnya masyarakat Jawa Modern.

4. Sistem religi — agama yang dianut sebagian besar Suku Tengger adalah Hindu, Islam, dan Kristen.
Masyarakat masih sering melakukan upacara tertentu, seperti Upacara Yahya Kasada, Karo, Kapat,
Kawalu, Kasanga, Kasada, dan Unan.

5. Sistem Perkawinan - pola perkawinan endogami dengan adat Tengger dan adat menetap setelah
menikah / neolokal.

6. Sistem Kemasyarakatan - ada kelompok-kelompok desa yang dipimpin oleh tetua dan seluruh
perkampungan ini dipimpin oleh seorang kepala adat.

7. Sistem Pengetahuan - masih tradisional dan berorientasi pada kebudayaan lama, namun saat ini
mulai mengacu ke sistem pengetahuan yang modern.

8. Sistem Mata Pencarian — mayoritas petani sayuran dan penambang (pasir dan belerang). Ada sebagian
masyarakat Tengger yang berprofesi menjadi pemandu wisatawan di Bromo.

Desa Gubugklakah juga memiliki kesenian yang menggambarkan kearifan lokal setempat, seperti
Bantengan dan Kesenian Musik Islami Terbangan. Bantengan merupakan aftraksi yang serupa dengan kuda
lumping namun penari menari seperti banteng. Musik Terbang biasanya dimainkan bersamaan dengan
pembacaan ayat Al-Quran pada acara keagamaan.

Sumber: www.explorebromo.com

Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan Wisata Air Terjun Coban Pelangi di Desa Wisata Gubugklakah didapatkan
setelah melakukan analisa SWOT, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. SWOT Potensi Sosial dan Ekonomi dalam Pengembangan Wisata

STRENGTH WEAKNESS

e Memiliki potensi dan daya tarik yang e Coban Pelangi terletak di kaki pegunungan
khas (alam dan budaya). sehingga rawan bencana longsor dan banjir.

e Masyarakat masih memiliki tata cara o Memiliki rek pendakian yang curam, dengan
kehidupan dan budaya ftradisional sudut kemiringan mencapai 45°.
Tengger yang kental. e Minimnya teknologi dalam pengolahan sumber

e Partisipasi dan inisiatif masyarakat daya alam sehingga manfaat ekonomi kurang
dalam mendukung pengembangan optimal.
wisata tinggi.

e Sudah ada pemanfaatan sumber
daya dan aset untuk meningkatkan
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potensi ekonomi desa.
o Tersedia sarana dan prasarana
pendukung yang memadai.
OPPORTUNITY THREAT
e Masyarakat yang  mendukung e Budaya dan perilaku kurang baik yang dibawa
pariwisata ~ perdesaan  semakin oleh pengunjung.
banyak. e Ditemukannya air terjun lain  yang
e Ada inovasi dalam produksi souvenir menyebabkan jumlah pengunjung tersebar.
khas yang belum ada di area wisata e Ancaman bencana / gangguan alam.
lain. e Eksploitasi yang menyebabkan rusaknya
e Minat masyarakat untuk berkunjung lingkungan fisik.
masih tinggi. e Pasar bebas menuntut destnasi bisa
e Ada kesepakatan pengembangan memenuhi standar pasarnya karena peluang
dengan pihak lain yang terkait. usaha terbuka bagi Negara / kofa lain.
e Perubahan orientasi lembaga pengelola atau
individu yang kebih berat ke manfaat ekonomi.

Sumber: Hasil Analisa, 2016

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disusun strategi pengembangan Wisata Air Terjun di Desa Wisata
Gunungklakah. Strategi pengembangan terdiri dari 4 bagian yaitu Strategi Strength-Opportunities (S-O),
Weakness-Opportunities  (S-0),Strength-Threat (S-T), dan Weakness-Threat (W-T). Berikut merupakan
penjelasannya:

Strategi S-O:
1. Mengoptimalkan potensi alam air terjun Coban Pelangi dengan metode ramah lingkungan.
2. Mengoptimalkan potensi sosial budaya fradisional Tengger sebagai produk wisata.
3. Mengembangkan inovasi dan variasi atraksi untuk meningkatkan jumlah pengunjung.
4. Menggalakkan aksi penggunaan produk setempat dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan
image kawasan yang kuatdan meningkatkan promosi.
5. Meningkatkan kerjasama antara pihak desa wisata dengan stakeholder lain yang terkait.
Strategi W-O:
6. Terus menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tidak menambah resiko bencana.
7. Melakukan pelatihan untuk pengolahan dan pemasaran souvenir khas desa.
8. Rajin melakukan pemantauan di area wisata air terjun, khususnya pada musim penghujan untuk
menurunkan resiko korban akibat bencana.

Strategi S-T:
9. Tetap menjaga kualitas, tradisi, tata cara kehidupan serta budaya tradisional masyarakat setempat
10. Menonjolkan ciri khas yang dimiliki untuk membedakan dengan area wisata lain.
11. Meningkatkan kreativitas dalam pengembangan produk dan desain kerajinan setempat.
Strategi W-T:
12. Merancang program pengelolaan dan pemasaran yang efektif dan berkelanjutan.
13. Memberikan pembekalan tentang product knowledge.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil peneliian ini adalah terumuskannya strategi pengembangan wisata. Secara keseluruhan, strategi
pengembangan wisata air terjun Coban Pelangi di Desa Wisata Gubugklakah adalah mengoptimalkan potensi
alam dan social budaya yang dimiliki, mengembangkan inovasi dan variasi atraksi untuk meningkatkan jumlah
pengunjung, meningkatkan keterampilan dalam mengolah prosuk wisata, menonjolkan ciri khas yang dimiliki,
serta merancang program pengelolaan kawasan yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA
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ABSTRAK

Pembangunan pedesaan tidak selalu bertumpu pada sektor pertanian saja, dengan sumberdaya alam yang
dimiliki oleh desa dimungkinkan bagi desa untuk mengembangkan sektor lain seperti industri dan pariwisata.
Pergeseran ini menumbuhkan konsep desa wisata, dan jika dikaitkan dengan sektor dominan pedesaan yakni
pertanian, maka konsep ini lebih dikenal sebagai desa wisata pertanian. Dimana konsep desa wisata pertanian,
mengabungkan pertanian dan pariwisata dalam mengerakkan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hal diatas dan merujuk pada Peraturan Dearah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2013
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2025 bahwa Nagari Koto Hilalang
yang berada di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok merupakan salah satu destinasi pariwisata yang akan
dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Nagari Tradisional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Nagari Koto Hilalang sebagai desa wisata
pertanian. Mengidentifikasi karakteristik pola permukiman dengan segala kearifan lokal di Nagari Koto Hilalang
serta mengidentifikasi permasalahan pelestarian adat istiadat Nagari Koto Hilalang. Metodologi penelitian
dilakukan secara eksploratif dan kualitatif dengan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan pemilik
rumah tradisional.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Nagari Koto Hilalang masih perlu melakukan persiapan
dalam mewujudkan nagari sebagai desa wisata pertanian. Namun demikian pola permukiman yang ada di Nagari
Koto Hilalang berkelompok alias berbentuk cluster di satu jorong saja, yakni di Jorong Dalam Nagari. Sementara
pelestarian adat istiadat Nagari Koto Hilalang sudah mulai ditinggalkan. Sementara budaya lokal yang menjadi
ciri khas daerah ini, salah satunya budaya Tupai Janjang pun sudah mulai ditinggalkan.

Kata Kunci : Desa wisata, Pola Permukiman

PENDAHULUAN

Kabupaten Solok di kenal dengan sebutan "Solok Nan Indah”, di Nagari Koto Hilalang terdapat objek
wisata Desa Tradisional. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Dearah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2013
tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2025 bahwa Nagari Koto Hilalang
yang berada di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang merupakan salah satu destinasi pariwisata yang akan
dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Nagari Tradisional. Keterpaduan antara kegiatan
pertanian, kearifan lokal atau kekhasan daerah serta pariwisata merupakan hal yang menarik untuk
dikembangkan. Selain bermanfaat bagi masyarakat dalam peningkatan pendapatan juga membuka peluang
usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Nagari Koto Hilalang sebagai desa wisata
pertanian. Mengidentifikasi karakferistik pola permukiman dengan segala kearifan lokal di Nagari Koto Hilalang
serta mengidentifikasi permasalahan pelestarian adat istiadat Nagari Koto Hilalang.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi peneliian dilakukan secara eksplorafif dan kualitatif dengan melakukan wawancara dengan
tokoh masyarakat dan pemilik rumah fradisional. Dimana untuk menjawab penelitian dilakukan observasi
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terhadap rumah gadang dan peralatan khas daerah. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada pemilik rumah
gadang dan tokoh masyarakat untuk mengali kekhasan Nagari Koto Hilalang.

Tinjauan Literatur

Menurut Balan, Mariana, and Cristina Burghelea. 2015 [1] Pembentukan dan konsolidasi dari pasar
wisata desa wisata merupakan salah satu bentuk pariwisata yang menggabungkan aspek pembangunan
berkelanjutan, lingkungan perlindungan, pengembangan kewirausahaan, baik dalam kegiatan langsung dan yang
berkaitan dengan praktek bentuk pariwisata tradisi dan adatistiadat, kuno dan murni, kehidupan pedesaan, game
komputer, dan arsitektur, memberikan identitas spesifik Fundata,desa tertinggi di Rumania. Identitas Fundata
dilengkapi dengan pemandangan alam, berbaris di Bucegi dan Piatra Pegunungan Craiului.

Menurut Mircea, Béarsan, dan Lia-Dorica Dogaru, Pariwisata memiliki peran penting memodifikasi
masyarakat pedesaan di lingkungan mereka, struktur ekonomi, sosial dan budaya, proses dan dinamika. Dalam
konteks ini desa wisata memainkan peran utama karena turis harus bergerak menuju tujuan wisata untuk
menikmati produk. Wisatawan yang tertarik ke daerah pedesaan dengan kualitas warisan lanskap sosial dan
budaya khas mereka. Jadi, ruang pedesaan dapat terancam oleh dampak pariwisata dan kegiatan rekreasi yang
dikembangkan untuk wisatawan. Desa wisata sebagian besar merupakan fenomena dalam negeri dengan alam
yang berbeda di seluruh negara dan benua

Pemandangan pedesaan selalu dipengaruhi oleh aktivitas pertanian. Keabadian manusia di daerah
pedesaan terkena fakior risiko (degradasi, depopulasi, kemiskinan) dapat berkontribusi untuk pelestarian nilai-
nilai sosial, untuk menaikkan harga sumber daya manusia yang, ekonomi dan lingkungan dari berbagai
masyarakat pedesaan, untuk memenuhi syarat dan untuk mempromosikan citra daerah ini , meningkatkan
kapasitas mereka yang menarik dan memberikan konfribusi untuk perkembangan mereka [2]

PEMBAHASAN

Nagari Koto Hilalang merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Kubung yang berada di
wilayah Kabupaten Solok. Pusat Kecamatan Kubung berada pada Nagari Koto Hilalang. Nagari Koto Hilalang
memiliki luas 35,50 Km2 atau 18,5% dari luas Kecamatan Kubung.

Jumlah penduduk di Nagari Koto Hilalang tahun 2015 sebanyak 2.849 jiwa, dengan jumlah penduduk
laki-laki 1.427 jiwa dan penduduk perempuan sebnayak 1.422 jiwa. Luas lahan berupa sawah dan hutan negara
di Kecamatan Kubung sebagian terdapat di Nagari Koto Hilalang. Sebagian besar masyarakat di Nagari Koto
Hilalang bekerja sebagai petani.

a. Rumah Gadang

Rumah gadang yang terdapat di Nagari Koto Hilalang berdasarkan hasil survey lapangan paling banyak
tersebar di Jorong Dalam Nagari yaitu sebanyak 16 rumah gadang milik kaum dan 18 rumah gadang milik
pribadi. Rumah gadang yang status kepemilikannya oleh kaum dimiliki oleh 5 (lima) suku yaitu Suku
Melayu, Tanjung, Piliang, Caniago, dan Jambak. Berdasarkan bentuknya, rumah gadang di Nagari Koto
Hilalang ini memiliki jumlah ruang yang berbeda-beda. Ada yang terdiri dari 3 — 4 ruang bahkan di Jorong
Koto Tingga terdapat rumah gadang dengan 5 ruang. Rumah gadang yang ada di Nagari Tardisional ini
sebagian besar dikelola oleh masyarakat/kaum.

Rumah Gadang Nagari Koto Hilalang

b. Kesenian/ Tradisi Khas Koto Hilalang
Daya tarik wisata selain rumah gadang di Nagari Koto Hilalang yaitu kesenian randai, tupai bajanjang, dan
saluang. Untuk kesenian randai masih rutin dilaksankan setiap 1 x seminggu (kecuali di Bulan Ramadhan)
dilaksanakan oleh pemuda pemudi setempat. Tempatdilaksanakannya randai ini di Jorong Simpang Ampek.
Sedangkan untuk tradisi pernikahan di Nagari Koto Hilalang masih menggunakan tradisi adat setempat
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Selain kesenian khas yang terdapat di Nagari Koto Hilalang, juga terdapat makanan khas Nagari Koto
Hilalang yaitu kue jalin seribu (kareh-kareh), pangek cubadak, dan pinyaram.

c. Benda-benda Bersejarah
Benda-benda bersejarah juga merupakan salah satu daya tarik wisata di Nagari Tradisional Koto Hilalang
selain rumah gadang dan kesenian daerah. Benda-benda bersejarah ini merupakan benda yang memiliki
nilai historis misalnya pakaian adat atau keris. Dari 41 rumah gadang di Nagari Koto Hilalang tidak semua
rumah gadang memiliki benda bersejarah, hanya ada beberapa rumah yang memiliki benda bersejarah.
Pemeliharaan benda-benda bersejarah ini dilakukan oleh masyarakat atau kaum yang mengelola rumah
gadang. Pemerintah belum ada memberikan bantuan kepada masyarakat Koto Hilalang.

Gambar 2. Bena-benda Bersejarah
b. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang Kawasan Wisata Nagari Tradisional:

a) TempatPenginapan
Tempat penginapan di Nagari Tradisional ini dapat dikatakan belum ada atau belum tersedia. Namun,
berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat bahwa masyarakat bersedia menggunakan rumah
mereka untuk tempat menginap bagi wisatawan (homestay). Masyarakat di Nagari Koto Hilalang juga
bersedia menerima kedatangan wisatawan baik lokal maupun asing tetapi tetap mempertahankan
ketradisionalan Nagari Koto Hilalang.

b) Media Informasi
Di Nagari Koto Hilalang belum terdapat media informasi ataupun penunjuk arah objek wisata. Hal ini akan
mempengaruhi kunjungan wisatawan dikarenakan tidak mengetahui adanya objek wisata ini.

c) Toko Souvenir
Nagari Tradisional Koto Hilalang belum memiliki toko souvenir tempat menjual barang-barang ataupun
makanan ciri khas Nagari Koto Hilalang.

d) Aksesibilitas
Aksesibilitas ke Nagari Koto Hilalang khususnya Jorong Kampung Dalam sebagai kawasan prioritas dalam
kegiatan ini terdapat 3 jalur masuk menuju Nagari koto Hilalang atau Jorong Kampung Dalam, yakni jalur 1
dari Selayo, jalur 2 dari Gantung Ciri, jalur 3 Batu Palano. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat table aksesibiltas
di bawah ini.

ISBN : 978-602-73463-1-4 113
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota



Seminar Nasional Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa - Kota , 23-24 November 2016, Padang

KESIMPULAN

Hasil dari penelitan ini menunjukan bahwa Nagari Koto Hilalang masih perlu melakukan persiapan
dalam mewujudkan nagari sebagai desa wisata pertanian. Namun demikian pola permukiman yang ada di Nagari
Koto Hilalang berkelompok alias berbentuk cluster di satu jorong saja, yakni di Jorong Dalam Nagari. Sementara
pelestarian adat istiadat Nagari Koto Hilalang sudah mulai diinggalkan. Sementara budaya lokal yang menjadi
ciri khas daerah ini, salah satunya budaya Tupai Janjang pun sudah mulai ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA
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ABSTRAK

Pariwisata Pulau Pahawang yang terletak di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung berkembang
sangat pesat dalam 5 tahun terakhir, namun tidak didukung oleh kesiapan prasarana dan sarana yang
mendukung Pulau Pahawang sebagai destinasi ekowisata (ecotourism). Hal ini dikhawatirkan akan mengancam
upaya konservasi di Pahawang yang sudah dilakukan masyarakat bersama Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM) sejak tahun 20 tahun yang lalu. Peran LSM dan masyarakat dalam pengembangan Pulau Pahawang
sebagai destinasi wisata sangat besar terutama dalam konservasi mangrove dan terumbu karang. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengembangan ekowisata di Pulau Pahawang. Penelitian ini menggunakan
metode deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder, hasil pengamatan lapangan (observasi),
focus group discussion dan data depht interview stakeholders yang fokus pada ekowisata Pulau Pahawang. Hasil
analisis menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata Pulau Pahawang belum sesuai dengan prinsip-prinsip
ekowisata.

Kata kunci: ekowisata, Pulau Pahawang, Stakeholders.

PENDAHULUAN

Kepariwisataan Pahawang dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan
meningkatkan citra Pulau Pahawang bahkan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, menurut
Persada [1]serta memberikan perluasan kesempatan kerja dengan model pengambangan ekowisata. Menurut
dokumen WWF [2] Istilah “ekowisata” dapat diartikan sebagai perjalanan oleh seorang turis ke daerah terpencil
dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah dan budaya di suatu daerah, di mana pola
wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam. Menurut Persada [1]
Berkembangnya kegiatan pariwisata di suatu daerah akan memberikan pengaruh pada sektor ekonomi
serfa mendorong pembangunan sektor-sektor lainnya, khususnya dalam memperluas lapangan kerja dan
peluang berusaha.

Pulau Pahawang berkembang sangat pesat dalam 5 tahun terakhir, tetapi belum didukung oleh
kesiapan sebagai destinasi pariwisata khususnya ekowisata (ecotourism). Tahun 1996 Mitra Bentala, LSM
berbasis lingkungan, melakukan pendampingan masyarakat untuk konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau
kecil. Sebelum berkembang menjadi lokasi wisata seperti saat ini, warga Pahawang belajar bersama sama
selama 12 tahun dibantu oleh Mitra Bentala terkait cara menyelamatkan hutan mangrove dan terumbu karang,
serta menjaga kebersihan laut yang berpotensi pula sebagai destinasi wisata [3], baru pada tahun 2010,
Pahawang mulai banyak dikunjungi oleh peneliti dan wisatawan. Tahun 2007, Pulau Pahawang masuk dalam
daerah administrasi Kabupaten Pesawaran, menyebabkan pemerintah mulai melirik potensi wisata pahawang
sebagai salah safu wisata unggulan, namun pada tahun tersebut pemerintah belum fokus untuk pengembangan
wisata pahawang. Berbagai pihak mengkhawatirkan kelestarian lingkungan Pulau Pahawang, karena tidak ada
peraturan yang melindungi kawasan ini dari ancamana berbagai kegiatan wisata di sana. Pada tahun 2016, salah
safu organisasi yang peduli yaitu Forum CSR Lampung mulai melakukan penanaman terumbu karang sebagai
upaya konservasi di daerah wisata Pulau Pahawang.
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Penelitian ini merupakan lanjutan dari peneliian sebelumnya, menurut Persada [3] dari penelitian sebelumnya
didapatkan kesimpulan berupa (1) Proses keterlibatan masyarakat dan pemberdayaan dapat menjadi kekuatan
pendorong dari pariwisata berkelanjutan; (2) Kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah - masyarakat lokal
(bisnis, dan penduduk) - semakin banyak kesempatan untuk mendapatkan pariwisata yang berkelanjutan; (3)
Kurangnya peran pemerintah untuk memfasilitasi kebijakan dalam mengelola kawasan ekowisata sebagai
kendala pembangunan pariwisata berkelanjutan potensi; (4) Sebuah studi longitudinal di daerah ini akan diterima
untuk memeriksa pemberdayaan ekonomi daerah ini. Penelitan ini akan melihat gambaran berupa arahan
program pengembangan Pahawang sebagai destinasi ekowisata.

Tujuan Penelitian:

1. Identifikasi potensi dan permasalahan dalam pengembangan ekowisata Pulau Pahawang
2. Identifikasi peran stakeholders dalam pengembangan ekowisata di Pulau Pahawang.
3. Arahan program pengembangan pariwisata Pulau Pahawang sebagai destinasi ekowisata

Persada dalam penelitian sebelumnya [1] membahas ekowisata berbasis masyarakat, beberapa aspek kunci
dalam ekowisata berbasis masyarakat adalah:
o Masyarakat membentuk panitia atau lembaga untuk pengelolaan kegiatan ekowisata di daerahnya,
dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat (nilai partisipasi masyarakat dan edukasi)
e Prinsip local ownership (pengelolaan dan kepemilikan oleh masyarakat setempat) diterapkan sedapat
mungkin terhadap sarana dan pra-sarana ekowisata, kawasan ekowisata, dll (nilai partisipasi
masyarakat)
e Homestay menjadi pilihan utama untuk sarana akomodasi di lokasi wisata (nilai ekonomi dan edukasi)
e Pemandu adalah orang setempat (nilai partisipasi masyaraka)
e Perintisan, pengelolaan dan pemeliharaan obyek wisata menjadi tanggungjawab masyarakat setempat,
termasuk penentuan biaya (fee) untuk wisatawan (nilai ekonomi dan wisata).

METODOLOGI PENELITIAN

Lingkup penelitian ini adalah teridentifikasinya penerapan prinsip-prinsip ekowisata di Pahawang.
Menurut Creswell [4] dalam peneliian deskriptif proses analisis dan interpretasi data tidak hanya dilakukan pada
akhir pengumpulan data atau berdiri sendiri, namun secara simultan juga dilakukan pada saat pengumpulan data
dilapangan berlansung, sehingga penelititan ini juga dikenal sebagai penelitian siklus. Setelah mendapatkan
informasi, dilakukan analisis untuk mencari hipotesis kemudian dilakukan pengumpulan informasi berikutnya. Ini
dimaksudkan untuk memperoleh kesesuaian dengan hipotesis sementara yang telah disusun, demikian terus
berputar hingga ditemukan puncak informasi atau kejenuhan data. Selanjutnya, kegiatan dalam analisis data
meliputi pencarian data, menatanya, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesanya,
mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pulau Pahawang terletak di perairan Teluk Lampung, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten
Pesawaran, dengan Luas area 1020 Ha. Tahun 1996, LSM Mitra Bentala melakukan proses pendampingan di
Desa Pulau Pahawang. Pada awalnya Pulau Pahawang adalah salah satu desa ferisolasi, maraknya
penebangan mangrove, penangkapan ikan dengan bom, potasiun dan pukat besar, mengakibatkan rusaknya
ekosistem pesisir.Pendampingan LSM dari tahun 1996 sampai saat ini, mengenai program rehabilitasi dan
penyadaran fungsi lingkungan ke masyarakat, membuat masyarakat lokal Pulau Pahawang menjadi sadar
lingkungan dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga ketika
masyarakat lokal Pulau Pahawang dan sekitarnya dirasa telah siap, menurut Persada [3] maka pada tahun 2009
Mitra Bentala mendorong masyarakat lokal untuk menjadikan lokasi tempat tinggal mereka sebagai salah satu
destinasi wisata bahari Lampung.

Data penelitian ini didapat dari depth interview dan FGD (focus group discussion). Depth interview
dilakukan dengan narasumber tokoh masyarakat, dinas pariwisata kabupaten, LSM dan akademisi yang terlibat
lansung dalam pengembangan ekowisata Pahawang. FGD dilakukan sebanyak 2 kali. FGD pertama dilakukan
Januari 2016 yang dipimpin lansung oleh Wakil Gubernur Lampung dengan mengundang tokoh masyarakat
setempat, aparat desa, LSM, pelaku bisnis pariwisata dan akademisi. FGD kedua dilakukan Juni 2016, dengan
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dihadiri Dewan Riset Daerah Lampung yang fokus membahas kepariwisataan dengan mengundang akademisi
bidang pariwisata. Isu-isu yang dapat ditarik dari deep interview dan data-data yang didapat yaitu:

Tabel 1. Isu-isu ekowisata Pahawang

Konservasi Edukasi Pemberdayaan Ekonomi Lokal Partisipasi
Masyarakat Masyarakat
Tidak adanya peraturan | Belum Masyarakat asli Pulau | Ekonomi lokal | Partisipasi
bagi wisatawan agar tidak | adanya Pahawang sudah mulai | yang masyarakat dalam
merusak lingkungan | kegiatan memperoleh  manfaat | berkembang konservasi
(terumbu karang) edukasi ekonomi dari aktivitas | berupa mangrove dan
untuk pariwisata tapi | homestay, terumbu karang
Masyarakat, LSM, dan | wisatawan manfaatnya lebih | warung makan,
pemerintah sudah mulai | di Pulau | dominan dirasakan oleh | penyewaan
khawatir dengan ancaman | Pahawang | masyarakat luar | kapal
peningkatan aktivitas | yang harus | Pahawang yang
wisata Pahawang melalui melakukan bisnis wisata | Ekonomi  lokal
peraturan di Pahawang, seperti | yang belum
Tidak adanya | dan TIC | guide, pemilik kapal, | berkembang,
perencanaan menyeluruh | (tourist pemilik penyewaan alat- | yaitu
untuk pengembangan | information | alat snorkling cinderamata,
Ekowisata Pulau | centre) ekonomi kreatfif,
Pahawang guide

Peran yang dilakukan LSM Mitra Bentala

1. Ditingkat Masyarakat; Melakukan proses pendampingan yang berkelajutan, dengan pegutamaan
penyadaran pendidikan lingkungan. Penyadaran ini berupa sosialisasi efek positif dan negafif dari kondisi
alam ke kelansungan hidup masyarakat setempat.

2. Ditingkat Pemerintahan Desa; Mendorong tatakelola lingkungan yang baik, mendorong lahirnya peraturan
desa tentang wisata dan sebagainya,

3. Pemerintah Kabupaten/Provinsi; Mendorong sinergi antar program SKPD/dinas untuk konservasi
Pahawang dan pembangunan sarana prasarana yang mendukung ekowisata Pahawang.

4. Terus melakukan kampanye/publikasi ekowisata Pulau Pahawang ke wisatawan.

Selain program-program yang dilakukan LSM, keterlibatan masyarakat sangat besar dalam
pengembangan wisata di Pulau Pahawang. Masyarakat setempat adalah pihak pengerak utama sekaligus
penerima manfaat langsung terhadap wisata yang dikembangkan, Maka dalam hal ini peningkatan kapasitas
masyarakat harus dilakukan dalam pengembangan wisata. Peran masyarakat secara umum adalah ikut serta
menjaga lingkungan yang baik, keamanan yang kondusif, bersikap ramah dan bersahaja layaknya dalam kaidah
dalam wisata seperti sapta pesona. Disamping masyarakat juga merupakan pengelola lansung dalam berwisata
di Pulau Pahawang. Hal ini menyebabkan perubahan pola kegiatan masyarakat, dari kegiatan nelayan dan
bertani menjadi kegiatan pelayanan pariwisata terutama dihari sabtu dan minggu.

LSM dan masyarakat secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas tentang pengembangan
dan pengelolaan wisata yang baik. Efek dari kegiatan yang dilakukan LSM dan masyarakat dapat dilihat dari
naiknya perekonomian lokal, pembaikan kesehatan dan gizi masyarakat. Tidak hanya masyarakat Pulau
Pahawang namun juga masyarakat yang bersinggungan lansung dengan Pulau Pahawang, dampak lainnya
dapat dilihat dari berkembangnya agen-agen wisata dari luar penduduk Pulau Pahawang. Masuknya agen-agen
wisata diluar penduduk Pulau Pahawang yang tidak terjangkau oleh pendampingan LSM, menimbulkan ancaman
bagi konservasi Pulau Pahawang. Diperkirakan wisatawan yang datang melalui agen wisata Pulau Pahawang
adalah 5000 wisatawan perbulan. Hal ini tentu mendatangkan keuntungan finansial yang melimpah, namun juga
mendatangkan ancaman bagi konservasi Pulau Pahawang. Hal ini juga menimbulkan keran cuan, karena manfaat
finansial Pulau Pahawang, sebagian besar dirasakan oleh agen-agen wisata yang bukan penduduk asli Pulau
Pahawang.

Keuntungan dan ancaman ini perlu disinergiskan dengan program-program pemerintah. Menurut data
yang didapatkan dari deep interview belum ada sinergi program antar SKPD, membuat program-program yang
dijalankan menjadi tumpeng tindih. Peraturan-peraturan pengelolaan pariwisata yang belum jelas juga menjadi
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kendala dalam pengembangan Pulau Pahawang, misalnya, masihadap penerbitan izin alih fungsi lahan
mengrove. Hubungan desa dan pemerintah yang belum optimal juga membuat belum banyaknya kegiatan
ekowisata yang dikembangan oleh pemerintah-masyarakat.Dukungan dari pemerintah sudah dilakukan berupa
pelatihan-pelatihan tentang wisata dan bantuan perahu walaupun belum begitu banyak. Komunikasi dan
kordinasi yang belum baik antara pemerintah dengan pelaku bisnis dan masyarakat setempat mengaibatkan
belum adanya perencanaan yang baik dan juga menghadirkan program-program yang spontan dan belum bisa
menyentuh perencanaan yang komprehensif.

Dari studi kasus pendampingan panjang LSM untuk konservasi Pulau Pahawang, dapat dilihat peran
penting dalam pengembangan dan implementasi bisnis ekowisata sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang
ada diwilayah ekowisata. Namun peran-peran tersebut harus diawasi pemerintah agar tetap berjalan dengan
keberpihakan pada kepentingan masyarakat lokal dan kelestarian sumberdaya alam, dan juga tetap membangun
relasi positif dengan pihak-pihak lainnya, yakni pemerintah, pihak-pihak swasta dan kelompok-kelompok
pengunjung. Sedangkan peran-peran stageholders dalam pengembangan ekowisata Pulau Pahawang dapat
disimpulkan sebagai berikut

Tabel 2 peran-peran stageholders

LSM

Masyarakat

Pemerintah

1. Edukasi masyarakat dalam
konservasi mangrove dan
terumbu karang

2. Edukasi masyarakat dalam

1. Meyediakan fasilitas
penginapan berupa homestay,
ada sekitar 30 homestay milik
masyarakat

1.

Memberi dukungan dan turut andil
dalam  penyuluhan  kelompok
Sadar Wisata (sapta pesona)
yang felah dibentuk komunitas

pengembangan teknoliogi | 2. Menyediakan makanan dan lokal Pahawang
informasi minuman untuk wisatawan 2. Memberikan bantuan fasilitas
3. Promosi wisata Pulau | 3. Menyewakan perlengkapan pendukung penginapan termasuk
Pahawang wisata air, snorkeling perlengkapan berupa Kasur untuk
4.  Membangun jaringan | 4. Membentuk wadah dan forum homestay, alatalat snorkeling,
dengan peneli, media, dialog antar tokoh masyarakat kotak sampah, sepeda gunung
pemerintah dan swasta untuk pengembangan dan dan lainnya Penetapan peraturan
5. Melakukan penyuluhan pengelolaan pariwisata tentang kapal dan farifkapal
sadar wisata melalui sapta | 5. Melakukan musyawarah | 3. Melaksanakan promosi melalui
pesona bersama dalam pengelolaan pameran wisata ke untuk menarik
6. Memfasilitasi masyarakat pariwisata Pulau Pahawang wisatawan Indonesia dan
untuk pelatiahan guide dengan masyarakat Pulau mancanegara
Pahawang, Pemerintahan | 4. Merealisasikan pembentukan
Kabupaten, DPRD koperasi. Pelatihan keamanan

dan keselamatan pariwisata

5. Menjadikan pariwisata sebagai
sektor unggulan dan mengadakan
even festival Pahawang pertama,
November 2016, sebagai even
pariwisata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi rangkuman singkat atas hasil penelian dan pembahasan. Berdasarkan data-data
dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan :

1. Pengembangan pariwisata Pulau Puhawang belum mempertimbangkan prinsip-prinsip ekowisata
Peran LSM dan masyarakat sangat besar yang diawali dengan konservasi lingkungan dan saat ini
masyarakat mulai merasakan manfaat dari sektor pariwisata, tetapi di sisi lain ada kekhawatiran pariwisata
akan mengancaman konservasi lingkungan.

3. Peran pemerintah masih terbatas pada penyuluhan dan pemberian bantuan fasilitas pendukung pariwisata,
diharapkan ke depan pemerintah dapat menyiapkan berbagai perangkat peraturan yang berkaitan dengan
konservasi mangrove dan terumbu karang, penyediaan infrastruktur seperti: jalan akses di kawasan Pulau
Pahawang, pelabuhan, listrik dan air bersih.

118 ISBN :978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.idfid/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota



Analisis Program Pengembangan Ekowisata Di Pulau Pahawang...

4. Perlu adanya percepatan pelaksanaan berbagai program berkaitan dengan prinsip ekowisata sebagaimana
terlihat pada konsep pengembangan ekowisata Pulau Pahawang pada Gambar 1 dan arahan program

pengembangan ekowisata Pahawang pada Tabel 3.

Konservasi

- periu peraturan untuk menjaga Edukasi

lingkungan Pulau Pahawang
- periunya peningkatan kegiatan
konservasi dikarenakan peningkatan
aktivitas wisata di Pulau Pahawang

-Perlu adanya kegiatan edukasi
untuk wisatawan di Pulau
Pahawang dengan peraturan-
peraturan dan TIC (tourist

-diperiukan perncanaan yang information centre)
komprehensif untuk konservasi

Pahawang

Partisipasi masyarakat Ekovvisata

- perlunya peningkatan
partisipasi masyarakat
dalam konservasi mangrove
dan terumbukarang juga
dalam sektor pengawasan
kegiatan pariwisata

Ekonomi lokal

- perlu adanya bantuan untuk
peningkatan dan pengambangan
ekonomi lokal

Gambar 1 Konsep pengembangan ekowisata Pahawang

Tabel 3 Arahan dan strategipengembangan ekowisata Pahawang

Pemberdayaan masyarakat

- Manfaat positif seperti
finansial perlu difokuskan
pada penduduk asli Pulau

Pahawang

No. Arahan Program | Kegiatan Keterangan (rincian dan | Penanggung
Pengembangan tujuan) Jawab
1. Penyusunan 1. Penyusunan Rencana | - Harus ada keterkaitan | Pemerintah
dokumen Induk Kawasan RIPPDA  Kabupaten | Kabupaten
perencanaan Puhawang dan dengan RIPPDA | (BAPPEDA)
sekitarnya (Teluk Provinsi, Pesawaran
Lampung) pengembangan bersama
KORIDOR TENGAH- | konsultan
2. Tindak lanjut buku Pola BARAT (yang tertuang | Dinas
Perjalanan  Pariwisata dalam RIPPDA | Pariwisata dan
Provinsi Lampung untuk Provinsi Lampung) Ekonomi Kreatf
Koridor Kawasan Wisata | - Tahun 2016 Dinas | Provinsi
Puhawang dan Pariwisata ~ Provinsi | Lampung
sekitarnya (Teluk melakukan Review | Dinas
Lampung) RIPPDA Provinsi | Pariwisata
Lampung Kabupaten
- Pengembangan Pesawaran dan
transportasi ramah | ASITA
lingkungan  (sepeda,
gerobak, berkuda dll)
untuk wisatawan
- Fam Trip dengan
mengundang ASITA,
PHRI, HPI dll, untuk
mengembangkan
Jalur  Wisata yang
sudah disusun
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No. Arahan Program | Kegiatan Keterangan (rincian dan | Penanggung
Pengembangan tujuan) Jawab
pemerintah.
- Dinas Pariwisata
Kabupaten Pesawaran
menindaklanjuti
masukan dari Fam
Trip pada  jalur
tersebut di atas
2. Penyusunan 1. Penyusunan Peraturan | - Peraturan tentang | Pemerintah
Peraturan tentang perlindungan Konservasi Kawasan | Provinsi  dan
berkaitan dengan terumbu  karang dan Pesisir dan Laut Kabupaten
Pengembangan mangrove - Peraturan ttg tata | (DKP, Dinas
Kawasan 2. Penyusunan Peraturan tertib pengunjung | Pariwisata,
Puhawang yang berkaitan dengan (seperti: ada di TIC di | Dispenda,
penyelenggaraan pintu masuk kawasan) | Dishub)
pariwisata di kawasan | -  Peraturan tentang tata
Puhawang dsk seperti: Tertib bagi pengusaha
- pembayaran atau bea di Pelabuhan
masuk kawasan wisata Ketapang, Misal:
- penyewaan alat-alat standarisasi
snorkeling dan lain-lain transportasi  wisata
(standar kesehatan utk (kapal,dll)
alat snorkling) - Peraturan yang
- standar keamanan berkaitan dengan
transportasi dan alat-alat penyelenggaraan
- sewa kapal dan alat-alat kegiatan  pariwisata
(standar harga, dll)
yang dituangkan
dalam Peraturan Desa
3. Pengembangan Penataan (revitalisasi) | - Pembangunan  dan | Dinas Bina
Destinasi Wisata Pelabuhan Ketapang sebagai peningkatan jalan dari | Marga Provinsi
tempat penyeberangan yang Bandarlampung - | Dinas
aman Puhawang yang | Perhubungan
memenuhi standar | Provinsi  dan
Pengembangan  Kawasan aman dan nyaman | Kabupaten
Mangrove sebagai salah satu (lebar jalan, rambu- | Dinas Kelautan
objek wisata alam  di rambu dil) dan Perikanan
Puhawang - Pembangunan  dan | Dinas
perluasan  dermaga | Permukiman
Pembangunan Pusat Ketapang (layak utk | /Cipta  Karya
Informasi  Wisata (TIC) di pariwisata) Kabupaten
sekitar Ketapang (sebelum | - Pembangunan
masuk kawasan wisata) dermaga Jetty di | Pemerintah
Dusun Jelarangan di | (Dinas
Pembangunan  akomodasi Puhawang Besar Kelautan&
dan restoran - Pembangunan Perikanan)
dermaga wisata di | bersama LSM
Pembangunan pusat seni Lempasing  menuju
dan budaya Puhawang Dinas
1. Gedung Pertunjukan | - Pembangunan jalan | Pariwisata
2. Plaza atau Teater lingkungan di Pulau | Kabupaten
Terbuka Puhawang untuk | Pesa-waran
3. Kampung Budaya transportasi ramah | bersama
lingkungan  (sepeda, | swasta, ~LSM
berkuda, gerobak) ling-kungan
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No. Arahan Program | Kegiatan Keterangan (rincian dan | Penanggung
Pengembangan tujuan) Jawab
1. Program Pemerintah
pemeliharaan dan | Kab.
penanaman mangrove | Pesawaran
2. Pembangunan jalan | (Dinas
atau track di kawasan | Pariwisata) dan
mangrove masyarakat
3. Transplantasi lokal
Terumbu Karang di | Dinas
Puhawang Koperindag
Kabupaten
Tourism Information | Pesa-waran
Center (TIC) yang | Pemerintah
memberikan informasi | (Dinas
kepada wisatawan | Pertanian)
sebelum memasuki
Kawasan Wisata | Pemerintah
Alam/Bahari  Puhawang. | (Dinas
Sebagai kawasan wisata | Pendidikan dan
alam (EKOWISATA) para | Kebudayaan)
wisatawan  wajib  ikut | bersama
menjaga kelestarian | masyarakat
lingkungan, sehingga perlu | lokal

disampaikan tata tertib
masuk kawasan wisata

1. Pembangunan
homestay (rumah
penduduk, base camp
Mira Bentala) dan
pengembangan
camping ground

2. Pengembangan
restoran yang dikelola
masyarakat yang
sesuai dengan
permintaan pasar

3. Pembinaan  bidang

pertanian ke
masyarakat lokal
untuk penyediaan
berbagai macam

bahan baku makanan
(sayuran dan buah-
buahan)

1. Gedung pertunjukan
dan teater terbuka
digunakan untuk
menambah daya tarik
wisata terutama di
wakfu-waktu  ketika
wisatawan tidak ke
laut (malam hari)

2. Kampung Budaya dan
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No. Arahan Program | Kegiatan Keterangan (rincian dan | Penanggung

Pengembangan tujuan) Jawab
Wisata dikembangkan
dengan thema yang
unik

3. Penggalian cerita
rakyatlegenda
berkaitan dengan
objek wisata atau

desa wisata
4, Pengembangan Pelathan dan pembinaan | 1. Aparatur teknis | Pemerintah
Sumber Daya | bidang  pariwisata  bagi: pariwisata di | (Dinas
Manusia birokrat, dan masyarakat Kabupaten Pariwisata,
setempatdi Pulau Pahawang | 2. Penyuluhan SADAR | Dinas
WISATA pada | Perindag)
masyarakat di objek | Pemerintah
wisata (Dinas
3. Pelatihan pembuatan | Pendidikan)
souvenir bagi

masyarakat lokal

4. Pelatihan  berkaitan
kuliner bagi
masyarakat lokal

5. Pelatihan pramuwisata
bagi masyarakat loka

6. Pembangunan
Sekolah  Menengah

Kejuruan bidang
Pariwisata
5. Pengembangan 1. Pemgembangan listrik - Pengembangan PLN
Parsarana dan | 2. Penyediaan Air bersih Konsep 3 R (Reuse, | PDAM
sarana pendukung | 3. Penyediaan tempat Recycle dan Reduce) | Dinas
pembuangan  sampah untuk sampah dan air | Pekerjaan
sementara  TPA dan Umum
TPA
4. Pengolahan limbah
padat dan cair (sampah,
sanitasi lingkungan)
6. Kelembagaan 1. Pembentukan TIM | Tim Koordinasi dipimpin | Pemerintah

Koordinasi Strategis | langsung oleh Wakil Bupati | Kabupaten
Lintas Sektor Bidang | BPPD adalah amanat UU | Pesawaran
Kepariwisataan (Perbup) | No 10 tahun 2009 tentang
2. Pembentukan BPPD | Kepariwisataan

Kabupaten yang
beranggotakan
akademisi, pengusaha,
pers dan komunitas (SK
Bupati)
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ABSTRAK

Geopark Ciletuh merupakan potensi wisata alam yang berpeluang untuk dikembangkan di Desa Ciwaru,
Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Pembangunan pariwisata inklusif di suatu area
yang terpencil mempunyai permasalahan tersendiri. Di dalam area Desa Ciwaru, Geopark Ciletuh ini adalah satu
situs geologi yang memberikan panorama pemandangan alam yang indah sehingga dapat menjadi satu tujuan
wisata alam. Desa Ciwaru ini terletak di Teluk Ciletuh yang dikelilingi gugus batuan geologi yang unik dan
rangkaian air terjun yang membuat desa ini nyaris tersembunyi. Dengan kondisi masyarakat nya yang masih
mengandalkan kehidupannya dari pertanian dan tingkat pendidikan nya rendah, maka adalah sebuah tantangan
untuk mengembangkan pariwisata inklusif untuk area Geopark Ciletuh ini. Tantangan utama adalah bagaimana
potensi wisata ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa setempat juga desa sekelilingnya.
Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi dalam upaya membangun pariwisata
inklusif di Desa Ciwaru dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Dimulai dengan pemahaman tentang
kondisi Desa Ciwaru dan sekelilingnya, analisis potensi wisata alam Geopark Ciletuh akan dilakukan bersamaan
dengan mengaitkan kepada keberhasilan daerah wisata lainnya yang serupa. Pendekatan perencanaan wisata
Geopark yang sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal diharapkan dapat mewujudkan pembangunan inklusif
yang dapat menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Ciwaru dan sekelilingnya.

Kata kunci: Pariwisata, Inklusif, Geopark

PENDAHULUAN

Geopark Ciletuh terletak terpencil di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas. Kecamatan Ciemas ini
merupakan kawasan perdesaan yang terletak di bagian Selatan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat yang
berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Kecamatan Ciemas mempunyai potensi sumberdaya alam untuk
dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan kawasan ini. Potensi
sumberdaya alam yang dipunyai kawasan perdesaan Kecamatan Ciemas adalah lahan pertanian yang subur,
lahan perkebunan, obyek wisata alam. Geopark Ciletuh yang membentang di Desa Ciwaru dalam lingkar Teluk
Ciletuh ini merupakan potensi obyek wisata alam yang berpeluang untuk dikembangkan. Geopark Ciletuh adalah
safu situs geologi yang mempunyai karakter alam yang unik dan berbeda sebagai sebuah fitur daya tarik wisata.
Menurut Inskeep [1], daya tarik wisata ini merupakan elemen paling penting dari sebuah produk pariwisata.
Pembangunan sektor pariwisata terus dipacu dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan
masyarakat setempat. Untuk mencapai hal ini, maka pilihan pembangunan pariwisata dengan pendekatan
inklusif yang melibatkan masyarakat di suatu area yang nyaris tersembunyi adalah merupakan satu tantangan
tersendiri.

Paradigma pembangunan inklusif ini mendorong salah satunya tercapainya bentuk-bentuk kerjasama
dalam proses pembangunan melalui upaya pelibatan masyarakat seutuhnya. Telah banyak berkembang
beberapa model atau konsep pembangunan berbasis masyarakat. Community Economic Development (CED)
sebagai salah satu model pembangunan berbasis masyarakat telah diprakikan sejak tahun 1970-an. Menurut
Shragge [2], CED menawarkan peran untuk membangun banyak alternatif kegiatan ekonomi juga kekuatan
masyarakat lokal untuk mempunyai kendali yang lebih besar terhadap proses kegiatan sosial dan ekonominya.
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Tersirat kuatadanya kerja partisipasi masyarakat. Terkait dengan pembangunan pariwisata, telah dikenal konsep
Community Based Tourism (CBT) yang hampir serupa dengan konsep CED. Esensi nya adalah masyarakat lokal
memiliki, mengelola dan mengendalikan secara substansial kegiatan pariwisata dan yang terpenting proporsi
keuntungan yang besar tetap ada di masyarakat. Di Bali, sebagai destinasi pariwisata di Indonesia yang telah
dan paling maju, kegiatan pariwisata nya telah berhasil tampil secara kolektif di tangan lembaga desa adat
pakraman [3]. Beberapa lokasi destinasi pariwisata, sebagaimana telah dipelajari oleh Guterres [4] di Pantai
Vatuvou — Timor Leste dan Nurdin [5] di Pulau Samalona — Makassar, diupayakan berkembang melalui
pendekatan CBT ini.

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi dalam upaya membangun
pariwisata inklusif di Desa Ciwaru. Oleh karena itu, tulisan ini dimulai dengan menyampaikan metode penelitian
dilanjutkan dengan penyampaian hasil dan pembahasan tentang pemahaman kondisi dan permasalahan Desa
Ciwaru dan sekelilingnya. Serangkaian analisis potensi dan tantangan pembangunan wisata alam Geopark
Ciletuh dilakukan bersamaan dengan mengaitkan kepada keberhasilan-keberhasilan pembangunan pariwisata di
destinasi wisata yang lain. Selanjutnya bagian akhir tulisan ini berusaha menyampaikan beberapa saran yang
dianggap dapat mewujudkan pembangunan pariwisata inklusif di Desa Ciwaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas - Kabupaten Sukabumi dengan
menggunakan metode peneliian deskripti-kualitatif. Menurut Moleong [6], metode kualitatif didefinisikan sebagai
tata-cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau
perilaku yang diamati. Obyek penelitian adalah Desa Ciwaru dengan aspek fisik-geografis, kegiatan ekonomi dan
kegiatan sosial-budaya masyarakat yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi visual terhadap kondisi alam, wawancara
mendalam dengan kepala desa dan Camat Ciemas. Pengumpulan data sekunder melalui survey ke instansi-
instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Ciemas serta kajian studi terdahulu. Teknik
analisis dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif kuanttatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor kekuatan
(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) atau analisis SWOT [7].
Hasil analisis ini sebagai dasar tinjauan yang diperlukan untuk melihat tantangan pembangunan pariwisata
inklusif Geopark Ciletuh sebagai kajian utama dari tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Geopark Ciletuh terletak di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi ini mempunyai banyak lokasi
destinasi pariwisata-nya. Salah satu yang sudah lama menjadi ikon destinasi wisata yang terkenal adalah Kota
Pelabuhan Ratu dengan wisata pantai-nya. Dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi, potensi wisata
ini menjadi produk unggulan yang telah tertuang dalam Perda Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 [8]. Secara eksplisit tujuan penataan ruang
wilayah Kabupaten dalam perda ini adalah mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, produkfif, berkelanjutan
dan berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata dan industri menuju kabupaten yang maju dan sejahtera. Hal
ini mempertegas arah pembangunan bahwa pariwisata akan menjadi sektor unggulan. Dalam Perda ini juga
ditetapkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Pesisir Sukabumi yang melihat adanya kepentingan fungsi dan
daya dukung lingkungan hidup yang harus tetap terjaga. Geopark Ciletuh yang berada di Kawasan Pesisir
Sukabumi, dalam KSK telah diarahkan untuk pengembangan kegiatan pertanian dan pariwisata.

Kota Pelabuhan Ratu dengan pantai-nya yang terletak di Teluk Pelabuhan Ratu adalah ibukota
Kabupaten Sukabumi yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (RTRWN) telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Demikian pula hal nya
dengan Kota Sukabumi yang tersambung ke arah Selatan dengan Kota Pelabuhan Ratu dan Kota Pangandaran
yang sama-sama dengan Kota Pelabuhan Ratu berada di Pantai Selatan Provinsi Jawa Barat merupakan PKW
yang saling terhubungkan dalam satu sistem perkotaan. Adanya koneksitas yang baik antara Kota Pelabuhan
Ratu dengan Kota Sukabumi dan Kota Pangandaran yang nantinya akan tersambung dalam Jalur Selatan ini
akan memberikan peluang bagi Geopark Ciletuh dan Kecamatan Ciemas yang berjarak 61 km dari Kota
Pelabuhan Ratu untuk berkembang. Demikian pula pembangunan kawasan sekitar Geopark Ciletuh sebagai
destinasi pariwisata dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah dan masyarakat setempat dan akan
mendorong pembangunan desa-desa sekitarnya. Walau demikian, sebagaimana destinasi pariwisata yang telah
berkembang, menurut Kanom [9] sebuah strategi pengembangan yang berkelanjutan akan sangat diperlukan
sebagai pedoman pembangunan.
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Geopark Ciletuh ini terletak di Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi. Kecamatan
Ciemas merupakan salah satu wilayah administrasi yang berada pada bagian Barat Daya Kabupaten Sukabumi.
Dengan ketinggian 10-400 m dari permukaan air laut, posisi tepatnya Desa Ciwaru di Kecamatan Ciemas ini
dapat dilihat pada Gambar 1. Kecamatan Ciemas terdiri atas 9 desa, dengan total luas wilayah sebesar 21.443
Km2 dan jumlah penduduk wilayah perdesaan seluruhnya 51.112 jiwa.[10].
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Gambar 1. Peta Desa Ciwaru di Kecamatan Ciemas

Desa Ciwaru ini sendiri terletak di pesisir pantai dari Teluk Ciletuh. Gambar 2. Menunjukkan posisi Teluk
Ciletuh yang seolah-olah memberikan tanda adanya bentangan geologi yang istimewa. Kombinasi alam ini
tentunya membentuk sebuah ekosistem fertentu, yang berdasarkan kajian Asyiawati dan Akliyah [11] pada
ekosistem pesisir akan membutuhkan sebuah pengelolaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

;
/Ciletuh Geopark

Gam '7 eopak dan Teluk Ciletuh

Geopark Ciletuh yang terletak di sebelah Tenggara Teluk Pelabuhan Ratu mempunyai luas wilayah
sekitar 3.900 Km2. Geopark ini dibatasi oleh pesisir pantai berpasir putih yang menghadap ke arah Teluk Ciletuh
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dan Lautan Samudra Hindia, sebagaimana terlihat dalam Gambar 3., yang mana teluk ini juga merupakan muara
dari Sungai Ciletuh.

v

u’ﬁ-a:ﬁ B
Gambar 3. Muara Sungai di Teluk Ciletuh

Geopark Ciletuh yang sebagian kecil berada di wilayah administratif Desa Ciwaru adalah satu situs
geologi yang sangat istmewa karena mempunyai keragaman komposisi batuan purba paling tua di Jawa Barat.
Singkapan batuan ini terbentuk pada zaman kapur sekitar 50-60 juta tahun silam setelah terendapkan dalam
palung laut hasil penunjamanan lempeng samudra yang terletak di bawah lempeng benua. Dari aspek geologi,
kawasan Geopark Ciletuh ini merupakan fosil tektonik yang memperlihatkan adanya pendampingan dua zona
yang disusun oleh batuan berasal dari lempeng samudera yaitu Lempeng Indo-Australia dan lempeng benua
yaitu lempeng Eurasia. Dua penggalan kerak bumi ini sangat berbeda sifatnya yang terbentuk karena adanya
subduksi (tumbukan) dari kedua lempeng. Lempeng Indo-Australia berkomposisi basal yang bersifat basa,
sedangkan Lempeng Eurasia berkomposisi granit yang bersifat asam [12]. Namun kawasan ini dikenal rawan
gerakan tanah dan bencana tsunami.

Kondisi geologi ini dapat dikatakan sangat langka dan unik. Seluruh batuan tersingkap di dalam suatu
lembah besar berbentuk tapal kuda yang terbuka ke arah Samudra Hindia sehingga menyerupai amfiteater,
sebagaimana terlihat dalam Gambar 2. Menurut Hardiyono et.al [12], aneka jenis batuan ini yang bercampur dan
terangkat di permukaan dinamai batuan campur aduk atau dikenal sebagai melange yang masuk ke dalam jenis
batuan dengan kategori batuan Pra-Tertier yaitu batuan yang berumur paling tua. Kemudian, batuan Pra-Tertier
yang tersingkap dapat dibedakan atas tiga (3) kelompok yaitu ofiolit, batuan metamorf dan sedimen. Ofiolit terdiri
dari peridotit, gabro, dan berbantalkan lava. Batuan metamorf terdiri dari biru/sekis glaukofan, phyllite, dan
serpentinit. Batuan sedimen fterdiri atas sedimen laut dalam yaitu serpih merah dan rijang, dan sedimen benua
yaitu batupasir graywacke dan kapur [12]. Dengan demikian, Geopark Ciletuh ini menyimpan sejarah dan
kekayaan alam yang luar biasa tidak ternilai.

Sebenarnya Negara Indonesia mempunyai banyak kekayaan keragaman geologi yang tinggi yang layak
untuk dikonservasi sebagai warisan geologi. Keuntungan lingkungan, ekonomi dan budaya akan tercipta bila
pengembangan kawasan warisan geologi dalam bentuk geopark ini melibatkan masyarakat lokal. Geopark atau
Taman Bumi ini telah berhasil dipraktikkan di negara Cina, Jepang dan Malaysia. Sudah sepantasnya Indonesia
mendaftarkan situs-situs geologi nya ke dalam Global Geopark Network (GGN) Unesco, sebuah organisasi
Jaringan Geopark Dunia.

Situs geologi di Ciletuh ini oleh Komite Nasional Indonesial untuk Unesco dan Kementrian Energi dan
Sumber Daya Mineral pada tanggal 22 Desember 2015 sudah diakui sebagai geopark nasional. Kini Geopark
Ciletuh areanya diperluas dan pada tanggal 21 Juni 2016 telah menjadi Geopark Nasional Ciletuh-Pelabuhan
Ratu [13]. Pada saat ini sedang dalam proses diajukan ke Unesco untuk diakui sebagai situs warisan dunia
kategori alam milik Indonesia sekaligus sebagai geopark internasional. Geopark sejenis yang telah diakui Unesco
adalah Kawasan Batur Global Geopark yang terletak di Kompleks Kaldera Gunung Batur - Bali dan Geopark
Kompleks Pegunungan Sewu — Pacitan..

Geopark Ciletuh ini mempunyai panorama pemandangan bentang alam yang indah sebagaimana
terlihat dalam Gambar 4. Dari beberapa lokasi dapat disaksikan pemandangan air terjun, tebing, pantai dan
pulau dalam satu pandangan mata, yang secara geomorfologi membentuk amfiteater alam.
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Gambar 4. Pemandangan Teluk Ciletuh

Bentang alam Geopark Ciletuh yang indah ini mempunyai banyak air terjun yang mempunyai keunikan
yang berbeda-beda, yaitu ada yang bertingkat, tunggal atau berjejer. Air terjun ini dapat dilihat baik dari jauh
maupun dari dekat. Gambaran air terjun/curug ini dapat dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6. Beberapa nama
air terjun yang istimewa adalah Curug Cimarinjung, Curug Sodong yang mempunyai air terjun kembar, Curug
Awang yang memiliki ketinggian sekitar 40 m dengan lebar sekitar 60 m.

Gambar 5. Air Terjun Kembar: Curug Sodong
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Gambar 6, Air Terjun Bertingkat: Curug Cikanteh

Selain air terjun, terdapat banyak gugus batuan besar yang dinamai dengan nama-nama hewan, seperti
Batu Munding, Batu Kodok, Batu Komodo karena ada keserupaan dengan bentuk hewan tersebut. Juga terdapat
goa dan pulau-pulau kecil melengkapi keelokan bentang alam Ciletuh. Potensi geologi yang dimiliki Ciletuh ini
dapat menjadi satu daya tarik wisata alam. Pengakuan Unesco tentu akan menjadi sebuah prestise bagi
Indonesia dan Provinsi Jawa Barat Namun ada harapan pengakuan ini dapat menjadi daya jual dan mendorong
terwujudnya kegiatan pariwisata. Sebagaimana telah berkembang di obyek wisata Batur Global Geopark di Bali,
geopark tergolong suatu konsep yang baru dalam industri kepariwisataan [14].

Desa Ciwaru ini terletak di Teluk Ciletuh yang dikelilingi gugus batuan geologi dan rangkaian air terjun.
Bentang alam geologis dengan berbagai keunikan dan sejarahnya dapat menjadi potensi geowisata yang
termasuk kedalam klasifikasi pariwisata minat khusus. [15]. Menurut Newsome dan Dowling (dalam Andriany
etal [16]), geowisata dapat didefinisikan sebagai pariwisata berkelanjutan yang fokus utama nya adalah tentang
evolusi bumi dan fitur geologi yang mendorong pemahaman mengenai lingkungan, budaya, apresiasi dan
konservasi dan memberi keuntungan bagi masyarakat lokal. Fitur geologi seperti bentang alam, singkapan
batuan, jenis sedimen membentuk ‘sense of place’ untuk setiap geosite, yang dapat menciptakan ragam kegiatan
wisata geologi antara lain: geo-site sightseeing, geo-sport, geo-study, geo-konservasi, geo-pendidikan, geo-
festival [16].

Geowisata Karangsambung dapat dijadikan contoh yang menawarkan kegiatan wisata dengan tawaran

afraksi yang terbatas. Namun yang terpenting, karena Geopark Ciletuh ini merupakan kawasan yang harus
dilindungi maka prinsip pencagaran atau konservasi dan konsep eco-tourism harus menjadi pilihan [17][18].
Menurut Darsoprajitno [17], kegiatan pencagaran memerlukan kemampuan untuk mengelola berbagai unsur tata
lingkungan, karena tidak hanya ilmu pengetahuan alam saja yang dibutuhkan namun juga ilmu pengetahuan
sosial. Menurut Weaver [18], tantangan utama dalam pengelolaan eco-tourism adalah tdak kompromi dengan
keutuhan aspek ekologi atau sosial-budaya dari kawasan yang harus dilindungi. Dengan kata lain, eco-tourism
tidak dimaksud untuk mempunyai konsekuensi sosial-budaya yang negatif namun sebaliknya harus
mendapatkan dukungan masyarakat setempat. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan eco-tourism, menurut Diarta
dalam [3], di Bali telah terbukti adanya peran adat sebagai salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan
program konservasi dan pelestarian khususnya ekosistem perairan laut. Lembaga adat adalah institusi sosial-
budaya masyarakat yang mempunyai kekuatan dalam melaksanakan aturan dan menegakkan sanksi adat untuk
berbagai kegiatan dan program masyarakat adatnya.
Menurut Kusumahbrata dan Suwardi [19], geopark merupakan konsep pengembangan kawasan yang dapat
disinergikan dengan prinsip-prinsip konservasi, edukasi, penumbuhan ekonomi lokal melalui geowisata. Hal ini
berkesesuaian dengan pendekatan pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, kegiatan geo-konservasi dan
geo-pendidikan sebaiknya diutamakan menjadi pilihan dalam pengembangan kegiatan wisata di Cilefuh ini.
Geopark dapat menjadi tempat uji coba ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga sebagai tempat percobaan dan
peningkatan metoda perlindungan dari kerusakan atau penurunan mutu lingkungan [19].
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Pembangunan area ini juga harus memperhatikan prinsip keseimbangan, yang merupakan nilai dasar
pembangunan berkelanjutan [20]. Nilai keseimbangan merupakan nilai yang universal yang dapat muncul
sebagai produk budaya, sebagaimana Falsafah Tri Hita Karana yang telah diusung dalam pembangunan
kepariwisataan di Bali [21]. Demikian pula, menurut Steinfield dan Maisel [22], prinsip rancangan pembangunan
kawasan geowisata harus universal, sebagai upaya membangun lingkungan alam dan sekaligus sosial-budaya
yang bernuansa inklusif.

Dalam pembangunan pariwisata, aspek budaya dapat menjadi daya tarik wisata yang kuat Pariwisata
Bali berkembang pesat karena di dukung oleh budaya Bali yang sekaligus dijadikan sebagai obyek wisatanya.
Geopark Ciletuh berada pada kawasan dengan dominasi masyarakat dari Suku Sunda yang masih mengusung
budaya seni Sunda dalam hal ini berupa tarian, nyanyian dan seni bela diri. Berdekatan dengan Desa Ciwaru,
ada Desa Girimukt yang masih kuat mengusung tradisi Budaya Sunda Buhun. Gambar 7 memperlihatkan atraksi
tarian di Desa Girimukti. Masih dalam satu kawasan Sukabumi Selatan, terdapat Kampung-kampung Budaya
Kasepuhan Banten Kidul. Keberadaan potensi budaya ini tentunya akan memperkuat upaya menjaga eksistensi
Geopark Ciletuh dan lingkungan sekitarnya.

Gambar 7 Atraksi Seni Tari Sunda

Di dalam internal Kecamatan Ciemas, yang mana Desa Ciwaru berada, kegiatan sekfor pariwisata
(termasuk ke dalam kategori sektor jasa lainnya) terus mengalami peningkatan. Hal ini diperkuat dengan adanya
dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur jalan yang sudah ada melaui program perbaikan
jalan sepanjang 32 Km dari Kecamatan Waluran menuju Kecamatan Ciemas yang dapat mempersingkat waktu
perjalanan hingga 70 menit. Kemudian menjamurnya berbagai sarana perekonomian seperti mini market dan
warung yang keberadaannya meningkat tiap tahun.

Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Ciemas memiliki nilai pertumbuhan yang
signifikan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. Perkembangan PAD tersebut merupakan
pendapatan asli Kecamatan Ciemas dari berbagai sektor unggulannya. Dalam hal ini terlihat bahwa potensi
unggulan Kecamatan Ciemas adalah pada sekfor pertanian, pariwisata, dan perikanan. Sekfor pertanian
merupakan sektor yang paling dominan di Kecamatan Ciemas meskipun sistem pengairan yang digunakan
masih menggunakan sistem irigasi tadah hujan. Sektor ini menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup besar.
Jenis kegiatan pertanian yang berkembang yaitu tanaman pangan, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Khusus
di Desa Ciwaru terkenal dengan buah mangga nya. Namun demikian dapat diasumsikan bahwa kegiatan
pariwisata memberikan konfribusi yang cukup besar pada PAD Kecamatan Ciemas.
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Tabel 1. Pertumbuhan PAD Kecamatan Ciemas

Tahun Nilai PDRB Laju Pertumbuhan(%)
2011 176.000.000 -

2012 1.021.000.000 845

2013 1.021.000.000 0

2014 1.021.000.000 0

2015 1.091.000.000 70

Sumber: Kecamatan Ciemas Dalam Angka 2010-2015

Berdasarkan fakta di atas menunjukkan adanya sekior unggulan pariwisata yang menjadi sumber
pendapatan untuk pembangunan Kabupaten Sukabumi dan khususnya Kecamatan Ciemas. Dengan kondisi
masyarakat yang masih mengandalkan kehidupannya dari pertanian dan tingkat pendidikannya rendah, maka
adalah sebuah tantangan untuk mengembangkan pariwisata inklusif dalam kawasan Geopark Ciletuh ini. Timbul
satu masalah tentang kesiapan masyarakat untuk menerima lingkungan desa tempat tinggal nya menjadi
kawasan pariwisata. Pariwisata dengan segala keunggulannya memang dapat meningkatkan pembangunan fisik
namun belum tentu mampu turut membangun perekonomian masyarakatnya. Masyarakat Kecamatan Ciemas
terlihat belum siap sebagai stakeholder untuk membangun kepariwisataan di Kecamatan Ciemas, dikhawatirkan
pada perkembangannya nant masyarakat di Kecamatan Ciemas hanya menjadi “penonton” kegiatan pariwisata
di Kecamatan Ciemas.

Sudah ada tanda-tanda keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan wisata di beberapa desa. Ada
kelompok dengan nama Paguyuban Pakidulan Sukabumi Selatan (PAPSI) aktif sebagai tour guide untuk
pariwisata di Kecamatan Ciemas khususnya di Kawasan Geopark Ciletuh. Beberapa rumah masyarakat di Desa
Ciwaru, Taman Jaya telah berubah menjadi homestay untuk wisatawan. Masyarakat juga sudah melakukan
bisnis sewa kendaraan bermotor. Namun demikian, prosentase partisipasi ini masih sedikit sekali dibandingkan
dengan perkembangan pariwisata yang telah meningkat tajam di Kecamatan Ciemas. Hasil wawancara dengan
Kepala Desa Ciwaru mengungkapkan bahwa untuk dapat sepenuhnya ferlibat pada kegiatan pariwisata yang
masih terasa asing, perlu ada upaya pemberdayaan masyarakatdesa. Dalam pembangunan desa memang akan
sangat dibutuhkan kader-kader pemberdayaan masyarakat yang mendorong masyarakat ikut serta dalam
pembangunan desanya [23].

Tantangan utama adalah bagaimana Geopark Ciletuh ini menjadi potensi geowisata yang dapat
bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa setempat juga desa sekelilingnya. Dengan
pendekatan pembangunan inklusif maka tantangan yang harus dihadapi adalah mengupayakan peningkatan
kapasitas masyarakat Desa Ciwaru ini sendiri secara menerus. Hal ini tentu menjadi p ersyaratan agar supaya
masyarakat mampu turut serta secara akfif dalam kegiatan geowisata ini bahkan mampu mendaya-gunakan
potensi lain seperti budaya Sunda yang sudah melekat ini diolah menjadi atraksi wisata budaya. Dalam kegiatan
geowisata, masyarakat Desa Ciwaru dan sekitarnya dapat belajar menjadi pemandu wisatawan, misalnya untuk
mengantar ke lokasi-lokasi curug atau furut serta memberi jasa membawakan barang dalam perjalanan
menjelajah ke lokasi-lokasi situs geologi yang sulit

Ini berart upaya pemberdayaan masyarakat harus menjadi sebuah program yang dilaksanakan dengan
terencana. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pariwisata dapat berbentuk pengembangan pariwisata
berbasis kerakyatan dan dikelola dengan manajemen komunitas oleh masyarakat setempat [24]. Dengan
membangun kapasitas masyarakat, sebagaimana konsep CBT, kemampuan masyarakat Desa Ciwaru untuk
memiliki, mengelola obyek wisata di area Geopark Ciletuh dapat meningkat dan akhir nya secara substansial
mampu mengendalikan kegiatan pariwisata dan masyarakat desa mendapatkan proporsi keuntungan yang
besar. Dengan demikian, pembangunan pariwisata yang inklusif akan terwujud dengan bertahap. Kegiatan
ekonomi wisata yang inklusif ini akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang secara tidak langsung
akan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Kawasan Geopark Ciletuh mempunyai potensi
wisata alam yang luar biasa dan potensi budaya yang masih terpendam. Namun masyarakat Desa Ciwaru dan
sekitarnya dapat dikatakan belum sepenuhnya siap untuk dapat berperan serta dalam kegiatan pariwisata.
Konsep eco-tourism yang mengusung keutuhan ekologi dan sosial-budaya dapat menjadi alternatif konsep
pengembangan geopark Ciletuh ini. Pendekatan perencanaan wisata Geopark Ciletuh yang sepenuhnya
melibatkan masyarakat lokal diharapkan dapat mewujudkan pembangunan inklusif yang dapat menciptakan
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peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Ciwaru dan sekelilingnya. Dalam peningkatan dan perkembangan
pariwisata harus sejalan dengan peningkatan dan perkembangan kapasitas masyarakatya.

Beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut: (1) Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi,
rencana pembangunan pariwisata secara terpadu harus segera disusun dengan pendekatan partisipasi
masyarakat. Dalam skala kabupaten, pembangunan infrastruktur dari beberapa obyek wisata harus benar-benar
terintegrasi; (2) Untuk Pemerintah Desa Ciwaru, penyusunan rencana dan pelaksanaan program pemberdayaan
masyarakat dapat dibantu oleh instansi pemerintah maupun perguruan tinggi; (3) Untuk kelompok masyarakat
yang sudah terbentuk dapat memperkuat diri dengan menambah pengetahuan khusus nya tentang pengelolaan
wisata alam atau geowisata melalui studi banding ke obyek wisata yang serupa atau melalui kursus-kursus
singkat tentang pengelolaan kegiatan wisata dan obyek-obyek wisata alam maupun budaya.
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ABSTRAK

Desa Sibetan, Kabupaten Karangasem adalah pusat pengembangan tanaman salak di Bali, dan telah
dijadikan rintisan objek agrowisata sejak tahun 1999. Namun jumlah kunjungan wisatawan keobyek ini masih
rendah sekitar 0,008% dari total kunjungan wisatawan ke obyek wisata di Kabupaten Karangasem. Tujuan
penelitian adalah untuk mengidentifikasi aspek biofisik dan menyusun strategi pengembangan agro-technopark
pendukung Agrowisata Salak Sibetan. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap (1) pengumpulan data
sekunder dengan metode studi dokumen dan (2) pengumpulan data primer di lapangan dengan metode
observasi dan wawancara, dan data dianalisis dengan SWOT. Hasil penelitan menunjukkan desa Sibetan
potensial dikembangkan sebagai agrotechnopark dengan potensi hamparan kebun Salak dan hasil olahan
industry rumahtangga berbasis buah salak.Hasil analisis QSPM, jumlah nilai total attractiveness (TAS) terbesar
adalah strategi mengoptimalkan pemanfaatan produk buah salak sebagai produk olahan dan pengembangan
keanekaragaman jenis salak dan potensi keindahan alam. Pembentuk organisasi pengelola obyek lebih
profesional berbasis desa adat dan perlu dilakukan restrukturisasi aspek biopisik, aspek social, budaya,
kelembagaan dan pembiayaan dari pemerintah serta menjalin kemitraan dengan biro perjalanan pariwisata
menduduki nilai TAS ke dua dan ketiga.

Kata kunci: Agrotechnopark, Agrowisata, Salak Sibetan

PENDAHULUAN

Kepariwisataan telah menjadi salah satu industri yang memberikan dampak besar terhadap
pertumbuhan perekonomian Bali. Dari PDRB Bali sebesar 73.478,16 miliar rupiah, kontribusi sektor
perdagangan, hotel, dan restoran adalah sebesar 30,62% [1] . Namun manfaat ekonomi yang diperoleh dari
sektor pariwisata masih kerap dibarengi oleh kerusakan lingkungan, pengalihan fungsi lahan, eksploitasi sosial
budaya dan kriminalitas [2].

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2009 total lahan sawah di Bali tercatat seluas 81.931Ha,
sedangkan pada tahun 2012 total lahan sawah fercatat 81.625 Ha . Ini berarti dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun dari 2009 s/d tahun 2012 tercatat alih fungsi lahan sawah sebesar 306 Ha (0,37%) atau sekitar 76,5
Ha/tahun [3]. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan menuju
kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan
fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya tergantung pada lahannya.
Disamping itu kesenjangan antara pertanian dengan industri pariwisata di Bali juga dilatarbelakangi oleh tidak
seimbangnya pembagian hasil pemanfaatan pertanian untuk kepentingan pariwisata [4], sehingga masyarakat
bali enggan mengembangkan sektor pertanian. Oleh karena itu, Bali pulau kecil yang memiliki keindahan alam
dan keunikan adat, budaya dan agama seringkali harus dihadapkan pada pilihan yang sulit antara
mengembangkan pariwisata dengan mengorbankan pertanian dan lingkungan atau sebaliknya.

Menyikapi fenomena tersebut, diperlukan pilihan yang bijak yaitu mengembangkan sinergitas pariwisata
dengan pertanian dengan pengembangan agroteknopark (ATP) untuk mendukung agrowisata. Agrowisata atau
wisata pertanian didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas perjalanan wisata yang memanfaatkan lokasi atau
sektor pertanian mulai dari awal produksi hingga diperoleh produk pertanian dalam berbagai sistem dan skala
dengan tujuan memperluas pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan rekreasi di bidang pertanian [5].
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Adanya pengembangan agrowisata di perdesaan yang berbasis masyarakat setempat diharapkan dapat
memberi manfaat yang banyak, tidak saja bagi masyarakat perdesaan tetapi juga masyarakat perkotaan untuk
lebih memahami dan memberikan apresiasi pada bidang pertanian serta menjadi sarana edukasi. Agrowisata
salak Sibetan memiliki potensi yang kuat berupa hamparan kebun salak yang sangat luas yaitu 81,12%, dan
keragaman jenis salak Bali mencapai 13 jenis dan tidak dimiliki oleh daerah lain [6]. Program agrowisata salak
ini merupakan salahsatu implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2013 tentang
perlindungan buah lokal khususnya pasal 27 sampai dengan pasal 35 memberikan peluang dan iklim kondusif
dalam pengembangan agrowisata salak [7].

Permasalahan utama dalam pengembangan ATP salak sebagai obyek agrowisata adalah jumlah
kunjungan wisata ke obyek agrowisata ini sangat rendah yaitu 0.008 % dari total 462233 kunjungan wisatawan
ke 12 obyek wisata yang tersebar di Kabupaten Karangasem [8]. Penyebabnya antara lain wisatawan sulit
mendapatkan buah untuk dipetik langsung terutama di luar panen raya Desember — Maret [9]. Belum ada kebun
koleksi dan objek agrowisata ini belum dikelola dengan baik mulai dari penataan areal yang dijadikan objek,
operasional kegiatan tour, dan sumber daya manusia dan pemasaran [10]. Penelitian ini bertujuan 1)
mengidentifikasi aspek biofisik, (2) merumuskan strategi pengembangan ATP untuk mendukung agrowisata
berbasis masyarakat di desa Sibetan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode survei dengan observasi lapangan wawancara, dan studi pustaka.
Analisis data dengan deskriptf kualitatif melalui pemahaman perdesaan dalam waktu cepat atau RRA (rapid rural
appraisal) dan pemahaman perdesaan secara partisipatif atau PRA (partisipatory rural appraisal), dan analisis
SWOT. Rekomendasi model pengembangan ATP sebagai pendukung agrowisata disusun berdasarkan hasil
identifikasi dan analisis potensi sumber daya alam dan lingkungan, potensi pertanian yang diintegrasikan dengan
analisis segi sosial ekonomi, kelembagaan, serta kemitraan dalam pengembangannya. Fokus penelitian ini
adalah  pengembangan model ATP sebagai pendukung agrowisata dengan pendekatan community based
tourism, yang melipufi: (a) program-program pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan agroteknopark,
(b) keterlibatan masyarakat di dalam proses perencanaan pengembangan ATP , (c) sarana dan prasarana
pendukung pengembangan ATP, (d) promosi agrowisata berbasis potensi agroteknopark, dan (e) mendorong
tumbuhnya kemitraan (partnership).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sibetan merupakan sebuah desa dengan pola kehidupan masyarakat yang sebagian besar
bergerak dalam bidang pertanian, khususnya petani salak. Luas pertanian salak di desa ini sekitar 1.125.000
hektar, lokasinya terletak pada ketinggian 400-600 meter di atas permukaan laut, dengan temperatur 20-30
derajat celcius, serta curah hujan 1.567 mm - 2000 mm per tahun. Tekstur tanah lempung, kandungan C-organik
sedang, N sedang, P sangat tinggi dan K tanah sangat rendah, pH agak masam [11].

Terdapat 13 jenis kultivar salak diantaranya Salak Injin, Salak Nangka, Salak Putih, Salak Boni, Salak
Penyalin, Salak Cengkeh, Salak Gondok, Salak Nenas, Salak Bingin, Salak Cemara, Salak Kelapa, Salak Gula
Pasir, Salak Muani, dan Salak Embadan, disertai dengan beberapa jenis produk olahan berbahan dasar salak,
diantaranya : Wine, Dodol, Keripik, Sirup dan Manisan, yang membuat desa ini berbeda dari desa wisata lainnya
yang ada di Kabupaten Karangasem [10].

Petani di desa Sibetan menanam salak di bawah tanaman pelindung.Tanaman pelindung pada
tanaman salak sangat penting karena tanaman ini tidak tahan terhadap sinar matahari penuh disamping dapat
memodifikasi iklim mikro seperti temperatur udara dan tanah [11]. Hasil inventarisasi jenis tanaman pelindung
pada sistem budidaya salak  yang ditanam di Sibetan berjumlah 13 jenis. Tanaman Dadap merupakan
pelindung yang paling dominan yaitu 66.52%, kemudian diikuti jenis pelindung Pisang, dengan INP 58.36%,
Durian (Durio zibethinus Murr) , Sengong (Albisia falcate), Kelapa (Cocos nucifera), Manggis (Garcinia
mangostana L) dan Gamal (Glyricidia sepium ) dengan INP masing-masing 25.44%, 24.93%, 24.55%, 22.75%
dan 20.74%.

Jumlah kepala keluarga dari sepuluh banjar berjumlah 2186 KK dengan jumlah penduduk 8.618 jiwa
yang terdiri dari laki-laki 4305 jiwa dan perempuan 4313 jiwa. Tingkat pendidikan penduduk Desa Sibetan
masih tergolong rendah, terlihat dari jumlah penduduk yang sebagian besar berada pada fingkat tamat SD
[sederajat yaitu sebanyak 811 orang (37,95%), tamat SLTP sebanyak 545 orang (25,50%), dan tingkat
pendidikan tertinggi sampai Sarjana (S1) yaitu sebanyak 305 orang (14,27%).

Pengembangan ATP sebagai pendukung agrowista desa sibetan di kelompokan menjadi 3 kluster
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yaitu: Kelompok Dukuh lestari mengembangkan pengolahan salak menjadi wine salak. Pusat konsevasi tanaman
salak dengan membangun kebun koleksi beberapa kultivar salak. Disamping itu di tempat ini akan dibangun
homestay yang terletak di bukit pemukuran dan jalur fracking bagi wisatawan.

Kelompok Mekarsari di banjar Telaga dengan beberapa produk Kelompok Wanita Tani (KWT) Sradha
yang beranggotakan 16 orang yang telah mampu menhasilkan beberpa produk: pia salak, pai salak, dodol, kripik
salak dan aneka jajanan rumah tanga

Kelompok Karanganyar dengan aktivitas seperti tempat kuliner berbahan dari tanaman salak sebagai
menu utama. Juga ditempat ini para tamu dapat menikmat panorama dan keindahan alam dan juga bisa
melakukan petik buah langsung di kebun. Pembinaan masyarakat tentang mengolola aset SDA dan manajemen
agrowisata salak belum maksimal demikian pula dengan kelembagaan ekonomi belum berjalan optimal.

Analisis SWOT Pengembangan ATP sebagai pendukung Agrowisata

a. Kekuatan (Strength)

e Potensi yang kuat dan unik dari agrowisata salak di desa ini adalah hamparan kebun salak yang sangat
luas yaitu 81,12%. Keragaman genetik salak Bali mencapai 14 jenis dan tidak dimiliki oleh daerah lain
yang dapat dijadikan sebagai obyek wisata terutama bagi para pelajar, mahasiswa dan peneliti.

e Di sela-sela tanaman salak terdapat berbagai jenis tanaman pelindung dengan ragam mencapai 13
jenis. Habitat ini merupakan kondisi ideal bagi kehidupan burung punglor yang saat ini sudah mulai
langka akibat perburuan liar.

e Pengembangan ATP salak merupakan salah satu implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Bali
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Buah Lokal memberikan peluang dan iklim kondusif dalam
pengembangan ATP (Pemerintah Prop.Bali, 2013).

e Petani sudah mampu menghasilakn produk industry rumah tangga berbasis buah salak seperti berem,
kripik, dodol, kurma salak, manisan salak, pia salak dan produk kuliner berbahan embung (anakan
salak) sebagai sayur bernuasa khas daerah Sibetan.

e Kawasan ini juga merupakan kawasan perkebunan ramah lingkungan, karena petani tak pernah
menggunakan bahan kimia.

e Panorama yang indah di kawasan Pemukuran di ujung selatan kawasan desa Sibetan memberikan
keindah berupa lembah dengan persawahan serta panorama pantai di kecamatan Manggis. Daerah ini
juga dekat dengan objek wisata Bukit Putung, obyek wisata Candi dasa, Tirta Gangga dan Pura Agung
Besakih.

b. Kelemahan (Weakness)

e Implementasi perda Propinsi Bali No 3 tahun 2013 belum dilaksanakan secar optimal.

e Jenis-jenis salak yang ada belum dikelola dengan baik dan belum ada kebun koleksi dan dikawatirkan
beberapa jenis akan mengalami kepunahan.

o Wisatawan sulit mendapatkan buah untuk dipetik langsung terutama di luar panen raya (Desember -
Maref), disamping itu mufu buah belum memenuhi standar.

e Objek ATP belum dikelola dengan baik mulai dari penataan areal yang dijadikan objek, operasional
kegiatan tour, dan sumber daya manusia

e Belum tersedia fasilitas penginapan yang memadai dan jalur perjalanan wisata yang jelas.

e Produk ATP desa Sibeten belum dipasarkan secara maksimal, disamping itu kerjasama antar
stakeholder pariwisata (pemerintah, masyarakat lokal, industri pariwisata, dan akademisi) belum
berjalan dengan baik.

e Masyarakatbelum berpengalaman dalam mengelola ATP sebagai objek wisata.

e Dana untuk penataan kawasan belum tersedia.

c. Peluang(Opportunity)

e Kunjungan wisata ke Bali dari tahun ketahun menunjukkan trend peningkatan.

e Pengembangan ATP sebagai objek wisata akan dapat melestarikan dan sekaligus menciptakan
peluang terbentuknya produk baru.

e Ekonomi masyarakat akan meningkat akibat hasil industry rumah tangga yang dihasilkan seperti kripik,
dodol, wine, pia dan kurma salak dapat dipasarkan sebagai oleh-oleh khas dari kebun salak.
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d. Ancaman ( Treath)

Pembentukan agrowisata baru di daerah yang berdekatan dengan obyek agrowisata salak.
Efek pengembangan agrowisata terhadap budaya masyarakat sering bergesekan apabila tidak
dipersiapkan sematang mungkin, terutama budaya yang dibawa wisatawan asing.

Strategi Pengembangan ATP sebagai Obyek Wisata berbasis Masyarakat

Strategi S-O

1.

Menggali dan menata potensi alam di bukit pemukuran, penataan obyek-obyek wisata yang meliputi
penataan kebun salak, kebun percontohan, kebun koleksi, penataan taman di view puncak Pemukuran
banjar Dukuh, pembuatan produk olahan berbasis buah salak banjar Telaga. Pemberdayaan
kelembagaan pendukung agrowisata perlu digalakkan. Unit-unit organisasi ini akan berperan dan
melakukan tugas sesuai fungsinya. Kelompok Wanita Tani akan menyediakan produk-produk industry
rumah tangga yang telah dihasilkan [12]. Kelompok yang bertugas langsung sebagai Tim agrowisata
melakukan tugasnya mulai dari menerima tamu, mendampingi dan member pelayanan kepada
wisatawandan.pengembangan kebun koleksi salak bali dan pengolahan produk pasca panen berbasis
buah salak untuk mengoptimalkan pengembangan ATP..

Dukungan Masyarakat

Masyarakat Desa Sibetan belum memahami konsep ATP sebagai objek wisata berbasis masyarakat.
Pengenalan model ATP menyebabkan mereka tahu dan setuju mengembangkan usaha tersebut
karena akan memberikan dampak yang lebih luas bagi perkonomian desa dan peluang kerja bagi
masyarakat setempat. Hal ini diwujudkan dengan memberikan informasi dan masukan yang lebih
mendalam tentang rencana dan harapan untuk mengembangkan agrowisata salak. Rencana
pengembangan tersebut dituangkan dalam bentuk bagan dan peta tentang hal-hal yang perlu digarap
dalam recana tersebut.Disamping itu masyarakat memerlukan dukungan dalam peningkatan kapasitas
SDM yang selama ini masih dianggap kurang terutama dalam etika menerima tamu, penguasaan
bahasa dan pengelolaan manajemen.Pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pariwisata dan agrowisata
perlu diberikan kepada masyarakat, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan
pengembangan agrowisata di wilayahnya [13].Masyarakat desa Sibetan juga memerlukan sumber
pendanaan untuk menunjang agrowisata, apakah sumber pendanaan nantinya melalui BUMDes atau
bentuk Koperasi atau sumber lain yang menguntungkan dan kemudahan dalam memperoleh
pendanaan dalam mengembangkan industy rumah tangga yang sudah berkembang saat ini.
Disamping itu, masyarakat sangat memerlukan regulasi yang dapat mengatur dan juga dijadikan acuan
dalam pengelolaan agrowisata sehingga semua kompenen yang terlibat di dalamnya dapat memperoleh
keuntungan dan berkeadilan.

Strategi W-O

1.

Meningkatkan promosi. Promosi adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk
menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen langsung atau tdak langsung tentang
produk dan merek yang mereka jual. Berbagai macam bentuk promosi yang dilakukan oleh Dinas
Pariwisata banyak dipengaruhi oleh kebutuhan dinas serta berdasarkan target peningkatan komoditas
pariwisata untuk menambah devisa Negara.

Pengembangan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan kepada
wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beranekaragam. Penataan dan pembuatan sarana
tempat parkir kendaraan tamu, tempat penginapan, kantor, showroom jalan setapak, WC umum dan
fasilitas lainya menjadi penting dalam strategi pengembangan ATP.

Strategi S-T

Mejalin Kemitraan dengan stake holder. Terciptanya otonomi daerah, sesuai dengan peraturan

perundang-undangan khususnya Undang-undang No.32 Tahun 2004, maka Pemerintah Kabupaten berhak
melakukan kebijakan sendiri dengan melakukan program-program yang sesuai dengan kondisi dan potensi
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unggulan daerah, yaitu melalui sektor pariwisata yang berbasis pertanian. Program-program tersebut antara lain
adalah dengan melakukan kerjasama/kemitraan dengan institusi swasta yang berkomitmen penuh terhadap
kemajuan sektor pariwisata berbasis pertanian, yaitu melakukan partnership dengan pengelola agrowisata salak
Sibetan.

Strategi W-T

Meningkatkan ~mutu  sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan  untuk
meningkatkanketerampilan, pengetahuan dan peran akif pengelola dalam peningkatan mutu
pelayanan.Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses  unfuk memandirikan masyarakat agar dapat
meningkatkan taraf hidupnya dengan menggunakan sumber daya setempat sebaik mungkin. Proses tersebut
menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Program-program pelatihan yang
selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah berupa pelatihan dan pembinaan untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang ada. Dalam perencanaan
ATP sebagai obyek wisata, masyarakat diikutsertakan dalam praktek lapangan dengan memberikan
pembelajaran terhadap fakta yang terjadi di suatu daerah seperti survai atau studi banding. Melalui kegiatan ini
masyarakat akan secara langsung mengetahui problem yang ada, sehingga masyarakat memiliki gambaran
dalam membuat suatu perencanaan yang sesuai dengan kondisi daerah

Indikator ketercapaian pemberdayaan masyarakat desa Sibetan dilihat dari kemampuan : (1) Masyarakat
mampu mengakses sarana produksi maupun pemasaran; (2) Masyarakat mampu menghasilkan produk
unggulan yang bernilai tukar tinggi sehingga program ATP menjadi pola kemitraan edukasi pariwisata pendidikan
dari berbagai daerah; (3) Meningkatkan status dan citra diri dalam identitas budayanya

Evaluasi Keberlanjutan Agrowisata Berbasis Masyarakat

Evaluasi keberlanjutan agrowista salak berbasisis masyarakat di Desa Sibetan dari aspek fisik, social
ekonomi, dan aspek budaya menunjukkan bahwa segi fisik memerlukan tindakan perbaikan dan penataan lebih
lanjutSedangkan dari aspek social ekonomi dan aspek budaya menunjukkan arah yang baik menuju
keberlanjutan. Beberapa fakta di daerah Bali menunjukkan, pengembangan fasilitas pariwisata akan diikuti oleh
alih fungsi lahan. Peristiwa ini perlu diantisipasi melalui peraturan-peraturan khusus yang dapat dituwangkan
dalam awig-awig desa adat, sehingga peningkatan nilai fungsi lahan akan mampu meningkat pendapatan dan
taraf hidup masyarakat Sejalan dengan hasil-hasil penelitian negara lain seperti Malaysia bahwa
pengembangan agrowisata mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan,
meningkatkan system pemberdayaan sosial, memperkuat ikatan social mereka dan mengembangkan
keterampilan sosial dalam hungannya dengan peningkatan pendapatan masyarakat, diversifikasi dan
intensifikasi kegiatan ekonomi, menyediakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan [14]. Pengembangan
model ATP sebagai ojek wisata perlu memperhatikan berbagai faktor-faktor yang berperan, diantaranya faktor
fisik, masyarakat dan sosial budaya, ekonomi, teknologi, aspek legal dan kebijakan, tingkat supply dan demand
wisata pertanian, pengalaman yang diperoleh wisatawan ketika berkunjung ke area wisata pertanian [15]

KESIMPULAN

1. Desa Sibetan mempunyai potensi pengembangan ATP sebagai objek wisata dengan unggulan
hamparan kebun salak, produk olahan berbahan tanaman dan buah salak, keunikan budaya serta
panorama yang indah di bukit Pemukuran, Banjar Dukuh.

2. Masyarakat sangat membutuhkan pendampingan baik di bidang perencanaan, pengembangan dan
pengelolaan agrowisata maupun pendapingan dalam pengolahan produk pasca panen buah salak.

3. Perlu dilakukan penataan biofisik, aspek social, budaya, kelembagaan, pendanaan dari pemerintah dan
dari sumber lain, pemasaran dan peningkatan jejaring kerjasama.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih disampaikan kepada Direktorat Penelian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, KEMENRISTEKDIKTIyang telah membiayai penelitian ini.

ISBN :978-602-73463-1-4 139
http://pasca.unand.ac.idfid/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota



| Ketut Sumantra

DAFTAR PUSTAKA

[1]

Badan Pusat Statistika Provinsi Bali, 2011.Bali Dalam Angka 2011. Arysta Jaya Denpasar

[2] Dinas Pariwisata Propinsi Bali 2012.Jumlah kunjungan wisatawan pada obyek-obyek wisatawan di Bali
tahun 2012

[3] Dharma Putra, 2010. Pencemaran Lingkungan Ancam Pariwisata Bali,: Manikgeni.

[4] Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi B ali
Tahun 2009-2029

[6] Astiti, 2011.Sinergi Pertanian dengan Pariwisata.http://asti astiti.blogspot.com /2011 /08/ sinergikan-
pertanian-dengan-pariwisata.html (down load 28 Nopember 2013).

[6] Monograpi desa Sibetan 2010. Desa Sibetan.

[7] Darmadi, AAK., A. Hartana, J. P.Mogea. 2002. Perbungaan salak Bali. Hayati 9 (2) :59 - 61.

[8] Disparda Provinsi Bali, 2010.International Seminar on Tourism Harmonization Development, Faculty of
Tourism, Udayana, Denpasar, 27 April 2010.

[9] Pemerintah Prop.Bali, 2013.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan
Buah Lokal.

[10] Sumantra, K. Sumeru Ashari, T. Wardiyati, Agus Suryanto, 2012. Diversity of shade trees and their
influence on the microclimate of agro-ecosystem and fruit production of gulapasir salak (Salacca Zalacca
var. Amboinensis). InternaBtional Journal of Basic& Applied Sciences IUBAS-IJENS :12 (06) : 214-221.

[11] Sumantra dan Labek Suyasdi Pura, 2012.Analisis neraca air lahan pada pertanaman salak gulapasir
sebagai dasar unutk pembuahan di luar musim. Jurnal Agrimeta 02 (03): 1-12.

[12] Priyadharsini, R. K. Hairiah, D. Suprayoga, J.B. Baon. 2011. Keragaman pohon penaung pada kopi
berbasis agroforestry dan pengaruhnya terhadap layanan ekosistem. Berk.Penel.Hayat edisi Khusus 7 F. p.
81-85.

[13] Budiarti, T, Suwarto, |. Muflikhati. 2013. Pengembangan Agrowisata Berbasis Masyarakat pada Usahatani
Terpadu guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Keberlanjutan Sistem Pertanian.Jurnal llmu
Pertanian Indonesia (JIPI). 18 (3): 200-207.

[14] Sumanta, K. Anik Yuesti dan Sudiana. 2015. Pengembangan model agrowisata salak  berbasis
masyarakat di desa Sibetan. Jurnal Bakt Saraswati: 04 (02): 157 -169.

[15] Sumantra, K.. Sumeru Ashari, N.Labek Suyasdi Pura, 2014. Heat unit, phenology and fruit quality of salak
(Salacca Zalacca var. Amboinensis) on different elevation in Tabanan regency Bali.J.Agriculture, Forestry
and Fisheries. 3 (02): 102-107 (http://www.sciencepublis hinggroup.com/j/aff).

140 ISBN : 978-602-73463-1-4

http://pasca.unand.ac.idfid/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota



Pengembangan Klaster Industri Kerajinan Mutiara, Emas, Perak (MEP) Sebagai Kawasan Pariwisata Belanja Di Kelurahan

PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERAJINAN MUTIARA, EMAS, PERAK (MEP)
SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA BELANJA DI KELURAHAN KARANG PULE,
KECAMATAN SEKARBELA KOTA MATARAM

Ima Rahmawati Sushanti’, Baiq Harly Widayanti?, Sucia Wulandari Irawan’

' Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Mataram

Email : imarahmawati77 @gmail.com

Naskah diterima :20 Maret 2017 Naskah direvisi : 24 Maret 2017 Disetujui terbit : 27 Maret 2017

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan upaya pengembangan yang tepat bagi klaster industri
Mutiara, Emas, Perak (MEP) yang merupakan produk unggulan Kota Mataram. Berdasarkan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram tahun 2011 — 2031, klaster industri MEP di kelurahan Karang Pule,
kecamatan Sekarbela ditetapkan sebagai kawasan pariwisata belanja. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah analisis Strength, Weakness, Opportunity and Treat (SWOT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengerajin di klaster industri MEP yang sebagian besar merupakan masyarakat yang tinggal di permukiman
sekitar klaster industri tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan karena adanya keterkaitan antara klaster
industri dan permukiman. Dan berdasarkan komponen-komponen pendukung kawasan wisata belanja, yaitu : 1)
ketersediaan produk, 2) kelengkapan fasilitas pendukung dan 3) aksesibilitas, klaster industri MEP di kelurahan
Karang Pule masih belum layak sebagai kawasan wisata belanja, khususnya pada aspek kelengkapan fasilitas
pendukung dan aksesibilitas. Dan berdasarkan analisis SWOT maka dilakukan pengembangan secara terpadu
sesuai komponen-komponen pendukung kawasan wisata dengan melibatkan segenap stakeholders. Upaya
pengembangan yang dilakukan, antara lain adalah : 1) ketersediaan produk lebih ditekankan pada peningkatan
hasil produksi dan inovasi, 2) kelengkapan fasilitas dengan peningkatan fasilitas pendukung wisata belanja,
pelibatan masyarakat dalam mendukung dan memelihara fasilitas yang ada serta merencanakan pembagian blok
pengembangan berdasarkan fungsi kawasan dan 3) aksesibilitas lebih ditekankan pada peningkatan kualitas
jalan, pengadaan pedestrian dan parkir yang memadai.

Kata Kunci : Pengembangan, Klaster Industri, dan Wisata Belanja

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Kelurahan Karang Pule merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Sekarbela, Kota
Mataram yang ditetapkan sebagai klaster industri kecil unggulan untuk kerajinan Mutiara, Emas dan Perak (MEP)
di Kota Mataram sesuai Keputusan Walikota Mataram Nomor 526/X/2009 tentang Penetapan Klaster Industri
Kecil Unggulan Kota Mataram [1]. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram tahun 2011 - 2031 [2], kecamatan Sekarbela termasuk dalam
pengembangan kawasan perumahan sedangkan kelurahan Karang Pule ditetapkan sebagai kawasan pariwisata
belanja dan pengembangan industri kecil [2].

Dampak sosial dengan keberadaan klaster MEP menimbulkan pertambahan jumlah penduduk yang
berpengaruh pada kepadatan bangunan dan peningkatan akfivitas perekonomian. Selain itu menimbulkan
pengaruh terhadap lingkungan, seperti pencemaran, dan terbentuknya permukiman kumuh di sekitar kawasan
industri dikarenakan kondisi industri yang berada di dalam permukiman warga sekitar [3].

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2014 [4] tentang Perindustrian, industri
adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang
jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya termasuk kegiatan rancangan bangun
dan perekayasaan industri.
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Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 [5] tentang Kepariwisataan,
pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang
disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jadi Pariwisata Belanja
merupakan suatu kegiatan wisata menikmati daya tarik dari kawasan dan membeli keperluan yang khas dan
menarik di lokasi tersebut. Adapun komponen pendukung wisata belanja guna menarik minat wisatawan
berkunjung, antara lain : 1) Ketersediaan produk, 2) Fasilitas dan 3) Aksesibilitas [6].

Maka dari itu penelitian ini dilakukan dalam rangka pengembangan terhadap klaster industri MEP
sebagai kawasan pariwisata belanja dengan produk unggulan mutiara, emas dan perak.

METODE PENELITIAN

Lokasi dari peneliian ini berada di kelurahan Karang Pule, kecamatan Sekarbela kota Mataram.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan rasionalistik yang bersumber dari teori
dan kebenaran empirik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptf kualitatif dengan menggambarkan
sistematis mengenai suatu keadaan, situasi, program tertentu [7]. Analisis yang digunakan adalah deskriptif
kualitatif dengan memberikan gambaran secara jelas kondisi yang ada sesuai fakta hasil observasi. Gambaran
kawasan dengan peta menggunakan teknik overlay. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut
Porter [8], strategi adalah suatu alat yang penting untuk mencapai keunggulan bersaing Alat analisis yang cocok
untuk merumuskan strategi tersebut adalah analisis SWOT [9].

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi
pengembangan. Analisis ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang
(Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats).
Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan
kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana strategis (Strategic Planner) harus menganalisis factor-
faktor internal dan ekssternal dalam kondisi yang ada saat iniAnalisis SWOT dilakukan untuk menentukan upaya
pengembangan yang sesuai bagi klaster industri MEP dengan berdasarkan komponen wisata belanja., yaitu 1)
ketersediaan produk, 2) kelengkapan fasilitas dan 3) aksesibilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Kawasan

Kelurahan Karang Pule memiliki luas 106,7 Km2 Kelurahan Karang Pule memilliki 544 KK dengan
jumlah penduduk 10.423 jiwa yang terbagi menjadi 7 (tujuh) lingkungan. Kelurahan Karang Pule yang terbagi
menjadi 7 (tujuh) lingkungan yaitu : 1) Lingkungan Karang Pule, 2) Lingkungan Pande Besi, 3) Lingkungan Pande
Mas Barat, 4) Lingkungan Pande Mas Timur, 5) Lingkungan Karang Seme, 6) Lingkungan Mas Mutiara, dan 7)
Lingkungan BTN Kekalik.

Persebaran dan Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman

Pemanfaatan ruang di kelurahan Karang Pule didominasi perumahan dan kawasan permukiman
dengan luasan hampir mencapai 50% dari keseluruhan luasan kelurahan Karang Pule. Untuk perumahan
sebagian besar ferletak di lingkungan Karang Pule dan BTN Kekalik, sedangkan lingkungan Karang Seme,
Pande Mas Timur, Pande Mas Barat, Pande Besi, dan lingkungan Mas Mutiara merupakan kawasan
permukiman, yang ditunjukkan pada gambar 1.
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Gambar 1. Peta persebaran permukiman kelurahan Karang Pule
Persebaran

Untuk persebaran industri MEP kelurahan Karang Pule terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu
pengerajin, pengerajin yang juga merupakan penjual, dan penjual (pedagang). Terdapat 4 (empat) lingkungan
yang merupakan kawasan inti dari industri MEP kelurahan Karang Pule yaitu di lingkungan Pande Besi, Pande
Mas Barat, Pande Mas Timur, dan Lingkungan Mas Mutiara.

Secara keseluruhan jumlah lokasi dan kelompok industri dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Jumlah Lokasi Industri Kerajinan MEP dibagi Per Jenis dan Per Lingkungan

No | Lingkungan | Pengerajin | Pengerajin Penjual
& Penjual
1 Pande Besi 1 3 4
2 | Pande Mas |13 0 9
Barat
3 | Pande Mas |62 1 14
Timur
4 | MasMutiara |0 4 7

Sumber : Hasil Observasi dan Interpretasi Peta 2016
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Untuk persebaran pengerajin tersebar di empat lingkungan tersebut dan didominasi lingkungan Pande
Mas Timur. Lokasi para pengerajin ini kebanyakan merupakan rumah tinggal yang juga dijadikan workshop.
Sedangkan untuk persebaran pengerajin yang juga merupakan pengusaha terdapat di lingkungan Mas Mutiara,
Pande Mas Barat. Sedangkan di lingkungan Karang Pule jumlahnya masih sedikit. Persebaran pengusaha
(pedagang) berada di empat lingkungan tersebut, yaitu tersebar di sepanjang koridor Jalan Sultan Kaharudin
yang memang merupakan lokasi yang paling strategis untuk menjualkan produk. Hal tersebut dapat dilihat pada
gambar 2 berikut
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Gambar 2. Peta Persebaran Industri

Jadi dapat diketahui bahwa pengerajin di klaster industri MEP sebagian besar merupakan masyarakat
yang tinggal di permukiman sekitar klaster industri tersebut.

Kepadatan Bangunan

Lingkungan Karang Pule, BTN Kekalik, dan Mas Mutira termasuk dalam lingkungan dengan kepadatan
bangunan yang cukup padat dengan kondisi cukup tertata karena sebagian besar merupakan kawasan
perumahan. Jarak kepadatan bangunan di daerah ini mencapai 60 - 70 rumah/Ha dan termasuk dalam
kepadatan sedang. Sedangkan untuk lingkungan Pande Besi, Pande Mas Barat, Pande mas Timur dan Karang
Seme merupakan kawasan yang sangat padat. Peta kepadatan bangunan dapat dilihat pada gambar 4 berikut :
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MEPYT NEH'e
Gambar 3. Peta kepadatan bangunan kelurahan Karang Pule

Jenis Klaster Kerajinan Industri
Identitas Budaya Lokal

Dahulu keahlian warga Sekarbela dalam membuat berbagai benfuk perhiasan ini adalah kecakapan
yang diturunkan oleh nenek moyang ratusan tahun silam, dan masih tetap lestari sampai sekarang. Bahkan kini
menjadi pekerjaan utama bagi sebagian warga Sekarbela.

Dikarenakan sudah dikenal sebagai ahli pembuat perhiasan, maka pada setiap desain perhiasan
kerajinan MEP ini memiliki ciri khas tersendiri dan memasukkan beberapa unsur budaya. Desain dilakukan pada
kalung, cincin, anting, giwang, gelang, bros, maupun aksesoris lainnya. Yang paling disukai pembeli adalah yang
memiliki ciri khas Lombok, yaitu desain yang dikombinasikan dengan mutiara. Mutiara yang tersedia selain
dibedakan dari jenis budidayanya juga terdapat beragam warna, yaitu : putih, kuning keemasan, coklat, dan
hitam. Menurut penjualnya, mutiara air laut yang dibudidayakan di Lombok dikenal dengan sebutan “South Sea
Pearl”. Mutiara air laut memiliki tekstur yang berbeda dari mutiara air tawar. Warnanya lebih creamy atau lebih
keemasan. Selain perpaduan dengan mutiara, motf dari perhiasannya pun memiliki ciri khas, yaitu motif ukiran
bunga atau bentuk daun seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.
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Keahlian Teknis

Sama halnya dengan senfra kerajinan lain seperti Banyumulek, Labuapi dan Sukarara yang mayoritas
warganya memiliki keahlian membuat gerabah dan menenun diperoleh secara turun temurun, maka pada klaster
industri MEP di Kelurahan Karang Pule juga seperti itu. Penduduk di kelurahan ini tidak pernah secara khusus
mempelajari teknik pembuatan perhiasan atau lebih otodidak.

Gambar 5. Para pengerajin sedang membuat perhiasan

Lembaga Keuangan Lokal

Secara umum akses para perajin MEP ke sumber permodalan sangat terbatas. Mayoritas perajin
memenuhi kebutuhan dana untuk usahanya dengan dana sendiri, melalui pinjaman kepada para pemasok bahan
baku (tanpa persyaratan khusus-kepercayaan) atau dari uang muka yang diberikan oleh pemesan. Sementara
para pemilik toko (perajin-pengusaha) sebagian besar memiliki akses ke koperasi simpan pinjam (Koppontren)
dan kredit perbankan. Beberapa diantaranya juga mendapatkan dana bantuan dari BUMN (dana CSR).

Selain itu BDS-PINBUK Kota Mataram yang sejak tahun 2003 mendampingi pengembangan perajin
MEP di Kota Mataram. Lembaga lain yang juga aktif memberikan jasa layanan bagi pengembangan UMKM
adalah Lembaga Pengembangan Bisnis Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil atau
LPB PPKP. Lembaga yang dibentuk atas kerjasama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB dengan Yayasan
Dana Bakti Astra atau YDBA ini telah aktif memberikan jasa pelayanan informasi, pelathan dan pendampingan
kepada UMKM di Provinsi NTB.
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Gambar 6. Beberapa Koperasi yang berada di sekitar kawasan Industri MEP

Proses produksi yang dilakukan oleh pengerajin antara lain : 1) Penyiapan bahan baku (pencu cian,
peleburan), 2) Pembentukan (sesuai desain yang diminta), 3) Perakitan (apabila produk terdiri dari beberapa
bagian) dan 4) Finishing. Untuk jumlah pemilik toko yang ada di Klaster Industri Mutiara Emas Perak di kelurahan
Karang Pule ini terdapat + 29 pemilik toko pengerajin MEP (IKM Dinas Koperindag Kota Mataram). Dalam
memenuhi pesanan, para pemilik toko bekerjasama dengan para perajin untuk memenuhi produk yang dipesan
tersebut. Pengerajin - pengusaha (pemilik toko) ini rata-rata mempekerjakan 3 (tiga) orang karyawan. Volume
penjualan para pemilik toko rata-rata sebanyak 100 unit per bulan, dengan rata-rata omset sebesar Rp.
100.000.000,- per bulan.

Berikut adalah peta rantai nilai klaster industri MEP :

Pembelian \
Pembuatan Kerajinan Penjualan Kansumen
bahan baku /

- Pengumpulan - Pembuatan desain - Pengemasan
- (Grading/sortir - Pemrosesan dan pembentukan dari - Display
bahan baku - Penjualan
KEGIATAN - Finishing
Peadagang
emas & perak -
\} F'em bell
Petani/ = Perajin > Pemilik Toko Lu ar Daerah
pedagang
mutiara / -l;
Importir bahan Pedagang ritel mbeli
baku (di hatel, |n|:||wdu
restoram, dsb.)
PELAKL UTAMA
’// Kelompok Perajin Koperasi (Koppontren)
- —
ASBUMI
PENDUKUNG
Diskoperindag Kement. BAPPEMAS
Kota Mataram Koperasi & UKM
— -
Bappeda Kota & [ Kement alz
Provinsi ; -
L ). Perindustrian |
FASILITATOR/EMABLER
Gambar 7. Peta rantai nilai kerajinan MEP
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Dan jika dilihat dari segi rantai nilai, pelaku dalam rantai nilai klaster industry MEP terdiri dari produsen,
pemilik toko (pengerajin-pengusaha), dan pedagang ritel [10]. Produsen merupakan penyedia bahan baku dan
para perajin. Sebagian besar penyuplai bahan baku dari kerajinan MEP di kelurahan Karang Pule ini berasal dari
luar wilayah tersebut. Untuk bahan baku mutira bersumber dari para petani mutiara yang berada di Lombok dan
Sumbawa sedangkan untuk peyuplai bahan bau emas berasal dari perusahaan pertambangan dari luar daerah
dan sebagian juga berasal dari lumpur yang menggandung emas yang didapat dari kecamatan Sekotong,
Kabupaten Lombok Barat. Sebagian besar dari pengerajin mendapat pasokan emas dari para pemilik toko atau
dari para pembeli. Jadi para pengerajin hanya diminta untuk membantu dalam proses pembentukkan sampai
dengan perakitan.

Keterkaitan antara Klaster Industri MEP dengan Kawasan Permukiman Sekitar

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pengerajin di klaster industri MEP sebagian besar
merupakan masyarakat yang tinggal di permukiman sekitar klaster industri tersebut. Klaster industri kerajinan
MEP juga muncul disebabkan para pengerajin yang dulunya merupakan pengerajin perhiasan di kawasan
Ampenan membuka usaha sendiri di tempat tinggalnya yaitu di kelurahan Karang Pule dan berkembang sampai
saat ini sehingga munculah klaster industri kerajinan Mutiara Emas Perak.
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Gambar 8. Bentuk keterkaitan antara kawasan klaster industri kerajinan MEP dengan kawasan permukiman

Dari peta pembagian kawasan potensial industri dan kawasan kelayakan permukiman tersebut dapat
diketahui bahwa kawasan yang merupakan kawasan yang paling potensial untuk pengembangan kawasan
industri juga merupakan kawasan permukiman yang tidak layak. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan industri
kerajinan Mutiara Emas Perak yang sudah ada sejak dulu mempengaruhi kawasan terutama dalam hal
lingkungan dan memiliki potensi untuk dikembangkan karena adanya keterkaitan antara klaster industri dan
permukiman Di safu sisi kegiatan industri kerajinan MEP memberikan dampak positif dalam menunjang
perekonomian masyarakat sekitar namun di sisi lain berdampak negatif yaitu menyebabkan terbentuknya
kawasan permukiman yang tidak layak.

Analisis Kelayakan Kawasan Pariwisata Belanja

Analisis kelayakan kawasan wisata belanja pada klaster industri MEP di kelurahan Karang Pule
berdasarkan komponen-komponen pendukung kawasan wisata belanja adalah :
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1. Ketersediaan Produk

Kerajinan MEP menghasilkan produk perhiasan yang terdiri dari mutiara, emas, perak atau kombinasi.
Material emas dan perak digunakan sebagai bahan ikatan untuk merangkai mutiara menjadi produk perhiasan
yang biaanya terdiri dari : 1) emas 18 karat atau 75% dan emas 22 karat atau 92% dan 2) perak 925, yaitu
campuran perak murni dan tembaga dengan persentase 92.5% perak + 7.5% tembaga. Adanya perhiasan
mutiara tersebut, membuat pusat kerajinan perhiasan Sekarbela sekarang lebih di kenal masyarakat sebagai
pusat kerajinan mutiara di Lombok. Peminat jenis perhiasan mutiara asli budidaya dari Lombok (South Sea
Pearl) adalah wisatawan domestic dan mancanegara. Desain perhiasan mulai dari kalung, cincin, anting,
giwang, gelang, bros, maupun asesoris lainnya yang paling disukai pembeli adalah yang memiliki ciri khas
Lombok, yaitu desain yang dikombinasikan dengan mutiara. Mutiara yang tersedia, selain dibedakan dari jenis
budidayanya, juga terdapat beragam warna, putih, kuning keemasan, coklat, dan hitam. Mutiara air laut memiliki
tekstur yang berbeda dari mutiara air tawar. Warnanya lebih creamy atau lebih keemasan.

Bentuk-bentuk mutiara dapat dilihat pada gambar 10 berikut ini :

@48 o0 6.

Bulat Baroque Oval Tetes Bapau
Gambar 9. Bentuk - bentuk Mutiara

Selain mutiara juga terdapat material dan jenis lain yang berasal dari kulit atau cangkang kerang mutiara
seperti pada gambar 11. berikut :

Kulit kerang Half pearl Mabe Arcu
Gambar 10. Material dan Jenis Lain Produk

2. Fasilitas Pendukung
Ketiadaan sarana parkir untuk kendaraan bermotor juga ditambah dengan kehadiran cidomo (cikar,
dokar, dan mobil alias kereta kuda khas Lombok,) yang berhenti atau mangkal mengakibatkan kendaraan
tersebut memenuhi hampir seluruh bahu jalan di jalan utama yang relafif tidak terlalu lebar itu pada fitik lokasi
kawasan belanja tersebut serta masih belum optimalnya fungsi bangunan di koridor jalan wisata belanja MEP.
Dari aspek kemanan juga belum adanya pos keamanan di lokasi wisata serta tempat istirahat dan atau makan
wisatawan yang memadai.

3. Aksesibilitas
Aksesibilitas pendukung terutama bagi pejalan kaki masih kurang memadai. Di jalan utama kawasan
wisata belanja, yaitu jalan Sultan Kaharudin tidak terdapat pedesfrian untuk para pejalan kaki. Sedangkan kondisi
jalan-jalan kecil seperti gang-gang kondisinya juga kurang baik.
Dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa klaster industri Mutiara Emas Perak (MEP) di kelurahan
tersebut masih belum layak sebagai kawasan wisata belanja. Dari ketiga komponen pendukung kawasan wisata
belanja, hanya satu komponen yang terpenuhi yaitu ketersediaan produk sedangkan untuk komponen lain belum
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terpenuhi secara optimal. Dari potensi yang dimiliki, klaster industri MEP dapat dikembangkan sebagai kawasan
wisata belanja.

Upaya pengembangan klaster industri kerajinan MEP di kelurahan Karang Pule sebagai kawasan wisata
belanja berdasarkan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Produk
Pengembangan terhadap komponen ketersediaan produk lebih ditekankan pada peningkatan hasil
produksi dan inovasi dari hasil kerajinan MEP di klaster industri, yaitu dengan : 1) meningkatkan jumlah produksi
kerajinan MEP untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan, 2) mencari pemasok bahan baku dari
tempat lain ataupun mengembangan kawasan budidaya khusus unfuk memasok bahan baku dan 3) inovasi
untuk meningkatkan daya saing produk kerajinan MEP dengan fren terbaru namun tetap mempertahankan ciri
khas dengan memanfaatkan para pengerajin yang memiliki keterampilan dan keahlian.

2. Fasilitas

Pengembangan fasilitas untuk meningkatkan fasilitas dalam menunjang kegiatan wisata belanja, yaitu
:1) mendesain koridor jalan Sultan Kaharudin sebagai koridor wisata belanja dan wisata industri dengan konsep
shopping street, 2) melakukan refungsi bangunan yang kurang menunjang aktifitas wisata di koridor tersebut, 3)
mengoptimalkan keberadaan ruang terbuka dilengkapi dengan penataan street furniture yang menunjang akfifitas
wisata, 4) pengadaan fasilitas pendukung, seperti : pos keamanan, tempat parkir, tempat istrahat dan atau
tempat makan yang menyajikan kuliner khas Lombok sehingga pengunjung juga bisa berwisata kuliner, 5)
melibatkan masyarakat untuk mendukung dan memelihara kelengkapan fasiitas yang ada demi kenyamanan dan
keamanan wisatawan dan 6) melakukan pembagian blok pengembangan berdasarkan fungsi kawasan untuk
memudahkan pengembangan indusfri MEP. Blok pengembangan tersebut terbagi menjadi 4 (empat) kawasan
blok pengembangan seperti yang terdapat pada peta di bawah ini.

P :  Kawasan
: : Perdagangan
untuk produk
kerajinan
MEP

..............

Kawasan
Campuran

Kawasan
Pendukung
Kegiatan
Industri dan
Wisata
Belanja

Kawasan
Pengembangan
permukiman

Gambar 11. Rencana Pembagian Blok Pengembangan

Kawasan pengembangan tersebut, antara lain : 1) Kawasan perdagangan, sebagai tempat
pengembangan lokasi pemasaran kerajinan MEP berupa pertokoan, 2) Kawasan Campuran, untuk permukiman
dan workshop para pengerajin, 3) Kawasan pendukung kegiatan industri dan wisata belanja, seperti rumah
makan, ataupun fempat penginapan dan 4) Kawasan pengembangan permukiman, dengan relokasi
permukiman sebagai upaya penataan dan peningkatan kualitas hunian yang tidak layak .
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3. Aksesibilitas
Pengembangan aksesibilitas dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas kawasan , yaitu : 1)
peningkatan kualitas jalan, khususnya di koridor utama wisata belanja dan 2) peningkatan kualitas sirkulasi
pejalan kaki pada koridor jalan utama, sirkulasi utamanya berupa area pedestrian yang nyaman dan aman bagi
para penggunanya, yaitu : mampu mengakomodasi kebutuhan orang berkebutuhan khusus, adanya pembatas
antara pejalan kaki dengan kendaraan dan jalur pedesfrian yang memiliki keterikatan pada fasilitas-fasilitas
wisata yang ada di koridor tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari peta pembagian kawasan potensial industri dan kawasan kelayakan permukiman tersebut dapat
diketahui bahwa kawasan yang merupakan kawasan yang paling potensial untuk pengembangan
kawasan industri juga merupakan kawasan permukiman yang tidak layak. Hal ini menunjukkan bahwa
kegiatan industri kerajinan Mutiara Emas Perak yang sudah ada sejak dulu mempengaruhi kawasan
terutama dalam hal lingkungan dan memiliki potensi untuk dikembangkan karena adanya keterkaitan
antara klaster industri dan permukiman

2. Berdasarkan pemenuhan komponen-komponen pendukung kawasan wisata belanja, hanya satu
komponen yang terpenuhi yaitu ketersediaan produk sedangkan untuk komponen lain sepert fasilitas
pendukung dan aksesibilitas masih belum terpenuhi secara maksimal.

3. Upaya pengembangan berdasarkan analisis SWOT, adalah : 1) ketersediaan produk lebih ditekankan
pada peningkatan hasil produksi dan inovasi, 2) kelengkapan fasilitas dengan peningkatan fasilitas
pendukung wisata belanja dan pembagian blok pengembangan berdasarkan fungsi kawasan unfuk
memudahkan pengembangan Industri MEP dan 3) aksesibilitas lebih ditekankan pada peningkatan
peningkatan kualitas jalan, pengadaan pedestrian dan parkir yang memadai.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan kerjasama semua pihak untuk mengembangkan
kawasan pariwisata belanja MEP ini sehingga dapat mengoptimalkan potensi kawasan tersebut.
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ABSTRAK

Beberapa tahun terakhir, penggunaan sosial media sebagai media promosi wisata telah mampu
mengangkat spot-spot wisata “baru’. Kunjungan wisatawan ke spot-spot wisata baru yang umumnya terletak di
perdesaan, memberi pengaruh terhadap penyediaan infrastruktur, terutama dalam hal peningkatan aksesibilitas.
Paper ini mengelaborasi hubungan antara perkembangan wisata berbasis sosial media dan pengaruhnya
terhadap penyediaan infrastruktur perdesaan pada 25 spot wisata “baru” di Yogyakarta yang tengah ramai
diperbincangkan di media sosial. Analisis kuantitatif dan kualitatif sederhana dilakukan untuk melihat bentuk
pengaruh perkembangan wisata terhadap penyediaan infrastrukiur. Hasil analisis menyebutkan adanya
perbaikan infrastruktur, terutama yang bersifat mendukung kegiatan wisata seperti akses jalan dari dan menuju
kawasan wisata maupun penyediaan air bersih dan listrik. Di samping perbaikan infrastruktur, pada beberapa
kasus terdapat peningkatan kapasitas masyarakat lokal terkait pengelolaan infrastruktur. Temuan pola tersebut
dapat berfungsi sebagai alternatif penyediaan infrastruktur perdesaan untuk mempersempit disparitas
pembangunan kota-desa.

Kata kunci: wisata, infrastruktur perdesaan, disparitas pembangunan

PENDAHULUAN

Dewasa ini, sosial media memegang peranan penting dalam perkembangan wisata, terutama dalam
pemilihan tujuan wisata, pemilihan hotel, ataupun pemilihan metode perjalanan [1]. Lebih lanjut, terdapat tren
untuk menuliskan pengalaman wisata melalui sosial media dan review pengalaman wisata tersebut menjadi
rekomendasi terpercaya dibandingkan iklan perjalanan wisata yang dikelola secara profesional [1] [2]. Dengan
mengunggah foto berlatar belakang spot yang menarik di sosial media seperti instagram ataupun facebook,
maka dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke spot tersebut, walaupun peningkatan kunjungan wisatawan
tersebut tidak selalu berdampak positif. Kasus yang ekstrim adalah kebun bunga amarilis (/ily) di Gunungkidul,
Yogyakarta, yang sempat tenar di media social selama beberapa minggu dan rusak terinjak-injak karena terlalu
banyak wisatawan.

Berdasarkan data statistik kepariwisataan 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata DIY, kunjungan
wisatawan di Propinsi D.l. Yogyakarta terus mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2011. Di tahun
2014, kunjungan wisatawan (domestik dan asing) mencapai 16.774.235, meningkat 31% dari data pada tahun
sebelumnya (kunjungan wisatawan ke DIY pada tahun 2013 mencapai 12.759.153 wisatawan). Peningkatan
kunjungan wisata tersebut dipengaruhi munculnya obyek-obyek wisata “baru”, terutama di wilayah selatan DIY
yang berbasis wisata alam, seperti wisata pantai, susur goa, ataupun sightseeingsebagai latar belakang foto
(seffie). Hal ini dapat dilihat dari kemunculan website-website yang berisi rekomendasi tempat kunjungan wisata
di Yogyakarta.

Selain media sosial, ketersediaan dan kualitas jaringan fransportasi menuju obyek wisata memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan tentang tujuan wisata [3],[4]. Adanya jaringan

1Seperti yang diberitakan di http://nasional.te mpo.co/read/news/2015/1 1/28/058723040/ta man-bunga-gunungkidu l-rusak-warga-buka-kotak-su mbangan
dan http://jogja. ribunnews.com/20 15/11/28/kebun-lily-gunungkidul-rusak- terin jak-in jak-ini-komentar-pe miliknya
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transportasi yang baik menuju lokasi wisata, ditunjang dengan kemudahan komunikasi dan informasi, dapat
menjadi salah satu faktor penarik kunjungan wisata [5].

Di sisi lain, lokasi wisata yang bertumpu pada pemandangan yang “unik” pada umumnya berada di
pedesaan, atau jauh dari pusat kota, dimana penyediaan infrastruktur dasar (termasuk jalan) masih belum
optimal dibandingkan wilayah perkotaan.Penyediaan infrastrukfur perdesaan pada umumnya berkaitan erat
dengan produktivitas pertanian yang diharapkan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Penyediaan infrastruktur tersebut seringkali bertumpu pada kapasitas pemerintah (baik lokal maupun pusat),
sementara partisipasi masyarakat masih tergolong sangat kecil atau sangat jarang [6].

Terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup pesat, disparitas desa-kota masih tetap
terasa [7], terutama dalam hal penyediaan infrastruktur perdesaan. Di tahun 2010, berdasarkan Logistic
Performance Index (LPI) yang dikeluarkan oleh World Bank, Indonesia menempati urutan ke-75 dari 155 negara
dalam hal kualitas infrastruktur ftransportasi. Di area perdesaan, kondisi jaringan ftransportasi lebih
memprihatinkan karena 50% jalan perdesaan masih belum diaspal dan lebih dari 10% desa tidak bisa diakses
oleh kendaraan roda empat pada waktu-waktu tertentu. Selain fransportasi, akses masyarakat perdesaan
terhadap air bersih, sanitasi, dan energi juga cukup memprihatinkan. Hanya 45% masyarakat desa yang memiliki
akses terhadap air bersih, 34% memiliki akses terhadap sanitasi, dan lebih dari 90 juta masyarakat perdesaan
tidak memiliki akses terhadap listrik [8]. Padahal, penyediaan infrastruktur listrik, air bersih, dan jalan memiliki
efek yang signifikan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat [9].

Terkait dengan permasalahan penyediaan infrastrukiur perdesaan tersebut, kegiatan wisata dapat
menjadi salah satu alternatif untuk merangsang pembangunan infrastruktur. Kegiatan wisata merupakan salah
satu demand pressure yang cukup tinggi terhadap jaringan transportasi sehingga keberadaan suatu obyek wisata
dapat memberi pengaruh positif pada perkembangan jaringan transportasi di wilayah tersebut [10]. Di samping
itu, kegiatan wisata juga menuntut tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik [11]. Dengan demikian,
peningkatan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi dapat menjadi bagian upaya untuk mendorong
peningkatan kunjungan wisatawan.

Makalah ini bertujuan untuk memverifikasi kecenderungan ataupun hubungan antara kunjungan wisata
yang berbasis promosi sosial media dengan peningkatan infrastruktur perdesaan di wilayah tersebut. Kasus yang
digunakan adalah kegiatan wisata di Provinsi D.l.Yogyakarta, dengan fokus pada spot-spot wisata “baru” yang
sering disebutkan di sosial media selama 3 tahun terakhir.

METODE PENELITIAN

Penulisan makalah ini bertujuan untuk melihat korelasi antara penggunaan sosial media sebagai media
promosi wisata terhadap peningkatan infrastruktur perdesaan. Preposisi yang digunakan adalah dengan
mengunggah foto dengan latar belakang lokasi wisata tertentu, maka secara fidak langsung telah melakukan
promosi terhadap pariwisata di daerah tersebut (Gambar 1). Hal ini akan berdampak pada peningkatan
kunjungan wisatawan, yang selanjutnya berfungsi sebagai demand pressure terhadap penyediaan infrastruktur di
kawasan tersebut. Melihat kecenderungan trend wisata di DIY, yang sering diunggah sebagian besar adalah foto-
foto dilokasi perdesaan, sehingga konteks infrastruktur perdesaan digunakan dalam penelitian ini.

Sosial Media
(unggah foto dengan latar belakang lokasi wisata)

Wisata Peningkatan kunjungan Demandpr
wisata essure

Penyediaaninfrastruktur
Aksesjalan, penerangan, air bersih, sanitasi,
fasilitaswisata

Gambar 1.Kerangka Kerja Penelitian
Sumber: konstruksi peneliti, 2016
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Sebagai langkah awal, dilakukan screening untuk memilih lokasi wisata yang akan menjadi obyek
amatan. Pemilihan lokasi dilakukan dengan melihat jumlah mention (frekuensi lokasi wisata tersebut
diperbincangkan) pada facebook dan instagram pada rentang waktu 3 tahun kebelakang, sehingga didapatkan
25 spotwisata (Gambar 2), yang sebagian besar berada di Kabupaten Gunung kidul.

Pada masing-masing obyek wisata dilakukan observasi dan wawancara yang mencakup sekuens
penyediaan infrastruktur dasar (meliputi akses jalan menuju tempatwisata, penerangan jalan, air bersih, sanitasi,
serta fasilitas wisata seperti tempat parkir dan warung makan) serta bagaimana pengelolaan infrastruktur
tersebut. Hasil observasi dan wawancara dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis secara kuanfitatif
dilakukan melalui statistik deskriptif untuk mendapatkan profil tentang ketersediaan infrastruktur di masing-
masing spot wisata amatan. Sementara analisis kualitatif dilakukan melalui pencocokan pola (pattern matching)
dan interpretasi terhadap hasil analisis kuantitatif yang telah dilakukan sebelumnya.
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Gambar 2.Peta Sebaran Obyek Wisata Amatan
Sumber: konstruksi peneliti, 2016

Dua puluh lima obyek wisata tersebut menawarkan salah satu atau gabungan dari atraksi wisata alam,
fotografi, dan olahraga (Gambar 3). Dari 25 spot wisata yang menjadi fokus amatan, 22 di antaranya merupakan
spot yang terkenal sebagai tempat untuk mengabadikan foto (fotografi profesional ataupun seffie).

Atraksi Wisata

25

20 2 22

5

Wisata alam Olahraga Fotografi (selfie) Lainnya
(gunung, pantai, lava) (outbond, panjat
tebing, offroad)

Gambar 3.GrafikAtraksiWisata
Sumber: analisis, 2016
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HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Ketersediaan Infrastruktur

Dengan adanya promosi sosial media, informasi menuju 25 tempat wisata tersebut tergolong mudah
untuk didapat dan diikuti, ditambah dengankualitas jalan yang relatif bagus. Hanya 5 spot wisata yang harus
melalui jalan tanah untuk benar-benar sampai ke lokasi. Dari segi lebar jalan, 32% mampu dilewat bis besar 2
arah dan landai, 20% mampu dilewati bis besar 2 arah tetapi curam, 20% hanya cukup untuk 1 arah kendaraan
dan landai, serta 28% hanya cukup untuk 1 arah dan curam (Gambar 3). Dari sisi keamanan, 16% akses jalan
menuju spot wisata tersebut termasuk dalam kriteria rawan longsor dan tidak dilengkapi dengan pagar
pengaman, serta hanya 36% yang dilengkapi dengan penerangan jalan.

R

e ¢ L - ! N
Gambar 3. Akses jalan aspal yang rusak ke Pok Tunggal (kiri) dan lebar jalan yang kurang memadai menuju Kalibiru
(kanan)
Sumber: observasi, 2016

Dari sisi pengelolaan, 16 dari 25 spot wisata amatan memungut refribusi dan 9 spot wisata yang lain
tidak memungutrefribusi untuk memasuki kawasan wisata tersebut. Selain refribusi, pada 24 spot wisata amatan,
pemasukan juga didapat dari pengelolaan fasilitas pendukung sepert parkir, foilet, warung makan, toko souvenir,
ataupun penyewaan alat Untuk operasional fasilitas seperti toilet dan warung makan, sumber air bersih sebagian
besar berasal dari sumur ataupun mata air yang kemudian dialirkan dengan pompa ke kawasan wisata. Jika idak
mencukupi dan belum terjangkau aliran PDAM, masyarakat ataupun pengelola kawasan wisata mendatangkan
air bersih melalui tangki air. Untuk sanitasi, toilet umum di 24 spotwisata telah memiliki septic tank.

B. Pengaruh Perkembangan Wisata terhadap Penyediaan Infrastruktur Perdesaan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengelola fasilitas di 25 spot wisata amatan, didapatkan
informasi bahwa terdapat peningkatan aksesibilitas menuju18 spot wisata amatan yang populer di media sosial
pada beberapa tahun terakhir. Tujuh spot wisata yang lain telah memiliki akses yang cukup memadai sehingga
peran kegiatan wisata sebagai demand pressure tidak terlalu signifikan. Peningkatan aksesibilitas tersebut
berupa pembanggunan jalan, perkerasan jalan, pelebaran jalan, perbaikan jalan, ataupun penerangan jalan yang
dilakukan setelah obyek wisata tersebut mulai terkenal (booming) di sosial media(lihat Tabel 1). Dengan
demikian, peran sosial media (facebook dan instagram dalam konteks penelitian ini) yang mengunggah foto
berlatar belakang kawasan wisata, merupakan salah satu demand pressure terhadap penyediaan infrastruktur,
terutama peningkatan aksesibilitas jalan. Lebih lanjut, peningkatan aksesibilitas juga memberikan dampak
ternadap peningkatan kunjungan wisata, seiring dengan banyaknya mention tentang kawasan wisata tersebut di
sosial media.
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Tabel 1. Peningkatan Akses Jalan di 25 Spot Wisata Amatan

Spot Wisata Amatan Peningkatan Akses Jalan Ramai Inisiatif
Dikunjungi
Pantai Wediombo Pengaspalan (2012) 2013 Masyarakat dan PU
Pantai Nglambor Pembangunan jalan dan penerangan (2015) 2015 Masyarakat dan Pemkab
Baron Technopark Pengaspalan jalan (2012) 2012 BPPT
Pantai Sepanjang Pengaspalan (2009) 2003 Tokoh masyarakatdan Pemkab
Pantai Indrayant Penerangan jalan (2012) 2012 PU
Pantai Ngandong Perbaikan jalan 2011 Masyarakat dan Pemkab
Pantai Pok Tunggal Pembangunan jalan (2011) 2011 Masyarakat
Puncak Kosakora Perbaikan jalan (2015) 2015 Pokdarwis
Lava Bantal Pengaspalan jalan (2016) 2013 Masyarakat dan Pemkab
Hutan Mangroove Perkerasan jalan (2013) 2016 Masyarakat
Desa Wisata Nglinggo Pengaspalan jalan (2013) 2013 PU
Desa Wisata Kalibiru Perkerasan jalan (2012) 2013 Masyarakat dan Pemkab
Penerangan (2014)
Lava Tour Pembukaan rute yang tertutup abu material 2010 Pengelola kaw. Wisata
(2011)

Tebing Breksi Pembangunan jalan (2015) 2015 Masyarakat dan Pemkab
Kebun Buah Mangunan Pengaspalan jalan (2014) 2014 Masyarakat dan Pemkab
Gunung Api Purba Nglanggeran Pengaspalan dan pelebaran jalan (2013) 2011 Masyarakat dan Pemkab
Goa Pindul Pengaspalan jalan (2013) 2012 Pemkab
Cave Tubing Kalisuci Pengaspalan jalan (2014) 2012 Pengelola kaw. Wisata
Puncak Becici Perkerasan jalan (2015) 2014

Sumber: wawancara, 2016

Dari sisi pengelolaan, peningkatan kunjungan wisatawan menjadi salah satu faktor dorongan bagi
masyarakat untuk mengajukan inisiatif peningkatan aksesibilitas kawasan. Hal ini terlihat dari adanya inisiasi
upaya peningkatan akses jalan yang berasal dari masyarakat, tanpa menunggu proyek pemerintah. Di sisi lain,
adanya bagi hasil dari pengelolaan kegiatan wisata (bisa bersumber dari refribusi ataupun kegiatan ekonomi di
lokasi wisata seperii berjualan makanan atau menyewakan alat), mendorong masyarakat unfuk lebih
meningkatkan kunjungan wisatawan melalui peningkatan akses jalan. Pada konteks ini, insentif ekonomi dari
kegiatan wisata mampu memunculkan inisiatif untuk penyediaan infrastruktur (insentif ekonomi mampu berfungsi
sebagai demand pressure penyediaan infrastruktur). Lebih lanjut, inisiasi penyediaan infrastruktur yang datang
dari masyarakat membawa efek rasa kepemilikan bersama yang lebih besar sehingga tanggung jawab
pengelolaan dilakukan secara swadaya.

Secara skematis, pengaruh perkembangan wisata terhadap penyediaan infrastruktur perdesaan dideskripsikan
pada Gambar 4 berikut

Kegiatanwisata

Promosisosial media

\
Peningkatan Kunjungan
Wisata

Insentifekonomi

\
Masyarakat

Demandpr
essure

Inidiatif

Peningkataninfrastruktur

. Pengelolaan
(akses, penerangan, air

bersinh)

Gambar 4.Pengaruh kegiatan wisata terhadap penyediaan infrastruktur
Sumber: konstruksi peneliti, 2016

Kondisi ini menyebabkan munculnya atau meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan
infrastruktur, terutama akses jalan. Pada beberapa kasus, pengelolaan oleh masyarakat tidak hanya terhadap
peningkatan akses jalan, tetapi juga meliputi distribusi air bersih. Pada beberapa lokasi wisata yang belum
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dijangkau oleh PDAM, ketersediaan air bersih dipasok menggunakan tangki air ataupun pompa yang
pengadaannya diinisiasi oleh masyarakat.

Terkait dengan konteks perdesaan, pada umumnya pembangunan perdesaan diidentikkan dengan
pembangunan di bidang pertanian, sehingga terdapat kecenderungan untuk menegasikan sumber pembangunan
lain di luar pertanian (rural non-farming atau RNF) [12]. Padahal, pendapatan masyarakat perdesaan fidak
bertumpu hanya pada kegiatan pertanian. Kegiatan di luar pertanian (RNF) seperti wisata, perdagangan, ataupun
pertambangan dapat berkontribusi 40%-60% terhadap pendapatan masyarakat perdesaan [13]. Hal ini juga
berimbas pada penyediaan infrastruktur, terutama jalan, yang difokuskan untuk mobilitas logistik pertanian.
Secara implisit, wisata pedesaan belum dianggap sebagai satu sektor yang dapat berkonfribusi terhadap
penyediaan infrastruktur pedesaan ataupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tampak dari program
pembangunan pedesaan oleh pemerintah yang sebagian besar masih berfokus pada sektor pertanian. Padahal,
wisata pedesaan (rural tourism) merupakan prospek yang cukup menjanjikan bila digarap dengan serius [14].

Pada konteks 25 spot wisata yang menjadi obyek penelitian di makalah ini, yang juga berada di
kawasan perdesaan, kegiatan wisata memiliki kontribusi yang cukup signifikan. Pada 18 spot wisata, kegiatan
wisata mampu menjadi faktor pemicu peningkatan infrastruktur, terutama peningkatan akses jalan. Insentif
ekonomi dari kegiatan wisata dapat menjadi pendapatan masyarakat di luar pertanian, sehingga dalam konteks
pembangunan perdesaan, penggunaan sosial media yang berfungsi sebagai media promosi wisata dapat
memberikan kontribusi yang positf.

Di sisi lain, perlu diperhatikan bahwa upaya perbaikan ataupun pengadaan infrastruktur pedesaan tersebut dapat
mengancam “atmosfer” pedesaan yang pada awalnya merupakan daya tarik wisata. Isu alih fungsi lahan non
terbangun menjadi lahan terbangun merupakan salah satu hal yang perlu diwaspadai dalam konteks ini.

C. Limitasi Penelitian dan Rekomendasi

Efektivitas penggunaan media sosial untuk mempromosikan lokasi wisata di perdesaan sebagai
demand pressure penyediaan infrastruktur masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Terdapat beberapa faktor yang
kemungkinan berpengaruh terhadap penyediaan infrastruktur perdesaan, namun tidak dibahas secara mendalam
dalam penélitian ini, antara lain;

e |Inisiatifdan kapasitas masyarakat

Kapasitas masyarakat dalam hal ini mencakup kapasitas sosial, institusi, dan kemampuan finansial yang
berpengaruh terhadap implementasi penyediaan infrastruktur. Dalam makalah ini, konsep kapasitas masyarakat
tidak menjadi fokus bahasan, terlebih peneliian dilakukan pada satu lanskap regional yang relatif homogen. Akan
menarik untuk membandingkan apakah penyediaan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan kunjungan
wisatwan, dapat terlaksana dengan baik jika berasal dari inisiatif masyarakat di lokasi yang berbeda. Analisis
kualitatif dengan in-depth interview akan sangat membantu untuk membahas faktor ini secara mendetail.

e Jenis kegiatan wisata

Pada peneliian ini, kegiatan wisata yang dikaji adalah wisata berbasis alam. Akan menarik untuk
membandingkann apakah penggunaan media sosial untuk promosi wisata yang berbasis non-alam juga dapat
menjadi demand pressure bagi penyediaan infrastruktur. Melihat kecenderungan saat ini di sosial media, wisata
kuliner dan wisata budaya dapat menjadi kasus pembanding yang menarik.

e Dukungan pemerintah

Secara umum, penyediaan infrastruktur masih banyak bergantung pada pemerintah, baik melalui program
pembangunan daerah ataupun nasional. Dalam makalah ini, dukungan pemerintah belum dipertimbangkan. Akan
menarik untuk melihat apakah penyediaan infrastrukiur akan lebih optimal jika terdapat dukungan pemerintah,
atau seberapa besar komitmen pemerintah dalam penyediaan infrastruktur jika terdapat demand pressure dari
masyarakat.

e Keterkaitan dengan tata guna lahan

Pembangunan ataupun peningkatan infrastruktur, terutama akses jalan, akan berpengaruh terhadap tata guna
lahan. Peningkatan akses jalan berpotensi menarik pembangunan di sepanjang jalan (ribbon development
menuju sprawl) sehingga perlu diiringi dengan konfrol implementasi rencana tata guna lahan.

o Konsep sustainable tourism
Aspek keberlanjutan (sustainability) belum terlalu dipertimbangkan dalam peneliian ini. Konsep wisata
berkelanjutan (sustainable tourism) akan menerapkan “ambang batas” terhadap seberapa besar perkembangan
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wisata yang sebaiknya diperbolehkan. Sebagai contoh, pengambilan retribusi (sebagai karcis masuk, refribusi
parker, ataupun refribusi penggunaan fasilitas seperti toilet), di satu sisi akan memberikan insentif ekonomi bagi
masyarakat. Akan tetapi, dari sisi wisatawan, pengambilan retribusi yang ‘berlebihan” akan memberikan kesan
negatif terhadap lokasi wisata tersebut. Pembangunan ataupun pelebaran jalan juga harus mempertimbangkan
aspek lingkungan, dan ftidak hanya berfokus pada peningkatan kunjungan wisatawan. Selaras dengan konsep
sustainable tourism, maka pengadaan jaringan air bersih dan sanitasi juga harus mempertimbangkan
keseimbangan ekosistem, dan tidak hanya berfokus pada kenyamanan wisatawan.

Berdasarkan limitasi di atas, maka dapat disusun rekomendasi penelitan lanjutan dengan
mempertimbangkan salah satu atau gabungan dari kelima faktor tersebut. Peneliian lanjutan dengan melibatkan
sampel lokasi wisata yang lebih banyak dan beragam diharapkan dapat memperkaya dan memberikan
penguatan justifikasi dalam pengambilan generalisasi bahwa “penggunaan media sosial sebagai media promosi
wisata dapat berkontribusi positif terhadap penyediaan infrastruktur perdesaan’.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tren mengunggah foto dengan latar belakang kawasan wisata tertentu melalui sosial media menjadi
salah satu kegiatan promosi wisata yang cukup efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Peningkatan
kunjungan wisatawan ini merupakan demand pressure yang memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya
peningkatan infrastruktur, terutama akses jalan menuju lokasi wisata (yang umumnya berada di perdesaan).
Hasil observasi dan wawancara terhadap pengelola 25 kawasan wisata ‘baru” di Yogyakarta menegaskan
pengaruh kunjungan wisatawan terhadap peningkatan infrastrukiur, terutama akses jalan menuju kawasan
tersebut. Selain akses jalan, peningkatan infrastrukfur juga mencakup instalasi penerangan jalan dan distribusi
air bersih ke lokasi wisata menggunakan tangki air ataupun pompa yang pengadaannya dinisiasi oleh
masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan kunjungan wisatawan memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat sekitar
melalui bagi hasil pengelolaan retribusi dan fasilitas wisata (seperti warung makan, penyewaan alat, ataupun
toilet umum). Hal ini mendorong masyarakat untuk menginisiasi pengadaan infrastruktur yang menunjang
kegiatan wisata.
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ABSTRAK

Kecamatan Kamang Magek merupakan salah satu daerah penghasil makanan ringan tradisional
Sumatera Barat, yaitu kerupuk kamang. Pelaku usaha kerupuk kamang di daerah ini termasuk kategori usaha
mikro. Sebagai salah satu makanan tradisional Sumatera Barat, kerupuk kamang belum dikenal seperti halnya
kerupuk balado atau kerupuk sanjai. Padahal kerupuk kamang mempunyai potensi untuk dikembangkan, karena
kerupuk kamang ini terbuat dari bahan alami serta bebas dari pewarna, pengawet dan penyedap rasa. Industri
kerupuk kamang merupakan industry kreatif yang merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat
setempat. Berdasarkan hal ini, maka tujuan penelitian adalah untuk mengkaji aspek-aspek yang bisa
dikembangkan pada agroindustri kerupuk kamang, baik secara internal dan eksternal, sehingga bisa menjadi
salah satu Produk Unggulan Daerah (PUD) di Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi, kemudian dilakukan Focus Grup Discussion
(FGD) dari hasil kajian lingkungan internal dan eksternal usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu upaya
untuk meningkatkan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah dan perguruan tinggi dalam pengembangan usaha
kerupuk kamang. Solusi yan g dihasilkan melalui FGD adalah: 1) Melakukan sistem pemasaran satu pintu, 2)
Membentuk koperasi untuk menghimpun modal, 3) Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha kerupuk
kamang, 4) Meningkatkan pendapatan pelaku usaha melalui pemanfaatan limbah kulit ubi kayu menjadi pakan
ternak, 5) Membuat kontrak dengan penyedia bahan baku, 6) Melakukan diversifikasi produk kerupuk kamang,
seperti memberikan inovasi rasa pada kerupuk kamang, sehingga produk lebih inovatif, 7) Menerapkan sistem
pertanian terpadu.

Kata kunci : industri kretif, makanan tradisional, kerupuk kamang

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi sebagai akibat adanya krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan Juli 1997, berakibat
bangkrutnya perusahaan-perusahaan berskala besar, tetapi di sisi lain masih banyak usaha kecil dan menengah
yang masih bertahan. Bahkan bisa dikatakan industi kecil ini mempunyai peran dalam menyelamatkan
perekonomian nasional. Industri kecil cenderung menggunakan bahan baku lokal dan bahan baku impor yang
kecil proporsinya. Produksinya tidak terlalu dipengaruhi depresiasi nilai rupiah, sehingga lebih tahan terhadap
goncangan perekonomian global, meskipun sangat dipengaruhi oleh perubahan daya beli masyarakat [1].

Perkembangan jumlah UMKM periode 2010-2011 mengalami peningkatan sebesar 2,57 persen yaitu
dari 53.823.732 unit pada tahun 2010 menjadi 55.206.444 unit pada tahun 2011. UMKM merupakan pelaku
usaha terbesar dengan persentasenya sebesar 99,99 persen dari total pelaku usaha nasional tahun 2011 [2].

Sumatera Barat merupakan daerah yang mengalami peningkatan jumlah UMKM pada tahun 2012.
Data ini dibandingkan dengan data jumlah UMKM tahun 2011. Pada tahun 2011, usaha mikro di Sumatera Barat
berjumlah 57.987 unit dan tahun 2012 meningkat menjadi 71.413 unit. Pertumbuhan ini meningkat sebesar 23,15
persen. [3].

Ibukota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang Merupakan daerah yang paling tinggi jumlah unit
usaha mikro di Sumatera Barat Kabupaten Agam merupakan daerah terbanyak yang memiliki jumlah unit
terbesar setelah Kota Padang, yaitu sebesar 41,762 unit. Di Kabupaten Agam, jenis industri berdasarkan skala
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usahanya yang paling besar adalah industri kecil, jika dibandingkan dengan industri besar. Industri sandang
merupakan industri terbesar, yaitu sebanyak 2770 unit, selanjutnya industri pangan sebesar 2376 unit.

Industri pangan atau industri yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan adalah industri yang
mengubah bahan mentah menjadi makanan. Industri yang mengolah bahan mentah yang berasal dari hasil
pertanian disebut agroindustri.

Salah satu bahan mentah hasil pertanian yang banyak digunakan dalam industri pangan di Kabupaten
Agam yaitu ubi kayu. Ubi kayu diolah menjadi makanan berupa aneka kerupuk yang menjadi khas Kabupaten
Agam, salah satunya adalah kerupuk sanjai yang terkenal sebagai oleh-oleh khas Sumatera Barat. Selain
kerupuk sanjai, banyak kerupuk yang menggunakan ubi kayu sebagai bahan utamanya, yaitu; karak kaliang,
dakak-dakak. Kerupuk tersebut dijual dalam bentuk siap konsumsi. Namun, ada juga yang dijual dalam bentuk
mentah atau belum siap konsumsi, salah satunya adalah kerupuk kamang.

Kerupuk Kamang merupakan salah satu kerupuk yang dibuat dari ubi kayu. Sesuai namanya, kerupuk
kamang berasal dari daerah Kamang (tepatnya di Kecamatan Kamang Magek), Bukittinggi, Sumatera Barat.
Karena berasal dari Kamang, maka banyak masyarakat di daerah ini yang memproduksi kerupuk kamang.
Usaha kerupuk kamang merupakan usaha mikro yang berbahan baku hasil pertanian yang menjadi produk
unggulan daerah ini. Sebagai salah satu makanan fradisional Sumatera Barat, kerupuk kamang belum
dikenal seperti halnya keripik balado atau kerupuk sanjai. Padahal kerupuk kamang ini punya potensi unfuk
dikembangkan dan menjadi salah satu oleh-oleh khas Sumatera Barat. Pertimbangan kerupuk ini berpotensi
untuk dikembangkan yaitu; 1) tingkat daya tahan produk cukup tinggi, karena produk ini dijual dalam bentuk
mentah, sehingga menjadikan kerupuk ini tahan lama, 2) Kerupuk Kamang ini segmen pasarnya bisa lebih luas
dibanding kerupuk yang citarasanya pedas, karena orang yang tidak suka pedas, bisa mengkonsumsi kerupuk
ini,dan 3) Kerupuk Kamang terbuat dari bahan alami, tidak ada bahan kimia dan penyedap rasa dalam proses
pembuatannya.

Berdasarkan keunggulan yang dimiliki kerupuk kamang, maka kerupuk kamang berpotensi untuk
dijadikan Produk Unggulan Daerah (PUD). Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah, maka peneliti tertarik
untuk mengkaji pengembangan terhadap usaha kerupuk kamang sebagai Produk Unggulan Daerah (PUD),
dengan judul penelitian “Kajian Pengembangan Agroindustri Berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) Di
Kabupaten Agam”.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan aspek-aspek yang bisa dikembangkan
pada agroindustri kerupuk kamang, sehingga bisa menjadi salah satu Produk Unggulan Daerah (PUD) di
Kabupaten Agam. Berikut uraian tujuan penelitian:

a. Mendeskripsikan profil usaha mikro kerupuk kamang di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam.

b. Merumuskan aspek internal dan aspek eksternal yang ada pada agroindustri kerupuk kamang di
Kecamatan Kamang Magek.

c. Mengkaji aspek-aspek yang dapat dikembangkan pada usaha kerupuk kamang di Kecamatan Kamang
Magek sebagai Produk Unggulan Daerah (PUD).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pada metode kualitatif, peneliti
sebagai human instrument dan teknik pengumpulan data participant observation (observasi berperan serta) dan
in depth interview (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Penelitian
kualitatif tidak melakukan generalisasi, tetapi lebih menekankan kedalam informasi sehingga sampai pada tingkat
makna [4].

Populasi pada peneliian ini adalah seluruh agroindustri yang aktif memproduksi kerupuk Kamang di
Kecamatan Magek ketika peneliian dilaksanakan. . Aktif maksudnya disini yaitu, usaha tersebut berproduksi
secara kontiniu.Sampel sumber data akan dipilih secara purposive sampling dan bersifat snowball sampling.
Purposive sampling maksudnya teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu [4].

Pada penelian kualitatif, sampel disebut sebagai narasumber. Kriteria narasumber yang dipilih
berdasarkan populasi yang ada yaitu pengusaha kerupuk kamang yang telah mendapat binaan dari pihak
pemerintah atau pihak perguruan tinggi. Informasi ini akan diperoleh melalui informasi dari pemerintah
kecamatan setempat. Alasan pemilihan usaha yang telah dibina diharapkan agar informasi yang dibutuhkan
tentang segala aspek yang ada pada sebuah usaha mikro didapat secara lengkap.

Pemilihan sampel dilanjutkan dengan snowball sampling. Menurut Sugiyono [4], snowball sampling
adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi
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besar. Hal ini dilakukan karena jumlah sampel yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang
memuaskan. Snowball sampling akan dilakukan jika informasi dari narasumber yang dipilih berdasarkan
purposive sampling belum lengkap untuk dijadikan landasan dalam perumusan pengembangan usaha mikro
kerupuk kamang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penduduk Kecamatan Kamang Magek sebagian besar bermata pencaharian pokok sebagai petani dan
persentasenya diantara mata pencaharian yang lain sangat besar yaitu lebih kurang 84 %, dari seluruh mata
pencaharian yang ada di Kecamatan Kamang Magek . Mata pencaharian ini diwarisi secara turun temurun dari
nenek moyang masyarakat dahulunya, dan juga ditunjang oleh kondisi lingkungan alam yang luas untuk
pengembangannya. Jenis tanaman yang paling utama dibidang pertanian adalah padi, dengan mayoritas padi
unggul local. Bahkan hasil-hasil pertanian terutama beras diproduksi keluar daerah seperti Pekan Baru, Jambi.
Untuk sektor perkebunan terdapat tanaman Duria, Manggis, Kakao, Jeruk, kelapa,cengkeh, kulit manis dan
lainnya yang dimiliki oleh rakyat. Sedangkan di sekfor petenakan, hewan ternak yang di pelihara adalah jenis
kambing, sapi, kerbau, ayam buras, ayam pedaging, itik, dan kelinci.

Selain bermata pencaharian sebagai petani, lebih kurang 16 % penduduk bermata pencaharian
beragam seperti Pedagang, tukang, pegawai negeri, pegawai nagari, perawat, bidan dan pengacara.Berdagang
adalah ciri khas keahlian yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau, juga tercermin pada
masyarakatKecamatan Kamang Magek. Mereka berdagang dilingkunggan tempat tinggal mereka yaitu pasar-
pasar terdekat jauhnya 3 km, dan 3 kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Selasa dan Jumat. Untuk hari selain
hari-hari tersebut mereka tetap berdagang dimana ada pasar, walaupun jauhnya mencapai 9 km seperti Pakan
Kamis. Produk yang mereka jual yaitu hasil dari pertanian, seperti buah dan sayur , serta produk olahan seperti
makanan tradisonal dari ubi, talas, ketan, dan juga produk khas daerahdari ubi yang disebut Karupuak kamang.

Data mengenai profil usaha kerupuk kamang di Kecamatan Kamang Magek didapat dari pelaku usaha
kerupuk kamang yang tergabung ke dalam anggota gabungan kelompok tani (Gapoktan). Gapoktan ini bernama
Kamek (Kamang Magek) yang khusus membina pelaku usaha kerupuk kamang yang berada di Kecamatan
Kamang Magek. Ketua Gapoktan ini bernama Ibu Zethelmi. Kelompok tani yang berada di dalam Gapokian
Kamek ini berjumlah delapan kelompok tani. Adapun daftar nama kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan
Kamek adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Kelompok Tani Usaha Kerupuk Kamang Di Kamang magek

No Nama Kelompok Tani Jumlah Anggota Kenagarian
1. Pranchise 25 Kamang Magek
2. Saraso Pulai 22 Kamang Magek
3. Magek Saondoh 10 Kamang Magek
4, Mekar Rasa 51 Kamang Hilir
5. Indah Sari 33 Kamang Hilir
6. Usaha Ibu 13 Kamang Hilir
7. Suka Jadi 20 Kamang Mudik
8 Kampung Saiyo 17 Kamang Mudik

Sumber : Data Profil Usaha Mikro Kecamatan Kamang Magek

Pelaku usaha yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang tergabung dalam
kelompok tani dan ditemui secara acak. Selanjutnya pelaku usaha yang dijadikan sampel penelitian ini disebut
sebagai narasumber. Jumlah narasumber sebanyak 38 pelaku usaha kerupuk kamang.

Pemilihan narasumber dilakukan dengan teknik snowball sampling. Menurut Sugiyono, 2013:219,
snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-
lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah sampel yang sedikit tersebut belum mampu memberikan
data yang memuaskan.

Dari hasil wawancara dan observasi lapangan, 38 narasumber sudah cukup untuk menggali informasi tentang
profil pelaku usaha kerupuk kamang di Kecamatan Kamang Magek. Dari jumlah pelaku usaha karupuak kamang,
maka diketahui bahwa tingkat pendidikan terakhir yang di tempuh masing — masing pelaku usaha berbeda,
dalam usaha rumah tangga ini dapat dilihat bahwa jumlah pelaku usaha yang tamat sekolah dasar (SD)
sebanyak 11%, Sekolah menengah pertama (SMP) 18%, Sekolah menengah atas (SMA) 55%, dan setara
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sarjana (S1) 16%. Data ini menunjukan bahwa jumlah pelaku usaha kerupuk kamang diatas rata — rata yaitu
telah menamatkan pendidikan di ingkat SMA dan setara S1.

Kerupuk kamang merupakan komoditi unggulan di daerah kecamatan Kamang Magek yang telah
berkembang mulai dari beberapa dekade yang lalu, untuk itu bisa di lihat dari pengalaman lama berusaha oleh
pelaku usaha yaitu dengan pengalaman usaha kecil dari 5 tahun yaitu hanya 15% , pengalaman berusaha 5
sampai 10 tahun yaitu 29% , sedangkan pengalaman berusaha lebih dari 10 tahun yaitu sebesar 58%. Dari data
ini telah diketahui bahwa mayoritas usaha kerupuk kamang telah digeluti masyarakat Kecamatan Kamang Magek
lebih dari 10 tahun bahkan telah turun temurun. Gambaran ini dapat menjadi acuan bahwa usaha ini telah
mampu berkontribusi dalam memberikan pendapatan rumah tangga bagi pelaku usaha sejak puluhan tahun yang
lalu, sehingga usaha ini masih berkembang hingga saatini.

Usaha kerupuk kamang ini merupakan usaha keluarga yang diusahakan secara turun temurun. Karena
merupakan usaha keluarga, pendapatan yang diperoleh dari usaha ini digunakan untuk membiayai anggota
keluarga.

Pelaku usaha kerupuk kamang berproduksi rata-rata 5 — 7 hari seminggu. Hanya 2 narasumber yang
berproduksi 4 hari dalam seminggu. Ini karena keterbatasan pendukung produksi yang dimiliki narasumber,
dimana mereka tidak memiliki mesin untuk mendukung proses produksi. Pelaku usaha yang berproduksi setiap
hari, pada umumnya adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan lain selain memproduksi kerupuk kamang.
Jadi kerupuk kamang adalah sumber pendapatan utama mereka. Disisi lain, jumlah produksi mereka rendah,
hanya mengolah ubikayu sebanyak 10 kg/hari.

Proses produksi masih menggunakan tekhnologi sederhana. Penggunaan tekhnologi mesin berupa mesin
penumbuk dan mesin penggiling, namun belum banyak pelaku usaha yang menggunakan kedua mesin ini,
karena harganya yang cukup mahal, yaitu Rp 7.500.000,- untuk kedua mesin tersebut. Mesin penumbuk
berfungsi untuk menghancurkan ubi kayu yang sudah direbus. Jika pelaku usaha tidak memiliki mesin ini, maka
alternatifnya adalah dengan sistem upah atau mengupahkan kepada pelaku usaha yang mempunyai mesin.
Mesin penggiling berfungsi unfuk memipihkan adonan yang sudah dihancurkan. Jika idak mempunyai mesin ini,
pelaku usaha menggunakan ampia. Penggunaan ampia ini akan memakan waktu yang lebih lama karena diputar
secara manual.

Sumber bahan baku, yaitu ubi kayu, berasal dari daerah sekitar lokasi usaha. Ini bertujuan agar biaya
transportasi bahan baku menjadi lebih murah. Untuk pembelian bahan baku, ada yang dibeli ke lokasi tempat
bahan baku, ada yang diantar oleh supplier bahan baku secara kontinue. Daerah asal bahan baku ada yang dari
daerah Kamang sendiri, Gadut dan yang terjauh adalah Payakumbuh. Menurut pelaku usaha, ubi kayu yang
paling baik kualitasnya adalah yang berasal dari Gadut.

Sistem distribusi usaha kerupuk kamang dapat digambarkan sebagai berikut:

Produsen I Pedagang perantara _— Konsumen

r N

Gambar 1. Skema sistem distribusi kerupuk kamang

Dari gambar diatas, sistem distribusi kerupuk kamang melalui 2 jalur, ada yang langsung dari pelaku
usaha ke konsumen dan ada yang melalui pedagang perantara. Berdasarkan informasi, narasumber ada yang
menjual sendiri kepasar dan ada yang datang ke lokasi usaha. Keterangan dari narasumber, kerupuk kamang
yang dijual ke pasar, ada yang dibeli oleh pedagang perantara dan ada yang dibeli langsung oleh konsumen
akhir. Begitu juga dengan orang yang yang datang langsung ke lokasi usaha, ada yang merupakan pedagang
perantara dan ada juga yang merupakan konsumen akhir. Pelaku usaha menggunakan jasa pedagang
perantara karena tidak mampu memasarkan produk ke luar daerah dan produk yang dihasilkan juga banyak
sehingga memburuhkan pedagang perantara untuk memasarkannya.

Menurut Tjiptono [5], perantara dibutuhkan terutama karena adanya beberapa kesenjangan antara
produsen dan konsumen. Kesenjanagan itu adalah : 1) Geographical gap, yaitu gap yang disebabkan oleh
tempat pemusatan produksi dan lokasi konsumen yang tersebar dimana-mana, 2) Time gap, yaitu kesenjangan
yang terjadi karena adanya kenyataan bahwa pembelian atau konsumsi dilakukan hanya pada waktu-waktu
tertentu, 3) Quantity gap, yaitu gap yang terjadi karena jumlah baran yang dapat diproduksi secara ekonomis
berbeda dengan kuantitas normal yang diinginkan konsumen, 4) Assortment gap, yaitu situasi dimana produsen
umumnya berspesialisasi pada produk tertentu, sedangkan konsumen menginginkan produk yang beraneka
ragam, dan 5) Communication and information gap, yaitu gap yang tmbul karena konsumen tidak tahu dimana
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sumber-sumber produksi yang menghasilkan produk yang diinginkan, dilain pihak produsen tidak tahu siapa dan
dimana pembeli potensial berada.

Pada umumnya pelaku usaha kerupuk kamang belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah atau pihak lain.
Jadi usaha yang mereka kelola merupakan modal sendiri. Hanya 3 dari 38 narasumber yang telah mendapat
bantuan dan 3 narasumber tersebut juga telah memiliki izin PIRT dan Dinkes. Bagi pelaku usaha, izin PIRT
merupakan salah satu kekuatan untuk dapat mengajukan pinjaman kepada pihak bank.

Kajian Lingkungan Internal

Proses audit internal merupakan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki industri.
Tidak satupun industri yang mempunyai kekuatan dan kelemahan yang sama di semua bidang.

Kerupuk kamang merupakan kerupuk khas daerah Kamang Magek. Nama kerupuk kamang diambil dari nama
daerah penghasil kerupuk kamang tersebut Dahulunya wilayah Kamang dan Magek adalah merupakan dua
wilayah yang akhirnya disatukan menjadi Kecamatan Kamang Magek.

Kerupuk kamang mempunyai ciri khas yang berbeda dengan kerupuk khas daerah Sumatera Barat
lainnya. Kerupuk ini bentuknya bulat tipis, berwarna putih dan dijual dalam kondisi mentah atau belum digoreng.
Ciri khas kerupuk kamang ini terletak pada ukurannya yang tidak terlalu besar, yaitu diameternya sekitar 6 cm
dan potongan daun bawang yang terlihat pada kerupuk tersebut.

Bahan baku utama dari kerupuk kamang adalah ubi kayu. Sedangkan bahan penolong terdiri atas
bawang putih, daun bawang dan garam. Untuk pengemasan, narasumber masih menggunakan kemasan
bungkus plastik. Sebanyak 100 kerupuk di ikat dengan tali raffia kemudian sebanyak empat ikatan dikemas
dalam plastik kemudian diikat dengan karet.

Tidak ada label dalam kemasannya. Kondisi kemasan yang masih sangat sederhana menjadikan usaha
kerupuk kamang ini sulit untuk berkembang. Dari 38 narasumber, hanya 3 narasumber yang mempunyai merk
pada kemasan kerupuk kamangnya. Jadi secara keseluruhan, pelaku usaha kerupuk kamang belum memiliki
merk pada kemasan produk.

Usaha kerupuk kamang di Kecamatan Kamang Magek ini masih tergolong usaha mikro. Jumlah tenaga
kerja rata-rata 2-3 orang. Berdasarkan hasil wawancara, usaha yang dikelola merupakan usaha turun temurun
dari orangtua. Jadi keahlian membuat kerupuk didapat dari orang tua para pelaku usaha.

Proses produksi kerupuk kamang dapat digambarkan sebagai berikut

Ubi Kayu

Pengupasan

l

Pencucian

l

Perebusan

Penggilingan —_— Pencetakan mmmm) | Penjemuran — Eerupuk
amang

Gambar 2. Bagan Proses Produksi Kerupuk Kamang

Proses produksi masih menggunakan tekhnologi sederhana. Penggunaan tekhnologi mesin berupa
mesin penumbuk dan mesin penggiling, namun belum banyak pelaku usaha yang menggunakan kedua mesin ini,
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karena harganya yang cukup mahal, yaitu Rp 7.500.000,- untuk kedua mesin tersebut. Mesin penumbuk
berfungsi untuk menghancurkan ubi kayu yang sudah direbus. Jika pelaku usaha tidak memiliki mesin ini, maka
alternatifnya adalah dengan sistem upah atau mengupahkan kepada pelaku usaha yang mempunyai mesin.
Mesin penggiling berfungsi untuk memipihkan adonan yang sudah dihancurkan. Jlka tidak mempunyai mesin ini,
pelaku usaha menggunakan ampia. Penggunaan ampia ini akan memakan waktu yang lebih lama karena diputar
secara manual.

Faktor lain yang menjadi permasalahan dalam usaha kerupuk kamang ini adalah bervariasinya harga
yang ditetapkan oleh para pelaku usaha. Kerupuk kamang ini dijual per pack nya berkisar Rp 12.000,- s/d Rp
15.000,-. Per pack ini memiliki berat + 600gr, tergantung kepada ketebalan kerupuk kamang tersebut. Sebagian
besar harga yang ditetapkan masih dipengaruhi oleh pedagang perantara. Pelaku usaha belum memiliki posisi
tawar menawar harga yang kuat, karena masih banyak pelaku usaha kerupuk kamang lainnya yang bersedia
menjual dengan harga lebih rendah.

Sistem pemasaran produk kerupuk kamang pada umumnya adalah pelaku usaha melakukan penjualan
langsung ke pasar-pasar tradisional. Dari 3 narasumber, hanya 2 orang yang memasarkan produknya melalui
toko sentra oleh-oleh Christine Hakim. Selain memasarkan langsung kepasar tradisional, sistem lainnya adalah
melalui pedagang perantara yang datang ke lokasi usaha dan mendistribusikan ke luar daerah, mulai dari daerah
di Sumatera Barat sampai ke luar Sumatera Barat, seperti Jakarta dan Pekanbaru.

Kajian Lingkungan Eksternal

Tujuan audit eksternal adalah membuat daftar terbatas mengenai berbagai peluang yang dapat
menguntungkan perusahaan dan berbagai ancaman yang harus dihindari. Audit eksternal ditujuakan untuk
mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang dapat memberikan respon yangb dapat dilaksanakan [6].

Peranan pemerintah Kecamatan Kamang Magek adalah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha melalui
Gapoktan Kamek. Pembinaan berupa mengikuti pameran serta pelatihan bagi ketua gapoktan dan poktan.
Namun masih banyak pelaku usaha yang belum mendapat pembinaan dari pemerintah setempat

Pesaing kerupuk kamang ini adalah kerupuk sanjai yang sudah sangat terkenal sebagai kerupuk khas
Sumatera Barat. Kerupuk sanjai ini juga berbahan baku ubi kayu. Bedanya, kerupuk kamang dijual dalam bentuk
mentah, sehingga lebih tahan lama dan diberi campuran bumbu yang membuat rasa kerupuk kamang ini lebih
gurih dibanding kerupuk sanjai.

Menurut Kasmir [7], Hal-hal yang perlu diketahui dari pesaing dan terus menerus kita pantau adalah
produk pesaing, baik mutu, kemasan, label atau lainnya. Kita bandingkan kelebihan produk yang dimiliki pesaing
berikut kelemahan yang dimilikya, dengan produk kita.

Dalam hal ini, pelaku usaha kerupuk kamang harus terus mengamat setiap gerak gerik pesaing. Pelaku usaha
kerupuk kamang juga harus mampu melakukan inovasi untuk dapat menghadapi pesaing.

Focus Grup discussion (FGD)

FGD dilakukan setelah semua data dari narasumber sudah dianalisis oleh peneliti. FGD melibatkan tiga
pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan unfuk pengembangan usaha kerupuk kamang di
Kecamatan Kamang Magek. Dari pihak pelaku usaha, peserta FGD adalah ketua gapoktan, Ibu Zethelmi dan 9
orang pelaku usaha yang rutin dalam memproduksi kerupuk kamang. Dari pihak pemerintah, dihadiri oleh
Waliganari Kamang Magek, beserta sekretaris Walinagari. Dari pihak perguruan tinggi, narasumber yaitu Bapak
DR.Nofialdi, SP.MSi dan lou Ir. Zelfi Zakir, MSi. Kedua narasumber dari perguruan tinggi ini merupakan dosen
Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, UNAND yang memiliki kompetensi di bidang kewirausahaan.

Dari hasil FGD, didapat beberapa poin yang menjadi masalah yang dihadapi pelaku usaha kerupuk
kamang, yaitu:

1. Masalah penetapan harga produk dan harga produk yang tidak seragam oleh pelaku usaha.Hal ini
disebabkan oleh harga bahan baku yang bervariasi yang didapat oleh sefiap pelaku usaha, sehingga
harga produk pun berbeda bagi tiap pelaku usaha.

2. Pemasaran yang masih lemah, belum bisa memasarkan produk dengan sistem yang lebih baik.
Pemasaran produk masih sebatas pasar tradisional, belum menembus pasar modern.

3. Kekurangan modal dalam menjalankan usaha, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki mesin
penumbuk dan mesin penggiling untuk meningkatkan produktivitas usaha. Selain itu, pelaku usaha juga
belum ada izin PIRT, sehingga menyulitkan akses untuk meminjam ke pihak bank.
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4. Produktivitas ubi kayu sebagai sumber bahan baku yang masih terbatas. Kurangnya akses pelaku
usaha dalam mendapatkan bahan baku, sehingga ada saat pelaku usaha tidak berproduksi karena tidak
ada bahan baku.

5. Belum ada manajemen usaha yang baik bagi pelaku usaha. Pelaku usaha tidak mengetahui seberapa
besar keuntungan yang diperoleh dari setiap produk yang terjual.

6. Belum bisa bersaing dengan produk unggulan lainnya, seperti kerupuk sanjai.

Solusi yang dihasilkan melalui FGD ini untuk mengembangkan usaha kerupuk kamang adalah:

1. Melakukan sistem pemasaran satu pintu. Disini para pelaku usaha membentuk kelompok yang
mengkoordinir penjualan kerupuk kamang, sehingga diharapkan terciptanya standarisasi harga, yaitu
satu harga untuk semua pelaku usaha.

2. Membentuk koperasi untuk menghimpun modal, sehingga anggota koperasi bisa melakukan pinjaman
untuk meningkatkan produkstivitas usaha. Koperasi ini juga bisa untuk mengkoordinir sistem pemasaran
satu pintu.

3. Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha kerupuk kamang bagaimana memenej usaha dengan baik,
memberikan pelatihan bagaimana menghitung keuntungan usaha.

4. Meningkatkan pendapatan pelaku usaha melalui pemanfaatan limbah kulit ubi kayu menjadi pakan
ternak. Pelaku usaha diberi pelatihan bagaimana mengolah limbah kulit ubi kayu menjadi pakan ternak.

5. Membuat kontrak dengan penyedia bahan baku, sehingga ketersediaan bahan baku dapat selalu
terjaga.

6. Melakukan sistem pertanian terpadu, dimana pelaku usaha membentuk kelompok yang mengelola
pertanian terpadu, seperti menanam ubi kayu dan beternak. Limbah kulit ubi kayu untuk pengolahan
kerupuk kamang bisa dijadikan pupuk untuk tanaman dan pakan ternak. Sehingga tercipta siklus
pertanian yang saling menguntungkan.

7. Adanya standarisasi rasa pada kerupuk kamang.

8. Melakukan diversifikasi produk kerupuk kamang, seperti memberikan inovasi rasa pada kerupuk
kamang, sehingga produk Iebih inovatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kerupuk Kamang merupakan produk unggulan di Kecamatan Kamang Magek untuk produk pengolahan
hasil pertanian. Usaha kerupuk kamang ini masih berskala usaha mikro. Dalam upaya untuk mengembangkan
usaha kerupuk kamang ini, ada beberapa hambatan yang muncul, yaitu: 1) Masalah penetapan harga produk
dan harga produk yang tidak seragam oleh pelaku usaha, 2) Pemasaran yang masih lemah, belum bisa
memasarkan produk dengan sistem yang lebih baik, 3) Kekurangan modal dalam menjalankan usaha, 4)
Produktivitas ubi kayu sebagai sumber bahan baku yang masih terbatas, 5) Belum ada manajemen usaha yang
baik bagi pelaku usaha, 6) Belum bisa bersaing dengan produk unggulan lainnya, seperti kerupuk sanjai.

Solusi yang dihasilkan melalui FGD ini adalah: 1) Melakukan sistem pemasaran satu pintu. Disini para
pelaku usaha membentuk kelompok yang mengkoordinir penjualan kerupuk kamang, sehingga diharapkan
terciptanya standarisasi harga, 2) Membentuk koperasi untuk menghimpun modal, 3 ) Memberikan pelatihan
kepada pelaku usaha kerupuk kamang bagaimana memenej usaha dengan baik, memberikan pelatihan
bagaimana menghitung keuntungan usaha, 4) Meningkatkan pendapatan pelaku usaha melalui pemanfaatan
limbah kulit ubi kayu menjadi pakan ternak. Pelaku usaha diberi pelatihan bagaimana mengolah limbah kulit ubi
kayu menjadi pakan ternak, 5) Membuat kontrak dengan penyedia bahan baku, sehingga ketersediaan bahan
baku dapat selalu terjaga, 6) Melakukan diversifikasi produk kerupuk kamang, seperti memberikan inovasi rasa
pada kerupuk kamang, sehingga produk lebih inovatif, 7) Menerapkan sistem pertanian terpadu.

Saran
1. Bagi pemerintah, sebaiknya lebih fokus dalam membina produk kerupuk kamang sebagai produk
unggulan Kecamatan Kamang Magek, dengan cara memberikan pelatihan kewirausaahan bagi pelaku
usaha dan selalu meyertakan produk kerupuk kamang di berbagai pameran dagang sebagai bentuk
promosi yang efektf.
2. Bagi pihak perguruan tinggi, bisa berperan dengan cara memberikan penyuluhan dan pembinaan yang
terkaitdengan pengembangan usaha kerupuk kamang.
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3. Bagi pelaku usaha, agar lebih menjalin kerjasama yang baik antar pelaku usaha kerupuk kamang
sehingga posisi pelaku usaha dalam menetapkan harga lebih kuatPelaku usaha juga seharusnya lebih
giat dalam memasarkan produknya ke pasar modern.
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ABSTRAK

Ruang publik Losari Makassar sebagai hasil reklamasi pantai telah dikenal sangat luas, dan kini berhasil
menjadi salah satu ikon Makassar. Sejalan dengan program Makassar menuju kota dunia, ruang publik di pantai
ini perlu dievaluasi dan dikembangkan perencanaan kualitasnya lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk
menakar partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan tersebut. Pengunjung sebanyak 180 orang
terpilih secara aksidental sebagai partisipan. Kepada mereka ditanyakan, bagaimana penilaian terhadap kondisi
kualitas fasilitas ruang publik,dan bagaimana strategi untuk peningkatannya. Analisis kuantitatif distribusi dan
frekuensi diaplikasikan untuk menakar partisipasi dalam bentuk pernyataan persepsi dan pendapat terhadap
kualitas fasilitas ruang publik Losari. Metode AHP dengan melibatkan pemangku kepentingan diaplikasikan untuk
menentukan peringkat kriteria pengembangan lanjut. Analisis IFAS — EFAS menjadi dasar penentuan kuadran
strategi SWOT. Kesimpulan penelitian ini bahwa dalam rangka mewujudkan Makassar kota dunia, pengunjung
dan pemangku kepentingan telah memberikan partisipasi dalam penilaian dan penyusunan strategi perencanaan
pengembangannya.

Kata kunci: ruang publik Losari, perencanaan partisipatif, AHP dan SWOT

PENDAHULUAN

Anjungan pantai Losari di Makassar dalam dasawarsa terkahir dikenal sebagai ruang publik hasil
reklamasi pantai. Hasil sayembara di tahun 93, pesisir kota di Selat Makassar ini direklamasi sepanjang 935
meter dan menghasilkan ruang publik seluas 4,3 ha[1] . Saat ini Losari memiliki 3 anjungan dengan nama etnik,
yaitu anjungan Losari di tengah, Bugis Makasar di sisi selatan, dan Toraja-Mandar di sisi utara. Masing-masing
anjungan menampilkan keunikan patung etnik antara lain patung tarian adat, arsitektur tradisional, tari paraga,
becak Makassar dan patung pahlawan pejuang Sulsel; ini semua menggambarkan kekayaan budaya Sulsel
Memiliki posisi srategis di jantung kota serta panorama matahari terbenam yang indahdan berudara laut yang
segar, anjungan pantai Losari benar-benar menjadi ruang publik yang menarik. Setiap hari, pagi maupun sore,
terutama di akhir pekan, ribuan warga maupun wisatawan datang menikmati suasana yang menyenangkan.
Disemarakkan dengan berbagai acara seperti pentas musik, basar kuliner, pameran dan promosi komersial,
Losari benar-benar menjadi ruang publik ikon kota Makassar.

Dalam masa jabatan Walikota saat ini, Makassar ingin merealisasikan visi misinya yaitu Makassar
Menuju Kota Dunia. Meskipun masih memerlukan pemahaman lebih jelas maknanya, kota dunia yang dimaksud
terkait dengan adanya fasilitas kota yang kualitasnya setara dengan kota-kota berskala dunia. Berbagai program
dan kegiatan dilakukan oleh Pemkot Makassar untuk mewujudkan visi misi menjadi kota dunia tersebut, antara
lain dengan membangun prasarana dan fasiltas kota serta mengisinya dengan event berskala dunia.

Sejalan dengan visi misi menjadi kota dunia tersebut, penelitian [1] menyimpulkan bahwa Losari mesih
perlu dikembangkan lebih jauh lagi agar setaraf dengan ruang publik kota dunia. Selama ini perencanaan selalu
didominasi oleh gagasan dari atas (fop-down planning) tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat
pengguna.Penelitian ini bertujuan menakar aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan perencanaan
dengan partisipasi masyarakat.
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METODE PENELITIAN

Peneliian ini sengaja memilih Losari sebagai obyek (Gambar 1). Jenis peneliian ini
mengkombnasikanmetode kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menggali partisipasi dan
persepsi pengunjung Losari terhadap kualitas ruang publik. Pengunjung Losari pada hari kerja dan hari Minggu
dipilih secara aksidental, dan menghasilkan pilihan sebanyak 180 orang sebagai partisipan. Kepada mereka
ditanyakan penilaiannya terhadap kualitas dan fasilitas Losari sebagai ruang publik

0 0,020,086 0,12 018 024
I —

Keterangan:
Jalan
- Anjungan Toraja Mandar

I Anjungan Bahan

I Anjungan Metro (Anjungan Bugis Makassar)

Gambar 1. Losari di Makassar

Analisis AHP diaplikasikan untuk menentukan peringkat kriteria (bobot) yang dijadikan dasar untuk
analisis strategis. AHP ini melibatkan para pemangku kepentingan, yaitu pengunjung Losari, staf Pemkot
Makassar, pengelola Losari, dan akademisi. Selanjutnya untuk menyusun strategi pengembangan perencanaan,
analisis  SWOT dan external factor analysis srategy (EFAS) dan internal factor analysis strategy
(IFAS)diaplikasikan dan menghasilkan 4 kuadran strategis[2] [3]

HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil Responden

Dengan 180 pengunjung Losari yang dipilih secara aksidental sebagai responden, profil mereka adalah
berikut
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Tabel 1. Profil responden

No

Uraian

Distribusi (%)

1

Jumlah sampel

180 (100%)

2

Rincian sample

Pria =86 (47,7%)
Women= 94 (52,3%)

Pekerjaan

PNS =21 (11,66%)
Pelajar/mahasiswa = 91 (50,55%)
Wiraswasta =38 (21,11%)
Lainnya = 30 (16,66%)

Frekuensi kunjungan dalam 1 bulan terakhir

Jarang sekali = 85 (47,22%)
Sering =83 (46,11%)
Sering sekali= 12 (6,67%)

Maksud kunjungan

Menikmati keindahan =58 (32,22%)
Menghadiri acara = 3 (1,66%)

Kuliner = 23 (12,77%)

Olah raga = 15 (8,33%)

Berdagang =9 (5%)

Berkumpul keluarga/teman =67 (37,22%)
Lainnya=5(2,77%)

Sumber: survey 2016

Penilaian terhadap fasilitas Losari

Setiap responden diminta memberi penilaian terhadap 9 fasilitas yang ada di Losari yaitu parkir, toilet,

art gallery, lapak PKL, masjid, tempat sampah, tempat duduk, perahu bebek, dan kran air siap minum. Penilaian
menggunakan skala Likert antara 1 (sangat buruk) sampai 5 (sangat baik). Hasilnya menunjukkan bahwa pada
umumnya 9 fasilitas sebagian besar dinilai antara sedang dan baik. Khusus untuk masjid dinilai sangat baik.
Kemudian kepada pengunjung ditanyakan meski kondisi Loasi pada tingkat sedang dan baik, apakah masih
diperlukan peningkatan dalam rangka memenuhi gagasan Makassar menuju kota dunia. Sebesar 70%
menyatakan sangat setuju dan 26,67% menjayatak setuju (Gambar. 3)

150
100
ol | Ll
0 T
Parkir Toilet Artgallery Lapak  Masjid Tempat Tempat Perahu Kranair
PKL sampah duduk  bebek  minum
® Sanaatbaik m Baik Sedana = Buruk H Buruk sekali
Gambar 2. Grafik penilaian responden terhadap fasilitas di Losari
150
100
" Al =
0 - —_—
Sangatsetuju Setuju Netral Tidak setuju Sangattidak setuju
= Jumlah ® %
Gambar 3. Pendapat partisipan perlunya peningatan kualitas Losari
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Penentuan bobot kriteria

Kepada masyarakat pengunjung Losari diminta menyebutkan kriteria untuk menentukan strategi
pengembangan. Diperoleh 6 kriteria yaitu (1) fieksibilitas desain, (2) fasilitas pendukung, (3) akses, (4) identitas,
(5) daya tarik, dan (6) manajemen. Analyses Hierarchy Process (AHP) yang diinfroduksikan oleh Saaty [3]
melbatkan para pemangku kepentingan, yaitu pengunjung, staf Pemkot Makassar, penglola Losari, dan
akademisi; mereka diminta memberikan masukannya. AHP ini dapat menghasilkan hirarki bobot antar kriteria
yang dipersandingkan seperti Gbr 4. Selanjutnya bobot tersebut digunakan untuk analisis strategis dengan
EFAS dan IFAS

Priorities with respect to: Combined
Goal: Kualitas Pantai Losari

Desain Fleksibel .08 N

Fasilitas Pendukung -108 I

Kemudahan Akses .115 _

Menonjolkan Identitas 175 I

Menambah Daya Tarik 283
Manajemen yang Baik 141 I

Inconsistency = 0.02
with 0 missing judgments.

Gambar 4. Output AHP
Analisis strategis peningkatan kualitas
Analisis strategis didahului dengan internal factors analysis strategy (IFAS) dan external factors analysis
strategy (EFAS). Hasil AHP digunakan sebagai bobot masing-masing kriteria. Bobot kriteria dikalikan dengan

skor tiap kriteria dan menghasilkan tabel berikut

Tabel 2. Analisis faktor Internal (IFAS)

Faktor-Faktor Strategi Internal Bobot Rating g:t?::; X

a.Strength

- Desain fleksibel:

Pantai Losari selain sebagai tempat wisata bagi pengunjung 0.088 1 0.088

berdasarkan hasil survei 5% pengunjung menggunakan Pantai | ™ ’

Losari sebagai tempat berolahraga

- Fasilitas pendukung

Masjid terapung dan art gallery menjadi daya tarik pengunjung 0198 3 0,594

- Akses

Pengunjung yang mengunjungi Pantai Losari tidak dipungut 0115 1 0115

biaya dalam mengakses ruang Pantai Losari seperti bebas | ’

biaya parkir dan fasilitas toilet umum

- Menonjolkan identitas

Pantai Losari memiliki keindahan sunset yang memikat | 0,175 2 0,350

pengunjung

- Daya tarik

Persepsi masyarakat kondisi Pantai Losari bersih dan nyaman 0283 4 1,024

- Manajemen yang baik

Pantai Losari menjadi salah satu ikon Kota Makassar 0,141 2 0282

Jumlah (a) 1,00 2,453

b. Weakness

- Desain fleksibel

Tidak tersedianya fasilitas pusat informasi, pos keamanan, dan 0,088 -1 0,088
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tempatbermain anak

- Fasilitas pendukung

Tidak meratanya fasilitas pendukung di setiap segmen Anjungan | 0,198 -3 -0,594

Pantai Losari

- Menonjolkan identitas

Kurangnya sarana penunjang interaksi antara pengunjung 0175 2 20,350

dengan air untuk menguatkan identitas Pantai Losari sebagai | ™ ’

ikon waterfront city dan ruang terbuka tepian air

- Daya tarik

Persepsi pengunjung bahwa Pantai Losari kurang memiliki daya | 0,283 -4 -1,132

tarik

- Manajemen yang baik dan Kemudahan akses

Kurangnya manajemen parkir pada saat meningkatnya jumlah 0.256 4 1,024

pengunjung yang mengakibatkan  kesemrawutan dan | ’

menghalangi akses pengunjung/kendaraan lainnya (M + KA)

Jumlah (b) 1,00 -3,188

Tabel 3. Analisis faktor Eksternal (EFAS)

Faktor-Faktor Strategi Eksternal Bobot Rating Bol?ot X
Rating

a.Opportunities

- Desain fleksibel dan Manajemen

Memaksimalkan penggunaan seluruh segmen anjungan (DF + M) 0,229 3 0,687

- Fasilitas pendukung

Adanya fasilitas perdagangan dan jasa di sekitar Pantai Losari 0198 3 0,594

- Kemudahan akses

Akses menuju Pantai Losari didukung dengan adanya transportasi | 0,115 1 0,115

publik

- Menonjolkan identitas

Pantai Losari juga didukung dengan kawasan kuliner dan sarana | 0,175 2 0,350

perdagangan dan jasa di sepanjang Jalan Penghibur

- Daya tarik

Memberikan akses lebih kepada pengunjung untuk menikmati | 0,283 4 1,024

badan air untuk menciptakan kesan pariwisata alam

Jumlah (a) 1,00 2,770

b. Threats

- Desain fleksibel, fasilitas pendukung, identitas, dan daya tarik

Adanya ruang terbuka tepian air lainnya yang memiliki daya tarik | 0,744 -4 -2,976

(atraksi) lebih menarik dan variafif dibandingkan Pantai Losari

- Akses dan manajemen yang baik

Munculnya parkir liar di sepanjang Jalan Penghibur (A+M) 0256 4 1,024

Jumlah (b) 1,00 -4,000

Hasil analisis IFAS dan EFAS digunakan untuk mengetahui posisi koordinat X dan Ydan kuadran SWOT

dilakukan perhitungan sebagai berikut;
X= strength + weakness = 2,453+ (-3,188) =-0,735

Y = opportunities + threats = 2,770+ (-4) = -1,232

Kedua nilai X (internal) dan Y (eksternal) tersebut dimasukan ke dalam matriks strategi dengan hasil gambar

berikut:
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Gambar 5. Posisi Strategis berdasarkan IFAS dan EFAS

Berdasarkan matriks SWOT, maka titik IFAS (-0,735) dan EFAS (-1,232) berada di kuadran lIl. Menurut
Rahmaddin dkk (2015) pada kuadran ini strateginya adalah guerrilla strategy, yaitu strategi dengan menciptakan
suatu keadaan yang defensive atau survival, efisiensi yang menyeluruh agar kelemahan dan ancaman dapat
teratasi dengan strategi gerilya, operasional dilakukan, dan diadakan pembangunan atau usaha pemecahan

masalah dan ancaman

Berdasarkan hasil analisis IFAS dan EFAS tersebut, untuk penyusunan strategi peningkatan kualitas
Losari sebagai ruang publik kota dunia, strategi yang disarankan ialah:

(1) Menambah atraksi/kegiatan untuk meningkatkan daya tarik dengan memanfatkan potensi/kekuatan
yang ada seperti: festival kuliner, susur pantai untuk menikmati sunset dengan kapal pesiar, agar
memperkuat identitas Losari sebagai ruang publik tepi air

(2) Menambah fasilitas pendukung seperti pusat informasi, pos keamanan, dan tempat bermain anak, yang
penempatannya secara merata di semua anjungan

(3) Meningkatkan kualitas manajemen khususnya perparkiran agar tercipta suasana nyaman bagi

pengunjung.

(4) Meningkatkan keterkaitan fisikal dan visual antara ruang publik dengan laut dan perairannya sehingga
identitas ruang publik tepi air lebih menonjol dan sebagai ikon waterfront city.
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KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menakar partisipasi pengunjung Losari dalam perencanaan lanjut menuju kota
dunia. Kesimpulan yang dihasilkan:

(1) Penilaian terhadap 9 fasilitas fisik Losari sebagai prasarana ruang publik masing-masing menunjukkan
tingkat yang berbeda; secara umum pada tingkat sedang sampai baik.

(2) Partisipan menganggap bila ingin menuju kota dunia, maka Losari masih memerlukan peningkatan
kualitas prasarana dan peyelenggaraan acara tahunan (event)

(3) Strategi yang disusun oleh pemangku kepentingan menunjukkan pada kuadra survival, yaitu menambah
atraksi, menyempurnakan fasilitas pendukung, peningkatan manajemen, dan peningkatan kaitan visual
maupun fisikal dengan lautdan perairannya.

(4) Menakar tingkat partisipasi masyarakat, mereka terlibat pada penilaian kualitas, dan pemangku
kepentingan berpartisipasi pada penyusunan strategi perencanaan.
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ABSTRAK

Wisata budaya mengalami perkembangan yang pesat tahun-tahun belakangan ini. Karena
perkembangan yang pesat ini, United Nation World Tourism Organization (UNWTO) untuk wilayah Asia
Tenggara mengusulkan salah satu fokus pengembangan adalah pada wisata budaya (UNWTO Annual
Report, 2013). Wisata budaya sendiri adalah wisata yang memanfaatkan objek dan daya tarik budaya dan
kehidupan sosial yang meliputi museum, peninggalan sejarah, upacara adat, seni pertunjukkan, dan kerajinan.
Indonesia dengan keragaman suku bangsanya mempunyai kekayaan dan potensi yang sangat luar biasa dalam
hal wisata budaya.Upaya pelestarian dan pengembangan budaya perlu dilakukan terus menerus dan
berkesinambungan.Namun demikian, pengembangan wisata budaya membutuhkan ruang sebagai tempat
tumbuh dan berkembangnya sektor ini. Terbatasnya ruang pengembangan budaya di kota-kota di Indonesia
menjadi salah satu kendala yang harus diatasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan ruang
dalam upaya mengembangkan wisata budaya dengan lingkup penelitian pada wisata budaya seni pertunjukan
tradisiona dan wilayah penelitian di Kota Bandung. Melalui teknik wawancara dan pendekatan fenomenologi
eksploratif, penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk menemukenali kebutuhan ruang dalam upaya
pengembangan wisata budaya seni pertunjukan tradisional.Pengetahuan tersebut diambil dari berbagai
narasumber ahli di bidang seni dan tata ruang. Teknik wawancara terstruktur dilakukan dalam penelitian ini untuk
mendapatkan kedalaman informasi. Identifikasi kebutuhan ruang ini menunjukkan adanya kebutuhan ruang untuk
pengembangan baik dalam proses produksi maupun dalam kegiatan promosi. Pemenuhan kebutuhan ruang
untuk proses-proses tersebut akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam perkembangan budaya seni
pertunjukan tradisional. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam aplikasi
perencanaan tata ruang untuk mendukung pengembangan potensi wisata budaya.

Kata kunci: Kebutuhan ruang, wisata budaya, pertunjukan tradisional

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Tren perkembangan pariwisata di dunia meningkat setiap tahunnya.United Nation World Tourism
Organization (2013) melaporkan bahwa perkembangan wisata dan pergerakan wisatawan paling tinggi terdapat
di daerah Asia Pasifik. Di Asean, wisatawan internasional diperkirakan tumbuh dari 14 juta jiwa pada tahun 2012
menjadi 214 juta jiwa pada tahun 2030. Di antara program pengembangan pariwisata yang diusulkan dalam
UNWTO untuk wilayah Asia Tenggara, salah satunya difokuskan terhadap pengembangan wisata budaya sosial
[1]

Wisata budaya adalah wisata yang memanfaatkan objek dan daya tarik budaya dan kehidupan sosial
yang meliputi museum, peninggalan sejarah, upacara adat, seni pertunjukkan, dan kerajinan. Menurut Yoeti [2],
alasan pertama orang-orang melakukan perjalanan adalah pendidikan dan kebudayaan. Wisatawan ingin
mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh negara lain serta ingin menyaksikan tempat-tempat
bersejarah, kesenian rakyat, festival, keindahan alam, dan lain-lain. Pada abad ke-16 di Eropa, motif pariwisata
berbasis budaya mulai dilakukan oleh kalangan elit di Inggris untuk mengunjungi kota-kota dengan tujuan
pendidikan, budaya dan liburan.
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Indonesia dengan beragam potensi budayanya mempunyai peluang yang sangat besar untuk
mengembangkan wisata budaya sebagai salah satu andalan pada sektor pariwisata.Pengembangan wisata
budaya selain berpotensi untuk peningkatan ekonomi wilayah juga dapat berperan sebagai salah satu upaya
pelestarian budaya.Daerah-daerah yang cukup berhasil mengembangkan wisata budaya di Indonesia antara lain
Bali dan Jogjakarta.

Namun demikian, pengembangan wisata budaya perlu didukung oleh adanya ruang-ruang fisik yang
bisa dimanfaatkan oleh para pelaku wisata budaya untuk melakukan akffitas pengembangannya.Kondisi saat ini
menunjukkan tidak banyak daerah yang cukup peduli atas kebutuhan ruang ini.Tidak banyak rencana tata ruang
yang secara khusus mengalokasikan ruang untuk memenuhi kebutuhan pengembangan budaya khususnya
dikaitkan dengan sektor pariwisata.

Upaya pemenuhan kebutuhan ruang untuk pengembangan wisata budaya dapat diawali dengan
mengidentifikasi kebutuhan ruangnya itu sendiri. Kajian terkait hal ini diperlukan untuk memahami apa saja
ruang-ruang yang dibutuhkan untuk kemudian menjadi dasar dalam pengalokasian ruangnya.

Tujuan

Penelifian ini bertujuan untuk mengidenfifikasi kebutuhan ruang dalam mengembangkan wisata budaya,
khususnya sub kegiatan pertunjukan seni tradisional. Ruang yang dimaksud adalah segala bentuk ruang yang
dapat mendukung berkembangnya wisata budaya khususnya wisata budaya pertunjukan seni tradisional.

Lingkup Wilayah dan Lingkup Kajian

Penelitian ini dilakukan di wilayah administratif Kota Bandung. Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat,
Kota Bandung memiliki banyak potensi wisata budaya khususnya kesenian fradisional yang berasal dari seluruh
pelosok Jawa Barat Kajian yang dilakukan di Kota Bandung diharapkan akan dapat memberikan gambaran
kebutuhan ruang untuk pengembangan wisata budaya.

Lingkup kajian difokuskan kepada sub kegiatan budaya seni perfunjukkan tradisional. Sebagai bagian
dari kegiatan budaya, pertunjukkan seni tradisonal menjadi salah satu daya tarik utama dalam wisata budaya.
Adapun jenis-jenis perfunjukkan tradisional yang teridentifikasi dan menjadi objek kajian adalah :Seni Tari
Tradisional, Seni Karawitan,Seni Teater Tradisional, Seni Pedalangan/ Pewayangan.

METODE PENELITIAN

Identifikasi kebutuhan ruang yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat ataupun